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Pembangunan Desa merupakan upaya peningkatan taraf hidup masyarakat 
pedesaan secara terpadu dan harmonis. Pembangunan desa diwujudkan melalui 
pendekatan komprehensif yang mencakup ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan. 
Pembangunan desa saat ini sering dilihat hanya dari segi ekonomi dan sosial tanpa 
memperhatikan lingkungan, dan masih terdapat desa yang berstatus desa tertinggal 
dibeberapa Kabupaten/Kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Lampung Selatan. Desa-
desa tertinggal di Kabupaten Lampung Selatan seperti Desa Sukajaya, Desa Baru Ranji, 
Desa Karang Raja, Desa Mekar Jaya, Desa Karang Jaya, Desa Bangun Sari, Desa 
Purwodadi Dalam, dan Desa Sidomukti. Desa-desa tersebut memiliki rata-rata nilai indeks 
desa membangun sebesar 0,55925.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan menghasilkan 
permodelan skenario kebijakan pengentasan desa tertinggal di Kabupaten Lampung 
Selatan, sehingga dapat menjadi bahan masukan kepada Pemerintah Desa dan 
Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode System Dynamics didalam 
mengkaji Pembangunan Desa di Kabupaten Lampung Selatan. Pendekatan yang 
dilakukan adalah kualitatif-kuantitatif didalam analisis sistem dan pemodelan System 
Dynamics. Teknik dalam mix method dengan strategi metode campuran bertahap 
(sequential mixed methods) merupakan strategi bagi peneliti untuk menggabungkan data 
yang ditemukan dari satu metode dengan metode lainnya. Wawancara dilakukan terlebih 
dahulu untuk mendapatkan data kualitatif diikuti data kuantitatif. Tahapan-tahapan 
penelitian permodelan system dynamics dari Grant, Pedersen, & Marín (1997) dan Kelso 
& Dyne (1969) seperti: (1) formulasi model konseptual, (2) parameterisasi model, (3) 
evaluasi model, (4) penggunaan model.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) unsur-unsur yang mempengaruhi 
pembangunan desa di Desa Sukajaya, Desa Baru Ranji, Desa Karang Raja, Desa Mekar 
Jaya, Desa Karang Jaya, Desa Bangun Sari, Desa Purwodadi Dalam, dan Desa Sidomukti 
Kabupaten Lampung selatan terdiri 75 unsur yang tersusun di dalam 3 subsistem 
ketahanan yakni Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. (2) Dynamics System 
Pembangunan Desa merupakan model hubungan yang saling bergantung (kausal) antar 
subsistem ekonomi, social, dan lingkungan disetiap desa di Kabupaten Lampung Selatan. 
(3) Alternative kebijakan yaitu meningkatkan kualitas lingkungan sebesar 14 persen, 
ekonomi masyarakat desa sebesar 17 persen, dan tetap mempertahankan nilai 
pertumbuhan pada subsistem sosial yakni 3,16 persen, atau pada subsistem ini tidak 
memiliki perubahan yang signifikan dalam kurun waktu dekat sehingga tidak dilakukan uji 
skenario. Selain pada peningkatan subsistem lingkungan, ekonomi, dan sosial. Kebutuhan 
pemerintah desa dalam peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa, fasilitas kantor 
pemerintah desa, dan sumber anggaran pendanaan dalam pembangunan desa dalam 
mendukung tercapainya pelaksanaan pembangunan yang optimal sangat diperlukan. 





Ardian Prabowo, 2021, Policy Scenario Modeling for Disadvantaged Villages 
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Village Development is an effort to increase the living standard of rural communities 
in an integrated and harmonious manner. Village development is realized through a 
comprehensive approach that includes economic, social and environmental resilience. 
Village development at this time is often seen only from an economic and social perspective 
without paying attention to the environment, and there are still villages with the status of 
underdeveloped villages in several districts / cities in Indonesia, including South Lampung 
Regency. Underdeveloped villages in South Lampung Regency such as Sukajaya Village, 
Baru Ranji Village, Karang Raja Village, Mekar Jaya Village, Karang Jaya Village, Bangun 
Sari Village, Purwodadi Dalam Village, and Sidomukti Village. These villages have an 
average village index value of 0.55925. 
This study aims to identify, analyze, and produce policy scenario modeling for 
underdeveloped villages in South Lampung Regency, so that it can be used as input for 
the Village Government and Local Government. This study uses the System Dynamics 
method in assessing Village Development in South Lampung Regency. The approach 
taken is qualitative-quantitative in System Dynamics. Techniques in mix methods with 
sequential mixed methods are a strategy for researchers to combine data found from one 
method with another. Interviews were conducted first to obtain qualitative data followed by 
quantitative data. The research stages of system dynamics modeling from Grant, 
Pedersen, & Marín (1997) and Kelso & Dyne (1969) includes: (1) formulating of conceptual 
model, (2) creating parameters of model, (3) evaluating of model, (4) using of models. 
The results of this study: (1) The variables that influence village development in 
Sukajaya Village, Baru Ranji Village, Karang Raja Village, Mekar Jaya Village, Karang Jaya 
Village, Bangun Sari Village, Purwodadi Dalam Village, and Sidomukti Village, South 
Lampung Regency consists of 75 variables arranged in 3 aspects of resilience namely 
Economic, Social and Environmental Resilience. (2) The Village Development Dynamics 
System is a model of interdependent (causal) relationships between economic, social and 
environmental aspects in every village in South Lampung Regency. (3) Alternative policies, 
namely improving the quality of the environment by 14 percent, the economy of the village 
community by 17 percent, and maintaining the value of growth in the social aspect of 3.16 
percent, or in this aspect there is no significant change in the near future so it is not carried 
out. scenario test. Apart from improving the environmental, economic and social aspects. 
Village government requires an increase in the quality of village government officials, 
village government office facilities, and Village funds in supporting the achievement of 
optimal development implementation. 
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1.1 Latar Belakang 
Ketimpangan merupakan masalah mendasar bagi masyarakat, subjek 
dari penelitian akademisi, dan perhatian utama pemerintah (Agusalim, 
2015; Kincheloe, 2012; Nurhuda, 2013; Wei, 2015). Terdapat perdebatan 
berkepanjangan tentang luas, dimensi, lintasan, mekanisme dan 
konsekuensi dari ketidaksetaraan geografis, serta kebijakan yang 
menangani kemiskinan dan ketimpangan (Engerman & Sokoloff, 2002; Wei 
& Ewing, 2018). Perdebatan ini telah didominasi oleh ahli ekonom neo-
klasik dan ahli divergensi (neo-marxisme). Pada para penganut ekonomi 
neo-klasik berprinsip bahwa kekuatan pasar akan menjamin keseimbangan 
dalam distribusi spasial ekonomi dan proses trickle down effect dengan 
sendirinya akan terjadi ketika kesejahteraan di perkotaan tercapai dan 
dimulai dari level yang tinggi seperti kawasan perkotaan ke kawasan yang 
lebih rendah seperti kawasan hinterland dan perdesaan (Mercado, 2002). 
Namun hal tersebut dikritik oleh berbagai pihak karena dalam realitasnya 
trickle down effect tidak terwujud, yang terjadi malah sebaliknya, yaitu trickle 
up effect. Hal tersebut berdampak dalam pembagian ‘kue kesejahteraan’ 
bukan dari atas ke bawah, tetapi kekayaan bawah mengalir ke pusat. 
Kekhawatiran akan dampak negatif globalisasi dan liberalisasi serta 




menimbulkan perdebatan baru sejak akhir 1980-an. Ketimpangan dihadapi 
oleh banyak negara (Stiglitz, 2012). 
Ketimpangan wilayah mengkaji kompleksitas dan dinamika 
ketimpangan antar wilayah, dengan fokus pada ketimpangan ekonomi/ 
pendapatan daerah (Dorling, 2015). Isu ketimpangan kewilayahan telah 
menarik minat kebijakan yang besar, karena disparitas regional dalam 
kegiatan ekonomi, pendapatan, dan indikator sosial mendorong 
ketimpangan pendapatan secara keseluruhan. Selain menjadi penentu 
ketidaksetaraan antarpribadi, ketimpangan kewilayahan juga penting 
karena seringkali merupakan hasil dari konflik antar suku (Kanbur & 
Venables, 2005). Hal tersebut menjadikan ketimpangan wilayah sebagai 
salah satu masalah yang umum terjadi di setiap negara maju maupun 
berkembang (Lessmann, 2012; Richardson & Townpoe, 1987; Wei & 
Ewing, 2018; Wilonoyudho, 2009) termasuk di Indonesia (Islami & Nugroho, 
2018). Menurut Lessmann (2011) Indonesia memiliki Coefficient of variation 
(CV) pendapatan wilayah yang lebih rendah untuk Indonesia yaitu 0,97 
pada tahun 2004-2008. Sedangkan angka CV tertinggi untuk Indonesia 
yaitu sebesar 0,93 pada tahun 1980- 2011,  Pada tahun 2011, rasio PDRB 
per kapita rata-rata provinsi di Jawa masih lebih dari 300 persen PDRB per 
kapita ratarata provinsi di Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara dan Maluku 
(Agusalim, 2015; Umiyati, 2013). Dari data tersebut, ketimpangan 
pembangunan antar wilayah di Indonesia menempati peringkat terburuk 




berkembang (Firdaus, 2013). Selain itu, pertumbuhan di perdesaan tidak 
berjalan secepat pertumbuhan di perkotaan dan di daerah-daerah industri, 
hal tersebut memfokuskan mengenai dinamika ketimpangan kemiskinan 
perkotaan-perdesaan (Suryahadi et al., 2018).  
Saat ini untuk mengetahui data ketimpangan kemiskinan perkotaan-
perdesaan di Indonesia. Badan Pusat Statistik menggunakan ukuran-
ukuran yang diperkenalkan oleh Foster, Greer, & Thorbecke (1984) untuk 
mengukur tingkat kemiskinan. Ukuran-ukuran tersebut adalah: (1) Jumlah 
penduduk miskin atau tingkat kemiskinan; (2) Tingkat kedalaman 
kemiskinan; dan (3) Tingkat keparahan kemiskinan. Penghitungan ini 
dilakukan untuk mengetahui sebaran pendapatan orang miskin. 
 
Gambar 1.1 Jumlah Orang Miskin (Juta) 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 (Diolah peneliti, 2020) 
Dari gambar 1.1, dapat terlihat bahwa terdapat gap antara jumlah 
orang miskin yang berada di Kota dengan Desa. Pada tahun 2014, terjadi 
perbedaan jumlah orang miskin yang di desa sebanyak 17,37 juta 




tersebut berlanjut hingga tahun 2020, jumlah masyarakat miskin desa 
sebanyak 15,26 juta sedangkan masyarakat miskin kota sebanyak 11,62 
juta. Dari gambar tersebut, jumlah masyarakat miskin desa naik 17,94 juta 
pada tahun 2015 dari 17,37 pada tahun 2014. Namun data tersebut 
menurun hingga bulan September 2019 sebanyak 14,93 juta, selanjutnya 
naik pada bulan Maret 2020 sebanyak 15,26 juta sedangkan dalam jumlah 
masyarakat miskin kota mengalami kenaikan sebanyak 11,62 juta. 
Terjadinya kenaikan signifikan bersamaan antara masyarakat perdesaan-
perkotaan diakibatkan oleh Pandemi, hal tersebut pada akhirnya 
mendorong kenaikan tingkat kemiskinan dan ketimpangan (International 
Labor Organization, 2020; Martin et al., 2020; Suryahadi et al., 2018). 
 
Gambar 1.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 (Diolah peneliti, 2020) 
Selanjutnya pada tingkat kedalaman kemiskinan selama tahun 2014 
hingga 2020 pada Gambar 1.2. Angka di perdesaan turun sedikit sebesar 
0,04 poin persen dari 2,25% menjadi 2,21%. Hal tersebut sama dengan di 




dari 1,25% pada September 2014 menjadi 1,13% pada Maret 2020. Tren 
yang sama juga terlihat pada tingkat keparahan kemiskinan (Tabel 1.3). 
Tingkat keparahan kemiskinan di perdesaan turun sebesar 0,02 titik poin 
dari 0,57% pada September 2014 menjadi 0,55% pada Maret 2020. 
Selanjutnya, tingkat keparahan kemiskinan turun sebesar 0,06 titik poin dari 
0,31% pada September 2014 menjadi 0,25% pada Maret 2020. 
 
Gambar 1.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 (Diolah peneliti, 2020) 
Dalam menanggulangi ketimpangan wilayah tersebut, pembangunan 
wilayah menduduki tempat strategis dalam pembangunan Indonesia. 
Orientasi Kewilayahan khususnya pada perdesaan, membuka peluang 
keadilan hasil pembangunan yang lebih merata di seluruh plosok Indonesia 
(Abidin & Amruddin, 2020; Agusta, 2014; Djese, 2016; Fauzi, Rustiadi, & 
Mulatsih, 2019). Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam pembangunan 
yang merata dan berkeadilan yang dapat dirasakan semua masyarakat 
Indonesia sesuai dengan misi ketiga. Hal tersebut tercermin pada Rencana 




Selanjutnya menjadi agenda prioritas nasional ke-2 yaitu Mengembangkan 
Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. 
Komitmen tersebut direalisasikan oleh Kementerian Teknis terkait yakni 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Republik Indonesia, yang memiliki standar pembangunan desa melalui 
Indeks Desa Membangun (IDM). IDM dikembangkan untuk memperkuat 
upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 
sebagaimana tertuang dalam Buku Rencana Strategis (Renstra) 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
(Pemerintah Indonesia, 2020). 
Mengacu pada Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
dan berdasarkan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang IDM. IDM adalah 
Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks 
Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi, yang disusun untuk 
mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa 
Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri (Pemerintah Indonesia, 2020). 
Menurut Hamidi (2017) IDM merupakan alat bantu ‘Teknokrasi’ pengukuran 
perkembangan Status Kemandirian Desa melalui analisa dan nilai komposit 
seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep 
kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas 
dan fungsi Kementerian Desa, PDTT. Selain itu, hasil dari penelitian oleh 




pengaruh negative terhadap kemiskinan, sehingga semakin tinggi nilai 
indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari 
garis kemiskinan. Dengan kata lain, IDM dapat mengurangi kemiskinan 
pada masyarakat desa. Dengan demikian hasil analisa IDM dalam 
penetapan status Kemandirian Desa akan dapat menjadi alat bantu 
pengintegrasian perencanaan untuk menurunkan kemiskinan dan dapat 
memperlihatkan status sebuah desa yang dapat diklasifikasikan yakni Desa 
Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan 
Desa Mandiri. 
Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi, pada tahun 2015 dihasilkan jumlah dan proporsi desa dengan 
status mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal 
ditunjukkan pada Gambar 1.4, sebagai berikut: 
 
Gambar 1.4 Jumlah dan Klasifikasi Desa Berdasarkan Status IDM 2015 





Pada gambar tersebut, jumlah dan klasifikasi Desa sebagai berikut: 
(1) Desa Mandiri, terdapat 3.608 desa yang berstatus Desa Mandiri; 2) 
Desa Maju, terdapat 174 desa yang berstatus Maju; 3) Desa Berkembang, 
terdapat 22.882 desa yang berstatus berkembang; 4) Desa Tertinggal, 
terdapat 33.592 desa yang berstatus tertinggal; dan 5) Desa Sangat 
Tertinggal, terdapat 13.453 desa yang berstatus sangat tertinggal. Pada 
tahun 2015 tersebut, desa yang berstatus tertinggal merupakan jumlah 
tertinggi dibandingkan desa dengan status lainnya. Data tersebut naik kelas 
pada tahun 2019, dengan desa berstatus sangat tertinggal dan tertinggal 
sudah berkurang, serta naiknya jumlah desa berstatus mandiri, walaupun 
masih menyisakan desa dengan status kelas terbawah. Terdapat 19.452 
desa berstatus tertinggal, dan Desa dengan status Berkembang berjumlah 
54.291. Sedangkan jumlah Desa Mandiri hanya  1.444 dibandingkan jumlah 
desa sebanyak 75.436 desa (Badan Pusat Statistik, 2019) atau 1 : 52 
(dibaca: 1 desa mandiri berbanding 52 desa non mandiri). Dari 
permasalahan tersebut pemerintah memiliki target pada tahun 2024, yakni 
terwujudnya 10.000 Desa Berkembang dan 5.000 Desa Mandiri, serta 
mengurangi desa tertinggal menjadi 3.232 pada tahun 2024 (Pemerintah 
Indonesia, 2020). Target tersebut untuk mengurangi persebaran desa yang 
masih tergolong sangat tertinggal dan tertinggal, seperti yang dilakukan 
oleh Pemerintah Provinsi Lampung. 
Pemeritah Provinsi Lampung berupaya menuntaskan 19 desa yang 




berkembang berjumlah 2.219 desa (90,72 %). Sedangkan desa berstatus 
mandiri hanya berjumlah 154 desa (7,43 %) dari 2.435 Desa, yang tersebar 
di 15 kabupaten/kota, salah satunya Kabupaten Lampung Selatan 
(Nashrullah, 2019; Yasland & Hafil, 2019). Hal tersebut diperparah dalam 
perkembangan IDM Lampung Selatan dari tahun 2016 sampai 2017 
meningkat 30% desa tertinggal. Dari data tersebut, terjadi penurunan status 
tertinggal menjadi sangat tertinggal. Serta, penurunan dari desa berstatus 
berkembang menjadi desa tertinggal (JP-News.id, 2018). Selain itu, 
mengutip dari Profiling Ekisting Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal dan 
Lokasi Pengentasan 2020-2024, Kabupaten Lampung Selatan menjadi 
salah satu prioritas kabupaten di Indonesia yang harus mengentaskan desa 
tertinggal oleh Pemerintah. Karena masih terdapat 8 (delapan) desa 
dengan status tertinggal yang tersebar di beberapa kecamatan di 
Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2020, sebagai berikut:  
Tabel 1.1 Daftar Desa Tertinggal Menjadi Prioritas 
No Nama Kecamatan Nama Desa Nilai Status 
1 Penengahan Sukajaya 0,5988 Tertinggal 
2 Merbabu Mataram Baru Ranji 0,5245 Tertinggal 
3 Merbabu Mataram Karang Raja 0,5776 Tertinggal 
4 Merbabu Mataram Mekar Jaya 0,5565 Tertinggal 
5 Merbabu Mataram Karang Jaya 0,5582 Tertinggal 
6 Tanjung Sari Bangun Sari 0,5901 Tertinggal 
7 Tanjung Sari Purwodadi dalam 0,5365 Tertinggal 
8 Tanjung Sari Sidomukti 0,5573 Tertinggal 





Menurut Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi (2016) terjadinya penurunan kualitas Desa dari Desa 
Berkembang menjadi Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal terjadi 
akibat faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti 
terjadinya goncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka 
akan membuat status Desa Berkembang jatuh turun menjadi Desa 
Tertinggal. Jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan 
tepat, atau terjadinya konflik sosial terus menerus, maka sangat potensial 
berdampak menjadikan Desa Tertinggal turun menjadi Desa Sangat 
Tertinggal. Selain itu, terjadi penurunan atau memperburuknya kondisi 
status desa merupakan dampak dari kebijakan publik yang buruk atau 
belum tepat (Asmawi, Sjoraida, & Anwar, 2017; Block, 1981; Fidianingrum, 
Hermawan, & Sukanto, 2014) dan belum dapat memaksimalkan potensi 
yang ada (Bakti, 2018; Erichasari & Rahaju, 2019; Malik, Nugroho, & Surur, 
2018). Selain itu, dalam meningkatan status desa pelu melibatkan banyak 
unsur atau unsur pendukung pembangunan desa (Nurdiansyah, 2014). Hal 
tersebut dijelaskan pula oleh Pak Suhadi, selaku Pendamping Desa 
Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut: 
“Membangun desa selalui memiliki tantangan. Pada saat tsunami 
2019 terdapat beberapa desa yang turun status desa salah yang 
dialami beberapa Desa di Kecamatan Bakauhuni, semulanya maju 
menjadi berkembang, karena ada beberapa infrastruktur desa yang 
rusak” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 27 Oktober 2020) 
Dalam pernyataan tersebut, dalam mempertahankan dan menaikan 
status dari desa perlu adanya usaha dalam memenuhi beberapa unsur 




berterkaitan satu unsur dengan unsur lainnya, sehingga pembangunan 
desa memiliki kompleksitas (dinamika) dalam meningkatkan status desa 
dan menurunkan kemiskinan.  
Hasil penelitian oleh Fitri (2019) meneliti terkait kemiskinan di 
Kabupaten Lampung Selatan menggunakan Analisis Koefisien regresi 
indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan tingkat 
pengangguran terbuka yang dihasilkan di Kabupaten Lampung Selatan. 
Penelitian ini memiliki temuan bahwa setiap kenaikan IPM, pertumbuhan 
ekonomi, dan tingkat pengangguran terbuka 1%, maka akan diikuti dengan 
kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 2,64%. Selain itu, persentase 
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2011-
2018 mengalami peningkatan namun tidak diiringi dengan penurunan 
jumlah penduduk miskin desa dikarenakan pendapatan yang tidak merata. 
Sehingga didalam penelitian ini merekomendasikan beberapa hal seperti 
pembangunan infrastruktur dan meningkatan pelayanan publik pada 
kesehatan, pendidikan, ekonomi. Beberapa programnya seperti Bantuan 
Siswa Miskin, Subsidi listrik, Kredit usaha, pelatihan kerja dan sebagainya. 
Namun dari penelitian ini masih memiliki kekurangan dalam 
menggambarkan unsur-unsur apasaja yang saling berpengaruh dan 
beberapa rekomendasinya belum diterapkan baik oleh Pemerintah, terlihat 
masih terdapatnya masyarakat miskin di Desa dan Desa Tertinggal di 
Kabupaten Lampung Selatan tahun 2020 (Kementrian Desa Pembangunan 




Selain itu, dari beberapa hasil penelitian terdahulu lainnya terdapat 
beberapa temuan dalam pembangunan desa sebagai berikut: Pertama, 
hasil penelitian dari Vijay (2015) berjudul Integrating System Dynamics 
Modeling for Sustainable Rural Development, dimana pada penelitian ini 
mengkaji 3 unsur yakni ekonomi, sosial dan lingkungan yang terdapat pada 
unsur sustainability (keberlanjutan) melalui Metodologi Sistem Dinamik. 
Pada penelitian ini menghasilkan identifikasi permasalahan pada 3 unsur 
tersebut dan memaksimalkan menggunakan stakeholder collaboration. 
Kedua, hasil penelitian dari Syahza (2012) berjudul Model Pengembangan 
Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi 
Perdesaan. Penelitian ini menggunakan mix method. Penelitian juga 
menemukan model penurunan jumlah keluarga miskin dengan mengacu 
kepada empat prinsip strategi penurunan jumlah keluarga miskin. Ketiga, 
hasil penelitian dari Septiarti & Widyaningsih (2007) Pengembangan 
Masyarakat Desa Tertinggal Berbasis Keterpaduan dan Otonomi Daerah. 
Metode yang digunakan adalah indepth interview, metode penjajakan cepat 
mengenai desa (Participatory Rural Appraisal). Penelitian ini menghasilkan 
(1) memiliki kesadaran akan ketertinggalannya sehingga secara bersama-
sama dalam kelompok. (2) Keterpaduan dan Otonomi Daerah. Serta, model 
pengembangan desa tertinggal melalui pemberdayaan individu maupun 
dinamika kelompok merupakan perpaduan kombinatif yang sustainable.  
Keempat, hasil penelitian yang dilakukan oleh Johnson, Bryden, 




Agriculture and Rural Development: the Topmard Core Model. Metode yang 
digunakan yakni System Dynamics Method. Penelitian ini menghasilkan 
Model of Agriculture and Rural Development dibangun secara kolaboratif 
dan hierarki. Model ini menampilkan delapan sub sektor prioritas seperti 
Tanah, Pertanian, Pariwisata, Wilayah, Sumber Daya Manusia, Non-
komoditas, Modal, dan Kualitas Hidup. Kelima, hasil penelitia yang 
digunakan oleh Michalek & Zarnekow (2012) berjudul Application of the 
Rural Development Index (RDI) to Analysis of Rural Regions in Poland and 
Slovakia. Metode penelitian digunakan adalah mix method. Penelitian ini 
menghasilkan model RDI yang diterapkan pada pembangunan utama 
perdesaan/ regional di masing-masing wilayah, dengan menerapkan unsur 
ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari kelima penelitian terdahulu tersebut, 
memiliki persamaan teori dalam pembangunan desa yakni Agriculture and 
Rural Development, Sustainable Rural Development, dan Rural 
Development Index. Dalam pengembangannya, teori tersebut fokus dalam 
membangun 3 unsur utama seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam 
pembangunan desa. Namun rekomendasinya, masih bersifat umum dan 
tidak memiliki skenario penyelesaian dengan mendalami indikator-indikator 
sesuai dengan Indeks Desa Membangun berdasarkan Peraturan 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 
2 Tahun 2016.  
Dari latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian berjudul 




Pendekatan System Dynamics: Studi di Kabupaten Lampung 
Selatan”. Penelitian ini menggunakan pengembangan model sistem 
dinamik menggunakan Powersim Studio 10. Dynamic systems modeling 
(DSM) digunakan untuk mendeskripsikan dan memprediksi interaksi dari 
waktu ke waktu antara beberapa komponen dari suatu fenomena (Irwin & 
Wang, 2017; Smith & Weber, 2017), sehingga dapat memberikan simulasi 
kebijakan yang tepat (Marshall et al., 2015; Roberts, 2015). Dynamics 
System relevan dengan masalah dinamis (Coyle, 1996). Hal tersebut sesuai 
dengan penelitian ini, karena pembangunan desa memiliki problematika 
dinamis yang perlu diperdalam (Nurjaman, 2015; Rahmatin, Fadli, & 
Hadiyantina, 2013; Zainal, 2016). Menurut Ratnadila (2018) pembangunan 
desa perlu mempertimbangkan kondisi masa lalu, masa sekarang, dan 
masa depan untuk menghasilkan skenario terbaik. Hal tersebut 
memberikan kebaharuan (novelty) dalam studi pembangunan desa. Hal 
tersebut diharapkan mampu memberikan skenario terbaik dalam 
mengentaskan Desa Tertinggal dan meningkatkan Desa Mandiri, yang 
dapat memberikan rekomendasi untuk Pemerintah Kabupaten Lampung 
Selatan di masa sekarang dan masa depan.  
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah 
yang ditetapkan pada penelitian ini, sebagai berikut: 
1. Apasajakah unsur-unsur yang mempengaruhi keberhasilan 




2. Bagaimanakah Interaksi antar unsur pada Subsistem Ketahanan 
Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan di Kabupaten Lampung Selatan? 
3. Bagaimanakah Skenario Kebijakan Pembangunan Desa di Kabupaten 
Lampung Selatan? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penetapan tujuan dari penelitian ini yang mengacu pada rumusan 
masalah yang telah ditetapkan pada penelitian ini, sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menghasilkan unsur-unsur yang 
mempengaruhi keberhasilan Pembangunan Desa di Kabupaten 
Lampung Selatan. 
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menghasilkan Interaksi antar 
unsur Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan di Kabupaten 
Lampung Selatan. 
3. Untuk mengetahui, menganalisis, dan menghasilkan skenario 
kebijakan Pembangunan Desa dalam bentuk model kebijakan di 
Kabupaten Lampung Selatan. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan sebagai 
berikut: 
1. Manfaat Akademis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk 
memperkaya konsep atau teori tentang pembangunan desa. 




pembangunan desa, dimana penelitian ini mendalami tentang 
pembangunan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
b. Sebagai salah satu bahan kajian Ilmu Administrasi Publik dan 
rumpun ilmu lainnya. Serta sebagai tambahan referensi bagi peneliti 
berikutnya yang mempunyai tema dengan penelitian ini. 
2. Manfaat Praktis 
a. Menjadi alternative solusi bagi pembangunan desa dalam 
mengurangi desa tertinggal dan meningkatkan desa mandiri melalui 
skenario yang telah dibuat, sehingga dapat membantu pengambilan 
kebijakan untuk pembangunan desa di Kabupaten Lampung 
Selatan. 
b. Menjadi bahan analisis untuk Perangkat Daerah terkait seperti 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan dinas/badan lainnya di 
Kabupaten Lampung Selatan dalam meningkatkan kinerja 






Pada bab ini menjelaskan berbagai referensi yang berhubungan 
dengan penelitian ini. Penjelasan mengenai studi sebelumnya yang 
berkaitan dengan penelitian ini dan berbagai teori pendukung. 
2.1 Penelitian Terdahulu 
Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian 
terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian 
membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau 
belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan 
melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas 
dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi 
atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain: Pertama, penelitian dari 
Muluk, Wanusmawatie, & Said, (2013) yang berjudul Developic Systemic 
Model for Indonesian Village (Desa) Government. Pada penelitian ini 
dilatarbelakangi terkait masalah kinerja dari pemerintah desa dengan 
menggunakan studi pustaka. Penelitian ini menghasilkan Keberadaan 
sistem supra desa tidak ditentukan oleh kemandirian desa tetapi juga 
dipengaruhi oleh ketergantungannya pada supra-struktur. Kedua, 
Penelitian yang dilakukan oleh Antlöv, Wetterberg, & Dharmawan (2016) 
yang berjudul Village Governance, Community Life, and the 2014 Village 
Law in Indonesia. Latar masalah penelitian ini sama dengan penelitian 
sebelumnya dari Muluk, Wanusmawatie, & Said, (2013) yakni pergeseran 




untuk memperbaiki daya tanggap terhadap kebutuhan komunitas, serta 
melihat kendala-kendala yang ada pada pemerintah.  Metode yang 
digunakan adalah studi pustaka yang berasal dari buku, jurnal, dan artikel 
ilkiah lainnya. Temuan dari penelitian ini yakni terdapat potensi bagi UU 
6/2014 tentang Desa untuk meningkatkan daya tanggap pemerintah melalui 
kombinasi sistem manajemen keuangan yang kuat, pengaturan 
institusional yang baru, dan penduduk yang lebih diberdayakan yang dapat 
memberikan tekanan pada pemerintah desa untuk bekerja sesuai dengan 
kepentingan masyarakat meski sejumlah risiko substansial dan berbagai 
kendala tetap ada. 
Ketiga, penelitian yang berjudul A Model of Village Government 
System Based on Systems Thingking dari Wanusmawatie, Supriyono, 
Hakim, & Muluk (2017). Pada penelitian ini mengkaji mengenai 
permasalahan yang berada di desa dengan menggunakan system thinking 
dan dynamics system dengan 5 (lima) tahap pendekatan: what is the 
problems, why, understanding the problems through a system description, 
qualitatif analysis, simulation models, testing policy design using power sim 
software yang menghasilkan beberapa permasalahan ketidakefektifan 
pemerintah desa yang meliputi 4 subsistem yakni: village government, 
public service, community satisfaction, and self-reliance subsystem. 
Keempat, penelitian ini dari  Tarlani & Sirajuddin (2020) berjudul Rural 
development strategies in Indonesia: Managing villages to achieve 
sustainable development. Penelitian ini membahas mengenai masalah dan 




manajemen pembangunan. Menemukan bahwa setiap desa dapat 
merumuskan solusi strategis dengan perencanaan peningkatan informasi 
dan komunikasi publik, pengorganisasian untuk memperkuat sistem dan 
pengawasan internal, penggerak untuk mengoptimalkan peran Badan 
Usaha Milik Desa (BUMDes) serta pengendalian untuk memperkuat 
pengendalian wilayah. 
Kelima, penelitian ini dilakukan oleh Septiarti & Widyaningsih (2007) 
dengan judul penelitian yakni Pengembangan Masyarakat Desa Tertinggal 
Berbasis Keterpaduan dan Otonomi Daerah dengan studi Pemberdayaan 
Masyarakat di Kecamatan Gedangsari Gunung Kidul. Penelitian ini 
menggunakan dilatarbelakangi permasalahan pada aspek sosial ekonomi 
dengan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Penelitan ini 
menggunakan pendekatan kualitatif yang didahului dengan pra-survey, 
metode indepth interview, metode penjajakan cepat mengenai desa 
(Participatory Rural Appraisal). Terdapat beberapa butir temuan penting 
dari kajian ini bahwa masyarakat yang berbukit, berkapur dan sebagian 
besar adalah petani (1) memiliki kesadaran akan ketertinggalannya 
sehingga secara bersama-sama dalam kelompok. (2) Keterpaduan dan 
Otonomi Daerah. Serta, model pengembangan desa tertinggal melalui 
pemberdayaan individu maupun dinamika kelompok merupakan perpaduan 
kombinatif yang sustainable. Keenam, penelitian ini oleh Syahza (2012) 
dengan judul Model Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya 
Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Penelitian ini membahas 




semakin tertinggalnya perkampungan miskin terebut. Salah satu kabupaten 
di Provinsi Riau yang merasakan kondisi tersebut adalah Kabupaten 
Kepulauan Meranti. Sebagian besar dari desa yang ada yakni 59 desa 
(80,82%) merupakan desa tertinggal. Pada hal daerah ini memiliki letak 
geografis yang strategis kawasan Free Trade Zone Batam, Bintan dan 
Karimun (FTZ-BBK) dengan menggunakan metode perkembangan 
(Developmental Research) melalui survey. Untuk pengambilan sampel 
masyarakat miskin digunakan teknik pengumpulan data dengan metode 
purposive sampling, analisis digunakan adalah metode deskriptif kuantitaif 
dan kualitatif. Penelitian ini menemukan strategi pengembangan daerah 
pedesaan dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi daerah dengan 
pendekatan lintas sektoral di semua bidang. Penelitian juga menemukan 
model penurunan jumlah keluarga miskin dengan mengacu kepada empat 
prinsip strategi penurunan jumlah keluarga miskin.  
Ketujuh, penelitian ini dilakukan oleh Vijay (2015) dengan judul 
Integrating System Dynamics Modeling for Sustainable Rural Development. 
Penelitian ini mengenai daerah pedesaan menghadapi tantangan besar 
yang muncul khususnya dari globalisasi, perubahan demografis dan 
migrasi pemuda terpelajar dari daerah pedesaan dan orang-orang yang 
terlatih. Di sisi lain, apabila aset manusia ini dapat memperoleh peluang 
pertumbuhan karir di daerahnya maka pasti akan memberikan kontribusi 
terhadap pembangunan sosial ekonomi daerah setempat. Kebijakan untuk 
daerah pedesaan harus ditujukan untuk mengenali dan memanfaatkan 




menggunakan studi empiris dengan bantuan kuesioner dan selanjutnya 
akan mengekstrak data secara sekunder dari jurnal nasional dan 
internasional, buku, laporan, surat kabar, majalah, website dll. Untuk 
keperluan analisis data, peneliti dimaksudkan untuk melaksanakan teknik 
analisis seperti alpha Cronbach, analisis faktor, analisis konten dan Sistem 
Dinamik yang merupakan metodologi yang kuat untuk mengidentifikasi, 
memahami dan menjelaskan masalah yang kompleks dengan pemodelan, 
simulasi dan percobaan dengan model untuk merancang kebijakan untuk 
manajemen dan perubahan. Temuan yang didapatkan pada penelitian ini 
adalah adanya kerentanan Sosial Ekonomi dan Lingkungan di Daerah 
Pedesaan Mathura yang menjadi penyebab ketertinggalan daerah ini. 
Kerentanan yang teridentifikasi ini mengakibatkan produksi pertanian yang 
lebih rendah, degradasi kualitas tanah dan air, tidak tersedianya air minum, 
tidak adanya pendidikan yang berkualitas, kurangnya kesempatan kerja di 
luar pertanian, tidak tersedianya benih yang berkualitas baik, pupuk dan 
pestisida, kurangnya kesehatan perawatan terkait layanan dll. Selanjutnya 
bantuan dari organisasi non-pemerintah (LSM), kelompok perusahaan dan 
masyarakat lokal dapat dipertimbangkan untuk mencapai Pembangunan 
Pedesaan Berkelanjutan.  
Kedelapan, penelitian ini dilakukan oleh Johnson et al. (2008) dengan 
judul A System Dynamics Model of Agriculture and Rural Development: the 
Topmard Core Model. Penelitian ini membahas mengenai pembangunan 
model pertanian dan pembangunan pedesaan belum memahami dimensi 




menggunakan dynamics system. Model yang dihasilkan (Model of 
Agriculture and Rural Development) dibangun secara kolaboratif dan 
hierarki. Model ini menampilkan delapan sub sektor (Tanah, Pertanian, 
Pariwisata, Wilayah, Sumber Daya Manusia, Non-komoditas, Modal, dan 
Kualitas Hidup). Kesembilan, penelitian dengan judul Application of the 
Rural Development Index (RDI) to Analysis of Rural Regions in Poland and 
Slovakia oleh Michalek & Zarnekow (2012). Penelitian ini memformulasikan 
Indeks pembangunan desa yang berada di Uni Eropa untuk mengukur 
tingkat pembangunan pedesaan secara keseluruhan dan kualitas hidup 
perdesaan. Dalam penelitian ini metodologi yang digunakan dalam 
penelitian ini untuk penurunan dan konstruksi RDI komposit mengacu pada 
penelitian tentang hubungan antara kualitas hidup migrasi, mix method. 
Method proposed in this study allows for the computation of the quality of 
life/rural development index even in regions exhibiting null in-or out-
migration. Hasil dari penelitian ini, RDI secara empiris diterapkan pada 
analisis determinan utama pembangunan pedesaan / regional di masing-
masing wilayah pedesaan pada tahun 2002-2005 di Polandia dan Slovakia. 
Karena kelengkapannya, Indeks RDI sudah sesuai dan baik untuk analisis 
tingkat pembangunan pedesaan secara keseluruhan dan untuk evaluasi 
dampak (indikator dampak) RD dan program struktural di tingkat daerah. 
Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Delgado-Serrano, Amador-
Hidalg, & Ambrosio-Albalá (2010) dengan judul Rural Development Drivers 
and Public Policy Formulation: the Use of Prospective Structural Analysis. 




mengidentifikasi, secara komprehensif, pendorong dan kendala yang 
menjelaskan jalur pembangunan tunggal dan menyebabkan kesenjangan 
daerah. Dengan asumsi bahwa pola pembangunan bersifat spesifik 
wilayah, hipotesis penelitiannya adalah bahwa kebijakan publik harus 
memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dinamika teritorial untuk 
mengusulkan strategi yang efisien untuk memicu perubahan. Penelitian ini 
menerapkan penggunaan Prospective Structural Analysis (PSA), suatu 
teknik analisis pandangan ke depan, untuk mengeksplorasi dinamika 
territorial. Hasilnya menunjukkan bahwa, dalam suatu wilayah, unsur 
memainkan peran yang berbeda, dan menunjukkan bahwa kebijakan 
pedesaan mungkin berfokus pada faktor-faktor yang memiliki sedikit 
pengaruh dalam mendorong perubahan daripada pada faktor-faktor yang 
memiliki efek pengaruh. Penelitian terdahulu secara singkatnya dapat 
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Sumber: diolah peneliti, 2020 
Pada uraian penelitian terdahulu (tabel 2.1) yang berkaitan dengan 
pembangunan desa, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, penelitian-
penelitian terdahulu tersebut, memiliki persamaan teori dalam 
pembangunan desa yakni Agriculture and Rural Development, Sustainable 
Rural Development, Indeks Desa Membangun, dan Rural Development 
Index. Dalam pengembangannya, teori-teori tersebut memiliki fokus dalam 
membangun 3 unsur utama seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam 
pembangunan desa. Namun dalam penelitian-penelitian ini memiliki 
keterbatasan dalam mengeksplor indikator-indikator didalam unsur 
ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga rekomendasi penelitiannya 
masih bersifat umum dan tidak memiliki skenario penyelesaian secara 
spesifik/ dengan mendalami indikator-indikator dalam ekonomi, sosial, dan 
lingkungan Kedua, Beberapa penelitian diatas belum menggunakan 
pemetaan citra satelit perwilayah dalam melihat unsur-unsur untuk 




beberapa penelitian tersebut memiliki fokus pada kemandirian desa 
dipengaruhi kinerja pemerintahan desa (perencanaan peningkatan 
informasi dan komunikasi publik, pengorganisasian untuk memperkuat 
sistem dan pengawasan internal, penggerak untuk mengoptimalkan peran 
Badan Usaha Milik Desa serta pengendalian untuk memperkuat 
pengendalian wilayah, public service, community satisfaction, dan self 
reliance subsystem), supra-struktur pemerintahan, dan stakeholder lainnya. 
Penelitian ini akan memberikan gambaran secara mendalam 
mengenai pembangunan desa berdasarkan IDM berdasarkan Peraturan 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 
2 Tahun 2016, yakni kesehatan, pendidikan, modal sosial, pemukiman, 
keragaman produksi, pedagagan, akses distribusi, akses kredit, lembaga 
ekonomi, keterbukaan wilayah, kualitas lingkungan dan tanggap bencana.. 
Serta analisis kebutuhan dan kewenangan dari stakeholder. Penelitian ini 
menggunakan pengembangan model sistem dinamik menggunakan 
Powersim Studio 10, yang tidak digunakan pada penelitian-penelitian 
sebelumnya. Selain itu, menggunakan rumus hitung baru yang adaptif 
dalam pembangunan desa melalui Dynamics System. Hal tersebut 
memberikan kebaharuan (novelty) dalam studi pembangunan desa. 
Sehingga diharapkan mampu memberikan skenario terbaik dalam 
mengentaskan Desa Tertinggal dan meningkatkan Desa Mandiri, dan dapat 




2.2  Kebijakan Publik  
Sekitar tahun 1970-an mulai berkembang konsep public policy 
(kebijakan publik) dalam ilmu administrasi publik. Pokok perhatian utama 
administrasi publik saat itu adalah kebijakan publik. Munculnya kebijakan 
publik dalam administrasi publik disebabkan banyaknya aparatur sipil 
negara dan bertambahnya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan 
kebijakan yang lebih baik (Thoha, 2008). Dalam definisnya, menurut Soetari 
(2014) kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang lebih kurang 
saling berhubungan yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah. 
Menurut Dye (1976) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah 
untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam upaya mencapai tujuan 
negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah tindakan yang dapat 
berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan 
sesuatu apapun merupakan suatu kebijakan publik, karena hal tersebut 
merupakan upaya pencapaian tujuan dan pilihan tersebut memiliki dampak 
yang sama besarnya dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu 
terhadap masyarakat. Secara terminologi pengertian kebijakan publik 
(public policy) menurut Easton memberikan definisi kebijakan publik 
sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau 
sebagai pemberian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat. 
Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a projected 
program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian 
tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Kebijakan publik 




yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-
bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi 
oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah (Pressman & Wildavsky, 
1973). Sebagaimana menurut Eyestone (1984) kebijakan publik sebagai 
hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya..  
Menurut Nugroho (2008) terdapat dua karakteristik dari kebijakan 
publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk 
dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk 
mencapai tujuan nasional; dan 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang 
mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan 
pencapaian indikator sudah dipenuhi. Selain itu, menurut Woll (1974) 
kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan 
masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai 
lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Begitupun menurut 
Chandler & Plano (1982) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang 
strategis terhadap sumberdaya yang ada untuk menyelesaikan masalah-
masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan 
publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-
menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang 
beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut 
berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Menurut Easton (1957) 
bahwa“the autorative allocation of values for the whole society”. Definisi ini 
menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik 




masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal 
ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a 
political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat 
dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab 
dalam suatu maslaha tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk 
mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat 
sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu. 
Dari beberapa penjelasan tersebut, kebijakan publik merupakan 
serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah 
yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-
masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan 
sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan atau peraturan yang dibuat 
pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Lingkup 
dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang 
dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. 
Dalam upaya meningkatan kualitas suatu kebijakan publik perlu 
dilakukannya semua tahapan kebijakan secara baik termasuk formulasi 
kebijakan publik. Formulasi kebijakan publik adalah langkah yang paling 
awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan, oleh karena apa 
yang terjadi pada tahap ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya 
kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang (Agustang, 




kebijakan ketika akan melakukan formulasi kebijakan publik ini. Pada sub 
selanjutnya membahas formulasi kebijakan publik secara lengkap.  
2.3 Formulasi Kebijakan 
Menurut Tjokroamidjojo dalam (Islamy, 2004) mengatakan bahwa 
Policy formulation (formulasi kebijakan) sama dengan pembentukan 
kebijakan merupakan serangkaian tindakan pemilihan berbagai alternatif 
yang dilakukan secara terus menerus dan tidak pernah selesai, dalam hal 
ini didalamnya termasuk pembuatan keputusan. Lebih jauh tentang proses 
pembuatan kebijakan negara (publik). Menurut Winarno & Budi (2008) 
formulasi kebijakan atau disebut pula perumusan kebijakan menyangkut 
upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati 
untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. 
Perumusan masalah dapat dipandang sebagai suatu proses yang terdiri 
dari empat tahap yakni: pencarian masalah, pendefenisian masalah, 
spesifikasi masalah, pengenalan masalah (Subarsono, 2011). Selain itu, 
formulasi kebijakan merupakan merupakan salah satu tahap yang penting 
dalam pembentukan kebijakan publik. Seperti yang ditulis oleh Charles 
Lindblom dan beberapa ahli yang lain, dalam memahami proses perumusan 
kebijakan kita perlu memahami aktor-aktor yang terlibat dalam proses 
pembentukan kebijakan tersebut, baik aktor-aktor yang resmi maupun 
aktor-aktor yang tidak resmi. Untuk memahami siapa sebenarnya yang 
merumuskan kebijakan lebih dahulu harus dipahami sifat-sifat dari 
stakeholder, bagian atau peran apa yang mereka lakukan, wewenang atau 




berhubungan serta saling mengawasi. Dari berbagai jenis pemeran serta, 
masing-masing pemeran serta ini menurut Lindblom mempunyai peran 
secara khusus yang meliputi: warganegara biasa, pemimpin organisasi, 
anggota DPR, pemimpin lembaga legislatif, aktivis partai, pemimpin partai, 
hakim, pegawai sipil, ahli teknik, dan manajer swasta (Agustang, 2017). 
Studi mengenai formulasi kebijakan memberikan perhatian yang 
sangat dalam pada sifat-sifat perumusan masalah publik. Karena 
perumusan permasalahan publik merupakan fundamen besar dalam 
merumuskan kebijakan publik sehingga arahnya menjadi benar, tepat dan 
sesuai. Perumusan masalah menurut Dunn (1999), akan sangat membantu 
para analis kebijakan untuk menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, 
mendiagnosis masalah publik, memetakan tujuan-tujuan yang 
memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang saling 
bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru. 
Formulasi kebijakan berkaitan dengan beberapa hal yaitu cara bagaimana 
suatu masalah, terutama masalah publik memperoleh perhatian dari para 
pembuat kebijakan, cara bagaimana merumuskan usulan-usulan untuk 
menganggapi masalah tertentu yang timbul, cara bagaimana memilih salah 
satu alternatif untuk mengatasi masalah publik (Subarsono, 2011). 
Menurut Ikelegbe (2005) formulasi kebijakan melibatkan identifikasi 
masalah kebijakan, pengembangan dan analisis alternatif kebijakan dan 
pilihan atau pemilihan alternatif. Tahapan tersebut sejalan menurut 
Egonmwan (1991) formulasi kebijakan publik memerlukan: 1) Perumusan 




terkadang bertentangan; 2) Identifikasi dan penggambaran masalah; 3) 
Penetapan agenda di mana individu dan kelompok mencoba 
mempengaruhi keputusan kebijakan; 4) Mencari alternatif kebijakan dan 
menimbang konsekuensi masing-masing; dan 5) Membuat pilihan 
kebijakan dalam bentuk keputusan, arahan, undang-undang, undang-
undang, dan pedoman. Dari tahapan tersebut, proses formulasi kebijakan 
publik yang ideal adalah proses yang sangat ketat proses yang melibatkan 
penyelesaian masalah-masalah sosial menjadi masalah publik, 
mendorongnya ke dalam agenda kebijakan pemerintah dan meminta 
pejabat publik untuk membuat undang-undang tentangnya. Formulasi 
kebijakan diharapkan merupakan hasil dari proses pemikiran yang matang, 
murni, dengan tujuan yang jelas dan dimaksudkan untuk melayani 
kepentingan publik, bukan berdasarkan minat, suasana hati, keinginan, dan 
tingkah laku pejabat publik (Epelle, 2011). Selain itu didalam formulasi 
kebijakan, diawali dari masalah yang sudah masuk dalam agenda 
kebijakan, kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-
masalah tersebut didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang 
terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau 
pilihan kebijakan yang ada.  Sama halnya dengan perjuangan suatu 
masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan 
kebijakan, tiap-tiap alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan 
yang diambil untuk memecahkan masalah (Soetari, 2014). Dari beberapa 
pendapat sebelumnya dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan 




menangani apa yang telah ditempatkan dalam agenda kebijakan. Tahapan 
formulasi kebijakan merupakan tahapan terpenting didalam membuat 
kebijakan publik karena memiliki beberapa tahap dalam menghasilkan 
produk kebijakan publik dari pencarian masalah, pendefenisian masalah, 
spesifikasi masalah, hingga pengenalan masalah. Didalam tahapan ini, 
masalah ketidakpastian dan kompleksitas menjadi masalah dalam 
membangun kebijakan publik, sehingga menurut Wollenberg et al. (2001) 
Skenario sangat berguna pada situasi dimana kompleksitas dan 
ketidakpastian tinggi. Mengenai definisi dari Policy Scenario dibahas pada 
sub bab selanjutnya. 
2.4 Policy Scenario 
Pada sub bab sebelumnya peneliti membahas mengenai formulasi 
kebijakan, dimana tahapan formulasi kebijakan publik merupakan tahapan 
terpenting untuk mengkasilkan produk kebijakan publik. Selain itu dalam 
upaya meningkatan kualitas suatu produk kebijakan publik yang 
mempertimbangkan antisipasi keadaan masa depan yang mengandung 
ketidakpastian diperlukan teknik pemodelan dan policy scenario (Lempert, 
Popper, & Bankes, 2003; Ratnadila, 2018; Ringland, 2002; Schoemaker, 
1995). Pada sub bab ini akan membahas mengenai Policy Scenario. 
Menurut Wollenberg et al. (2001) skenario adalah cerita tentang apa yang 
mungkin terjadi. Berbeda dengan proyeksi, skenario tidak perlu 
menggambarkan masa depan seperti apa yang kita harapkan. Sebaliknya 
skenario berusaha untuk merangsang pemikiran kreatif yang membantu 




Commission of the European Communities (1994) skenario adalah alat 
yang mendeskripsikan gambaran dunia masa depan dalam kerangka 
tertentu dan berdasarkan asumsi tertentu. Hal tersebut merupakan 
deskripsi perkembangan hipotetis atau keadaan di masa depan. 
Pendekatan skenario melibatkan deskripsi dari dua atau lebih skenario, 
yang dirancang untuk membandingkan dan memeriksa masa depan 
alternatif. Pembuatan skenario memungkinkan perspektif baru dibawa ke 
dalam masalah ini, terutama dalam situasi ketidakpastian yang tinggi 
seperti 20 tahun ke depan.  
Pertimbangan skenario alternatif, yang mencerminkan ketidakpastian 
utama yang dihadapi dalam pergerakan ke arah tertentu, dapat memberi 
tahu kita apa yang mungkin terjadi (RAND, 1997) dan memberikan 
wawasan tentang cara yang mungkin dilakukan untuk menghindari hasil 
yang merugikan yang mungkin terjadi di masa depan. Selain itu, terdapat 
sejumlah tradisi dan pendekatan berbeda yang berbeda dalam 
mengkonstruksi skenario (Banister et al., 2000; Becker, 1997; Rienstra, 
1998). Pendekatan skenario dapat menggambarkan kemungkinan yang 
lebih besar dari alternatif masa depan untuk memasukkan ketidakpastian di 
masa depan. Ini dapat menggambarkan lingkungan latar belakang secara 
luas, termasuk faktor pendorong dan faktor dampak lingkungan di semua 
tingkatan (Bishop, Hines, & Collins, 2007). Dengan demikian, dapat 
menyajikan argumen untuk mengenali sejumlah perbedaan struktural yang 
signifikan di masa mendatang (Amer, Daim, & Jetter, 2013). Dapat 




dimanfaatkan untuk pengembangan kebijakan baik untuk mengembangkan 
strategi baru maupun menguji pilihan-pilihan yang ada. Hal tersebut 
diungkapkan pula oleh Ringland (2002: 212) sebagai berikut:  
“Policy Scenario traditionally used possible future outcomes 
(scenarios) to improve the quality of decision making (planning), and 
the emphasis has moved in recent years from building scenarios to 
successfully using them” 
Penggunaan Policy Scenario dalam formulasi kebijakan publik terkait 
reaksi yang muncul terhadap tingginya ketidakpastian dan kompleksitas 
keadaan (Schoemaker, 1995). Dari beberapa literatur tentang Policy 
Scenario menyoroti berbagai fungsi pendukung dari kebijakan publik 
(Bishop et al., 2007; Bradfield, Wright, Burt, Cairns, & Heijden, 2005). 
Idealnya, policy scenario membantu membuat kebijakan lebih dapat 
dipahami dengan baik jika terdapat perubahan di lingkungan eksternal. 
Policy scenario mengenali sinyal peringatan dini dan menyempurnakan 
persepsi masalah yang ada atau yang muncul dan strategi pemecahan 
masalah yang sesuai (Lempert et al., 2003). Selain itu, Policy scenario 
membantu memunculkan dan mengelola konflik antara kepentingan dan 
nilai masyarakat yang berbeda dan membantu menemukan landasan 
bersama untuk tindakan di masa depan, yang pada gilirannya merupakan 
esensi utama dari pembuatan kebijakan. Policy scenario partisipatif juga 
membantu memobilisasi tindakan dari berbagai aktor publik. Dalam jangka 
panjang, hal ini dapat memicu perubahan budaya dalam cara institusi dan 
organisasi mendekati masa depan jangka panjang mereka dan membuat 
mereka lebih adaptif terhadap perubahan eksternal (Eriksson & Weber, 




pemahaman yang berakar (memadai) tentang lingkungan tempat kebijakan 
publik berlangsung.  
Pentingnya penggunaan skenario bagi pengembangan kebijakan, 
karena skenario dibangun berdasarkan asumsi sederhana tetapi terkait 
dengan berbagai pendorong yang menyebabkan perubahan di masa 
depan. Selain itu, skenario dapat dibangun berdasarkan dua faktor 
dorongan perubahan yaitu nilai-nilai sosial dan sistem kepemerintahan. 
Nilai-nilai sosial menjelaskan keadaan spesfik setiap skenario seperti latar 
belakang, prioritas sosial, politik, dan ekonomi. Adapun didalam 
governance menjelasakan struktur kewenangan politik dan proses 
pembuatan kebijakan (Ringland, 2002). Menurut Miles (2002) membedakan 
skenario dalam fungsi dan sifat yang berbeda. Skenario dapat menjadi alat 
bagi suatu kelompok kerja untuk mengemukaan argument dan menguji 
suatu kebijakan. Policy scenario dapat bersifat exploratory yang didasarkan 
pada pertanyaan apa yang akan terjadi dalam berbagai keadaan tertentu, 
akan tetapi dapat pula bersifat aspirasional yang menanyakan tentang 
bagaimana suatu masa depan tertentu dapat dicapai. Menurut Russo & 
Schoemaker (1989) skenario yang baik merupakan kebijakan yang 
menggambarkan terhadap berbagai faktor yang membentuk masa depan.  
Dari penjabaran sebelumnya kebijakan publik berkaitan erat dengan policy 
scenario, karena dalam membuat kebijakan publik perlunya pertimbangkan 
beberapa hal yang dapat mempengaruhi masa depan sehingga apa yang 
menjadi tujuan masa depan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Agar 




mendiaknostik dan menganalisis masalah secara tepat dan lengkap melalui 
System Thinking atau berfikir sistem. Hal tersebut sesuai menurut Berpikir 
Sistem digambarkan sebagai alat diagnostik dan pendekatan disiplin untuk 
menganalisis masalah secara lengkap dan tepat sebelum bertindak atas 
masalah tersebut (Goodman, 1997). Secara lengkap terkait system thinking 
dijelaskan pada sub bab selanjutnya. 
2.5 System Thinking 
System thinking atau berpikir sistem mempengaruhi banyak konsep, 
teori, dan pengetahuan dalam bidang ilmiah yang berbeda (Cabrera, Colosi, 
& Lobdell, 2008). Seperangkat disiplin ilmu diusulkan yang berkontribusi 
pada pembelajaran organisasi berdasarkan Berpikir Sistem (Mingers & 
White, 2010). Menurut Goodman (1997) Berpikir Sistem digambarkan 
sebagai alat diagnostik dan pendekatan disiplin untuk menganalisis 
masalah secara lengkap dan tepat sebelum bertindak atas masalah 
tersebut. Hal ini memberikan cara berpikir baru, mengkonseptualisasikan 
permasalahan di sekitar (Cabrera et al., 2008), sehingga menawarkan cara 
untuk menanggapi kompleksitas organisasi publik dan bisnis yang 
berkembang (Davis, Dent, & Wharff, 2015; Demczuk & Padula, 2017). 
Dalam memahami Berpikir Sistem, Senge (1990) menyatakan bahwa 
realitas terstruktur dalam lapisan atau tingkat persepsi. Diawali dari 
peristiwa yang diamati, terjadi, terjadi, dan dilihat oleh aktor yang terlibat. 
Peristiwa yang dimaksud disini merupakan unsur dalam pola perilaku, dan 
struktur sistemik menunjukkan apa yang menyebabkan pola ini. Selain itu, 




yang lengkap harus mendefinisikan yang terakhir sebagai sistem yang 
berorientasi pada tujuan. Untuk mencapai ini, definisi harus mengandung 
ketiga jenis hal yang disebutkan di atas (elemen, interkoneksi, dan tujuan 
atau fungsi).  
Menurut Senge (1990) pemikiran sistem sebagai disiplin untuk melihat 
keutuhan dan kerangka kerja untuk melihat hubungan timbal balik daripada 
benda, untuk melihat pola perubahan daripada gambaran statis. Menurut 
Richmond (1994) pemikiran sistem sebagai seni dan ilmu membuat 
kesimpulan yang andal tentang perilaku dengan mengembangkan 
pemahaman yang semakin mendalam tentang struktur yang mendasarinya. 
Menurut Sweeney & Sterman (2000) sebagian besar seni berpikir sistem 
melibatkan kemampuan untuk mewakili dan menilai kompleksitas dinamis, 
baik secara tekstual maupun grafis. Mereka membuat daftar keterampilan 
berpikir sistem yang spesifik termasuk kemampuan untuk: 1. Memahami 
bagaimana perilaku sistem muncul dari interaksi variabel dari waktu ke 
waktu (kompleksitas dinamis); 2. Menemukan dan merepresentasikan 
proses umpan balik (baik positif maupun negatif) yang mendasari pola 
perilaku sistem yang akan diamati; 3. Mengidentifikasi hubungan stock and 
flow; 4. Mengenali dan memahami dampaknya; 5. Identifikasi nonlinier; dan 
6. Mengenali dan menolak batasan model (formal). Selain itu, didalam 






Gambar 2.1 System Thinking Systemigram 
Sumber: Arnold & Wade (2015) 
Dalam System Thinking Systemigram, garis tebal mewakili koneksi 
yang kuat, sedangkan garis putus-putus tipis mewakili koneksi yang lebih 
lemah, tetapi tetap penting. Berpikir Sistem seperti yang digambarkan 
dalam System Thinking Systemigram ini beroperasi sebagai rangkaian 
putaran umpan balik berkelanjutan. Artinya, sistem tidak berhenti berfungsi 
pada unsur terakhir. Sebaliknya, karena setiap elemen meningkat dan pada 
gilirannya meningkatkan elemen yang terhubung, Pemikiran Sistem itu 
sendiri terus meningkat. Mengurangi Kompleksitas dengan Memodelkan 
Sistem Secara Konseptual dan Mengidentifikasi dan Memahami Hubungan 
Non-Linear. Semua elemen dijelaskan sebagai berikut: Pertama, Mengenali 
Interkoneksi: Ini adalah tingkat dasar pemikiran sistem. Keterampilan ini 
melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi hubungan utama antara 
bagian-bagian dari suatu sistem. Bahkan orang dewasa yang 




memiliki kemampuan ini. Kedua, Mengidentifikasi dan Memahami Umpan 
Balik: Beberapa interkoneksi bergabung untuk membentuk putaran umpan 
balik sebab-akibat. Berpikir sistem memerlukan identifikasi loop umpan 
balik tersebut dan memahami bagaimana mereka memengaruhi perilaku 
sistem. Ketiga, Pengertian Struktur Sistem: Struktur sistem terdiri dari 
elemen-elemen dan interkoneksi antar elemen tersebut. Berpikir sistem 
membutuhkan pemahaman tentang struktur ini dan bagaimana hal itu 
memfasilitasi perilaku sistem. Mengenali interkoneksi dan memahami 
umpan balik adalah kunci untuk memahami struktur sistem. 
Keempat, Membedakan Jenis Stocks, Flows, Variables: Stocks 
mengacu pada kumpulan sumber daya dalam suatu sistem. Flows adalah 
perubahan pada level ini. Variables adalah bagian yang dapat diubah dari 
sistem yang memengaruhi stock and flow. Kemampuan untuk 
membedakan Stocks, Flows, Variables lain ini serta mengenali cara 
kerjanya adalah keterampilan berpikir sistem yang penting. Kelima, 
Mengidentifikasi dan Memahami Hubungan Non-Linear: Elemen ini 
mengacu pada persediaan dan arus yang bersifat non-linier. Secara 
konseptual mungkin untuk mengelompokkan elemen ini ke dalam Stocks, 
Flows, dan Variables yang Berbeda. Namun, yang terakhir tampaknya 
menyiratkan aliran linier. Untuk menghindari kebingungan, aliran non-linier 
dipisahkan menjadi elemen ini. Keenam, Memahami Perilaku Dinamis: 
Interkoneksi, cara mereka bergabung menjadi loop umpan balik, dan cara 
loop umpan balik ini memengaruhi dan terdiri dari Stocks, Flows, dan 




dipahami atau dipahami tanpa pelatihan sistem. Perilaku yang muncul, 
istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku sistem yang tidak 
diantisipasi, adalah salah satu contoh perilaku dinamis. Membedakan jenis 
Stocks, Flows, dan Variables, serta mengidentifikasi dan memahami 
hubungan non-linier, keduanya merupakan kunci untuk memahami perilaku 
dinamis. Ketujuh, Mengurangi Kompleksitas dengan Memodelkan Sistem 
Secara Konseptual: Elemen adalah kemampuan untuk memodelkan secara 
konseptual berbagai bagian sistem dan melihat sistem dengan cara yang 
berbeda. Melakukan aktivitas ini melampaui cakupan model sistem yang 
ditentukan dan memasuki ranah penyederhanaan intuitif melalui berbagai 
metode, seperti reduksi, transformasi, dan abstraksi. Penelitian 
menunjukkan bahwa keseluruhan persepsi dapat mengurangi aksesibilitas 
sadar bagian-bagian mereka. Ini secara teoritis memungkinkan interpretasi 
kerumitan yang lebih besar karena pikiran menyimpan lebih sedikit detail 
tentang setiap keseluruhan. Keterampilan ini juga dapat dilihat sebagai 
kemampuan untuk melihat sistem dengan cara berbeda yang 
menghilangkan kelebihan dan mengurangi kompleksitas. Kedelapan, 
Memahami Sistem pada Skala yang Berbeda: Keterampilan ini melibatkan 
kemampuan untuk mengenali berbagai scales of systems, dan systems of 
system. Selain itu didalam system thinking terdapat leverage atau unsur 
pengungkit yang memiliki pengaruh pada unsur lainnya dan berdampak 
besar. Gagasan tentang poin pengungkit ini unik untuk analisis sistem, 
disebut pula dengan ‘obat ajaib’ atau ‘kata sandi ajaib’ atau ‘pahlawan 




Menurut Donella & Meadows (2008) poin leverage dapat mengetahui di 
mana perubahan tersebut berada dan bagaimana cara mendapatkannya. 
Poin leverage adalah poin kekuatan. 
Dari beberapa definisi ari para ahli sebelumnya, dapat disimpulkan 
bahwa pemikiran sistem sebagai suatu sistem yang mengidentifikasi 
tujuannya dan kemudian menghubungkan kedua elemennya dan 
interkoneksi antara elemen ini. Dalam menggunakan system thinking, 
terdapat beberapa hal penting seperti: 1) sistem berfikir Mengenali 
Interkoneksi; 2) Mengidentifikasi Umpan Balik; 3) Memahami Perilaku 
Dinamis; 4) Membedakan jenis aliran dan unsur; 5) Menggunakan Model 
Konseptual. Dalam penerapan system thinking, penerapannya dimulai 
dalam konteks pemodelan dinamika sistem, dengan Jay Forrester dari 
Massachusetts Institute of Technology (Flood, 2010; Mingers & White, 
2010). Pada pemodelan dynamics system dibahas pada sub bab 
selanjutnya. 
2.6 System Dynamics 
Sistem dinamik atau System Dynamics merupakan sebuah disiplin 
ilmu yang digagas oleh Professor MIT (Massachusetts Institute of 
Technology), yakni Jay W. Foresster pada tahun 1956. Sistem dinamik 
digunakan untuk menghindari penggunaan model mental (Subiantoro, 
2007). Menurut  Duggan (2016) System Dynamics merupakan proses 
pembangunan model berfokus pada bagian realitas yang perlu dipahami 
dan dikelola, dan menciptakan representasi eksternal dan eksplisit, dalam 




pemahaman tentang bagaimana semua objek dalam suatu sistem saling 
berinteraksi satu dengan lainnya. Menurut Forrester (1961) System 
Dynamics merupakan investigasi karakteristik informasi-umpan balik dari 
sistem (yang dikelola) dan penggunaan model untuk desain bentuk 
organisasi yang lebih baik dan panduan kebijakan. Menurut Soesilo, Budi, 
Unggul, & Wahyud (2004) System Dynamics adalah suatu metodologi untuk 
mempelajari perubahan perilaku waktu dari sistem yang begitu kompleks, 
sehingga dapat digunakan untuk memecahkan berbagai macam persoalan 
dalam berbagai bidang. Tidak seperti metodologi lainnya, yang mengkaji 
permasalahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sedangkan System 
Dynamics melihat permasalahan secara keseluruhan. Tujuan System 
Dynamics adalah untuk memahami bagaimana cara kerja masing-masing 
unsur yang membangun sebuah sistem, mengoptimalkan hasil kerja sistem 
(setelah dipahami cara kerja masing-masing unsur sistem), dan 
meramalkan kinerja sistem di masa yang akan datang berdasarkan hasil 
kerja yang optimal.  
Menurut Coyle (1996) System Dynamic berkaitan dengan perilaku 
bergantung waktu dari sistem yang dikelola dengan tujuan 1) 
mendeskripsikan sistem; 2) pemahaman, melalui model kualitatif dan 
kuantitatif, bagaimana umpan balik informasi mengatur perilakunya; 3) 
merancang struktur umpan balik informasi yang kuat; 4) pengendalian 
kebijakan melalui simulasi dan optimalisasi. Menurut Wirabhuana dalam 
(Widodo, Abdullah, Pramudya, & Pujawan, 2010) Sistem dinamik 




kepada kita untuk menguji asumsi-asumsi yang ada dalam model mental 
dari sebuah realita dengan menggunakan stimulasi komputer. Sistem 
dinamik adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, 
memodelkan, dan mensimulasikan suatu sistem yang dinamis (dari waktu 
ke waktu terus berubah). Metode sistem dinamis merupakan suatu 
metodologi untuk memahami berbagai masalah kompleks. Metode sistem 
dinamis mempelajari masalah dengan sudut pandang sistem, dimana 
elemen-elemen sistem tersebut saling berinteraksi dalam suatu hubungan 
umpan balik sehingga menghasilkan suatu perilaku tertentu. Interaksi 
dalam struktur ini diterjemahkan kedalam model-model matematik yang 
selanjutnya dengan bantuan komputer disimulasikan untuk memperoleh 
perilaku historisnya. Ada dua hal yang perlu diperhatikan sebelum dimulai 
langkah-langkah dalam penggunaan metode pemecahan masalah ini, 
yaitu: 
1. Masalah yang dihadapi menunjukkan adanya tanda-tanda dinamis, 
artinya permasalahan-permasalan tersebut berkenan dengan suatu 
besaran yang berubah terhadap waktu yang dapat dituangkan 
kedalam bentuk grafik dengan variabelnya yang berupa deret waktu. 
2. Masalah yang dihadapi bisa digambarkan dalam bentuk hubungan 
umpan balik. Faktor-faktor dalam metode sistem dinamis yaitu konsep 
umpan balik informasi dari perilaku sistem model matematik interaksi 
dinamis, dan komputer untuk melakukan serangkaian eksperimen 




kebijaksanaan yang akan diterapkan pada sistem, sehingga bisa 
mendapatkan gambaran mengenai perilaku dan kinerja sistem.  
Terdapat empat dasar yang membangun sistem dinamis, yaitu teori 
umpan balik informasi, proses pengambilan keputusan, pendekatan 
eksperimen dalam analisis sistem, dan komputer digital. : 
1. Teori umpan-balik informasi, adalah sebuah sistem dimana suatu 
keadaan mendorong terjadinya kondisi yang lain, kemudian kejadian 
tersebut berpengaruh balik tehadap keadaan awal yang mendorong 
terjadinya yang mendorong terjadinya sesuatu tersebut. Konsep ini 
menunjukkan bagaimana dalam sebuah organisasi ataupun sebuah 
sistem terdapat  kedinamisan perilaku yang disebabkan oleh waktu 
tunda, penjelasan tambahan dan struktur sistem. Satu hal yang saat 
ini semakin disadari adalah bahwa interaksi antar komponen sistem 
dapat menjadi lebih penting daripada keberadaan komponen itu 
sendiri. 
2. Pendekatan eksperimental dalam analisis sistem, pada berbagai 
eksperimen terutama dalam dunia bisnis, kegiatan simulasi sering 
diartikan sebagai merancang dan mengatur pada sebuah komputer, 
kondisi yang menjelaskan tentang kegiatan operasi yang terjadi 
diperusahaan.  
3. Komputer digital, perkembangan komputer sejalan dengan 
perkembangan kemampuan metode sistem untuk mengakomodasi 




mengatasi kompleksitas sistem yang dipelajari serta efisiensi waktu 
dan biaya.  
4. Proses pengambilan keputusan, kemampuan pengambil keputusan 
dan informasi yang tersedia menentukan kualitas keputusan yang 
dihasilkan. Kegiatan pengambilan keputusan banyak terjadi 
diberbagai kegiatan, termasuk pada kegiatan rantai pasok terjadi pada 
berbagai entitas dan berbagai level misalnya keputusan untuk 
peningkatan kapasitas pabrik, pembukaan pabrik baru, pemilihan 
lokasi, pemilihan peralatan dan mesin dan sebagainya. 
Selain itu, System Dynamics merupakan metode yang baik untuk 
deskriptif kualitatif, eksplorasi dan analisis sistem yang kompleks dalam hal 
proses, informasi, batasan dan strategi organisasi, yang memfasilitasi 
pemodelan dan analisis simulasi kuantitatif untuk desain struktur dan 
perilaku sistem (Wolstenholme, 1990). Terdapat heterogenitas 
(keanekaragaman) yang signifikan dalam alasan yang dinyatakan untuk 
menggunakan dinamika sistem dan dampak yang diinginkan dari model 
dinamika sistem pada proses pengambilan keputusan (Currie, Smith, & 
Jagals, 2018). System Dynamics relevan dengan masalah dinamis dan 
karena itu melengkapi pendekatan ilmu manajemen lainnya, yang lebih 
dekat dengan masalah statis (Coyle, 1996). Dari beberapa teori 
sebelumnya mengenai System Dynamics, peneliti menyimpulkan bahwa 
Sistem Dinamik adalah studi dan analisis sistem umpan balik dinamis 
menggunakan simulasi komputer. Bidang ini telah dikembangkan dari 




memahami sistem kendali umpan balik ke dalam studi kebijakan sosial dan 
bisnis. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti 
terkait desa, karena pembangunan dan pemerintahan desa memiliki 
problematika dinamis yang perlu diperdalam (Nurjaman, 2015; Rahmatin 
et al., 2013; Zainal, 2016).  
2.6.1 Interaksi Unsur 
Penelitian menggunakan metode System Dynamics membutuhkan 
berbagai dimensi dan indikator yang saling berinteraksi. Dimensi dan 
Indikator inilah yang dikenal sebagai unsur. Sebagian unsur dapat diamati 
dan diukur secara langsung, sedangkan unsur lainnya tidak secara 
langsung dapat diukur (Liana, 2009). Unsur yang digunakan dalam sebuah 
penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang dapat berbentuk apa 
saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 
informasi tentang hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulannya. Secara 
teoritis unsur dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek, 
yang mempunyai “variasi” antara satu dengan yang lain atau satu obyek 
dengan obyek lain (Hatch & Farhady, 1981). Unsur juga dapat merupakan 
atribut dari obyek atau kegiatan tertentu. Tinggi badan, berat badan, ukuran, 
bentuk, warna, sikap, motivasi, kepemimpinan, disiplin kerja, merupakan 
atribut-atribut dari obyek. Bahan baku pabrik, modal, teknologi, produksi, 
pengendalian mutu, pemasaran, advertensi, nilai penjualan, keuntungan 
adalah merupakan atribut-atribut dalam kegiatan maupun bisnis. Atribut-




Berdasarkan cara pengukuran maka unsur (Ferdinand, 2006) dapat 
dibedakan menjadi: 
1. Variabel Laten (Latent Variable) 
Variabel laten adalah sebuah variabel bentukan yang dibentuk melalui 
indikator-indikator yang diamati dalam dunia nyata. Nama lain untuk 
variabel laten adalah faktor, konstruk, atau unobserved variable.  
2. Variabel Terukur (Measured Variable) 
Variabel terukur adalah variabel yang datanya harus dicari melalui 
penelitian lapangan, misalnya melalui survei. Nama lain untuk variabel 
terukur adalah observed variable, indicator variable, atau manifest 
variable. 
Berdasarkan fungsi variabel dalam hubungan antar variabel 
(Indriantoro & Supomo, 1999), maka macam-macam variabel dalam 
penelitian dapat dibedakan menjadi: 
1. Variabel Independen (Independent Variable) Variabel independen 
adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang 
lain. Variabel independen disebut pula variabel yang diduga sebagai 
sebab (presumed cause variable). Variabel independen juga dapat 
disebut sebagai variabel yang mendahului (antecedent variable).  
2. Variabel Dependen (Dependent Variable) Variabel dependen adalah 
variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. 
Variabel dependen disebut juga variabel yang diduga sebagai akibat 
(presumed effect variable). Variabel dependen juga dapat disebut 




3. Variabel Moderating (Variabel moderating) adalah variabel yang dapat 
memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel 
independen dengan variabel dependen. Variabel moderating adalah 
variabel yang mempunyai pengaruh terhadap sifat atau arah hubungan 
antar variabel. Sifat atau arah hubungan antara variabel-variabel 
independen dengan variabel-variabel dependen kemungkinan positif 
atau negatif tergantung pada variabel moderating, oleh karena itu 
variabel moderating dinamakan pula sebagai contigency variable.  
4. Variabel Intervening (Variabel intervening) adalah variabel yang 
mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel independen dengan 
variabel-variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. 
Variabel intervening merupakan variabel yang terletak diantara 
variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen, 
sehingga variabel independen tidak langsung menjelaskan atau 
mempengaruhi variabel dependen.  
2.6.2 Pemodelan  
Menurut Cavana & Maani (2000) model merupakan representasi dari 
dari dunia yang nyata. Model didefinisikan sebagai suatu penggambaran 
dari suatu sistem yang telah dibatasi. Sistem yang dibatasi ini merupakan 
sistem yang meliputi semua konsep dan variabel yang saling berhubungan 
dengan permasalahan dinamik (dynamic problem) yang ditentukan. Model 
merupakan sebu ah tiruan dan bentuk sederhana dari sistem yang 
merepresentasikan karakteristik dari sistem yang sesungguhnya. Model 




(Andhika, 2019). Model yang dikembangkan dengan sistem dinamik 
mempunyai karakteristik sebagai berikut : 
1. Menggambarkan hubungan sebab akibat (kausal) dari sistem. 
2. Persamaan matematika sederhana. 
3. Sinonim dengan terminologi dunia industri, ekonomi, dan sosial dalam 
tata nama. 
4. Dapat melibatkan banyak variabel. 
5. Dapat menghasilkan perubahan yang tidak berkelanjutan jika dalam 
keputusan memang dibutuhkan (Tasrif, 2004). 
Pada umumnya model dibangun untuk tujuan peramalan (forecasting) 
atau perancangan kebijaksanaan. Berbeda dengan model statis, 
pendekatan model dinamik bersifat deduktif dan mampu menghilangkan 
kelemahan-kelemahan dalam asumsi-asumsi yang dibuat sehingga 
kesepakatan atas asumsi-asumsi dapat diperoleh. Model dinamik 
menekankan pada proses perubahan dari satu kondisi ke kondisi lainnya. 
Waktu tunda menjadi hal penting dalam pemodelan dinamik karena 
perubahan memakan waktu. Model statis tingkat variabel keadaan dan 
perilaku sistem yang lalu menentukan tingkat stok dan perilaku sistem 
sekarang, maka dalam model sistem dinamik hubungan temporal hanya 
berlaku untuk tingkat stok saja dan tidak untuk kelakuan sistem. Kelakuan 
sistem pada saat sekarang tidak dapat diterangkan oleh kelakuannya pada 
waktu yang lalu, melainkan oleh mekanisme interaksi struktur mikro dalam 




Terdapat tiga bentuk alternatif yang dapat digunakan dalam 
menyusun model dinamik (Muhammadi, Aminullah & Soesilo, 2001), yaitu : 
1. Verbal, Model verbal adalah model sistem yang dinyatakan dalam 
bentuk kata-kata. 
2. Visual (analog model kualitatif), Deskripsi visual dinyatakan secara 
diagram dan menunjukkan hubungan sebab akibat banyak variabel 
dalam keadaan sederhana dan jelas. Analisis deskripsi visual 
dilakukan secara kualitatif. 
3. Matematis, Model visual dapat direpresentasikan ke dalam bentuk 
matematis yang merupakan perhitungan-perhitungan terhadap suatu 
sistem. Semua bentuk perhitungannya bersifat ekuivalen, dimana 
setiap bentuk berperan sebagai alat bantu untuk dimengerti bagi yang 
awam. 
Permasalahan dalam sistem dinamik tidak disebabkan oleh pengaruh 
dari luar, namun oleh struktur internal sistem. Tujuan metodologi sistem 
dinamik berdasarkan filosofi kausal (sebab akibat) adalah mendapatkan 
pemahaman yang mendalam tentang tata cara kerja suatu sistem 
(Asyiawati, 2002). Proses pemodelan terdiri atas langkah-langkah sebagai 
berikut (John D. Sterman, 2002):  
3. Perumusan masalah dan pemilihan batassan dunia nyata. Tahap ini 
meliputi kegiatan pemilihan tema yang akan dikaji, penentuan variabel 
kunci, rencana waktu untuk mempertimbangkan masa depan yang 




masalah tersebut dan selanjutnya mendefinisikan masalah 
dinamisnya.  
4. Formulasi hipotesis dinamis dengan menetapkan hipotesis 
berdasarkan pada teori perilaku tergadap masalahnya dan 
membangun peta struktur kausal melalui gambaran model mental 
pemodel dengan bantuan alat-alat seperti causal loop diagram. Stock 
flow diagram, dan alat bantu lainnya. Model mental adalah asumsi 
yang sangat dalam melekat, umum atau bahkan suatu gambaran dari 
bayangan atau citra yang berpengaruh pada bagaimana kita 
memahami dunia dan bagaimana kita mengambil tindakan (Senge 
1995). 
5. Tahap formulasi model simulasi dengan membuat spesifikasi struktur, 
aturan keputusan, estimasi parameter dan uji konsistensi dengan 
tujuan dan batasan yang telah ditetapkan sebelumnya.  
6. Pengujian meliputi pengujian melalui pembandingan dari model yang 
dijadikan referensi, pengujian kehandalan (robustness) dan uji 
sensistivitas.  
7. Evaluasi dan perancangan kebijakan berdasarkan skenario yang telah 
diujicobakan dari hasil simulasi. Perancangan kebijakan 
mempertimbangkan analisis dampak yang ditimbulkan, kehandalan 
model pada skenario yang berbeda dengan tingkat ketidakpastian 
yang berbeda pula serta keterkaitan antar kebijakan agar dapat 
bersinergi. 




1. Mendefinisikan masalah dan tujuan model  
2. Menentukan variabel tujuan  
3. Memilih variabel control  
4. Memilih parameter variabel kontrol  
5. Menguji model yang dihasilkan  
6. Melihat bagaimana model akan bekerja, memilih horizon waktu atau 
perilaku dinamis dalam waktu  
7. Jalankan model  
8. Mengganti parameter dengan alasan ekstrim  
9. Membandingkan hasil dengan data eksperimen  
10. Perbaiki model berdasarkan parameter yang ada 
Sedangkan, menurut Susetyo & Laxmi (2017), didalam membuat 
model memerlukan tahapan dalam pengembangan model, sebagai berikut: 
1. Pembuatan konsep dalam sebuah model CLD (Causal Loop 
Diagram).  
2. Pembuatan model SFD (Stock-Flow Diagram) atau diagram alir. 
3. Input data.  
4. Simulasi berupa diagram waktu dan tabel waktu.  
5. Validasi dengan melihat Absolute Mean Error (AME) penyimpangan 
antara nilai rata-rata simulai terhadap aktual. Model valid jika AME 
kurang dari 5%. 
6. Analisis Kebijakan (Uji Sensivitas) 
Dalam pelaksanaan pendekatan sistem, pengembangan model 




mempelajari sistem secara keseluruhan. Di samping itu, pengembangan 
model diperlukan guna menemukan perubah-perubah penting dan tepat 
serta hubungan antar perubah dalam sistem yang dikaji. Dalam 
membangun suatu model seyogyanya dimulai dari konsep yang paling 
sederhana dengan cara mendefinisikan permasalahan secara hati-hati 
serta menggunakan analisis sensitifitas untuk membantu menentukan 
rincian model. Selanjutnya untuk penyempurnaan dilakukan dengan 
menambahkan variabel secara gradual sehingga diperoleh model yang 
logis dan dapat merepresentasikan keadaan yang sebenarnva (Susetyo & 
Laxmi, 2017).  
Menurut Grant, Pedersen, & Marín (1997), terdapat 4 tahapan utama 
didalam pemodelan system dynamics yaitu: 1) formulasi model konseptual; 
2) membangun model kualitatif; 3) evaluasi model dan 4) penggunaan 
model. Tahapan tersebut dapat digambarkan kedalam skema berikut: 
 
Gambar 2.2 Tahapan Umum Pemodelan System Dynamics 
Sumber: Grant, Pedersen, & Marín (1997) 
Tahap 1 bertujuan untuk membangun model konseptual atau model 
kualitatis dari sistem yang akan kita kaji. Model konseptual dibangun 




dari sistem yang kita amati akan dimasukkan kedalam model konseptual. 
Komponen yang dimasukkan memiliki hubungan yang erat antara satau 
komponen dengan komponen lainnya. Komponen dan hubungannya 
tersebut digambarkan kedalam diagram berupa gambar dan hubungan 
diantaranya. Tahap 2 bertujuan untuk membangun model kualitatif 
berdasarkan model konseptual yang telah dibangun sebelumnya. Model 
konseptual, yang berupa gambar dan diagram hubungan, diterjemahkan 
kedalam model kuantitatif berupa persamaan matematika, berdasarkan 
data dan informasi yang diperoleh dari dunia sesungguhnya.  
Tahap 3 bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap model 
kuantitatif yang dibangun. Evaluasi yang dilakukan meliputi validasi model 
dan analisis sensitivitas model, yang memperhitungkan struktur dan 
perilaku model. Validasi model dilakukan untuk melihat keragaan simulasi 
model, yaitu dengan membandingkan hasil simulasi dengan data hasil 
pengamatan. Analisis sensitivitas model dilakukan untuk melihat parameter 
apa saja didalam model yang sensitif terhadap perubahan satu atau lebih 
parameter model lainnya. Metode umum yang digunakan adalah dengan 
memberikan nilai yang beragam dari variabel bebas dan melihat 
dampaknya terhadap variabel tak bebas. Tahap 4 dilakukan dengan 
mengimplementasikan model kuantitaf yang telah dibangun. Analisis trade-
off umumnya dilakukan untuk melihat keragaan model kuatitatif yang 
dibangun berdasarkan skema skenario yang berbeda. Beberapa skenario 
dibangun berdasarkan penilaian yang berbeda dari variabel bebas dan 




Selain itu, systems thinking dan modelling methodology mencakup 
hard and soft approaches. Dua pendekatan ini dianggap sebagai 
pendekatan yangs saling melengkapi dan memperkuat. systems thinking 
cenderung masuk dalam kategori soft approaches sedangkan modelling 
methodology lebih condong ke kategori hard approaches (Cavana & Maani, 
2000). Dari beberapa teori sebelumnya terkait pemodelan, bahwa 
pemodelan merupakan bagian penting dalam melakukan pendekatan 
sistem dinamik. Pemodelan digunakan untuk melihat keseluruhan antar 
variabel yang saling terhubung untuk menunjukan hasil pada suatu tujuan 
kedepan dengan mempresentasukan kehidupan nyata. Dalam menentukan 
hal ini diperlukan beberapa tahapan sebagai tahap uji, seperti: 1) 
menentukan tujuan; 2) mengidentifikasi variabel (valid); 3) membuat model 
CLD; 4) membuat model SFD; 5) Menginput data-data; 6) Simulasi; dan 7) 
Validasi dengan melihat Absolute Mean Error dan Analisis Kebijakan. 
2.6.3 Simulasi dan Validasi Model 
Model yang sudah dibuat selanjutnya dijalankan pada perangkat lunak 
dimana proses menjalankan model tersebut disebut dengan simulasi, 
model disimulasikan untuk melihat bagaimana perilaku model tersebut yang 
merupakan gambaran perilaku sistem nyata, oleh karena itu, model yang 
sudah dibuat untuk disimulisasikan harus diuji untuk melihat apakah model 
benar-benar mewakili sistem yang sebenarnya sebagai sarana untuk 
mempelajari sistem nyata tersebut. Terdapat 2 macam pengujian yang 
harus dilakukan terhadap model untuk mengukur kehandalan model 




suatu cara untuk menetukan apakah implementasi model konseptual ke 
dalam komputer sudah benar. Proses verifikasi meliputi pengujian terhadap 
pemrograman dan model untuk menjamin bahwa model beroperasi dengan 
akurat menggambarkan model konseptual. Beberapa cara bisa digunakan 
dalam melakukan verifikasi adalah sebagai berikut: 
1. Mengikuti prinsip dari pemograman yang terstruktur, yang mencakup 
penyusunan rencana simulasi dengan detail sebelum pengkodean, 
termasuk membuat diagram alir langkah pemodelan dan simulasi 
dengan jelas, dan membagi model kedalam beberapa submodel untuk 
lebih mudah dalam menganalisis model. 
2. Membuat model dapat melakukan dokumentasi terhadap dirinya 
sendiri, artinya jika memungkinkan hasil dari menjalankan simulasi 
langsung dapat memberikan informasi, misalkan dalam bentuk grafik, 
animasi atau tabel. Pada beberapa perangkat lunak simulasi sudah 
dilengkapi dengan fasilitas dokumentasi tersebut sehingga mudah 
untuk melakukan analisis. 
3. Memeriksa kode dalam pemodelan oleh lebih dari satu orang, 
terutama melibatkan pihak yang sudah berpengalaman 
4. Memeriksa data input apakah sudah memiliki nilai yang sesuai, 
sebagai contoh apakah sudah menggunakan satuan yang tepat . 
5. Memastikan bahwa dengan memasukan berbagai input menghasilkan 
output yang beralasan dan masuk akal. 
6. Validasi adalah menentukan apakah model dapat digunakan sebagai 




percobaan. Validasi model dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
kelayakan suatu model yang dibangun, apakah sudah merupakan 
perwakilan dari relitas yang dikaji, yang dapat menghasilkan 
kesimpulan yang meyakinkan.Validasi model dapat menggunakan t-
test. 
7. Validasi dalam pemodelan sistem dinamik dapat dilakukan dengan 
beberapa cara meliputi uji struktur secara langsung (direct structure 
tests) tanpa memproses model, uji struktur tingkah laku model 
(structure oriented behaviour test) dengan proses model, dan 
pembandingan tingkah laku model dengan sistem nyata (quantitative 
behaviour pattern comparison) (Daalen & Thissen, 2001), yaitu 
dengan uji nilai tengah persentase kesalahan absolut (mean absolute 
percentage error) adalah salah satu ukuran relatif yang menyangkut 
kesalahan persentase. Uji ini dapat digunakan untuk mengetahui 
kesesuaian data hasil prakiraan dengan data aktual. 




|𝑋𝑛 − 𝑋𝑑 |
𝑋𝑑
× 100%  
Keterangan : 
Xn = Data hasil simulasi Xd = Data aktual 
n = Periode/banyaknya data 
Kriteria ketepatan model dengan uji MAPE (Lomauro, Bakshi, & 
Labuza, 1985): 
MAPE < 5% : Sangat tepat 5% < MAPE < 10%
 : Tepat 
MAPE > 10% : Tidak tepat 
  Peneliti menggunakan Dynamics System dengan 




melihat ketepatan dari sebuah model pembangunan desa untuk menaikan 
desa mandiri dan mengurangi desa tertinggal. Karena, sistem ini diperlukan 
dalam semua isu strategis (Fuerth & Faber, 2012; Miller, 2007; OECD, 
2019), termasuk pembangunan desa (Ratnadila, 2018). 
2.7 Pembangunan Desa dalam Pengentasan Desa Tertinggal  
Pada sub bab ini, peneliti akan membahas salah satu isu strategis 
dalam kebijakan publik yakni Pembangunan Desa. Hal tersebut seperti 
yang diungkapkan oleh Dudley Seers dalam Tjokrowinoto (1987) bahwa 
ada 3 ( tiga) hal yang perlu ditanyakan tentang pembangunan suatu negara. 
Pertama; apa yang tengah terjadi dengan kemiskinan, Kedua; apa yang 
tengah terjadi dengan pengangguran; dan Ketiga; apa yang telah terjadi 
dengan kesenjangan. Apabila jawaban atas ketiga pertanyaan tersebut 
adalah “penurunan secara substansial”. Dari ketiga pertanyaan yang 
dikemukakan oleh Dudley Seers sangat relevan dilihat dari masalah 
pembangunan di Indonesia. Adapun masalah dan tantangan pembangunan 
di Indonesia sampai saat ini adalah masalah kemiskinan, pengangguran 
dan kesenjangan. Dari ketiga masalah pembangunan tersebut jika diamati 
secara cermat justru banyak berada di pedesaan (Nain, 2019). Dengan 
menguatnya komitmen pemerintah untuk membangun desa melalui 
Nawacita yakni Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 
daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Ditengah 
gencarnya arus pembangunan ke desa selama ini namun ada suatu 
fenomena yang luput dari pengamatan dilihat dari interaksi desa-kota, yaitu 




2.7.1 Pembangunan Desa 
Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi No 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan 
Desa, pembangunan desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup 
dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 
Menurut Sutoro et al. (2014) pembangunan desa merupakan suatu upaya 
yang dilakukan demi peningkatan kualiatas hidup dan kehidupan 
masyarakat di suatu daerah dimana pembangunan desa dilakukan oleh 
seluruh lapisan baik pemerintah maupun masyarakat. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Pembangunan Desa Pembangunan desa tidak terlepas 
dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten 
maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih 
luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan 
antardesa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan 
antar kabupaten (Nurman, 2015). 
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan 
pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 
dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, 
pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya 
alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu, menurut Adisasmita 
(2006) dalam pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada 
pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan 




Karena pembangunan desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk 
mengawal implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang 
dilaksnaakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan 
fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, 
Bab IV, pasal 18 meletakkan landasan hukum bagi pemerintahan desa 
sebagai kewenangan yang dibebankan dengan tanggung jawab 
penyelenggaraan urusan desa melalui penyelenggaraan pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah kewenangannya. 
Undang-undang tersebut mengatur bahwa pemerintahan desa diberi 
kewenangan untuk melaksanakan pembangunan desa, memberdayakan 
masyarakat pedesaan berdasarkan prakarsa masyarakat, dan melestarikan 
adat istiadat, norma, dan budaya desa. Undang-undang tersebut 
mengalihkan fokus pembangunan desa dari pemerintah pusat ke 
pemerintah daerah. Untuk itu, berlakunya undang-undang tersebut, 
menempatkan pemerintah desa di garis depan tidak hanya dalam 
pembangunan desa, tetapi lebih jauh lagi, dalam pembangunan negara 
secara keseluruhan. Peran pemerintah desa dalam pembangunan negara 
di masa depan diperkuat dengan pembentukan dana desa yang dibiayai 
oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembangunan 
desa pada saat ini tidak terlepas dari perjalanan panjang yang sudah 
dilewati oleh Indonesia, apa yang mempengaruhi hingga terbentuk sistem 





2.7.2 Sejarah Pembangunan Desa  
Pada perkembangan sejarah dalam pembangunan desa. Desa sudah 
eksis ratusan tahun sebelum NKRI berdiri. Dalam perjalanannnya sejak 
berdiri hingga sekarang Desa telah mengalami perubahan sesuai dengan 
perkembangan masyarakatnya dan kebijakan politik penguasa. Pada masa 
kerajaan Nusantara Desa ditundukkan oleh raja. Pada masa VOC (1602-
1799) Desa dijajah dan dieksploitasi sumber dayanya. Pada masa 
pemerintah Hindia Belanda I (1800-1906), Desa diakui sebagai 
persekutuan rakyat pribumi yang dibiarkan untuk mengatur rumah 
tangganya dan dijadikan alat pelaksana kebijakan tanam paksa. Pada masa 
politik etis (1906-1941), Desa diakui sebagai badan hukum persekutuan 
rakyat pribumi yang diberi kebebasan untuk mengatur rumah tangganya 
sendiri di bawah pengawasan pemerintah. Pada jaman Jepang, lembaga 
desa dirubah menjadi semi formal lalu dieksploitasi sumber daya 
manusianya (dijadikan romusha) dan sumber daya alamnya. Pada awal 
kemerdekaan sampai dengan masa Orde Lama, Desa dijadikan daerah 
otonom tapi tidak sempat terealisir. Pada masa Orde Baru, lembaga desa 
tradisional dihapus diganti dengan lembaga baru untuk dijadikan alat 
pemerintah menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri di bawah 
kontrol ketat pejabat pusat (camat) dan aparat teritorial ABRI. Pada 
reformasi,  Desa hendak dikembalikan lagi sebagai komunitas adat tapi 
tidak jelas konsepsinya (Nurcholis, 2013).  
Sejak Indonesia mengawali kemerdekaannya, pembangunan desa 




desa dari waktu ke waktu sering kali mengalami perubahan. Perubahan 
strategi dimaksudkan untuk menemukan strategi pembangunan desa yang 
dipandang paling efektif untuk suatu kurun waktu tertentu. Pada awal 
kemerdekaan kita kenal “Rencana Kesejahteraan Kasimo” atau Kasimo 
Welfare Plan. Sebagaimana konotasi awal pembangunan desa sering kali 
diartikan sebagai identik dengan pembangunan pertanian. Kasimo Welfare 
Plan yang dicanangkan pada tahun 1952 memang berorientasi pada 
peningkatan produksi pangan. Di dalam suatu situasi dimana devisa amat 
langka, terpenuhinya kebutuhan pangan berarti penghematan devisa. 
Strategi yang digunakan dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh 
pemerintah kolonial, yang di kenal dengan strategi olie vlek atau percikan 
minyak. Pada lokasi-lokasi yang dipandang kritis diadakan semacam 
demonstration plot yang memberikan contoh teknik bertani yang baik 
dengan harapan teknik ini akan menyebar ke daerah sekitarnya. Karena 
kekurangan, baik dana maupun keahlian, Rencana Kasimo ini tidak 
mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan (Tjokrowinoto, 1993). 
Di sekitar tahun 1959 perhatian pemerintah terhadap pembangunan 
desa ini makin meningkat sebagaimana terbukti dengan didirikannya 
departemen yang membidangi pembangunan desa, yaitu Departemen 
Transkopemada (Transmigrasi, Koperasi, dan Pembangunan Desa ). 
Fungsi Biro Pembangunan Desa yang tadinya berada di Kantor Perdana 
Menteri kemudian dialihkan ke Departemen Transkopemada. Strategi yang 
digunakan banyak diilhami oleh konsep community development. Titik berat 




tekannya adalah pada pembentukan kader-kader pembangu-nan 
masyarakat desa yang diharapkan akan menopang tercapainya 
masyarakat desa yang berswasembada. Pembangunan desa pada waktu 
itu dilaksanakan berdasar Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960, 
yang dirumuskan oleh Biro Perancang Negara. Titik berat pembangunan 
desa adalah pada pembangunan masyarakatnya. Oleh karena itu istilah 
yang digunakan adalah Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) (Nain, 
2019). Sehingga masuknya sistem pemerintahan ‘modern’ di desa, telah 
merobak sejarah panjang hasil buah karsa dan karya perjalanan panjang 
karakteristik budaya yang mengedepankan komunalisme kearah 
individualistik. Di Indonesia, diperkirakan lebih dari tiga perempat penduduk 
Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Salah satunya adalah bagaimana 
upaya menghapuskan kesenjangan antara desa dan kota dimana hal 
tersebut selalu dijadikan indikator keberhasilan pembangunan secara 
nasional (Alamsyah, 2011).   
2.7.3 Indeks dalam Pembangunan Desa 
Saat ini dalam pembangunan di desa terdapat dua indeks yang 
menjadi landasan pembangunan yakni Indeks Desa Membangun (IDM) dan 
Indeks Pembangunan Desa (IPD) (Hadi, 2015). Pemerintah Republik 
Indonesia melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Repubik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri No. 
2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Peraturan tersebut 
sebagai sebagai dasar rujukan (pola) pembangunan di setiap desa 




Membangun mengklasifikasi Desa menjadi lima status yakni Desa sangat 
tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju, dan Mandiri. Klasifikasi dalam 
lima status itu untuk mempertajam penetapan status perkembangan desa 
sekaligus sebagai rujukan intervensi kebijakan. Status Desa Tertinggal 
misalnya dibadi menjadi dua status yakni Desa Sangat Tertinggal dan Desa 
Tertinggal. Asumsi yang ingin dibangun, afirmasi kebijakan untuk Desa 
Sangat Tertinggal tentu berbeda dengan Desa Tertinggal. Desa 
berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa 
Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dijelaskan dengan faktor 
kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan seperti goncangan 
ekonomi, bencana alam, atau konflik sosial maka dapat memengaruhi 
status Desa Berkembang turun menjadi Desa Tertinggal. Sementara, 
apabila Desa Berkembang mempunyai kemampuan dalam mengelola 
potensi, informasi / nilai, inovasi / prakarsa, dan kewirausahaan akan 
mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju. Indeks 
Desa Membangun merupakan komposit dari ketahanan sosial, ekonomi 
dan ekologi (Hadi, 2015). 
 
Gambar 2.3 Indeks Desa Membangun 





 Sedangkan Indeks Pembangunan Desa (IPD), menurut Badan Pusat 
Statistik (2019) IPD merupakan konsep multidimensional yang kompleks. 
Pengukuran IPD dilakukan oleh BPS Republik Indonesia melalui Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan 
Desa dan Kelurahan. IPD mengukur tingkat kemajuan pembangunan desa 
diharapkan tetap mengacu pada kompleksitas konsep tersebut meskipun 
perlu diupayakan adanya penyederhanaan dalam hal instrumen dan teknis 
pengukurannya. Dimensi, variabel, dan indikator yang digunakan sebagai 
alat ukur konsep pembangunan desa perlu disusun secara teliti sehingga 
secara komposit akan mampu menggambarkan tingkat kemajuan dan 
perkembangan pembangunan desa. Indikator yang digunakan diupayakan 
mampu semaksimal mungkin untuk menggambarkan kondisi nyata tingkat 
pembangunan desa yang dipotret pada suatu waktu. Bagian ini akan 
menyajikan uraian terkait konseptualisasi dan kontekstualisasi 
pembangunan desa dalam kaitannya dengan upaya penyusunan IPD. IPD 
2018 mencakup atas 5 dimensi dan 42 indikator yang menggambarkan 
ketersediaan dan aksesibilitas pelayanan pada masyarakat Desa. Hasil IPD 
2018 menunjukkan 5.606 desa mandiri, 55.369 desa berkembang dan 
14.461 desa tertinggal. Secara nasional, tahap perkembangan desa di 






Gambar 2.4 Indeks Pembangunan Desa 
Sumber: Hadi (2015) 
Untuk mengetahui tingkat pembangunan di desa dengan membagi 
dimensi IPD menjadi 5 dimensi dengan disesuaikan dengan ketersediaan 
data/variabel dalam data Potensi Desa 2018 (Badan Pusat Statistik, 2018), 
sebagai berikut: 
1) Pelayanan Dasar mewakili aspek pelayanan dasar untuk mewujudkan 
bagian dari kebutuhan dasar, khusus untuk pendidikan dan kesehatan. 
Variabel yang termasuk sebagai komponen penyusunnya meliputi 
ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pendidikan seperti TK, SD, 
SMP, dan SMA; serta ketersediaan dan akses terhadap fasilitas 
kesehatan seperti rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas/pustu, 
tempat praktek dokter, poliklinik/balai pengobatan, tempat praktek 
bidan, poskesdes, polindes, dan apotek.  
2) Kondisi Infrastruktur mewakili Kebutuhan Dasar; Sarana; Prasarana; 
Pengembangan Ekonomi Lokal; dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam 
secara Berkelanjutan dengan memisahkan aspek aksesibilitas/ 




infrastruktur ekonomi seperti: kelompok pertokoan, minimarket, toko 
kelontong, pasar, restoran, rumah makan, maupun warung/kedai 
makanan, akomodasi hotel atau penginapan, serta bank; ketersediaan 
infrastruktur energi seperti: listrik, penerangan jalan, dan bahan bakar 
untuk memasak; ketersediaan infrastruktur air bersih dan sanitasi 
seperti: sumber air minum, sumber air mandi/cuci, dan fasilitas buang 
air besar; serta ketersediaan dan kualitas infrastruktur komunikasi dan 
informasi seperti: komunikasi menggunakan telepon seluler, internet, 
dan pengiriman pos/barang.  
3) Aksesibilitas/Transportasi dipisahkan sebagai dimensi tersendiri dalam 
indikator pembangunan desa dengan pertimbangan sarana dan 
prasarana transportasi memiliki kekhususan dan prioritas 
pembangunan desa sebagai penghubung kegiatan sosial ekonomi 
dalam desa. Variabel-variabel penyusunnya meliputi ketersediaan dan 
akses terhadap sarana transportasi seperti: lalu lintas dan kualitas 
jalan, aksesibilitas jalan, ketersediaan dan operasional angkutan 
umum; dan aksesibilitas transportasi seperti: waktu tempuh per 
kilometer transportasi ke kantor camat, biaya per kilometer transportasi 
ke kantor camat, waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor 
bupati/ walikota, dan biaya per kilometer transportasi ke kantor 
bupati/walikota. Indikator jarak antara desa dengan pusat pemerintahan 
ini merujuk dari variabel yang tercantum dalam Potensi Desa 2018, 
dengan asumsi bahwa pada umumnya pusat kegiatan sosial-ekonomi 




4) Pelayanan Umum merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan 
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif dengan tujuan 
memperkuat demokrasi, kohesi sosial, perlindungan lingkungan, dan 
sebagainya. Karena kekhususannya, variabel pelayanan administratif 
dinyatakan sebagai dimensi tersendiri (Penyelenggaraan 
Pemerintahan). Begitupun dengan variabel pendidikan, kesehatan, 
transportasi, dan lainnya menjadi dimensi tersendiri yang telah 
dijelaskan sebelumnya. Pelayanan dalam dimensi ini mewakili aspek 
lingkungan dan aspek pemberdayaan masyarakat serta mengacu pada 
ketersediaan data Potensi Desa 2018. Aspek lingkungan dalam hal ini 
terkait dengan kesehatan lingkungan masyarakat, sedangkan aspek 
pemberdayaan masyarakat diwakili dengan keberadaan kelompok 
kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, variabel-variabel penyusun 
dimensi ini mencakup penanganan kesehatan masyarakat seperti: 
penanganan kejadian luar biasa (KLB), dan penanganan gizi buruk; 
serta ketersediaan fasilitas olah raga seperti: ketersediaan lapangan 
olah raga, dan kelompok kegiatan olah raga.  
5) Penyelenggaraan Pemerintahan mewakili indikasi kinerja 
pemerintahan desa merupakan bentuk pelayanan administratif yang 
diselenggarakan penyelenggara pelayanan bagi warga yang dalam hal 
ini adalah Pemerintah. Oleh karena itu variabel ini perlu diukur dan 
berdiri sendiri sebagai sebuah indikator pembangunan desa, karena 
sifatnya sebagai perangkat terlaksananya tujuan pembangunan desa 




kelengkapan pemerintahan desa, otonomi desa, dan aset/kekayaan 
desa; serta kualitas sumber daya manusia seperti: kualitas SDM kepala 
desa dan sekretaris desa. 
Dari perbedaan alat ukur pembangunan desa diantara Indeks Desa 
Membangun dan Indeks Pembangun Desa, masing-masing memiliki 
kelebihan dan kekurangan dari variabel-variabelnya. Penggunaan IDM 
sebagai alat ukur dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi untuk memberikan Dana Desa kepada setiap 
desa di Indonesia. Sedangkan IPM merupakan alat ukur dari BPS dalam 
pembangunan setiap desa di Indonesia. Dari perbedaan tersebut, sehingga 
peneliti menggunakan Indeks Desa Membangun dalam mengukur 
pembangunan desa yang memiliki 3 dimensi pembangunan yakni 
Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan Lingkungan. 
Dimensi pembangunan tersebut sesuai dengan prinsip dari Sustainable 
Development Goals (United Nations, 2015).  Pada sub selanjutnya, peneliti 
menjelaskan indikator-indikator apasaja yang terdapat didalam 3 dimensi 
dari Indeks Desa Membangun. 
2.7.4 Variabel IDM 
Menurut Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi (2016) IDM memiliki 3 Dimensi yakni Ketahanan Sosial, 
Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan Lingkungan (Ekologi). Masing-masing 
dimensi memiliki unsur dan Indikator pendukung, yang bertujuan untuk 
mencapai ketahanan di setiap Desa. Unsur dan Inikator masing-masing 




Tabel 2.2 Indikator IDM 





1 Waktu Tempuh ke 
prasarana kesehatan < 30 
menit 
2 Tersedianya tenaga 
kesehatan, bidan, dokter 




3 Akses ke poskesdes, 
polindes, dan posyandu 
4 Tingkat aktifitas posyandu 
3 Jaminan Kesehatan 5 Tingkat Kepesertaan 
BPJS 
4 Akses Pendidikan 
Dasar dan 
Menengah 
6 Akses ke Pendidikan 
Dasar SD/MI <3 KM 
7 Akses ke SMP/MTS < 6 
km 
8 Akses ke SMU/SMK < 6 
km 
5 Akses Pendidikan 
Non Formal 
9 Kegiatan pemberantasan 
buta aksara 
10 kegiatan PAUD 
11 Kegiatan PKBM/Paket 
ABC 
 6 Akses ke 
Pengatahuan 
12 Taman Bacaan 
Masyarakat atau 
Perpustakaan Desa 
7 Memiliki Solidaritas 
Sosial 
13 Kebiasaan gotong royong 
didesa 
14 Keberadaan ruang publik 





16 Terdapat kelompok 
kegiatan olahraga 
8 Toleransi 17 Warga desa terdiri dari 
beberapa suku/etnis 




19 Agama yang dianut 
sebagian besar warga di 
desa 
9 Rasa Aman 
Penduduk 






No Dimensi Unsur Indikator 
21 Partisipasi warga 
mengadakan siskamling 
22 Tingkat kejadian 
perkelahian massal di 
desa 
23 Penyelesaian/perdamaian 




24 Terdapat akses ke 
Sekolah Luar Biasa 
25 Terdapat Penyandang 
Kesejahteraan Sosial 
(Anak Jalanan, Pekerja 
Seks Komersial dan 
Pengemis) 




Akses ke Air Bersih 
dan Air Minum 
Layak 
 
27 Mayoritas penduduk desa 
memiliki sumber air minum 
yang layak. 
28 Akses Penduduk desa 
memiliki air untuk mandi 
dan mencuci 
12 Akses ke Sanitasi 29 Mayoritas penduduk desa 
memiliki Jamban 
30 Terdapat  tempat 
pembuangan sampah 
13 Akses ke Listrik 31 Jumlah keluarga yang 
telah memiliki aliran listrik 
14 Akses Informasi dan 
Komunikasi 
32 Penduduk desa memiliki 
telepon selular dan sinyal 
yang kuat 
33 Terdapat siaran televisi 
lokal, nasional dan asing 






35 Terdapat lebih dari satu 
jenis kegiatan ekonomi 
penduduk 
16 Tersedia Pusat 
Pelayanan 
Perdagangan 
36 Akses penduduk ke pusat 
perdagangan (pertokoan, 
pasar permanen dan semi 
permanen) 
37 Terdapat sektor 
perdagangan di 









No Dimensi Unsur Indikator 
18 Akses ke Lembaga 
Keuangan dan 
Perkreditan 
39 Tersedianya lembaga 
perbankan umum 
(Pemerintah dan Swasta) 
40 Tersedianya BPR 
41 Akses penduduk ke kredit 
19 Lembaga Ekonomi 42 Tersedianya lembaga 
ekonomi rakyat (koperasi) 
43 Terdapat usaha kedai 




44 Terdapat moda 
transportasi umum 
(Transportasi Angkutan 
Umum, trayek reguler dan 
jam operasi Angkutan 
Umum) 
45 Jalan yang dapat dilalui 
oleh kendaraan bermotor 
roda empat atau lebih 
(sepanjang tahun kecuali 
musim hujan, kecuali saat 
tertentu) 
46 Kualitas Jalan Desa (Jalan 
terluas di desa dengan 
aspal, kerikil, dan tanah) 
3 Ketahanan 
Lingkungan 
21 Kualitas Lingkungan 47 Ada atau tidak adanya 
pencemaran air, tanah 
dan udara 




49 Pencemaran air, tanah 
dan udara 
50 kejadian Bencana Alam 
(banjir, tanah longsong, 
kebakaran hutan 
51 Upaya/Tindakan terh adap 
potensi bencana alam 
(Tanggap bencana, jalur 




52 Upaya Antisipasi, Mitigasi 
bencana alam yg ada di 
desa 






2.7.5 Metode Penyusunan IDM 
Menurut Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi (2016) IDM disusun dengan memperhatikan ketersediaan 
data yang bersumber dari Potensi Desa, yang diterbitkan oleh Badan Pusat 
Statistik. Jika dilakukan perhitungan IDM 2015 maka digunakan sumber 
data Potensi Desa (PODES) pada tahun 2014. IDM merupakan indeks 
komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Ketiga 
dimensi terdiri dari unsur, dan setiap unsur diturunkan menjadi indikator 
operasional. Prosedur untuk menghasilkan Indeks Desa Membangun 
adalah sebagai berikut:  
1) Setiap indikator memiliki skor antara 0 s.d. 5; semakin tinggi skor 
mencerminkan tingkat keberartian. Misalnya: skor untuk indikator akses 
terhadap pendidikan sekolah dasar; bila Desa A memiliki akses fisik <= 
3 Km, maka Desa A memiliki skor 5, dan Desa B memiliki akses fisik > 
10 Km, maka memiliki skor 1. Ini berarti penduduk Desa A memiliki 
akses yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk Desa B.  
2) Setiap skor indikator dikelompokkan ke dalam unsur, sehingga 
menghasilkan skor unsur. Misalnya unsur kesehatan terdiri dari 
indikator (1) waktu tempuh ke pelayanan kesehatan < 30 menit, (2) 
ketersediaan tenaga kesehatan dokter, bidan dan nakes lain, (3) akses 
ke poskesdes, polindes dan posyandu, (4) tingkat aktifitas posyandu 
dan (5) kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). 








3) Indeks dari setiap unsur menjadi Indeks Komposit yang disebut dengan 




 (𝐼𝑆 + 𝐼𝐸𝐾 + 𝐼𝐿) 
Catatan:  
IDM : Indeks Desa Membangun 
IS : Indeks Sosial 
IEK : Indeks Ekonomi 
IL : Indeks Lingkungan (Ekologi) 
4) Untuk menetapkan status setiap Desa dilakukan klasifikasi dengan 
menghitung range yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum. 
Nilai range yang diperoleh menjadi pembatas status setiap Desa, 
sehingga ditetapkan lima klasifikasi status Desa yaitu: 
Tabel 2.3 Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM 
No. Status Desa Nilai Batas 
1 Sangat Tertinggal ≤ 0,491 
2 Tertinggal > 0,491 ≤ 0,599 
3 Berkembang > 0,599 ≤ 0,707 
4 Maju > 0,707 ≤ 0,815 
5 Mandiri > 0,815 
Sumber: Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi (2016) 
 
Pada tabel tersebut, IDM mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, 
yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa 
Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi Desa 
tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap Desa dalam 
rentang skor 0,27 – 0,92 Indeks Desa Membangun. Klasifikasi dalam 5 
status Desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status 




diperlukan. Status Desa Tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status 
Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal di mana situasi dan kondisi 
setiap Desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan 
intervensi kebijakan yang berbeda. Menangani Desa Sangat Tertinggal 
akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya di banding dengan Desa 
Tertinggal. Dengan nilai rata-rata nasional Indeks Desa Membangun 0,566 
klasifikasi status Desa ditetapkan dengan ambang batas.  
Desa Berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status 
Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor 
kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya 
goncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan 
membuat status Desa Berkembang jatuh turun menjadi Desa Tertinggal. 
Dan biasanya, jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan 
tepat, atau terjadinya konflik sosial terus terjadi berkepanjangan maka 
sangat potensial berdampak menjadikan Desa Tertinggal turun menjadi 
Desa Sangat Tertinggal. Sementara itu, kemampuan Desa Berkembang 
mengelola daya, terutama terkait dengan potensi, informasi / nilai, inovasi / 
prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa 
Berkembang menjadi Desa Maju. Dari metode penyusunan IDM tersebut, 
peneliti menggunakan rumus IDM di dalam pengukuran Status Desa (Tabel 
2.1), di Lampung Selatan. Tujuan dari penggunaan rumus tersebut agar 
tujuan dari penelitian ini yakni mengurangi desa tertinggal dan 
meningkatkan desa membangun dapat terlaksana, dan menyesuaikan apa 




Selatan. Selanjutnya untuk melakukan upaya dalam pengentasan desa 
sangat tertinggal dan desa tertinggal yang ditetapkan oleh Permendes 
nomer 2 tahun 2016, akan dibahas pada sub selanjutnya.  
2.7.6 Desa Tertinggal 
Pada sub sebelumnya, menjelaskan mengenai definisi hingga 
pengukuran apakah di suatu desa tersebut dapat dikatakan mandiri atau 
tertinggal. Selanjutnya pada sub ini, mendalami mengenai desa tertinggal 
dan bagaimana mengentasi sebuah desa tertinggal tersebut. Berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014, daerah tertinggal 
didefinisikan sebagai daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya 
kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala 
nasional. Pembangunan daerah tertinggal adalah suatu proses, upaya, dan 
tindakan secara terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan 
wilayah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional 
(Ratnadila, 2018). Sebagai bentuk afirmasi kebijakan pembangunan di 
daerah pinggiran termasuk didalamnya daerah tertinggal perlu dilakukan 
langkah-langkah percepatan. Menurut Ratnadila (2018) Desa tertinggal 
adalah daerah yang relatif kurang berkembang dibandingkan dengan 
daerah lain dalam skala nasional. Indikator yang menjelaskan desa 
tertinggal erat kaitannya dengan bidang ekonomi (rendahnya standar 
hidup), sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), sarana dan 
prasarana, karakteristik wilayah (seperti lokasi dan keadaan 
geomorfologis), rawan bencana dan konflik, serta kebijakan pembangunan 




pembangunan wilayah. Walaupun kebijakan sudah banyak ditempuh dalam 
mengembangkan wilayah dan memprioritaskan pembangunan desa 
tertinggal dalam waktu yang sudah ditentukan, tapi tetap saja desa 
tertinggal masih tersebar di Indonesia (Elsa, 2013).  
2.7.7 Permasalahan dalam Pembangunan Desa Tertinggal 
Menurut Ratnadila (2018) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang 
merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam sebuah 
Kabupaten/Kota yang diarahkan untuk mempercepat dan meningkatkan 
kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa, 
melalui penetapan dan pemanfaatan wilayah pembangunan desa sesuai 
dengan tata ruang Kabupaten/Kota seperti peningkatan pelayanan 
masyarakat perdesaan, pembangunan infrastruktur, ekonomi perdesaan, 
dan teknologi tepat guna, serta peningkatan akses terhadap pelayanan dan 
kegiatan ekonomi. Menurut Soleh (2017) secara umum permasalahan 
dalam pembangunan desa adalah sebagai berikut:  
a. Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dipedesaan yang 
masih rendah.  
b. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan 
kawasan pedesaan yang belum memadai.  
c. Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan akibat faktor ekonomi 
maupun non-ekonomi.  
d. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang memerlukan 




e. Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber 
pangan yang terancam berkurang.  
f. Pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat 
kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan 
maupun pemasar hasil produksi masyarakat desa.  
g. Masih lemahnya antar pelaku pembangunan untuk mempercepat 
pembangunan daerah tertinggal. 
Menurut Muhi (2011) salah satu penyebab daerah pedesaan masih 
terisolasi atau tertinggal adalah masih minimnya prasarana dan sarana 
transportasi yang membuka akses daerah pedesaan dengan daerah 
lainnya. Kondisi prasarana dan sarana transportasi yang minim 
berkontribusi terhadap keterbelakangan ekonomi daerah pedesaan. 
Sedangkan menurut Lubis (2009) keterbatasan prasarana dan sarana 
komunikasi, transportasi air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan 
pelayanan lainnya yang menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal 
tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan 
sosial. Menurut Puspasari & Koswara (2016) menyatakan lebih lanjut 
bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketertinggalan adalah: 
a. Aspek Sosial, faktor kualitas sumber daya manusia terdiri-dari unsur 
tingkat pendidikan, rasio ketergantungan penduduk, dan jumlah tenaga 
kerja.  
b. Aspek Ekonomi, faktor kondisi perekonomian masyarakat terdiri dari 




c. Aspek Infrastruktur, faktor infrastruktur sosial terdiri-dari unsur tingkat 
kecukupan sarana pendidikan, tingkat kecukupan sarana kesehatan, 
jumlah tenaga kesehatan, dan kondis perumahan. Faktor infrastruktur 
ekonomi terdiri-dari jarak dari pusat desa ke pusat kecamatan, kondisi 
jalan baik/buruk, tingkat ketersediaan sarana perdagangan, tingkat 
ketersediaan prasarana listrik, dan tingkat ketersediaan prasarana air 
bersih. 
Dalam kenyataan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada 
kesejahteraan, masih melekat bahwa rakyat dipandang sebagai obyek 
pembangunan bukan sebagai subyek pembangunan. Keadaan ini 
menyebabkan masyarakat amat tergantung kepada pemerintah didalam 
melindungi, menyelamatkan dan mensejahterakan kehidupan mereka. Hal 
ini tentunya amat memprihatinkan karena akan memperlemah daya juang 
rakyat di dalam memecahkan permasalahannya, maupun menumbuhkan 
partisipasi dalam pembangunan yang berkelanjutan itu sendiri 
(Hendrayady, 2010). Strategi yang dimaksud adalah pengembangan 
ekonomi lokal, strategi ini diarahkan untuk mengembangkan ekonomi 
daerah tertinggal dengan didasarkan pada pendayagunaan potensi 
sumberdaya lokal yang dimiliki masing-masing daerah, oleh pemerintah 
dan masyarakat, melalui pemerintah daerah maupun kelompok-kelompok 
kelembagaan berbasis masyarakat yang ada (Oktavilia, 2011). Strategi 
pembangunan daerah tertinggal sebagai salah satu upaya untuk 
meminimalisir tingkat disparitas di suatu wilayah disesuaikan dengan 




daerah tertinggal sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir tingkat 
disparitas di suatu wilayah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi 
masing-masing daerah. 
2.7.8 Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Tertinggal 
Pembangunan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat yang ditandai peningkatan standard hidup (standard of living). 
Peningkatan standard hidup tersebut memerlukan ketersediaan kebutuhan 
masyarakat yang dihasilkan melalui kegiatan produksi barang dan jasa. 
Produksi barang dan jasa memerlukan faktor produksi antara lain 
sumberdaya alam (natural resources) (Suseno, 2016). Pembangunan 
daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu 
daerah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan social 
ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang mau dengan 
komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal 
dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Pembangunan 
daerah tertinggal tidak hanya meliputi aspek ekonomi, tetapi juga aspek 
social, budaya dan keamanan (bahkan menyangkut hubungan antara 
daerah tertinggal dengan daerah maju). Selain itu, menurut Syahza dan 
Suarman (2013), pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan 
pendekatan yang sesuai dengan sifat dan cirinya. Pembangunan pedesaan 
harus mengikuti empat upaya besar, satu sama lain saling berkaitan dan 
merupakan strategi pokok pembangunan pedesaan, yaitu: Pertama, 
memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Dalam upaya ini diperlukan 




pemasaran untuk memampukan dan memandirikan masyarakat desa; 
Kedua, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan agar 
memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat 
produktivitas dan daya saing; Ketiga, pembangunan prasarana di 
pedesaan. Prasarana perhubungan pada Daerah pedesaan merupakan 
kebutuhan yang absolut, karena prasarana perhubungan akan memacu 
ketertinggalan masyarakat pedesaan; dan keempat, membangun 
kelembagaan pedesaan baik yang bersifat formal maupun nonformal. 
Kelembagaan yang dibutuhkan oleh pedesaan adalah terciptanya 
pelayanan yang baik terutama untuk memacu perekonomian pedesaan 
seperti lembaga keuangan.  
Menurut Badri (2016) Pembangunan masyarakat dan pengembangan 
wilayah pedesaan melibatkan berbagai faktor-faktor sosial, ekonomi, 
budaya dan teknologi, yang satu sama lain saling berinteraksi dalam proses 
pembangunan. Menurut Soleh (2017) ada beberapa langkah yang perlu 
dilakukan agar pelaksanaan pengembangan potensi desa bisa berjalan 
lancar, efektif dan efisien sesuai dengan potensi yang ada dan kebutuhan 
masyarakat. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: a. Melakukan 
pendataan dan kajian awal terhadap data potensi yang tersedia untuk 
menentukan obyek-obyek yang bisa dikembangkan. b. Melakukan survei 
lapangan untuk mengumpulkan data-data yang akan dijadikan bahan 
dalam memetakan potensi dan masalah serta fasilitasifasilitasi yang akan 
diimplementasikan. c. Melakukan pengkajian melalui tabulasi dan analisis 




telah ditetapkan. d. Menentukan skala prioritas potensi yang akan 
dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil 
pengembangan. Merumuskan design atau rencana strategis yang 
berorientasi pada pemberdayaan masyarakat untuk “mengembangkan 
desa mandiri berbasis kawasan pedesaan” berdasarkan kondisi riil di 
lapangan. Mengimplementasikan design atau rencana strategis yang telah 
dihasilkan. Dalam melakukan pengembangan potensi desa perlu 
melibatkan partisipsi masyarakat secara proporsional. Hal ini diperlukan 
agar setiap program pengembangan mendapatkan dukungan penuh dari 
masyarakat, mulai dari pendataan, pengkajian, pengerjaan proyek, 
pemanfaatan hingga pemeliharaan. Dengan mengembangkan partisipasi 
masyarakat maka pembangunan akan lebih efektif dan efisien karena 
masyarakat akan lebih bertanggungjawab terhadap keberlangsungan 
pembangunan, mereka merasa ikut memiliki setiap hasil pembangunan 
desa (Soleh, 2017). Dari langkah-langkah pengentasan desa tertinggal 
yang dijabarkan sebelumnya, perlu usaha pemerintah dan stakeholder 
lainnya didalam memaksimalkan pembangunan desa.  
2.8 Kerangka Konseptual  
Dari pemaparan literatur-literatur sebelumnya, peneliti membentuk 
kerangka konseptual dalam penelitian ini yang digambarkan melalui 
Powersim Studio 10. Sistem Dinamik didalam pembangunan desa 
merupakan suatu pendekatan untuk melihat peluang tercapainya program 
pembangunan desa secara berkelanjutan. Sesuai dengan tujuan penelitian, 




Kabupaten Lampung Selatan. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, peneliti 
membuat conceptual framework penelitian agar penelitian ini dapat sesuai 
dengan harapan pada gambar 2.5. 
Model perencanaan pembangunan desa melibatkan aspek lingkungan, 
ekonomi, dan sosial yang saling mempengaruhi (Gambar 2.11). Hal 
tersebut sesuai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Desa Nomor 2 
Tahun 2016 tentang Indeks Pembangunan Desa (IDM). Peraturan ini 
menjadi acuan (pola) pembangunan desa di Indonesia (Muhtarom, 
Kusuma, & Purwanti, 2018; Setyobakti, 2017). Sehingga dalam penelitian 
ini peneliti mengembangkan unsur dan rumus perhitungan dalam IDM 
melalui hasil tinjauan pustaka, wawancara, dan observasi lapangan. Aspek 
pembangunan sosial adalah peningkatan kualitas norma dan nilai dalam 
pranata sosial yang menghasilkan pola interaksi atau lebih dalam lagi pola 
relasi sosial (terutama yang menyangkut relasi kuasa), baik antar individu 





Gambar 2.5 Conceptual framework Penelitian 




Aspek ketahanan sosial terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu 
pendidikan, kesehatan, modal sosial, dan perumahan. Masing-masing 
dimensi tersebut memiliki indikator di dalamnya seperti solidaritas sosial, 
toleransi, rasa aman, dan kesejahteraan dalam modal sosial. Sedangkan 
pada dimensi permukiman terdapat beberapa indikator seperti akses air 
bersih dan layak minum, akses fasilitas sanitasi, akses fasilitas listrik, dan 
akses fasilitas informasi dan komunikasi. Dalam dimensi kesehatan 
memiliki indikator yaitu pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat 
dalam bidang kesehatan, dan jaminan kesehatan. Selain itu, dimensi 
pendidikan terdiri dari indikator seperti akses pendidikan formal, akses 
pendidikan nonformal, dan akses perpustakaan desa. Aspek pembangunan 
ekonomi merupakan proses yang menyebabkan peningkatan pendapatan 
riil perkapita penduduk suatu daerah dalam jangka panjang yang disertai 
dengan perbaikan sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi bersifat 
multidimensi, meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya 
aspek ekonomi (Torado & Stephen, 2003). Dalam aspek ekonomi memiliki 
beberapa dimensi seperti keanekaragaman produksi, perdagangan, akses 
distribusi, akses kredit, kelembagaan ekonomi, dan keterbukaan wilayah. 
Pada aspek keterbukaan wilayah terdapat angkutan umum, kualitas jalan, 
jalan roda dua atau lebih, dan adanya sinyal internet. Sedangkan pada 
aspek kelembagaan ekonomi terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
dan lembaga koperasi, serta terdapat warung makan dan hotel. Pada aspek 
distribusi, terdapat kantor pos dan layanan logistik di desa. Pada aspek 




pasar desa, serta pertokoan dan minimarket. Selain itu, aspek perkreditan 
terdiri dari beberapa indikator, seperti ketersediaan bank dan akses 
masyarakat terhadap lembaga perkreditan. Dalam pembangunan 
berkelanjutan, aspek lingkungan merupakan aspek penting. Menurut 
Rosana (2018), pembangunan lingkungan adalah konsep pembangunan 
yang memadukan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan untuk 
menyejahterakan masyarakat. Hal ini mengacu pada pertumbuhan dengan 
memperhatikan keterbatasan sumber daya alam dan kemampuan 
kelembagaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, kebutuhan 
dan aspirasi masyarakat yang menjadi dasar penyusunan program 
pembangunan. Dalam aspek pembangunan lingkungan hidup terdiri dari 2 
dimensi yaitu pencemaran lingkungan (tanah, air, udara, dan limbah), dan 
Tanggap Bencana. Dimensi Tanggap Bencana terdiri dari dua indikator, 






3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode analisis sistem dan pemodelan 
System Dynamics didalam mengkaji Pembangunan Desa-Desa di 
Kabupaten Lampung Selatan. Pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif-
kuantitatif didalam analisis sistem dan pemodelan System Dynamics. 
Pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan melibatkan praktisi dan 
akademisi Pembangunan Desa didalam penyusunan model konseptual. 
Analisis sistem pembangunan desa berupa Causal Loop Diagram (CLD). 
CLD merupakan model konseptual yang digunakan didalam penelitian ini.  
Selanjutnya model kuantitatif dibangun berdasarkan model konseptual 
yang telah bagun, dimana parameter-parameter model berdasarkan unsur-
unsur yang telah ditentukan didalam model konseptual. Setelah model 
kuantitaif dibangun maka dilakukan evaluasi terhadap model. Evaluasi 
model meliputi validasi parameter model dan analisis sentivitas terhadap 
parameter model. Evaluasi model dilakukan untuk dapat membuktikkan 
bahwa model yang dibangun dapat digunakan untuk menduga apa yang 
akan terjadi apabila dilakukan pengelolaan tertentu terhadap pembangunan 
desa di Kabupaten Lampung Selatan. 
3.2 Lokasi dan Situs Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kabupaten 
Lampung Selatan. Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu 




Lampung Selatan. Saat ini, pembangunan desa di Kabupaten Lampung 
Selatan masih dirasa belum berjalan dengan maksimal dari segi program 
dan kegiatan pendukung. Sedangkan situs penelitian ini dilakukan 
dibeberapa tempat dimana penulis mengumpulkan data penelitian, 
wawancara, dan dokumentasi. Situs penelitian ini yaitu BAPPEDA dan 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan. 
3.3 Fokus Penelitian  
Fokus pada penelitian ini sebagai penentuan batasan pengembangan 
pemodelan yakni Model Pengetasan Desa Tertinggal dan Peningkatan 
Desa Mandiri. Dalam menentukan focus penelitian hal ini berkaitan erat 
dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Permasalahan yang telah 
ditentukan terdahulu merupakan pedoman dalam menentukan focus 
penelitian. Pada penelitian ini, fokus penelitian tidak dapat berkembang 
atau berubah dengan keadaan permasalahan yang terjadi dilapangan. 
Untuk membentuk model pengentasan desa tertinggal dan peningkatan 
desa mandiri, berikut fokus penelitian ini: 
1. Unsur-unsur yang mempengaruhi pengurangan Desa Tertinggal dan 
peningkatan Desa Mandiri di Kabupaten Lampung Selatan. Mengacu 
pada Indeks Desa Membangun pada Peraturan Kementerian Desa, 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomer 2 tahun 2016. Unsur-
unsur tersebut membangun 3 subsistem, yaitu: 
a. Subsistem Ketahanan Sosial 
b. Subsistem Ekonomi 




2. Interaksi Antar Unsur Pembangunan Desa 
a. Interaksi Dimensi Ketahanan Lingkungan dengan Ketahanan 
Ekonomi dan Sosial 
b. Interaksi Dimensi Ketahanan Ekonomi dengan Ketahanan Sosial 
dan Lingkungan 
c. Interaksi Dimensi Ketahanan Sosial dengan Ketahanan 
Lingkungan dan Ekonomi 
3. Skenario Kebijakan Pengentasan Desa Tertinggal di Kabupaten 
Lampung Selatan menggunakan System Dynamics. 
3.4 Sumber Data 
Pada penelitian ini, terdapat dua data, baik data primer berupa 
pengambilan data langsung di lapangan maupun data sekunder berupa 
hasil-hasil penelitian dan data yang tersedia di Pemerintah Daerah, 
digunakan untuk memenuhi parameter-parameter model kuantitaif. 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik dalam mix method dengan strategi metode campuran bertahap 
(sequential mixed methods) merupakan strategi bagi peneliti untuk 
menggabungkan data yang ditemukan dari satu metode dengan metode 
lainnya. Pertama akan dilakukan wawancara terlebih dahulu untuk 
mendapatkan data kualitatif diikuti data kuantitatif. 
1. Wawancara 
Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud 




yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang 
memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan maksud untuk 
mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, 
tuntutan, kepedulian dan lain- lain (Moleong, 2007). Wawancara 
merupakan teknik pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif. 
Khususnya wawancara mendalam (dept interview). Para pakar kualitatif 
mengatakan bahwa dengan wawancara akan diketahui perasaan, persepsi, 
perasaan, dan pengetahuan interviewee (subjek wawancara) secara 
intensif (Fauzan & Djunaid, 2012). Dalam penelitian ini menggunakan 
wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara menggunakan interview 
guide atau pedoman wawancara yang dibuat berupa daftar pertanyaan, 
tetapi tidak berupa kalimat-kalimat yang permanen (mengikat). Menurut 
Fauzan & Djunaid (2012) Susunan pertanyaan dan susunan kata-katanya 
dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara disesuaikan 
dengan kebutuhan dan kondisi pada saat wawancara, termasuk 
karakteristik sosial budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, 
pekerjaan, dan sebagainya) informan yang dihadapi. Pertanyaan yang 
diajukan dalam wawancara terdapat di lampiran 4. 
2. Penyusunan Skala 
Skala disusun untuk mengungkap sikap pro-kontra positif dan negatif, 
setuju-tidak setuju terhadap objek sosial. Skala berisi pernyataan-
pernyataan sikap (attitude statements), yaitu suatu pernyataan mengenai 
objek sikap. Dalam hal ini peneliti menggunakan skala likert. Skala likert 




kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2012). Dalam skala 
likert ada dua pernyataan sikap, yaitu pernyataan yang bersifat mendukung 
(favorable) dan pernyataan yang tidak mendukung (unfavorable). Dimana 
dalam sekala ini terdapat kriteria penelitan bergerak dari 1,2,3,4, dan 5. 
Nomor 1 (satu) dinyatakan sebagai unfavorable, sedangkan Nomor 5 (lima) 
dinyatakan sebagai favorable. Penggunan skala ini terdapat pada 
penentuan kebutuhan unsur dari stakeholder (lampiran 2).  
3. Observasi  
Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang 
mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang 
berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, 
peristiwa, tujuan, tujuan, dan perasaan. Penggunaan metode ini dengan 
tujuan agar mendapatkan data yang lebih kaya sehingga hasil penelitian 
dapat diperkuat dengan fakta di lapangan. Penelitian ini menggunakan 
observasi partisipasi pasif (passive participation), yaitu peneliti datang ke 
tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan 
tersebut (Fauzan & Djunaid, 2012). 
4. Dokumentasi 
Menurut Hamidi (2004) Metode dokumentasi adalah informasi yang 
berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari 
perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar 
oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2012) 
dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumentel 




dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya 
yang mengetahui tentang narasumber, misal LSM. Metode dokumentasi 
menurut Arikunto (2006) yaitu mencari data mengenai unsur yang berupa 
catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 
agenda dan sebagainya. Berdasarkan kedua pendapat para ahli dapat 
ditarik kesimpulan bahwa pengumpulan data dengan cara dokumentasi 
merupakan suatu hal dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari 
berbagai hal media cetak membahas mengenai narasumber yang akan 
diteleti. 
3.6 Metode Analisa Data  
Analisis sistem menggunakan pemodelan sebagai alat bantu, karena 
berbagai alasan dan keuntungan yang bisa yang diperoleh dari 
penggunaan model sebagai representasi sistem. Dalam analisis dengan 
pendekatan sistem dinamis, pemodelan menjadi hal yang sangat penting 
dalam tahapan pemecahan masalah. Tahapan yang harus dilakukan dalam 
menyelesaikan masalah dengan pendekatan sistem dinamis tidak terlalu 
berbeda dengan tahapan pada pemodelan dan simulasi yang lain pada 
umumnya. Pemodelan dan simulasi menggunakan program powersim dan 
uji validasi menggunakan microsoft excel. Menurut Grant, Pedersen, & 
Marín (1997), terdapat 4 tahapan utama didalam pemodelan system 
dynamics yaitu: 1) formulasi model konseptual; 2) membangun model 
kualitatif; 3) evaluasi model dan 4) penggunaan model. Selanjutnya 




diagram alir didalam pelaksanaannya. Diagram alir didalam penelitian ini 
dapat dilihat pada gambar berikut: 
 
Gambar 3.1 Diagram Alir dan Tahapan Penelitian Menggunakan 
Pemodelan System Dynamics 
Sumber: Grant, Pedersen, & Marín (1997) dan Kelso & Dyne (1969) 
(diolah peneliti, 2020) 
Diagram alir dan tahapan penyelesaian permasalahan dengan 
pendekatan sistem dinamis adalah sebagai berikut:  
3.6.1 Formulasi Model Konseptual 
Pada tahap pertama, bertujuan untuk membangun model konseptual 
atau model kualitatis dari sistem yang akan kita kaji. Model konseptual 




apa saja dari sistem yang kita amati akan dimasukkan kedalam model 
konseptual. Komponen yang dimasukkan memiliki hubungan yang erat 
antara satau komponen dengan komponen lainnya. Komponen dan 
hubungannya tersebut digambarkan kedalam diagram berupa gambar dan 
hubungan diantaranya. Melalui perumusan model konseptual dapat 
ditetapkan tujuan akhir yang ingin dicapai. Tujuan akhir menjadi pedoman 
dalam melakukan analisis sebagai target keluaran yang dihasilkan, 
sehingga analisis tidak menyimpang dan terlalu meluas. Selain itu, 
penyusunan model konseptual meliputi pengidentifikasian pelaku-pelaku 
yang terlibat dalam sistem, yaitu siapa saja yang menjadi anggota sistem. 
Setiap pelaku sistem tertentu memiliki sistem karakteristik yang khas dan 
berbeda dengan yang lain. Hal itu biasanya dipengaruhi oleh struktur sistem 
dan peran dan fungsi pelaku dalam sistem. Pada tahap ini selain 
mengidentifikasi pelaku, juga dilakukan identifikasi hubungan yang terjadi 
antar pelaku. 
3.6.2 Parameter Model 
Tahap 2 bertujuan untuk membangun model kualitatif berdasarkan 
model konseptual yang telah dibangun sebelumnya. Model konseptual, 
yang berupa gambar dan diagram hubungan, diterjemahkan kedalam 
model kuantitatif berupa persamaan matematika, berdasarkan data dan 
informasi yang diperoleh dari dunia sesungguhnya. Identifikasi hubungan 
pada tahap sebelumnya dapat dijadikan dasar untuk menyusun hubungan 
sebab-akibat. Hubungan tersebut menunjukkan bagaimana aliran informasi 




konseptual selain mengidentifikasi pelaku-pelaku sistem, juga dilakukan 
pembatasan sistem yang dianalisis, karena sebuah sistem bisa sangat luas 
dan rumit. Dugaan model pembangunan desa dalam pengurangan desa 
tertinggal dan peningkatan desa mandiri, sebagai berikut: 
 
Gambar 3.2 Model Pembangunan Desa 
Sumber: diolah peneliti, 2020 
Selanjutnya untuk menerjemahkan model konseptual ke dalam media 
komputer untuk mempelajarinya, karena berkaitan dengan komputer 
tentunya ada perangkat lunak komputer yang memfasilitasi untuk 
melakukan perhitungan. Hal tersebut, menerjemahkan hubungan antar 
elemen atau antar pelaku dalam sistem kedalam bahasa pemograman. 
Bahasa pemograman yang sering digunakan biasanya mengikuti 


























































































































Perhitungan persamaan dilakukan setahap demi setahap terhadap 
waktu. Pertambahan waktu yang kontinyu, dipecah-pecah dalam interval 
waktu yang pendek dan sama besar. Tasrif (2004) mengemukakan 
persamaan model sistem dinamik merupakan persamaan diskrit diferensial. 
Sistem persamaan tersebut memiliki bentuk umum sebagai berikut: 
Lsk = Lsb + PLsbPsk……………… (1) 
PLsbPsk = f (Lsb)…………………. (2) 
Persamaan (1) menyatakan nilai variabel level (L) pada saat sekarang 
(Lsk) adalah sama dengan nilai variabel L pada saat sebelumnya (Lsb) 
ditambah dengan perubahan nilai variabel L dari sebelumnya sampai 
sekarang (PLsbPsk). Persamaan (2) menyatakan bahwa perubahan nilai 
variabel L dari sebelumnya (sb) sampai sekarang (sk), PLsbPsk, 
merupakan suatu fungsi dari nilai variabel sebelumnya (Lsb). Apabila 
interval waktu antara sbPsk dinyatakan sebagai _t, dan dipilih cukup kecil, 
maka perilaku L terhadap waktu mendekati perilaku suatu sistem 
kontinyu.Digunakan operasi aritmatika dalam formulasi pemodelan sistem 
dinamik sebagai barikut: 
+ Penjumlahan * Perkalian ^ Pangkat 
- Pengurangan / Pembagian ( ) Pengelompokan 






Gambar 3.3 Urutan Komputasi Simulasi System Dynamics  
Sumber: Tasrif (2004) 
Sb : Sebelumnya  
Sk : Sekarang 
Ya : Yang akan datang 
Dt : Interval waktu simulasi (_t) 
Sesuai dengan banyaknya jenis variabel dan konstanta, dikenal 
beberapa macam persamaan yaitu : 
1. Persamaan ”level” 
Persamaan ”level” merupakan persamaan yang menghitung 
akumulasi aliran masuk dan aliran keluar pada selang waktu tertentu. Harga 
baru suatu level dihitung dengan menambah atau mengurangi harga ”level” 
suatu interval waktu sebelumnya dengan ”rate” yang bersangkutan 
dikalikan dengan interval waktu yang digunakan. Harga variabel ”level” 
dapat diubah oleh beberapa buah variabel ”rate”. 
Contoh : Lsk = Lsb + DT * (RMsbPsk – RKsbPsk) 
dimana, 
L : ”level” (unit) 
Lsk : harga baru dari ”level” yang akan dihitung pada saat 
sekarang (sk)  
Lsb : harga ”level” pada saat sebelumnya (sb) 
DT : interval waktu (satuan waktu) 




RK : ”rate” yang akan mengurangi ”level” L (“rate” keluar) 
RMsbPsk : harga ”rate” yang akan menambah ”level” L selama 
interval waktu sbPsk (unit/satuan waktu) 
RKsbPsk : harga ”rate” yang akan mengurangi ”level” L selama 
interval waktu sbPsk (unit/satuan waktu) 
2. Persamaan ”rate” 
Persamaan ”rate” menyatakan bagaimana aliran di dalam sistem 
diatur. Harga variabel ”rate” dalam suatu interval waktu sering dipengaruhi 
oleh variabel- variabel ”level”, ”auxiliary”, atau ”konstanta dan tidak 
dipengaruhi oleh panjangnya waktu. Persamaan ”rate”dihitung pada saat 
sk, dengan menggunakan informasi dari ”level”atau ”auxiliary” pada saat sk 
untuk mendapatkan ”rate” aliran selama interval waktu selanjutnya (skPya). 
Asumsi yang diambil dalam perhitungan ”rate” ini adalah bahwa selama 
interval waktu DT, harga ”rate” konstan. Hal ini merupakan pendekatan dari 
keadaan sebenarnya dimana ”rate” berubah terhadap waktu secara 
kontinyu. Bentuk persamaan ”rate” adalah : RMskPya = f (”level”, ”auxiliary”, 
dan ”konstanta”). 
3. Persamaan ”auxiliary” 
Persamaan “auxiliary” berfungsi untuk menyederhanakan persamaan 
“rate” yang rumit. Harga ”auxiliary”dipengaruhi oleh variabel ”level”, variabel 
”auxiliary” lain dan konstanta yang telah diketahui (Shintasari, 1988). 
Contoh: Ask = Lsk / C  
dimana, 
A : variabel “auxiliary” 




Lsk : harga variabel “level” L pada saat sk 
C : harga konstanta 
4. Persamaan ”konstanta” / parameter 
Suatu konstanta mempunyai harga yang tetap sepanjang selang 
waktu simulasi, sehingga tidak memerlukan notasi waktu dibelakangnya. 
Persamaan konstanta menunjukkan nilai parameter yang selalu mengikuti 
persamaan variabel ”level”, ”rate”, atau ”auxiliary”. 
Contoh : Const = 0,04  
dimana, 
Const : nama dari suatu konstanta 
5. Persamaan ”Fungsi Tabel” (Graph) 
Persamaan fungsi tabel nilainya ditentukan melalui sebuah tabel 
sebagai fungsi dari besaran tertentu. Dalam Powersim, tabel ini dinyatakan 
dalam fungsi “GRAPH” yang dapat memberikan solusi hubungan antara 
dua variabel dalam bentuk grafik. Fungsi “GRAPH” digunakan bila data 
berupa tabel atau data menunjukkan hubungan yang nonlinier. Disamping 
fungsi “GRAPH” sendiri, terdapat beberapa bentuk fungsi “GRAPH” antara 
lain GRAPH CURVE, GRAPHLINAS, dan GRAPH STEP. Perbedaan 
keempat fungsi GRAPH tersebut adalah terletak pada output yang 
dimunculkan (Muhammadi, Aminullah & Soesilo, 2001). 
Contoh: GR = GRAPH [X, X1, Dx, Y(N)] 
dimana, 





X1 : Nilai pertama dari variabel X 
Dx : Pertambahan nilai (increment) dari variabel bebas X, nilainya 
selalu positif 
Y(N) : Vektor (sumbu Y, disebut juga output) 
6. Persamaan Fungsi Waktu Tunda (Delay) 
Waktu tunda merupakan suatu bentuk kelambatan (waktu) yang 
terjadi pada aliran material, informasi, ataupun aliran lainnya dan 
merupakan aspek yang penting dalam sistem dinamik. Waktu tunda sering 
terjadi dalam sistem riil, misalnya dalam pengambilan keputusan, dalam 
transportasi, penyebaran informasi, dan lain-lain (Muhammadi et al, 2001). 
Terdapat tiga bentuk persamaan dalam Powersim yang dapat digunakan 
untuk menyatakan "waktu tunda". waktu tunda aliran material dinyatakan 
oleh fungsi DELAYMTR, waktu tunda aliran informasi dinyatakan oleh 
fungsi DELAYINF, dan delay aliran material dengan pemanggilan 
permintaan (infinite order) dinyatakan dengan fungsi DELAYPPL.  
Contoh bentuk fungsi delay adalah : 
DELAYMTR (Input, Delay_Time, n, “Initial”)  
DELAYINF (Input, Delay_Time, n, “Initial”)  
DELAY PPL (Input, Delay_Time, “Initial”) 
dimana, 
Input : Variabel yang menjadi input bagi variabel yang mengalami 
delay  
Delay_Time : Rata-rata waktu delay 




Initial : Nilai inisial dari delay 
7. Persamaan Fungsi Logika 
Beberapa fungsi logika yang terdapat dalam Powersim adalah fungsi 
IF, IMECYCLE, MAX, dan MIN (Tasrif, 2004). 
a. IF 
Digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi (conditional 
function).  
IF (Condition, Val1, Val2) 
dimana, 
Condition : Suatu logical value (true or false) 
Val1  : Angka sembarang (computational parameter) 
Val2  : Angka sembarang (computational parameter) 
b. TIMECYCLE 
Digunakan untuk menguji siklus waktu atau interval waktu  
TIMECYCLE (First, Interval) 
dimana, 
First  : Waktu pertama untuk pengecekan 
Interval : Waktu diantara pengecekan satu ke pegecekan 
berikutnya 
c. MAX 
Digunakan untuk memilih nilai yang paling besar dari beberapa nilai. 
MAX (X1, X2, X3,..., Xn) 
d. MIN 




MIN (X1, X2, X3,…, Xn) 
8. Persamaan Fungsi Bilangan Acak (random number) 
Beberapa fungsi bilangan acak antara lain fungsi RANDOM, dan 
fungsi NORMAL (Tasrif, 2004). 
a. RAMNDOM 




Digunakan untuk memberikan bilangan acak yang sebarannya sesuai 
dengan sebaran normal  
NORMAL (mean, StdDev) 
dimana, 
Mean : Mean nilai yang ditentukan 
StdDev : Nilai standar deviasinya 
Setiap persamaan yang telah disebutkan di atas dalam Powersim 
diberi simbol sesuai dengan jenis persamaan yang diwakilinya, yaitu: 
 : Persamaan “Level”   : Persamaan 
“Auxiliary” 
 : Persamaan “Rate”   : Persamaan “Konstanta” 
Persamaan ”level” merupakan penjumlahan/akumulasi, atau 
persamaan integral. Persamaan ”rate” dan ”auxiliary” adalah perhitungan 
aritmatik. Sedangkan persamaan ”konstanta” merupakan masukan nilai 




Selanjutnya, simulasi Model yang sudah dibuat selanjutnya dijalankan 
pada perangkat lunak dimana proses menjalankan model tersebut disebut 
dengan simulasi, model disimulasikan untuk melihat bagaimana perilaku 
model tersebut yang merupakan gambaran perilaku sistem nyata, oleh 
karena itu, model yang sudah dibuat untuk disimulisasikan harus diuji untuk 
melihat apakah model benar-benar mewakili sistem yang sebenarnya 
sebagai sarana untuk mempelajari sistem nyata tersebut. 
Terdapat 2 macam pengujian yang harus dilakukan terhadap model 
untuk mengukur kehandalan model sebagai alat untuk penelitian yaitu 
verifikasi dan validasi. Verifikasi adalah suatu cara untuk menetukan 
apakah implementasi model konseptual ke dalam komputer sudah benar. 
Proses verifikasi meliputi pengujian terhadap pemrograman dan model 
untuk menjamin bahwa model beroperasi dengan akurat menggambarkan 
model konseptual. Beberapa cara bisa digunakan dalam melakukan 
verifikasi adalah sebagai berikut: 
1. Mengikuti prinsip dari pemograman yang terstruktur, yang mencakup 
penyusunan rencana simulasi dengan detail sebelum pengkodean, 
termasuk membuat diagram alir langkah pemodelan dan simulasi 
dengan jelas, dan membagi model kedalam beberapa submodel untuk 
lebih mudah dalam menganalisis model. 
2. Membuat model dapat melakukan dokumentasi terhadap dirinya 
sendiri, artinya jika memungkinkan hasil dari menjalankan simulasi 
langsung dapat memberikan informasi, misalkan dalam bentuk grafik, 




dilengkapi dengan fasilitas dokumentasi tersebut sehingga mudah 
untuk melakukan analisis. 
3. Memeriksa kode dalam pemodelan oleh lebih dari satu orang, 
terutama melibatkan pihak yang sudah berpengalaman 
4. Memeriksa data input apakah sudah memiliki nilai yang sesuai, 
sebagai contoh apakah sudah menggunakan satuan yang tepat . 
5. Memastikan bahwa dengan memasukan berbagai input menghasilkan 
output yang beralasan dan masuk akal. 
3.6.3 Evaluasi Model 
Tahap 3 bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap model 
kuantitatif yang dibangun. Evaluasi yang dilakukan meliputi validasi model 
dan analisis sensitivitas model, yang memperhitungkan struktur dan 
perilaku model. Validasi model dilakukan untuk melihat keragaan simulasi 
model, yaitu dengan membandingkan hasil simulasi dengan data hasil 
pengamatan. Analisis sensitivitas model dilakukan untuk melihat parameter 
apa saja didalam model yang sensitif terhadap perubahan satu atau lebih 
parameter model lainnya. Metode umum yang digunakan adalah dengan 
memberikan nilai yang beragam dari variabel bebas dan melihat 
dampaknya terhadap variabel tak bebas.  
Validasi adalah menentukan apakah model dapat digunakan sebagai 
pengganti dari sistem nyata apabila digunakan untuk tujuan 
percobaan.Validasi model dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
kelayakan suatu model yang dibangun, apakah sudah merupakan 




yang meyakinkan.Validasi model dapat menggunakan t-test. Validasi dalam 
pemodelan sistem dinamik dapat dilakukan dengan beberapa cara meliputi 
uji struktur secara langsung (direct structure tests) tanpa memproses 
model, uji struktur tingkah laku model (structure oriented behaviour test) 
dengan proses model, dan pembandingan tingkah laku model dengan 
sistem nyata (quantitative behaviour pattern comparison) (Daalen & 
Thissen, 2001), yaitu dengan uji nilai tengah persentase kesalahan absolut 
(mean absolute percentage error) adalah salah satu ukuran relatif yang 
menyangkut kesalahan persentase. Uji ini dapat digunakan untuk 
mengetahui kesesuaian data hasil prakiraan dengan data aktual. 








Xn = Data hasil simulasi  
Xd = Data aktual 
n = Periode/banyaknya data 
Kriteria ketepatan model dengan uji MAPE (Lomauro et al., 1985) adalah : 
MAPE < 5%  : Sangat tepat  
5% < MAPE < 10% : Tepat 
MAPE > 10%  : Tidak tepat 
3.6.4 Penggunaan Model 
Tahap 4 dilakukan dengan mengimplementasikan model kuantitatif 
yang telah dibangun. Analisis trade-off umumnya dilakukan untuk melihat 
keragaman model kualitatif yang dibangun berdasarkan skema skenario 




berbeda dari variabel bebas dan melihat dampaknya terhadap variabel tak 
bebas. Model yang sudah diuji kehandalannya dengan diverifikasi dan 
divalidasi dapat selanjutnya untuk keperluan penelitian atau pengujian 
tentang kondisi yang dianalisis. Dengan menggunakan model, dapat 
diketahui dan dipelajari kondisi dan perilaku sistem dalam menghadapi 
kondisi yang saat ini dihadapi. Selain itu, melalui model juga dapat dilihat 
bagaimana respon sistem terhadap kebijakan yang berkaitan dengan 
sistem. Dengan begitu dapat dilihat apakah merespon sistem positif 
terhadap penerapan kebijakan, artinya sistem masih tetap berjalan dengan 
baik dan bahkan lebih baik, ataukah sebaliknya. Karena respon model yang 
merupakan representasi dari respon sistem dapat segera diketahui, maka 
segera dapat dilakukan peyesuaian kebijakan dan juga struktur sistem 













SOCIAL SETTING PENELITIAN  
1.1 Gambaran Umum Kabupaten Lampung Selatan 
1.1.1 Geografi 
 
Gambar 4.1 Peta Lampung Selatan  
Sumber: Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (2016) 
Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 1050140 sampai 
dengan 1050450 Bujur Timur dan 50150 sampai dengan 60 Lintang 
Selatan. Mengingat letak yang demikian ini, daerah Kabupaten Lampung 
Selatan seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia merupakan daerah 
tropis. Terbentuknya Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Undang-
undang Nomor 22 tahun 1948 dengan Perpu Nomor 3 tanggal 14 Agustus 
1950, yang dituangkan dalam Perda Sumatera Selatan Nomor 6 tahun 
1950. Wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105˚14’ sampai 




Mengingat letak yang demikian ini, daerah kabupaten Lampung Selatan 
seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia merupakan daerah tropis. 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai daerah daratan kurang 
lebih adalah 2.007,01 Km2, yang disajikan pada tabel berikut : 
Tabel 4.1 Luas Kabupaten Lampung Selatan Dirinci Per Kecamatan 
No Kecamatan Nama Ibukota Luas (Ha) 
1. Natar Merak Batin 21.377 
2. Jati Agung Marga Agung 16.447 
3. Tanjung Bintang Jati Baru 12.972 
4. Tanjung Sari Kerto Sari 10.332 
5. Katibung Tanjung Ratu 17.577 
6. Merbau Mataram Merbau Mataram 11.394 
7. Way Sulan Karang Pucung 4.654 
8. Sidomulyo Sidorejo 12.253 
9. Candipuro Titiwangi 8.469 
10. Way Panji Sidoharjo 3.845 
11. Kalianda Kalianda 16.140 
12. Rajabasa Banding 10.039 
13. Palas Bangunan 17.139 
14. Sragi Kuala Sekampung 8.192 
15. Penengahan Pasuruan 13.298 
16. Ketapang Bangun Rejo 10.860 
17. Bakauheni Hatta 5.713 
Jumlah 200.701 
Sumber: Lampung Selatan Dalam Angka, 2016 
Kabupaten Lampung Selatan terdiri atas beberapa pulau. Pulau-pulau 
yang terdapat di kabupaten Lampung Selatan antara lain pulau : Krakatau, 
Sebesi, Sebuku, Rakata Tua, Legundi, Siuncal, Rimau dan Kandang. Bila 
ditinjau dari segi luas keadaan alamnya, maka Kabupaten Lampung 
Selatan mempunyai masa depan cerah untuk lebih berkembang lagi. 
Sampai saat ini Kabupaten Lampung Selatan telah mengalami pemekaran 
dua kali. Pertama berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 1997 yang 




Lampung Selatan. Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang Nomor 33 
tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Pesawaran tanggal 10 
Agustus 2007, yaitu pemekaran dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan, 
maka wilayah administrasi kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-
batas sebagai berikut : 
 Sebelah Utara : berbatasan dengan wilayah Kabupaten 
Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur; 
 Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Sunda; 
 Sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah Kabupaten 
Pesawaran; 
 Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Jawa. 
1.1.2 Struktur Ekonomi 
Kabupaten Lampung Selatan memiliki banyak potensi, seperti lahan 
pertanian yang masih cukup luas (123 ribu ha), banyaknya perusahaan 
yang berada di wilayah Lampung Selatan dan sumber daya manusia yang 
cukup besar dengan jumlah penduduk yang mencapai 972 ribu jiwa. Dilihat 
dari struktur perekonomiannya sebagian masyarakat Lampung Selatan 










Tabe 4.2 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha 
Lampung Selatan Tahun 2011-2015 (%) 
Lapangan Usaha 2011 2012 2013 2014 2015 
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 32.76 31.64 31.81 31.65 32.89 
Pertambangan dan Penggalian 1.52 1.50 1.48 1.53 1.60 
Industri Pengolahan 23.64 23.82 23.59 23.99 23.14 
Pengadaan Listrik dan Gas 0.10 0.09 0.07 0.08 0.09 
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah 
dan Daur Ulang 
0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 
Konstruksi 11.23 12.08 11.71 11.34 10.67 
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 
Mobil dan Sepeda Motor 
12.06 11.72 11.56 11.42 11.32 
Transportasi dan Pergudangan 5.30 5.31 5.66 5.70 6.16 
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.22 1.28 1.33 1.39 1.45 
Informasi dan Komunikasi 2.74 2.79 2.76 2.70 2.76 
Jasa Keuangan dan Asuransi 1.73 1.83 1.91 1.91 1.77 
Real Estate 2.23 2.22 2.19 2.21 2.13 
Jasa Perusahaan 0.07 0.08 0.08 0.10 0.09 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 
Jaminan Sosial Wajib 
2.02 2.11 2.20 2.31 2.26 
Jasa Pendidikan 2.11 2.31 2.42 2.44 2.41 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.54 0.53 0.53 0.55 0.56 
Jasa Lainnya 0.59 0.57 0.56 0.55 0.59 
Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100 
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan (2016) 
Sumbangan terbesar pada tahun 2015 dihasilkan oleh lima kategori, 
yaitu kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan; kategori industri 
pengolahan; kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan 
sepeda motor; kategori konstruksi, dan kategori transportasi dan 
pergudangan. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen. 
1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator yang amat penting 




ekonomi menunjukkan jangkauan aktivitas perekonomian yang 
menghasilkan eskalasi pendapatan masyarakat dalam periode tertentu. 
Mengingat pada dasarnya praktik ekonomi merupakan suatu prosesi faktor 
produksi untuk menghasilkan output, oleh karena itu proses ini pada 
akhirnya akan menghasilkan reaksi timbal balik terhadap faktor produksi 
yang dimiliki oleh masyarakat. Pendapatan masyarakat sebagai pemilik 
faktor produksi diharapkan turut meningkat selaras dengan meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi. 
 
Gambar 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun 2011-2015 (%) 
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan (2016) 
Berdasarkan Gambar 4.2 secara keseluruhan laju pertumbuhan 
ekonomi Kabupaten Lampung Selatan tahun 2011-2015 relatif melambat. 
Pada tahun 2011 angka laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,81 dan 
meningkat pada tahun 2012 menjadi sebesar 5,96 persen, pada tahun 2013 
laju pertumbuhan ekonomi terus meningkat hingga sebesar 6,41 persen. 
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Keadaan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2011-2015 
mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya. 
Laju pertumbuhan ekonomi 2015 melambat sebesar 0,44 persen, dari 5,81 
persen di tahun 2014 menjadi 5,37 persen. 
1.1.4 PDRB Perkapita 
PDRB perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan 
jumlah penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin besar 
jumlah penduduk maka akan semakin kecil besaran PDRB perkapita. 
Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, maka dapat dikatakan tingkat 
perekonomian daerah tersebut semakin baik walaupun indikator ini belum 
mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Meski masih 
terdapat keterbatasan, PDRB perkapita sudah cukup memadai untuk 
mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro, 
setidaknya sebagai acuan untuk memantau kemampuan daerah dalam 
menghasilkan produk domestik barang dan jasa. Nilai tambah yang 
dihasilkan oleh penduduk di Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan 





Tahun 2015, PDRB perkapita Kabupaten Lampung Selatan sebesar 
Rp 31.453.448,00 atau naik sebesar 11,26 persen dari tahun sebelumnya 
yang sebesar Rp 18.268.645,00. Kenaikan tersebut masih dipengaruhi 
inflasi, sehingga tidak langsung menggambarkan kenaikan kesejahteraan 
penduduk. PDRB perkapita yang diukur dengan harga konstan dibagi 
jumlah penduduk pertengahan tahun akan menggambarkan ukuran tanpa 
pengaruh inflasi, sehingga akan menggambarkan perubahan yang 
sesungguhnya. Secara riil, PDRB perkapita mengalami peningkatan 
sebesar 4,21 persen, yaitu dari Rp 23.398.572,00 pada tahun 2014 menjadi 
Rp 24.654.678,00 pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan peningkatan 
perekonomian Kabupaten Lampung Selatan. Peningkatan jumlah 
penduduk pada tahun 2015 juga diimbangi dengan kenaikan PDRB ADHB 
dan PDRB ADHK sehingga tetap meningkatkan PDRB perkapita. 
1.1.5 Pendidikan 
Pendidikan merupakan alat atau sarana untuk mencapai kemajuan 
suatu bangsa. Jika suatu bangsa tidak dapat mewujudkan pendidikan yang 
baik maka bangsa tersebut akan mengalami ketertinggalan dan 
keterbelakangan dibandingkan bangsa-bangsa lain yang memiliki 
pendidikan lebih baik. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 




Berikut ini merupakan data angka partisipasi sekolah di Kabupaten 
Lampung Selatan tahun 2011- 2015. 
Tabel 4.3 Angka Partisipasi Sekolah  
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2015 (%) 
Angka Partisispasi Sekolah 
Tahun 
2011 2012 2013 2014 2015 
7 – 12 Tahun 95,98 97,79 98,20 99,63 99,41 
13 – 15 Tahun 82,31 87,89 89,20 94,52 92,95 
16 – 18 Tahun 51,54 57,32 64,20 67,01 64,49 
Sumber: BPS Kab. Lampung Selatan (2016) 
Berdasarkan Tabel 4.2, secara keseluruhan angka partisipasi sekolah 
mengalami peningkatan. Tercatat usia 7-12 tahun atau tingkatan sekolah 
dasar pada tahun 2011 sebesar 95,98 persen meningkat pada tahun 2012 
menjadi sebesar 97,79 persen, kembali meningkat pada tahun 2013 
menjadi 98,20 persen sementara pada tahun 2014 dan 2015 meningkat 
menjadi sebesar 99,63 dan 99,41 persen. Secara keseluruhan terjadi 
peningkatan yang cukup tinggi pada angka partisipasi sekolah usia 13-15 
tahun atau pada tingkatan sekolah menengah pertama yakni pada tahun 
2011 sebesar 82,31 persen, tahun 2012 menjadi 87,89 persen, kemudian 
pada tahun 2013 meningkat menjadi 89,20 persen, pada tahun 2014 angka 
partisipasi sekolah terus meningkat hingga sebesar 94,52 persen 
sedangkan di tahun 2015 sedikit menurun menjadi sebesar 92,95 persen. 
Partisipasi sekolah usia 16-18 tahun cenderung memiliki angka yang lebih 
kecil meskipun secara keseluruhan angka partisipasi meningkat. Tercatat 




57,32 persen, pada tahun 2013 dan 2014 terus meningkat menjadi sebesar 
64,20 dan 67,01 persen, sedangkan pada tahun 2015 sedikit menurun 
menjadi 64,49 persen. Angka Partisipasi Sekolah yang cenderung lebih 
kecil yakni berkisar 50-60 persen pada usia 16-18 tahun dikarenakan pada 
usia tersebut lebih memilih untuk bekerja daripada meneruskan jenjang 
pendidikan. 
1.1.6 Kesehatan 
Selain pendidikan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
untuk meningkatkan kualitas manusianya adalah melalui kesehatan. 
Berdasarkan Badan Pusat Statistik, mengutip isi Human Development 
Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu 
proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Di 
antara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk 
berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk 
mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat 
hidup secara layak. Berikut ini merupakan data fasilitas kesehatan di 










Tabel 4.4 Jumlah Fasilitas Kesehatan  






Puskesmas Posyandu Klinik Polindes Total 
2011 2 9 24 936 19 110 1100 
2012 2 9 24 992 56 115 1198 
2013 2 4 24 985 77 115 1207 
2014 2 4 24 985 77 115 1207 
2015 2 4 26 1000 77 130 1239 
Sumber: BPS Kabupaten Lampung Selatan (2016) 
Jumlah fasiltias kesehatan yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung 
Selatan mengalami perubahan selama periode 2011-2015. Dapat dilihat 
melalui tabel 4.3, total fasilitas kesehatan yang dimiliki pada tahun 2011 
sejumlah 1100 unit yang terdiri dari 2 rumah sakit, 9 rumah bersalin, 24 
puskesmas, 936 posyandu, 19 klinik, dan 110 polindes. Pada tahun 2012 
angkanya berubah menjadi 1198 yang terdiri dari 2 rumah sakit, 9 rumah 
bersalin, 24 puskesmas, 992 posyandu, 56 klinik, dan 115 polindes. Jumlah 
fasilitas kesehatan Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2013 menjadi 
1207 yaitu terdiri dari 2 rumah sakit, 4 rumah bersalin, 24 puskesmas, 985 
posyandu, 77 klinik, dan 115 polindes. Angka tersebut pada tahun 2014 
tidak mengalami perubahan baik dari segi unit maupun total fasilitas, yaitu 
sebesar 1207 dengan rincian 2 rumah sakit, 4 rumah bersalin, 24 
puskesmas, 985 posyandu, 77 klinik, dan 115 polindes. Total fasilitas 
kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dari 17 kecamatan menjadi 
sejumlah 1239 pada tahun 2015 dengan rincian 2 rumah sakit, 4 rumah 




1.1.7 Penduduk dan Ketenagakerjaan 
Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan pada 
dasarnya ialah pengendalian kepadatan jumlah penduduk yang bertujuan 
untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Program pengendalian 
kelahiran, penurunan angka kematian, peningkatan angka harapan hidup, 
pemerataan penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembagan 
potensi penduduk sebagai modal pembangunan dilakukan guna mencapai 
tujuan tersebut. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung 
Selatan pada tahun 2011-2015 sebesar 6,59 persen. Menurut hasil proyeksi 
data BPS Kabupaten  Lampung Selatan jumlah penduduk pada tahun  2015 
berjumlah 972.579 jiwa terdiri dari 499.385 penduduk laki-laki dan 473.194 
penduduk perempuan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berada di 
Kecamatan Natar 186.372 jiwa dan Jati Agung 111.352 jiwa. Sex ratio 
sebesar 105,53 persen, artinya perbandingan di antara 100 penduduk 
perempuan ada 105 penduduk laki-laki. 
Pada tahun 2015 penduduk umur 15 tahun ke atas yang aktif bekerja 
dan mencari kerja sebesar 60,12 persen dari total keseluruhan penduduk 
usia 15 tahun ke atas, biasa disebut dengan Tingkat Partisipasi Angkatan 
Kerja (TPAK). Besarnya tingkat laju pertumbuhan penduduk akan 
menyebabkan peningkatan angka penyediaan tenaga kerja. Penawaran 
angka tenaga kerja yang tinggi tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja 




Tabel 4.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat 
Pengangguran Kabupaten Lampung Selatan tahun 2012-2015 (%) 
Uraian 
Tahun 
2012 2013 2014 2015 
TPAK 62,36 62,71 64,73 60,12 
Tingkat Pengangguran 6,07 6,46 6,05 5.38 
Sumber: BPS Kab. Lampung Selatan (2016) 
Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat angka laju partisipasi angkatan 
kerja dan tingkat pengangguran pada tahun 2012-2015. Angka partisipasi 
angkatan kerja pada tahun 2012 sebesar 62,36 persen, meningkat pada 
tahun 2013 menjadi 62,71 persen, kembali meningkat pada tahun 2014 
menjadi sebesar 64,73 persen, dan pada tahun 2015 mengalami penurunan 
menjadi 60,12 persen. Angka tingkat pengangguran sepanjang tahun 2012-
2015 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012 angka tingkat pengangguran 
sebesar 6,07 persen, pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 
6,46 persen, selanjutnya pada tahun 2014 terjadi penurunan menjadi 
sebesar 6,05 persen dan kembali meningkat pada tahun 2015 menjadi 




1.2 Gambaran Desa di Kabupaten Lampung Selatan 
1.2.1 Pemerintahan Desa 
 
Gambar 4.3 Peta Pembagian Administrasi (Kecamatan, Desa) 
Lampung Selatan  
Sumber: Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (2016) 
Menurut Kementerian Dalam Negeri (2017, 2019) Kabupaten 
Lampung Selatan secara administrative kewilayahan tersusun dari 17 
kecamatan, 4 kelurahan, dan 252 desa dengan luas wilayah 700,32 km2 
dan sebaran penduduk 1.812 jiwa/ km2 pada tahun 2017. Daftar Kecamatan 












No Nama Desa 





2 18.01.17 Candipuro 6 Batuliman Indah 
7 Banyumas 
8 Beringin Kencana 
9 Bumi Jaya 
10 Cinta Mulya 
11 Karya Mulya Sari 
12 Rantau Minyak 
13 Rawa Selapan 
14 Sidosari 
15 Sinar Palembang 
16 Sinar Pasemah 
17 Titiwangi 
18 Trimomukti 
3 18.01.13 Jati Agung 19 Way Gelam 
20 Banjar Agung 
21 Fajar Baru 
22 Gedung Agung 
23 Gedung Harapan 
24 Jati Mulyo 
25 Karang Anyar 
26 Karang Rejo 
27 Karang Sari 
28 Marga Agung 
29 Marga Kaya 
30 Margo Lestari 
















No Nama Desa 
38 Sinar Rejeki 
39 Sumber Jaya 
40 Way Hui 
4 18.01.06 Kalianda 41 Agom 
42 Babulang 
43 Buah Berak 
44 Bulok 
45 Canggu 
46 Gunung Terang 







54 Merak Belatung 
55 Munjuk Sampurna 
56 Negeri Pandan 
57 Palembapang 




62 Sumur Kumbang 
63 Tajimalela 
64 Taman Agung 
65 Tengkujuh 
5 18.01.08 Katibung 66 Babatan 
67 Karya Tunggal 
68 Neglasari 
69 Pardasuka 
70 Rangai Tri Tunggal 
71 Sidomekar 
72 Sukajaya 
73 Tanjung Agung 
74 Tanjungan 










No Nama Desa 
76 Tarahan 
77 Trans Tanjungan 
6 18.01.14 Ketapang 78 Bangunrejo 
79 Berundung 
80 Karang Sari 
81 Kemukus 
82 Ketapang 
83 Lebung Nala 
84 Legundi 





90 Sumber Nadi 
91 Sumur 
92 Taman Sari 
93 Tri Dharma Yoga 
7 18.01.18 Merbau Mataram 94 Wai Sidomukti 
95 Baru Ranji 
96 Batu Agung 
97 Karang Jaya 
98 Karang Jaya 1 
99 Lebung Sari 
100 Mekar Jaya 
101 Merbau Mataram 
102 Panca Tunggal 
103 Puji Rahayu 
104 Sinar Karya 
105 Suban 
106 Talang Jawa 
107 Tanjung Baru 
108 anjung Harapan 
109 Triharjo 
8 18.01.04 Natar 110 Bandarejo 
111 Banjarnegeri 

















119 Merak Batin 
120 Muara Putih 
121 Natar 





127 Rulung Helok 
128 Rulung Raya 
129 Sidosari 
130 Sukadamai 
131 Tanjung Sari 
9 18.01.10 Palas 132 Bali Agung 
133 Bangunan 
134 Bandan Hurip 
135 Bumi Asih 
136 Bumi Asri 
137 Bumi Daya 
138 Bumi Restu 
139 Kalirejo 
140 Mekar Mulya 
141 Palas Aji 
142 Palas Jaya 
143 Palas Pasemah 
144 Pematang Baru 
145 Pulau Jaya 
146 Pulau Tengah 














No Nama Desa 
152 Tanjung Sari 




157 Gedung Harta 










168 Ruang Tengah 
169 Sukabaru 
170 Sukajaya 
171 Taman Baru 
172 Tanjung Heran 
173 Tetaan 
174 Way Kalam 
11 18.01.16 Raja Basa 175 Banding 
176 Betung 




181 Hargo Pancuran 
182 Kerinjing 




187 Tanjung Gading 
188 Tejang Pulau Sebesi 










No Nama Desa 
190 Wai Muli Timur 
12 18.01.07 Sidomulyo 191 Bandar Dalam 
192 Banjar Suri 
193 Budidaya 
194 Campang Tiga 










205 Suka Banjar 
206 Talang Baru 
13 18.01.15 Sragi 207 Bandar Agung 
208 Baktirasa 
209 Kedaung 
210 Kuala Sekampung 
211 Mandala Sari 
212 Margasari 
213 Marga Jasa 
214 Sukapura 
215 Sumber Agung 
216 Sumber Sari 
14 18.01.05 Tanjung Bintang 217 Budi Lestari 
218 Galih Lunik 
219 Jati Baru 
220 Jati Indah 
221 Kali Asin 
222 Lematang 
223 Purwodadi Simpang 
224 Rejomulyo 
225 Sabah Balau 
226 Serdang 










No Nama Desa 




232 Way Galih 












17 18.01.23 Way Sulan 245 Banjarsari 
246 Karang Pucung 




251 Sumber Agung 
252 Talang Way Sulan 
Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2017, 2019) 
 
Dari data tersebut, Kabupaten Lampung Selatan memiliki 252 desa. 
Data tersebut berasal dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 
Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, 
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan 




desa tersendiri, yang disebut dengan tiyuh, anek, atau pekon yang artinya 
desa (Alamsyah, 2011; Syamsu, 2008). Menurut Kementrian Desa 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2020) berdasarkan 
status IDM Di Kabupaten Lampung, pada tahun 2019 memiliki nilai rata-rata 
0.6687 atau desa berstatus berkembang. Naik menjadi 0.6853 atau naik 
2.42% walaupun masih dengan rata-rata berstatus berkembang.  
1.2.2 Rencana Sistem Perkotaan dan Perdesaan 
Mengutip Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun 2011-2031, pengembangan pusat kegiatan dilakukan melalui 
pengembangan pusat-pusat permukiman baik pusat permukiman 
perkotaan maupun perdesaan untuk melayani kegiatan ekonomi, 
pelayanan pemerintahan dan pelayanan jasa, bagi kawasan permukiman 
maupun daerah sekitarnya. Pusat-pusat kegiatan ditujukan untuk melayani 
perkembangan berbagai usaha atau kegiatan dan permukiman masyarakat 
dalam wilayahnya dan wilayah sekitarnya. Pengembangan pusat-pusat 
kegiatan dilakukan secara selaras, saling memperkuat dan serasi dalam 
ruang wilayah. Pengembangan pusat-pusat kegiatan diserasikan dengan 
sistem permukiman, jaringan prasarana dan sarana, serta peruntukan 
ruang lain yang berada di dalarn kawasan budidaya wilayah sekitarnya, 
yang ada maupun yang direncanakan, sehingga pengembangannya dapat 
meningkatkan mutu pemanfaatan ruang yang ada. Sistem pusat-pusat 
kegiatan atau sistem permukiman tidak bisa dilepaskan dari tata ruang yang 




membentuk struktur tata ruang. Sementara itu penataan ruang sendiri pada 
dasarnya mengarahkan sistem permukiman (Pemerintah Kabupaten 
Lampung Selatan, 2011). 
Selain sistem perkotaan, Kabupaten Lampung Selatan juga memiliki 
sistem perdesaan. Sistem perdesaan di Kabupaten Lampung Selatan 
memberikan dukungan terhadap kegiatan perkotaan yang ada di 
Kabupaten Lampung Selatan. Kawasan Perdesaan berfungsi sebagai 
Pusat Pelayanan Lokal (PPL). Perdesaan di wilayah Kabupaten Lampung 
Selatan lebih kepada penyediaan bahan pangann dan sumber energi 
maupun pertambangan yang dimanfaatkan ataupun dipasarkan pada 
wilayah perkotaan Kabupaten Lampung Selatan. Wilayah perdesaan 
dilayani oleh masing-masing pusat kecamatan. Untuk kebutuhan yang lebih 
besar, wilayah perdesaan dilayani oleh adanya PPK di Kabupaten Lampung 
Selatan. Adapun hirarki fungsi perkotaan dan pedesaan di Kabupaten 











1 Kalianda PKW Pusat Pemerintahan Kabupaten, Jasa 
Pendukung Pariwisata, dan Perdagangan 
& Jasa 
2 Bakauheni PKWp Pusat Koleksi & Distribusi, dan Pariwisata 
3 Tanjung Bintang PKL Industri, dan Koleksi Pertanian 
4 Sidomulyo PKL Pertanian, dan Perdagangan & Jasa 
5 Natar-Jati Agung PKL Pusat Pemerintahan Provinsi, dan 
Perdagangan & Jasa 
6 Ketapang PKLp Kawasan Minapolitan, Pertanian, dan 
Pariwisata 
7 Palas PPK Pertanian, Permukiman, dan Perikanan 
8 Candipuro PPK Pertanian, Permukiman, dan Perkebunan 
9 Merbau Mataram PPK Pertanian, Teminal Batubara, dan Industri 
10 Katibung PPK Pertanian, Industri, Perikanan, dan 
Perkebunan 
11 Tanjung Sari PPL Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan 
12 Way Sulan PPL Pertanian, dan Perkebunan 
13 Way Panji PPL Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 
14 Penengahan PPL Pertanian, dan Perikanan Budidaya 
15 Sragi PPL Pertanian, Peternakan, dan Perikanan 
16 Raja Basa PPL Pariwisata, Perkebunan, Lindung, dan 
Energi (PLT Panas Bumi) 
Sumber: Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (2011) 
 
Gambar 4.4 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten 
Lampung Selatan 





PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 
5.1 Penyajian Data 
Pada penelitian ini, dalam mendukung peningkatan status desa (naik 
kelas) dari Desa Tertinggal menjadi Desa Mandiri di Kabupaten Lampung 
Selatan, sesuai dengan tujuan Pemerintah tanpa desa tertinggal pada 
tahun 2024. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti membentuk model 
pembangunan desa yang akan dijelakkan pada beberapa fokus, antara lain: 
a) Variabel-variabel yang mempengaruhi pembangunan desa; b) Interaksi 
antar variabel pembangunan desa; dan c) Simulasi dan skenario model 
pembangunan desa. Selanjutnya akan disajikan data temuan lapang sesuai 
fokus, sebagai berikut: 
5.1.1 Unsur-unsur yang mempengaruhi Pembangunan Desa 
Pembangunan Desa dalam mendukung pengentasan desa tertinggal 
di Kabupaten Lampung Selatan terdiri beberapa aspek ketahanan. Pada 
fokus pertama membahas beberapa aspek yakni 1) Aspek lingkungan; 2) 
Aspek Ekonomi; dan 3) Aspek Sosial. Beberapa aspek tersebut sesuai 
dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi nomer 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM).  
5.1.1.1 Aspek Lingkungan 
Informasi mengenai aspek lingkungan yang terjadi disetiap desa 




berdasarkan data primer dan sekunder. Data primer yang didapatkan 
oleh peneliti dari jawaban wawancara dengan informan 1 Koordinator 
Pendamping Desa Kabupaten, dan informan 2 Kepala Desa. Ketiga 
informan tersebut memberikan pernyataan yang sama dan saling 
melengkapi pada temuan informasi yang akan dijelaskan. Serta terdapat 
beberapa informasi yang disampaikan lebih detail oleh informan Kepala 
Desa. Hal ini dikarenakan Informan Kepala Desa lebih mengetahui 
pelaksanaan pembangunan desa secara teknis di lapangan. Selain data 
primer, peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen 
pemerintah. Dokumen tersebut dikumpulkan oleh Pendamping Desa 
Kabupaten, yang berisi data-data dari unsur pembangunan desa di 
setiap desa tertinggal seperti Desa Sukajaya, Desa Baru Ranji, Desa 
Karang Raja, Desa Mekar Jaya, Desa Karang Jaya, Desa Bangun Sari, 
Desa Purwodadi Dalam, dan Desa Sidomukti.  
Lingkungan merupakan keadaan sekitar yang mempengaruhi 
perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. Dengan kata lain, 
segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi 
perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak 
langsung. Didalam aspek lingkungan terdapat beberapa indikator yang 
mendukung seperti kualitas lingkungan, rawan bencana, dan tanggap 






a. Kualitas Lingkungan  
Kualitas Lingkungan merupakan istilah umum yang dapat merujuk 
pada berbagai karakteristik seperti kemurnian atau polusi udara dan air, 
kebisingan, akses ke ruang terbuka, dan efek visual dari bangunan, dan 
potensi efek yang mungkin ditimbulkan oleh karakteristik tersebut 
terhadap kesehatan fisik dan mental (disebabkan oleh aktivitas 
manusia). Kualitas lingkungan yang mempengaruhi desa dilihat dari 
tingkat pencemaran dari air, udara, tanah, dan limbah sungai di Desa. 
Hal tersebut didukung oleh pernyataan wawancara dari Pendamping 
Desa Kabupaten yaitu Pak Suhadi. Beliau menjelaskan sebagai berikut: 
“Kualitas lingkungan desa itu terlihat dari pencemaran limbah yang 
ada di desa, hal itu punya pengaruh dari unsur lingkungan.” 
(Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 27 Oktober 2020) 
Kualitas Lingkungan mempengaruhi unsur pada aspek lingkungan, 
sehingga perlu dilakukan identifikasi (scoring) untuk memperoleh skor 
kualitas lingkungan yang terdapat di semua desa tertinggal di Lampung 
Selatan. Hasil dari scoring yang dilakukan oleh beberapa Pendamping 
Desa dengan didampingi oleh Pak Suhadi selaku Koordinator 







Tabel 5.1 Scoring Kualitas Lingkungan di Desa Tertinggal 
Kabupaten Lampung Selatan 
Nama Kecamatan Nama Desa Tahun 
Scoring 
Pencemaran  
Penengahan Sukajaya 2020 3 
Merbau Mataram Baru Ranji 2020 4 
Merbau Mataram Karang Raja 2020 3 
Merbau Mataram Mekar Jaya 2020 5 
Merbau Mataram Karang Jaya 2020 5 
Tanjung Sari Bangun Sari 2020 4 
Tanjung Sari Purwodadi Dalam 2020 0 
Tanjung Sari Sidomukti 2020 4 
Sumber: Pendamping Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2020 
Dari tabel tersebut terdapat beberapa desa yang memiliki 
permasalahan pencemaran namun terdapat dua desa yang tidak 
memiliki masalah tersebut. Nilai skor rata-rata dari desa-desa tertinggal 
tersebut adalah 3,5. Dari beberapa desa tertinggal tersebut terdapat 2 
desa yang tidak memiliki pencemaran air, udara, tanah, dan limbah 
yakni Desa Mekar Jaya dan Desa Karang Jaya. Namun pada desa-
desa lainnya masih mengalami masalah pencemaran lingkungan 
seperti pada Desa Sukajaya, Desa Baru Ranji, Desa Karang Raja, Desa 
Bangun Sari, Desa Sidomukti, dan Desa Purwodadi. Pada Desa 
Purwodadi Dalam memiliki masalah pencemaran air, udara, tanah, dan 
limbah sehingga Desa Purwodadi Dalam memiliki score 0 (yang berarti 
memiliki masalah). Hal tersebut di jelaskan oleh Pak Suhadi, selaku 
Pendamping Desa Kabupaten sebagai berikut: 
“Ada dibeberapa desa di Kabupaten Lampung Selatan ini masih 




dari limbah yang disebabkan dari sampah rumah tangga maupun 
industri.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 27 Oktober 2020) 
 Terlepas dari penyajian data dan pernyataan informan tersebut, 
terdapat persoalan terkait pencemaran lingkungan yang masih terjadi 
di banyak desa termasuk desa-desa berstatus tertinggal di Kabupaten 
Lampung Selatan. Berdasarkan pernyataan-pernyataan dan data yang 
telah dipaparkan sebelumnya oleh informan dapat dikatakan konsisten 
dan saling melengkapi serta mendukung satu data dengan data lainnya. 
b. Rawan bencana 
Kawasan rawan bencana merupakan suatu wilayah yang memiliki 
kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, 
geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk 
jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, 
meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan 
untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Rawan bencana 
menjadi indikator yang mempengaruhi ketahanan lingkungan. Hal 
tersebut dihitung berdasarkan jumlah jenis bencana yang terdapat di 
Desa. Hal tersebut disampaikan oleh Pak Suhadi, selaku Pendamping 
Desa Kabupaten sebagai berikut: 
“Bencana merupakan salah satu faktor penurunan kualitas status 
desa, ada beberapa desa yang sebelumnya maju turun menjadi 
berkembang, dan terdapat sampai turun menjadi tertinggal, karena 
biasanya menghancurkan beberapa sarana prasarana umum desa 
juga.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 27 Oktober 2020) 
Rawan bencana mempengaruhi unsur pada aspek ketahanan 




memperoleh skor rawan bencana yang terdapat di semua desa yang 
berstatus tertinggal di Lampung Selatan. Hasil dari scoring yang 
dilakukan oleh beberapa Pendamping Desa dengan didampingi oleh 
Pak Suhadi selaku Koordinator Pendamping Desa Kabupaten diperoleh 
sebagai berikut: 
Tabel 5.2 Scoring Daerah Rawan Bencana di Desa Tertinggal 
Kabupaten Lampung Selatan 
Nama Kecamatan Nama Desa Tahun 
Scoring  
Rawan Bencana  
Penengahan Sukajaya 2020 4 
Merbau Mataram Baru Ranji 2020 4 
Merbau Mataram Karang Raja 2020 3 
Merbau Mataram Mekar Jaya 2020 5 
Merbau Mataram Karang Jaya 2020 5 
Tanjung Sari Bangun Sari 2020 4 
Tanjung Sari Purwodadi Dalam 2020 5 
Tanjung Sari Sidomukti 2020 5 
Sumber: Pendamping Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2020 
Dari tabel tersebut terdapat beberapa desa yang rawan bencana, 
namun terdapat empat desa yang tidak memiliki ancaman dari bencana 
meliputi Desa Mekar Jaya, Desa Karang Jaya, Desa Purwodadi Dalam, 
dan Desa Sidomukti. Sedangkan desa-desa yang memiliki tingkat 
rawan bencana seperti Desa Sukajaya, Desa Baru Ranji, Desa Karang 
Raja, dan Desa Bangun Sari, dimana desa-desa tersebut tersebar di 
tiga kecamatan seperti Kecamatan Penengahan, Kecamatan Merbabu 
Mataram, dan Kecamatan Tanjung Sari. Dari beberapa desa yang 
memiliki rawan bencana terletak didekat pantai dan pegunungan, 




tsunami dan longsor. Hal tersebut diungkapkan oleh Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung 
Selatan menyatakan hampir seluruh wilayah di Lamsel rawan longsor, 
gempa, banjir, dan tsunami (Lampost.co, 2020).  Hal tersebut didukung 
oleh pernyataan wawancara dari Pak Suhadi, selaku Pendamping Desa 
Kabupaten dan Pak Rusdi selaku Kepala Desa sebagai berikut: 
“Pada bulan Desember tahun 2018 kemarin, di sebagian wilayah 
Kabupaten Lampung Selatan dilanda tsunami yang mengakibatkan 
rusaknya sarana dan prasarana umum di beberapa desa yang 
terdampak. Tsunami menjadi salah satu ancaman bencana yang 
bisa berdampak di beberapa desa di sekitar garis pantai. Namun 
beberapa desa tidak rawan bencana karena faktor geografis” 
(Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 27 Oktober 2020) 
Dari ancaman bencana tersebut menjadikan beberapa desa memiliki 
rawan bencana. Pada gambar 5.1 merupakan kejadian pasca bencana 
tsunami yang menghancurkan beberapa desa di Kabupaten Lampung 
Selatan.   
 
Gambar 5.1 Bencana Tsunami 
Sumber: Saragih & Asmara (2018), Peneliti (2019) 
Terlepas dari pernyataan yang saling mendukung dari data tersebut, 




dan longsor, yang mana bencana tersebut dapat menjadikan sebagian 
desa-desa di Kabupaten Lampung Selatan rawan bencana. 
Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang telah dijelaskan oleh 
informasi yang didapatkan peneliti dari informan dapat dikatakan 
konsisten dan saling melengkapi serta mendukung data satu dengan 
data lainnya. 
c. Tanggap bencana 
Mengutip dari Undang-undang nomer 24 tahun 2007, Tanggap 
Bencana atau Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan 
yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk 
menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan 
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan 
kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, 
serta pemulihan prasarana dan sarana. Selain itu, Tanggap Bencana 
berkaitan dengan upaya/ tindakan terhadap potensi bencana berupa 
penyediaan fasilitas mitigasi / tanggap bencana (peringatan dini 
bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, 
jalur evakuasi) (Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi, 2016).  
Tanggap bencana mempengaruhi unsur pada aspek ketahanan 
lingkungan, sehingga perlu dilakukan identifikasi (scoring) untuk 
memperoleh skor tanggap bencana yang terdapat di semua desa yang 




dilakukan oleh beberapa Pendamping Desa dengan didampingi oleh 
Pak Suhadi selaku Koordinator Pendamping Desa Kabupaten diperoleh 
sebagai berikut: 
Tabel 5.3 Scoring Tanggap Bencana di Desa Tertinggal Kabupaten 
Lampung Selatan 
Nama Kecamatan Nama Desa Tahun 
Scoring Tanggap 
Bencana  
Penengahan Sukajaya 2020 3 
Merbau Mataram Baru Ranji 2020 0 
Merbau Mataram Karang Raja 2020 3 
Merbau Mataram Mekar Jaya 2020 0 
Merbau Mataram Karang Jaya 2020 0 
Tanjung Sari Bangun Sari 2020 0 
Tanjung Sari Purwodadi Dalam 2020 0 
Tanjung Sari Sidomukti 2020 0 
Sumber: Pendamping Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2020 
Dari hasil scoring yang dilakukan oleh Pendamping Desa, terdapat 6 
desa belum melakukan tanggap bencana dan 2 desa yang sudah 
melakukan tanggap bencana dengan tindakan yang sudah baik, 
sehingga dari 8 desa tersebut terdapat nilai rata-rata yakni 0,75. Desa-
desa yang belum melakukan tindakan tanggap bencana terdiri dari Desa 
Baru Ranji, Desa Mekar Jaya, Desa Karang Jaya, Desa Bangun Sari, 
Desa Purwodadi Dalam, dan Desa Sidomukti. Sementara 2 desa yang 
sudah melakukan upaya tanggap bencana terdiri dari Desa Sukajaya, 
dan Desa Karang Raja. Dari data tersebut terdapat persoalan kurangnya 
tindakan/upaya yang dilakukan desa-desa dengan status tertinggal 
dalam tanggap bencana. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang 




5.1.1.2 Aspek Ekonomi 
Informasi mengenai aspek Ekonomi yang terjadi disetiap desa 
tertinggal di Kabupaten Lampung Selatan, peneliti memperoleh dari 
berdasarkan data primer dan sekunder. Data primer yang didapatkan 
oleh peneliti dari jawaban wawancara dengan informan 1 Koordinator 
Pendamping Desa Kabupaten, informan 2 Kepala Desa, dan informan 
3 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ketiga informan 
tersebut memberikan pernyataan yang sama dan saling melengkapi 
pada temuan informasi yang akan dijelaskan. Serta terdapat beberapa 
informasi yang disampaikan lebih detail oleh informan Kepala Desa. Hal 
ini dikarenakan Informan Kepala Desa lebih mengetahui pelaksanaan 
pembangunan desa secara teknis di lapangan. Selain data primer, 
peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari dokumen 
pemerintah. Dokumen tersebut dikumpulkan oleh Pendamping Desa 
Kabupaten, yang berisi data-data dari unsur pembangunan desa di 
setiap desa tertinggal seperti Desa Sukajaya, Desa Baru Ranji, Desa 
Karang Raja, Desa Mekar Jaya, Desa Karang Jaya, Desa Bangun Sari, 
Desa Purwodadi Dalam, dan Desa Sidomukti.  
Ketahanan Ekonomi merupakan kemampuan komunitas untuk 
meramalkan, beradaptasi, dan memanfaatkan kondisi yang berubah 
untuk keuntungan masyarakat.  Didalam aspek ekonomi terdapat 




desa, yang akan dijelaskan pada indikator-indikator sesuai dengan 
Permendes nomer 2 tahun 2016, sebagai berikut ini: 
a. Lembaga Ekonomi 
Lembaga ekonomi merupakan lembaga sosial yang mengatur 
masalah ekonomi berupa kebutuhan atau kesejahteraan materiil. Lebih 
spesifik lembaga ekonomi mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan 
konsumsi, baik berupa barang maupun jasa yang diperlukan oleh 
masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Lembaga 
ekonomi mempengaruhi unsur pada aspek ketahanan ekonomi, 
sehingga perlu dilakukan identifikasi (scoring) untuk memperoleh skor 
lembaga ekonomi yang terdapat di semua desa yang berstatus 
tertinggal di Lampung Selatan. Hasil dari scoring yang dilakukan oleh 
beberapa Pendamping Desa dengan didampingi oleh Pak Suhadi 
selaku Koordinator Pendamping Desa Kabupaten diperoleh sebagai 
berikut:  
Tabel 5.4 Scoring Lembaga Ekonomi di Desa Tertinggal Kabupaten 
Lampung Selatan 
Nama Kecamatan Nama Desa Tahun 
Scoring Lembaga 
Ekonomi 
Penengahan Sukajaya 2020 3 
Merbau Mataram Baru Ranji 2020 1 
Merbau Mataram Karang Raja 2020 3 
Merbau Mataram Mekar Jaya 2020 3 
Merbau Mataram Karang Jaya 2020 3 
Tanjung Sari Bangun Sari 2020 3 
Tanjung Sari Purwodadi Dalam 2020 3 
Tanjung Sari Sidomukti 2020 1 




Dari hasil scoring yang dilakukan oleh Pendamping Desa, Desa-
desa tersebut memiliki nilai rata-rata 2,5. Hal tersebut menjelaskan 
bahwa masih kurangnya lembaga ekonomi yang terdapat dan terlibat 
dalam pembangunan ekonomi di desa-desa tersebut. Lembaga 
ekonomi di desa terdiri dari jumlah aktif dari Koperasi, BUMDes (Badan 
Usaha Milik Desa) dan Usaha Kedai Makanan. Dari 8 desa tersebut, 
Desa Baru Ranji dan Desa Sidomukti merupakan desa yang memiliki 
skor nilai yang terbawah yakni 1. Tidak aktifnya BUMDes dan Koperasi 
desa merupakan masalah yang menjadi kendala. Hal tersebut 
diungkapkan oleh Meki, selaku Sekretaris Desa Sukajaya Kabupaten 
Lampung Selatan sebagai berikut: 
“Gambaran dari BUMDes Desa Sukajaya sekarang masih stuck, 
kami sudah memiliki keanggotaan dan program sudah seperti 
budidaya ikan dua kolam dan menyewakan alat di tambal ban 
depan kantor ini. Namun saat ini tidak berjalan pertama budidaya 
ikan yang gagal karena terus menerus dicuri dan tambal ban yang 
jarang dipakai karena sudah sepi sejak pembangunan toll dan covid 
ini” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 11 Februari 2021). 
Pada gambar 5.2 merupakan salah satu usaha BUMDes dengan 
melakukan Bisnis Penyewaan berupa alat Kompresor Angin kepada 
Bengkel binaan BUMDes Desa Sukajaya. Namun saat ini berhenti 






Gambar 5.2 Bisnis Penyewaan (Renting) Bengkel Binaan BUMDes 
Desa Sukajaya 
Sumber: diolah Peneliti (2020) 
Selain itu, menurut Pak Rohadian, selaku Kepala DPMD Kabupaten 
Lampung Selatan sebagai berikut: 
“Saat ini desa sedang memiliki kendala pada pengembangan 
ekonomi desa, kondisi BUMDes yang tidak aktif menjadi salah satu 
alasan. Pemerintah desa belum bisa memaksimalkan peran dari 
Lembaga Ekonomi.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 27 
Oktober 2020) 
Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan wawancara dari kepala 
desa yakni Pak Suhadi, beliau menjelaskan bahwa: 
“Kondisi BUMDes saat ini sudah berjalan, sudah dibuatkan gedung 
(warung). Hanya saja masih sebatas pengelolaan BRI Link dan 
penjualan barang-barang.’ (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 
27 Oktober 2020) 
Jadi berdasarkan pernyataan dari kedua informan di atas dan dari 
penyajian data oleh Pendamping Desa Kabupaten dapat disimpulkan 
bahwa Lembaga ekonomi pada desa-desa dengan status tertinggal 
masih memiliki permasalahan dalam pengelolaan lembaga ekonomi 
pada BUMDes, Koperasi dan Usaha Kedai Makanan, sehingga 




b. Keragaman Produksi 
Produk terdiri dari barang atau jasa yang bisa ditawarkan di pasar 
untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian, atau konsumsi 
yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Keragaman produk 
dapat berbentuk tambahan dari suatu produk inti yang menambah nilai 
suatu produk. Keragaman produk biasanya diukur secara subjektif oleh 
masing-masing individu yang menunjukkan adanya perbedaan kualitas 
suatu produk (jasa). Dengan demikian, perkembangan kualitas suatu 
produk menuntut karakter fleksibilitas agar dapat menyesuaikan diri 
dengan pasar. Didalam mempertahanan ekonomi desa, keragaman 
produksi merupakan salah satu indikator pendukung apakah suatu 
desa tersebut dapat dikatakan baik. Semakin banyak keragaman 
produk yang diproduksi oleh masyarakat desa tersebut, maka semakin 
baik ekonominya. Keragaman produksi mempengaruhi unsur pada 
aspek ketahanan ekonomi, sehingga perlu dilakukan identifikasi 
(scoring) untuk memperoleh skor keragaman produksi yang terdapat di 
semua desa yang berstatus tertinggal di Lampung Selatan. Hasil dari 
scoring yang dilakukan oleh beberapa Pendamping Desa dengan 
didampingi oleh Pak Suhadi selaku Koordinator Pendamping Desa 







Tabel 5.5 Scoring Keragaman Produksi di Desa Tertinggal 
Kabupaten Lampung Selatan 
Nama Kecamatan Nama Desa Tahun 
Scoring Keragaman 
Produksi 
Penengahan Sukajaya 2020 1 
Merbau Mataram Baru Ranji 2020 3 
Merbau Mataram Karang Raja 2020 5 
Merbau Mataram Mekar Jaya 2020 1 
Merbau Mataram Karang Jaya 2020 1 
Tanjung Sari Bangun Sari 2020 3 
Tanjung Sari Purwodadi Dalam 2020 5 
Tanjung Sari Sidomukti 2020 1 
Sumber: Pendamping Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2020 
Dari hasil scoring yang dilakukan oleh Pendamping Desa, Desa-
desa tersebut memiliki nilai rata-rata 2,5. Hal tersebut menjelaskan 
bahwa masih kurangnya keragaman produk yang diproduksi oleh 
masyarakat di desa-desa tersebut. Salah satu desa yang tidak memiliki 
keragaman produksi yakni Desa Sukajaya, hal tersebut diungkapkan 
oleh Meki, selaku Sekretaris Desa Sukajaya Kabupaten Lampung 
Selatan sebagai berikut: 
“Keadaanya di Desa Sukajaya tidak punya satupun produk yang 
dihasilkan, padahal potensi desa disini seperti pisang, singkong, 
padi, dan sebagainya. Sebenarnya kami hanya perlu bantuan dari 
pemerintah dan akademisi untuk mengolanya” (Wawancara 
dilakukan pada hari Kamis, 11 Februari 2021). 
Keragaman produksi berkaitan erat dengan keberadaan BUMDes 
di Desa, Keragaman produksi berkaitan erat dengan keberadaan 
BUMDes di Desa, menurut Pak Rohadian, sebagai Kepala DPMD 
Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut: 
“BUMDes itu sebagai lembaga ekonomi sekarusnya men-support 
keberadaan Industri mikro, bahkan turun tangan membangun 




dengan BUMDes” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 27 
Oktober 2020) 
Dari pendapat tersebut, dapat jelaskan bahwa BUMDes dapat 
mengacu pertumbuhan industri mikro di Desa, sehingga dapat 
menghasilkan keragaman produk yang dapat diproduksi oleh 
masyarakat desa. Jadi berdasarkan pernyataan dari informan di atas 
dan dari penyajian data oleh Pendamping Desa Kabupaten dapat 
disimpulkan bahwa keragaman produksi di desa-desa dengan status 
tertinggal masih memiliki permasalahan dalam pengelolaan lembaga 
ekonomi pada industri mikro sehingga keragaman produksi saat ini 
belum maksimal. 
c. Perdagangan 
Perdagangan merupakan proses tukar menukar barang dan jasa 
dari suatu wilayah dengan wilayah lainya. Unsur Perdagangan 
mempengaruhi didalam ketahanan ekonomi kawasan desa dengan 
memiliki beberapa indikator pendukung seperti akses penduduk ke 
pusat perdagangan, terdapat warung atau toko, dan terdapat pasar 
desa. Dengan demikian, terdapatmya akses yang dekat dengan pusat 
perdagangan (APP), terdapat pasar desa (PD) dan warung/toko (W/T) 
di desa tersebut dapat dikatakan baik. Perdagangan mempengaruhi 
aspek ketahanan ekonomi, sehingga perlu dilakukan identifikasi 
(scoring) untuk memperoleh skor perdagangan yang terdapat di semua 
desa yang berstatus tertinggal di Lampung Selatan. Hasil dari scoring 




oleh Pak Suhadi selaku Koordinator Pendamping Desa Kabupaten 
diperoleh sebagai berikut: 
 Tabel 5.6 Scoring Perdagangan di Desa Tertinggal Kabupaten 
Lampung Selatan 
Nama Kecamatan Nama Desa Tahun 
Scoring 
APP PD W/T 
Penengahan Sukajaya 2020 4 1 5 
Merbau Mataram Baru Ranji 2020 1 1 5 
Merbau Mataram Karang Raja 2020 1 1 5 
Merbau Mataram Mekar Jaya 2020 1 1 5 
Merbau Mataram Karang Jaya 2020 1 1 5 
Tanjung Sari Bangun Sari 2020 1 1 5 
Tanjung Sari Purwodadi Dalam 2020 1 1 5 
Tanjung Sari Sidomukti 2020 1 1 1 
Sumber: Pendamping Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2020 
Dari hasil scoring yang dilakukan oleh Pendamping Desa, Desa-
desa tersebut memiliki nilai rata-rata 1,375 pada Akses ke Pusat 
Perdagangan (APP), nilai rata-rata ketersediaan Pasar Desa 1, 
sedangkan nilai rata-rata ketersediaan warung atau toko adalah 4,5. 
Hal tersebut menjelaskan bahwa masih kurangnya akses ke pusat 
perdagangan dan keberadaan pasar desa oleh masyarakat di desa-
desa tersebut. Sedangkan ketersediaan Warung/ Toko setiap desa 
sudah mencukupi hanya saja pada Desa Sidomukti yang memiliki 
jumlah Toko/ Warung terbatas. Menurut Meki, selaku Sekretaris Desa 
Sukajaya Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut: 
“Keberadaan tempat berjualan ada, lokasinya dekat perbatasan 
dengan Desa Penengahan. Namun kalau mau ke pasar induk 
biasanya masyarakat disini ke Kalianda. Selain itu, di Desa 
Sukajaya juga sudah banyak terdapat warung klontong” 





Gambar 5.3 Keadaan Pertokoan di Desa Sukajaya dan Desa 
Penengahan 
Sumber: diolah Peneliti (2020) 
Jadi berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dokumentasi 
peneliti, dan data oleh Pendamping Desa Kabupaten dapat disimpulkan 
bahwa perdagangan pada desa-desa dengan status tertinggal masih 
memiliki permasalahan dalam akses ke pusat perdagangan dan 
ketersediaan pasar desa, sehingga perdagangan saat ini belum 
maksimal. 
d. Akses Kredit 
Akses kredit merupakan kemampuan seseorang untuk 
mendapatkan kredit dari pihak bank dalam jumlah tertentu, jangka 
waktu tertentu dan dengan tingkat suku bunga tertentu. Akses Kredit 
mempengaruhi unsur pada aspek ketahanan ekonomi, sehingga perlu 
dilakukan identifikasi (scoring) untuk memperoleh skor akses kredit 
yang terdapat di semua desa yang berstatus tertinggal di Lampung 
Selatan. Didalam Permendes nomer 2 tahun 2016, akses kredit terdiri 




Penduduk ke Kredit (AK). Hasil dari scoring yang dilakukan oleh 
beberapa Pendamping Desa dengan didampingi oleh Pak Suhadi 
selaku Koordinator Pendamping Desa Kabupaten diperoleh sebagai 
berikut: 




Nama Desa Tahun 
Scoring  
LP AK 
Penengahan Sukajaya 2020 0 1 
Merbau Mataram Baru Ranji 2020 0 1 
Merbau Mataram Karang Raja 2020 0 1 
Merbau Mataram Mekar Jaya 2020 0 1 
Merbau Mataram Karang Jaya 2020 0 1 
Tanjung Sari Bangun Sari 2020 0 1 
Tanjung Sari Purwodadi Dalam 2020 0 1 
Tanjung Sari Sidomukti 2020 0 1 
Sumber: Pendamping Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2020 
Dari hasil scoring yang dilakukan oleh Pendamping Desa terlihat 
bahwa akses kredit pada desa-desa tertinggal buruk, hal tersebut 
didukung tidak tersedianya lembaga perbankan dan BPR (LP) dan 
Akses Kredit (AK) yang terbatas. Berdasarkan pernyataan tersebut 
yang telah dijelaskan oleh informasi yang didapatkan peneliti dari 
informan sebagai berikut. Menurut Meki, selaku Sekretaris Desa 
Sukajaya Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut: “Kalau tempat 
kredit disini tidak ada ya, jadi kita harus ke Kalianda (Ibukota 
Kabupaten)” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 11 Februari 




beberapa desa seperti Desa Siringjaha. Hal tersebut diungkapkan oleh 
Rusli, sebagai Kepala Desa Siringjaha Kabupaten Lampung Selatan, 
sebagai berikut: 
“Kalau lembaga Perbankan BRI MANDIRI dll untuk akses kredit di 
Desa Siringjaha tidak ada, kalau masyarakat ingin ke Bank harus 
ke Ibu Kota Kecamatan Sidomulyo” (Wawancara dilakukan pada 
hari Senin, 9 November 2020). 
Berdasarkan pernyataan dari informan di atas dan dari penyajian 
data oleh Pendamping Desa Kabupaten dapat disimpulkan bahwa 
belum adanya Lembaga Perbankan dan Akses Kredit di desa-desa 
dengan status tertinggal, sehingga masyarakat yang berada di desa 
tersebut harus mengaksesnya di Ibu Kota Kecamatan/ Ibu Kota 
Kabupaten. 
e. Keterbukaan Wilayah 
Keterbukaan wilayah merupakan keadaan informasi dan 
transprortasi didaerah tersebut dapat diakses dengan mudah. Semakin 
besar keterbukaan wilayah menunjukkan semakin terbukanya 
perekonomian suatu wilayah tersebut, sehingga unsur ini 
mempengaruhi aspek ketahanan ekonomi, sehingga perlu dilakukan 
identifikasi (scoring) untuk memperoleh skor Keterbukaan Wilayah 
yang terdapat di semua desa yang berstatus tertinggal di Lampung 
Selatan. Didalam Permendes nomer 2 tahun 2016, Keterbukaan 
Wilayah terdiri dari Terdapatnya Moda Transportasi Umum (MTU), 
Terdapat Jalan Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 (empat) (DDKR4), dan 




beberapa Pendamping Desa dengan didampingi oleh Pak Suhadi 
selaku Koordinator Pendamping Desa Kabupaten diperoleh sebagai 
berikut:  
Tabel 5.8 Scoring Keterbukaan Wilayah di Desa Tertinggal 
Kabupaten Lampung Selatan 
Nama 
Kecamatan 
Nama Desa Tahun 
Scoring 
MTU DDKR4 KJD 
Penengahan Sukajaya 2020 1 5 4 
Merbau Mataram Baru Ranji 2020 1 1 4 
Merbau Mataram Karang Raja 2020 1 5 1 
Merbau Mataram Mekar Jaya 2020 3 1 4 
Merbau Mataram Karang Jaya 2020 1 3 4 
Tanjung Sari Bangun Sari 2020 1 5 5 
Tanjung Sari Purwodadi Dalam 2020 1 5 1 
Tanjung Sari Sidomukti 2020 1 5 5 
Sumber: Pendamping Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2020 
Dari tabel tersebut terdapat beberapa desa yang memiliki 
permasalahan tidak terdapatnya Moda Transportasi Umum (MTU), 
tidak terdapat Jalan Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 (empat) (DDKR4), 
dan kurang memiliki kualitas Jalan Desa (KJD) yang baik. Pertama 
MTU, unsur ini dihitung berdasarkan terdapatnya angkutan umum, 
trayek regular, dan jam operasi angkutan umum sesuai dengan 
permendes No. 2 tahun 2016. Dari 8 desa tertinggal hanya 1 desa yang 
memiliki Moda Transportasi Umum yakni Desa Mekar Jaya. Sedangkan 
desa lainnya tidak memiliki Moda Transportasi Umum seperti angkot. 
Hal tersebut diungkapkan oleh Meki, selaku Sekretaris Desa Sukajaya 




“Kalau angkot tidak masuk ke jalan desa, bukan jalur angkot juga. 
Selain itu masyarakat disini kebanyakan punya motor dan beberapa 
yang punya mobil juga, jadi tidak membutuhkan kendaraan umum” 
(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 11 Februari 2021). 
 
Kedua, unsur Jalan Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4. Unsur ini 
dihitung berdasarkan jalan yang dapat dilalui sepanjang tahun kecuali 
musim hujan, kecuali saat tertentu sesuai dengan permendes No. 2 
tahun 2016. Dari data pada tabel 8.1 dapat terlihat bahwa desa yang 
memiliki jalan yang dapat dilalui Kedaraan Roda 4 seperti Mobil 
terdapat di Desa Sukajaya, Desa Karang Raja, Desa Karang Jaya, 
Desa Bangun Sari, Desa Purwodadi Dalam, dan Desa Sidomukti, 
sedangkan desa yang susah dilalui kendaraan roda 4 yakni Desa Baru 
Ranji dan Desa Mekar Jaya. Hal tersebut dapat terlihat dari gambar 
dibawah ini: 
 
Gambar 5.4 Keadaan Jalan Desa Mekar Jaya 
Sumber: diolah peneliti, 2021 
Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa jalan yang berada di 
Desa Mekar Jaya dapat dilewati kendaraan roda 4, namun jalan 
tersebut tidak dapat dilalui dengan baik ketika musim hujan karena 




untuk dilewati. Berbeda dengan Desa Mekar Jaya, Desa Sukajaya 
sudah memiliki jalan yang dapat dilalui oleh roda empat. Hal tersebut 
dapat terlihat pada gambar, sebagai berikut: 
 
Gambar 5.5 Keadaan Jalan Desa Sukajaya 
Sumber: diolah peneliti, 2021 
Pada gambar 5.3 dapat terlihat bahwa keadaan jalan yang berada 
di Desa Sukajaya sudah dapat dilewati dengan kendaraan, khususnya 
kendaraan roda empat. Keadaan jalan tersebut dapat dilalui sepanjang 
tahun tidak terkecuali pada musim hujan. Pada unsur ini masih 
berkaitan dengan unsur selanjutnya, yakni kualitas jalan desa. Karena 
kualitas jalan dapat mempengaruhi para pengguna kendaraan roda dua 
dan roda empat untuk dapat menggunakan jalan tersebut. 
Ketiga, unsur Kualitas Jalan Desa. Pada unsur ini dapat dihitung 
berdasarkan keadaan jalan desa berupa aspal, krikil, atau tanah sesuai 
dengan permendes No. 2 tahun 2016. Dari 8 desa tertinggal terdapat 2 




berupa tanah, seperti pada Desa Karang Raja dan Desa Purwodadi 
Dalam. Hal itu dapat terlihat pada gambar berikut:  
 
Gambar 5.6 Keadaan Jalan Desa Karang Raja 
Sumber: diolah peneliti, 2021 
 
Gambar 5.7 Keadaan Jalan Desa Purwodadi Dalam 
Sumber: diolah peneliti, 2021 
 
Gambar 5.8 Keadaan Jalan Desa Mekar Jaya 
Sumber: diolah peneliti, 2021 
Pada gambar 5.5 dan 5.6 tersebut dapat terlihat bahwa jalan Desa 




rendah yakni masih berupa tanah dan kerikil. Selain itu, pada gambar 
5.7 terlihat tidak ada jembatan sebagai lewat air sungai sehingga jika 
keadaan hujan turun maka jalan tersebut tidak dapat digunakan. 
Keadaan tersebut menjadi kendala bagi pengguna jalan baik roda 2 
maupun 4. Selain pada dua desa tersebut, keadaan jalan desa yang 
masih buruk juga terdapat di sebagaian wilayah Desa Sukajaya. Hal 
tersebut dapat terlihat pada gambar dibawah ini: 
 
Gambar 5.9 Keadaan Jalan Desa Sukajaya 
Sumber: diolah peneliti, 2021 
Keadaan Jalan Desa Sukajaya yang terlihat pada gambar 5.4 dan 
5.8, merupakan gambaran kurang meratanya kualitas jalan desa di 
wilayah tersebut. Hal tersebut pula dijelaskan oleh Meki, selaku 
Sekretaris Desa Sukajaya Kabupaten Lampung Selatan, sebagai 
berikut: 
“Keadaan Jalan Desa geh sudah banyak yang layak dilewatin 
dalam artian sudah aspal. Namun ada beberapa dusun baru 
jalannya masih jelek (tanah dan kerikil)” (Wawancara dilakukan 
pada hari Kamis, 11 Februari 2021). 
 
Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan di atas, 




Kabupaten dapat disimpulkan bahwa dominan desa tertinggal tidak 
memiliki moda transportasi umum, masih banyaknya jalan yang belum 
dapat dilalui kendaraan roda dalam keadaan tertentu pada waktu lama, 
dan masih terdapatnya desa yang memiliki kualitas jalan desa yang 
buruk. 
f. Akses Distribusi/Logistik 
Distribusi diartikan sebagai kegiatan pemasaran untuk 
memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari 
produsen kepada konsumen sesuai dengan yang diperlukan (jenis, 
jumlah, tempat, harga, dan saat yang diperlukan). Sementara itu logistic 
merupakan rangkaian kegiatan pengambilan serta penempatan barang 
dari tempat dan waktu yang telah direncanakan. Pada unsur ini terkait 
fasilitas distribusi dan logistic. Terdapatnya arus logistic/distribusi 
barang menunjukkan semakin terbukanya perekonomian suatu wilayah 
tersebut, sehingga unsur ini mempengaruhi aspek ketahanan ekonomi. 
Dari unsur ini, perlu dilakukan identifikasi (scoring) untuk memperoleh 
skor terdapatnya fasilitas Distribusi/Logistik dari Pos dan Jasa Logistik 
yang terdapat di semua desa yang berstatus tertinggal di Lampung 
Selatan. Didalam Permendes nomer 2 tahun 2016. Hasil dari scoring 
yang dilakukan oleh beberapa Pendamping Desa dengan didampingi 
oleh Pak Suhadi selaku Koordinator Pendamping Desa Kabupaten 





Tabel 5.9 Scoring Akses Logistik/Distribusi di Desa Tertinggal 
Kabupaten Lampung Selatan 
Nama 
Kecamatan 
Nama Desa Tahun 
Scoring  
Akses Logistik 
Penengahan Sukajaya 2020 3 
Merbau Mataram Baru Ranji 2020 0 
Merbau Mataram Karang Raja 2020 0 
Merbau Mataram Mekar Jaya 2020 0 
Merbau Mataram Karang Jaya 2020 0 
Tanjung Sari Bangun Sari 2020 0 
Tanjung Sari Purwodadi Dalam 2020 0 
Tanjung Sari Sidomukti 2020 0 
Sumber: Pendamping Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2020 
Dari tabel tersebut terdapat beberapa desa yang memiliki 
permasalahan tidak terdapatnya akses fasilitas distribusi/logistic seperti 
Desa Baru Ranji, Desa Karang Raja, Desa Mekar Jaya, Desa Karang 
Jaya, Desa Bangun Sari, Desa Purwodadi Dalam, dan Desa Sidomukti. 
Sedangkan hanya Desa Sukajaya terdapat kantor pos dan jasa logistik, 
namun lokasi dari kantor tersebut berada diperbatasan dengan desa 
pasuruan. Hal tersebut diungkapkan oleh Meki, selaku Sekretaris Desa 
Sukajaya Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut: 
“Kalau di Desa Sukajaya Penengahan sudah ada kantor pos JNE, 
walaupun perbatasan dengan desa tetangga. Kalau terkait 
distribusi logistic di desa ini sudah cukup baik. Selain itu cukup 
dekat dengan Ibukota Kecamatan” (Wawancara dilakukan pada 





Gambar 5.10 Kantor Pos dan Jasa Logistik di Desa Sukajaya 
Sumber: diolah peneliti, 2021 
Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dokumentasi dari 
peneliti, dan penyajian data oleh Pendamping Desa Kabupaten dapat 
disimpulkan bahwa dominan desa tertinggal tidak memiliki Kantor Pos 
dan Jasa Logistik.  
5.1.1.3 Aspek Sosial 
Informasi mengenai aspek sosial yang terjadi disetiap desa 
tertinggal di Kabupaten Lampung Selatan, peneliti memperoleh dari 
berdasarkan data primer dan sekunder. Data primer yang didapatkan 
oleh peneliti dari jawaban wawancara dengan informan 1 Koordinator 
Pendamping Desa Kabupaten, informan 2 Kepala Desa, dan informan 
3 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ketiga informan 
tersebut memberikan pernyataan yang sama dan saling melengkapi 
pada temuan informasi yang akan dijelaskan. Serta terdapat beberapa 
informasi yang disampaikan lebih detail oleh informan Kepala Desa. Hal 
ini dikarenakan Informan Kepala Desa lebih mengetahui pelaksanaan 
pembangunan desa secara teknis di lapangan. Selain data primer, 




pemerintah. Dokumen tersebut dikumpulkan oleh Pendamping Desa 
Kabupaten, yang berisi data-data dari unsur pembangunan desa di 
setiap desa tertinggal seperti Desa Sukajaya, Desa Baru Ranji, Desa 
Karang Raja, Desa Mekar Jaya, Desa Karang Jaya, Desa Bangun Sari, 
Desa Purwodadi Dalam, dan Desa Sidomukti.  
Ketahanan sosial mengenai entitas sosial dan kemampuannya 
untuk mentolerir, menyerap, mengatasi dan menyesuaikan diri dengan 
berbagai jenis ancaman lingkungan sosial.  Didalam aspek sosial 
terdapat beberapa indikator pendukung dalam mencapai ketahanan 
sosial desa, yang akan dijelaskan pada Dimensi-Dimensi berikut ini: 
a. Modal Sosial 
Menurut Permendes Nomer 2 tahun 2016 tentang IDM, Modal 
Sosial terdiri dari beberapa unsur seperti Solidaritas Sosial, Toleransi, 
Rasa Aman Penduduk, dan Kesejahteraan Sosial. Beberapa unsur 
tersebut dijelaskan sebagai berikut: 
1) Solidaritas Sosial 
Solidaritas Sosial merupakan nilai yang dekat bagi masyarakat 
Indonesia. Karena solidaritas sosial merupakan perasaan emosional 
dan moral yang terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok 
berdasarkan rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, serta 
adanya kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Nilai solidaritas 
sosial yang dikenal bagi masyarakat Indonesia adalah aktifitas gotong 




2016, terdapat pula keberadaan ruang publik, fasilitas olahraga, dan 
kelompok kegiatan olahraga. Masyarakat yang memiliki solidaritas 
sosial menunjukkan semakin tinggi modal sosial suatu wilayah 
tersebut, sehingga unsur ini mempengaruhi aspek ketahanan sosial.  
Dari unsur ini, perlu dilakukan identifikasi (scoring) untuk 
memperoleh skor terdapatnya nilai solidaritas sosial seperti Gotong 
royong di Desa (GRD), Ruang Publik (RP), Fasilitas Olahraga (FO), 
dan Kelompok Olahraga (KO) yang terdapat di semua desa berstatus 
tertinggal di Lampung Selatan di dalam Permendes nomer 2 tahun 
2016. Hasil dari scoring yang dilakukan oleh beberapa Pendamping 
Desa dengan didampingi oleh Pak Suhadi selaku Koordinator 
Pendamping Desa Kabupaten diperoleh sebagai berikut:  




Nama Desa Tahun 
Scoring 
GRD RP FO KO 
Penengahan Sukajaya 2020 5 1 0 0 
Merbau Mataram Baru Ranji 2020 4 1 4 0 
Merbau Mataram Karang Raja 2020 1 1 2 3 
Merbau Mataram Mekar Jaya 2020 5 1 0 0 
Merbau Mataram Karang Jaya 2020 5 1 1 1 
Tanjung Sari Bangun Sari 2020 5 5 2 3 
Tanjung Sari Purwodadi Dalam 2020 5 1 3 2 
Tanjung Sari Sidomukti 2020 5 2 4 3 
Sumber: Pendamping Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2020 
Dari tabel tersebut terdapat beberapa desa yang masih memiliki 
permasalahan pada solidaritas sosial khususnya pada masalah Ruang 




Pertama pada unsur Gotong royong, terdapat Desa Karang Jaya yang 
tidak memiliki kegiatan gotong royong di desa. Sedangkan di desa 
lainnya sudah berjalan aktifitas gotong royong seperti Desa Sukajaya, 
Desa Baru Ranji, Desa Karang Raya, Desa Mekar Jaya, Desa Bangun 
Sari, Desa Purwodadi Dalam, dan Desa Sidomukti. Kedua unsur Ruang 
Publik, dari data tersebut desa yang memiliki ruang publik yang dapat 
diakses oleh masyarakat secara gratis hanya terdapat di Desa Bangun 
Sari. Sedangkan di Desa Sukajaya, Desa Baru Ranji, Desa Karang 
Jaya, Desa Mekar Jaya, Desa Karang Raja, Desa Purwodadi Dalam, 
dan Desa Purwosari memiliki ruang publik terbatas. 
2) Toleransi 
Toleransi merupakan sikap yang dimiliki manusia untuk saling 
menghargai serta menghormati sebuah perbedaan. Unsur ini 
menghadirkan perdamaian dalam keberagamaan, sehingga unsur ini 
merupakan unsur pendukung dalam terciptanya modal sosial di setiap 
desa. Terdapatnya nilai toleransi di desa menunjukkan semakin baik 
keadaan suatu wilayah tersebut, sehingga unsur ini mempengaruhi 
aspek ketahanan sosial. Dari unsur ini, perlu dilakukan identifikasi 
(scoring) untuk memperoleh skor terdapatnya Nilai Toleransi yang 
terdapat di semua desa yang berstatus tertinggal di Lampung Selatan. 
Didalam Permendes nomer 2 tahun 2016, unsur toleransi terdiri dari 3 
penilaian yakni Keragaman Suku (KS), Keragaman Bahasa (KB), dan 




beberapa Pendamping Desa dengan didampingi oleh Pak Suhadi 
selaku Koordinator Pendamping Desa Kabupaten diperoleh sebagai 
berikut:  




Nama Desa Tahun 
Scoring 
KS KB KA 
Penengahan Sukajaya 2020 5 5 1 
Merbau Mataram Baru Ranji 2020 5 5 1 
Merbau Mataram Karang Raja 2020 5 5 5 
Merbau Mataram Mekar Jaya 2020 5 5 1 
Merbau Mataram Karang Jaya 2020 5 5 1 
Tanjung Sari Bangun Sari 2020 5 5 5 
Tanjung Sari Purwodadi Dalam 2020 5 5 5 
Tanjung Sari Sidomukti 2020 5 5 5 
Sumber: Pendamping Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2020 
Unsur Keragaman Suku (KS). Pada unsur ini dinilai dari desa yang 
terdiri dari beberapa suku atau etnis, semakin beragam maka semakin 
baik nilainya. Dari tabel 5.11, terlihat di setiap desa tertinggal di 
Kabupaten Lampung sudah memiliki nilai yang baik, sehingga dapat 
dikatakan bahwa di setiap desa sudah memiliki keragaman suku. Unsur 
tersebut diikutipula dengan unsur kedua yakni Unsur Keragaman 
Bahasa. Unsur ini dinilai dari warga desa yang berkomunikasi sehari-
hari menggunakan Bahasa yang berbeda. Dari tabel tersebut dapat 
terlihat bahwa setiap desa memiliki keragaman Bahasa. Dua unsur 
tersebut dijelaskan pula oleh Meki selaku Sekretaris Desa Sukajaya 




“Masyarakat yang tinggal di Desa Sukajaya Penengahan sudah 
beragam, bukan hanya suku lampung saja namun sudah ada suku 
jawa dan suku lainnya. Selain tinggal disini masing-masing suku 
sudah campur baur sehingga tidak memiliki batasan” (Wawancara 
dilakukan pada hari Kamis, 11 Februari 2021). 
Argumen tersebut juga didukung oleh oleh Pak Rohadian, selaku 
Kepala DPMD Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut: 
“Saat ini masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan sudah 
beragam dari Suku, Bahasa, Agama. Walaupun terdapat sedikit 
permasalahan di beberapa desa, namun di desa-desa tertinggal 
justru aman” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 27 Oktober 
2020) 
Selain Unsur Keragaman Bahasa dan Suku di desa-desa tertinggal 
tersebut sudah beragam. Pada unsur Keragaman Agama, tidak semua 
desa tertinggal memiliki keragaman agama. Dari tabel 5.11 terlihat 
hanya Desa Karang Raja, Desa Bangun Sari, Desa Purwodadi Dalam, 
dan Desa Sidomukti yang memiliki keragaman beragama dari 
masyarakat desanya. Sedangkan di Desa Sukajaya, Desa Baru Ranji, 
Desa Mekar Jaya, dan Desa Karang Jaya hanya memiliki satu entitas 
agama. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Meki selaku Sekretaris Desa 
Sukajaya Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut: “Masyarakat 
yang tinggal di Desa Sukajaya Penengahan semuanya beragama 
Islam” (Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 11 Februari 2021). 
Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan di atas, dan 
penyajian data oleh Pendamping Desa Kabupaten dapat disimpulkan 
bahwa semua desa-desa tersebut sudah memiliki keragaman suku dan 




terdapatnya beberapa desa yang hanya memiliki agama yang tunggal 
(tidak beragam). 
3) Rasa Aman Penduduk 
Rasa Aman Penduduk menjadi salah satu unsur didalam Modal 
Sosial. Rasa Aman sendiri merupakan kebutuhan mendasar yang 
mendorong individu memperoleh ketentraman, kepastian dan 
keteraturan. Terdapatnya nilai Rasa Aman Penduduk di desa 
menunjukkan semakin baik keadaan suatu wilayah tersebut, sehingga 
unsur ini mempengaruhi aspek ketahanan sosial. Dari unsur ini, perlu 
dilakukan identifikasi (scoring) untuk memperoleh skor terdapatnya 
Nilai Rasa Aman Penduduk yang terdapat di semua desa yang 
berstatus tertinggal di Lampung Selatan. Didalam Permendes nomer 2 
tahun 2016, unsur rasa aman penduduk terdiri dari 3 penilaian yakni 
Poskamling (P), Partisipasi Siskamling (PS), dan Tingkat Kriminalitas 
(TK). Hasil dari scoring yang dilakukan oleh beberapa Pendamping 
Desa dengan didampingi oleh Pak Suhadi selaku Koordinator 











Tabel 5.12 Scoring Rasa Aman Penduduk di Desa Tertinggal 
Kabupaten Lampung Selatan 
Nama 
Kecamatan 
Nama Desa Tahun 
Scoring 
P PS TKs 
Penengahan Sukajaya 2020 5 1 1 
Merbau Mataram Baru Ranji 2020 5 5 5 
Merbau Mataram Karang Raja 2020 1 5 1 
Merbau Mataram Mekar Jaya 2020 5 1 5 
Merbau Mataram Karang Jaya 2020 5 5 5 
Tanjung Sari Bangun Sari 2020 5 5 5 
Tanjung Sari Purwodadi Dalam 2020 5 5 5 
Tanjung Sari Sidomukti 2020 5 5 5 
Sumber: Pendamping Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2020 
Dari tabel tersebut, dari 8 desa tersebut terdapat 5 desa yang 
memiliki nilai tertinggi pada unsur-unsur Rasa Aman bagi Penduduk di 
Desa, seperti terdapat fasilitas poskamling desa, terdapat partisipasi 
masyarakat dalam kegiatan siskamling, dan tidak terjadinya konflik 
antar individu/kelompok masyarakat. Desa-desa tersebut adalah Desa 
Sidomukti, Desa Purwodadi Dalam, Desa Bangun Sari, Desa Karang 
Jaya, dan Desa Baru Ranji. Sedangkan desa lainnya tidak memiliki nilai 
yang cukup seperti Desa Sukajaya memiliki nilai yang buruk pada 
partisipasi kegiatan siskamling dan masih terdapatnya konflik antar 
individu/kelompok masyarakat desa. Hal tersebut pula dijelaskan oleh 
Meki selaku Sekretaris Desa Sukajaya Kabupaten Lampung Selatan, 
sebagai berikut: 
“Keadaan di Desa ini (Desa Sukajaya) sebenarnya aman, namun 
berapa bulan lalu ada kejadian pencurian, pelaku pencurian 
tersebut kami tangkap ternyata dari pemuda desa ini. Selain itu ada 
beberapa anak muda yang buat onar (kriminalitas) di desa ini, dan 




banyak yang mencuri. Sebenernya dulu tidak ada, karena covid dan 
keadaan banyak rumah makan tutup karena pembangunan toll jadi 
mereka menganggur” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 27 
Oktober 2020) 
Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dan penyajian data 
oleh Pendamping Desa Kabupaten dapat disimpulkan bahwa masih 
terdapat desa-desa yang belum memenuhi nilai unsur dalam mencapai 
rasa aman bagi masyarakat desa seperti Desa Sukajaya, Desa Karang 
Raja, dan Desa Mekar Jaya. 
4) Kesejahteraan Sosial 
Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan 
material, spiritual, dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. 
Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu unsur pembentuk Modal 
Sosial. Terdapatnya nilai Kesejahteraan Sosial di desa menunjukkan 
semakin baik keadaan suatu wilayah tersebut, sehingga unsur ini 
mempengaruhi aspek ketahanan sosial. Dari unsur ini, perlu dilakukan 
identifikasi (scoring) untuk memperoleh skor terdapatnya Nilai 
Kesejahteraan Sosial yang terdapat di semua desa yang berstatus 
tertinggal di Lampung Selatan. Didalam Permendes nomer 2 tahun 
2016, unsur kesejahteraan sosial terdiri dari 2 penilaian yakni Sekolah 
Luar Biasa (SLB), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS). Hasil dari scoring yang dilakukan oleh beberapa Pendamping 
Desa dengan didampingi oleh Pak Suhadi selaku Koordinator 




Tabel 5.13 Scoring Kesejahteraan Sosial di Desa Tertinggal 
Kabupaten Lampung Selatan 
Nama 
Kecamatan 
Nama Desa Tahun 
Scoring 
SLB PMKS 
Penengahan Sukajaya 2020 5 4 
Merbau Mataram Baru Ranji 2020 5 5 
Merbau Mataram Karang Raja 2020 5 5 
Merbau Mataram Mekar Jaya 2020 5 5 
Merbau Mataram Karang Jaya 2020 5 5 
Tanjung Sari Bangun Sari 2020 5 4 
Tanjung Sari Purwodadi Dalam 2020 5 5 
Tanjung Sari Sidomukti 2020 5 5 
Sumber: Pendamping Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2020 
Dari tabel tersebut, semua desa tertinggal di Kabupaten Lampung 
Selatan sudah memiliki akses terhadap Sekolah Luar Biasa. Namun 
pada unsur PMKS masih terdapatnya desa yang memiliki walaupun 
tidak banyak yakni Desa Sukajaya dan Desa Bangun Sari. 
b. Pendidikan 
Menurut Permendes Nomer 2 tahun 2016 tentang IDM, Dimensi 
Pendidikan terdiri dari beberapa unsur seperti Akses Pendidikan Dasar 
dan Menengah, Akses Pendidikan Non Formal, dan Akses ke 
Pengetahuan. Beberapa unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut: 
1) Akses Pendidikan Formal 
Pendidikan Formal merupakan pendidikan di sekolah yang 
diperoleh secara teratur, sistematis, dan bertingkat, serta mengikuti 
syarat-syarat yang jelas. Pendidikan formal disini terdiri dari Pendidikan 
Sekolah Dasar SD/MI yang berjarak kurang dari 3 km, Pendidikan 




dan Pendidikan Sekolah Menengah Atas SMA/SMK/MA yang berjarak 
kurang dari 6 km.  
Terdapatnya nilai Akses Sekolah Formal di desa menunjukkan 
semakin baik keadaan pendidikan wilayah tersebut, sehingga unsur ini 
mempengaruhi aspek ketahanan sosial. Dari unsur ini, perlu dilakukan 
identifikasi (scoring) untuk memperoleh skor terdapatnya Pendidikan 
Formal yang terdapat di semua desa yang berstatus tertinggal di 
Lampung Selatan. Didalam Permendes nomer 2 tahun 2016, unsur 
kesejahteraan sosial terdiri dari 3 penilaian yakni Sekolah Dasar (SD), 
Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA). 
Hasil dari scoring yang dilakukan oleh beberapa Pendamping Desa 
dengan didampingi oleh Pak Suhadi selaku Koordinator Pendamping 
Desa Kabupaten diperoleh sebagai berikut:  
Tabel 5.14 Scoring Pendidikan Formal di Desa Tertinggal 
Kabupaten Lampung Selatan 
Nama 
Kecamatan 
Nama Desa Tahun 
Scoring 
SD SMP SMA 
Penengahan Sukajaya 2020 5 5 5 
Merbau Mataram Baru Ranji 2020 5 5 1 
Merbau Mataram Karang Raja 2020 5 5 5 
Merbau Mataram Mekar Jaya 2020 5 5 5 
Merbau Mataram Karang Jaya 2020 5 5 1 
Tanjung Sari Bangun Sari 2020 5 5 5 
Tanjung Sari Purwodadi Dalam 2020 5 1 1 
Tanjung Sari Sidomukti 2020 5 5 3 
Sumber: Pendamping Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2020 
Dari tabel tersebut setiap desa tertinggal di Kabupaten Lampung 




Ranji. Peneliti memberikan gambaran sekolah dasar yang terdapat di 
Desa Baru Ranji sebagai berikut: 
 
Gambar 5.11 Sekolah Dasar di Desa Baru Ranji 
Sumber: diolah peneliti, 2021 
Selain Sekolah Dasar, pada unsur Sekolah Menengah Pertama dan 
Sekolah Menengah Atas. Masih terdapat beberapa desa yang memiliki 
jarak yang jauh untuk mengkses sekolah tersebut seperti Desa 
Purwodadi yang memiliki akses SMP dan SMA yang jauh. Selain itu, 
terdapat pula Desa Baru Ranji dan Desa Karang Raja yang memiliki 
jarak tempuh SMA dengan jarak jauh. Berdasarkan pernyataan dari 
dokumentasi, dan penyajian data oleh Pendamping Desa Kabupaten 
dapat disimpulkan bahwa masih terdapatnya beberapa desa yang 
memiliki akses SMP dan SMA cukup jauh.  
2) Akses Pendidikan Non Formal 
Selain Pendidikan formal, pendidikan non-formal merupakan unsur 
penting didalam pendidikan. Terdapatnya Akses Pendidikan Non-
Formal di desa menunjukkan semakin baik keadaan pendidikan wilayah 
tersebut, sehingga unsur ini mempengaruhi aspek ketahanan sosial. 




skor terdapatnya Nilai Akses Pendidikan Non-Formal yang terdapat di 
semua desa yang berstatus tertinggal di Lampung Selatan. Didalam 
Permendes nomer 2 tahun 2016, unsur Pendidikan non-formal disini 
terdiri dari beberapa unsur yakni Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD), Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/ Paket ABC 
(PKBM), dan Akses ke Pusat Keterampilan/ Kursus (PKK). Hasil dari 
scoring yang dilakukan oleh beberapa Pendamping Desa dengan 
didampingi oleh Pak Suhadi selaku Koordinator Pendamping Desa 
Kabupaten diperoleh sebagai berikut:  
Tabel 5.15 Scoring Sekolah Non-Formal di Desa Tertinggal 
Kabupaten Lampung Selatan 
Nama Kecamatan Nama Desa Tahun 
Scoring 
PAUD PKBM PKK 
Penengahan Sukajaya 2020 1 1 1 
Merbau Mataram Baru Ranji 2020 1 1 1 
Merbau Mataram Karang Raja 2020 5 1 1 
Merbau Mataram Mekar Jaya 2020 5 1 1 
Merbau Mataram Karang Jaya 2020 1 5 1 
Tanjung Sari Bangun Sari 2020 5 1 1 
Tanjung Sari Purwodadi Dalam 2020 1 1 1 
Tanjung Sari Sidomukti 2020 1 5 5 
Sumber: Pendamping Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2020 
Dari tabel diatas dapat diketahui keadaan unsur Non-Formal di 
masing-masing desa tertinggal di Kabupaten Lampung Selatan. 
Pertama unsur PAUD, pada unsur ini hanya terdapat 3 desa yang 
memiliki kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yakni Desa Karang Raja, 
Desa Mekar Jaya, dan Desa Bangun Sari. Sedangkan di desa lainnya 




Hal tersebut disampaikan oleh Meki selaku Sekretaris Desa Sukajaya, 
Kabupaten Lampung selatan sebagai berikut: 
“Untuk fasilitas dan kegiatan ngajar mengajar untuk pendidikan 
anak usia dini di Desa Sukajaya nggak ada, jadi masyarakat yang 
ingin mengakses PAUD saat ini ikut di Desa Penengahan atau desa 
lainnya. Sebenarnya ini sudah jadi wacana dari dulu namun belum 
terrealisasi saja, dan dari pemerintah daerah juga belum ada” 
(Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 27 Oktober 2020) 
Kedua unsur Pusat Kegiatan Belajar Mengajar. Unsur ini 
memfasilitasi kegiatan paket ABC bagi masyarakat yang sebelumnya 
terkendala (terlambat) sekolah. Dari beberapa desa tersebut hanya 
dua desa saja yang memiliki kegiatan PKBM yakni Desa Karang Jaya 
dan Desa Sidomukti. Sedangkan desa lainnya belum memiliki fasilitas 
dan kegiatan PKBM salah satunya Desa Desa Sukajaya. Hal tersebut 
disampaikan oleh Meki selaku Sekretaris Desa Sukajaya, Kabupaten 
Lampung selatan sebagai berikut: 
“Sama seperti fasilitas dan kegiatan ngajar mengajar untuk 
pendidikan anak usia dini, fasilitas dan kegiatan paket c seperti ini 
di Desa Sukajaya nggak ada, jadi masyarakat pun yang mau 
ngurus paket a-b-c saat ini ke Kelurahan Kalianda.” (Wawancara 
dilakukan pada hari Rabu, 27 Oktober 2020) 
Ketiga unsur Akses ke Pusat Keterampilan/ Kursus. Dari beberapa 
desa tersebut hanya Desa Sidomukti yang memiliki fasilitas PKK yang 
dapat diakses. Sedangkan Desa Sukajaya, Desa Baru Ranji, Desa 
Karang Jaya, Karang Raja, Desa Mekar Jaya, Desa Purwodadi Dalam, 
dan Desa Bangun Sari tidak memiliki akses ke pusat 




Sekretaris Desa Sukajaya, Kabupaten Lampung selatan sebagai 
berikut: 
“Kalau untuk pusat kegiatan untuk keterampilan atau kursus di 
Desa Sukajaya tidak ada ya, jadi masyarakat yang mau mengakses 
ini biasanya langsung ke Ibu Kota Kabupaten (Kelurahan Kalianda). 
Karena di Kalianda lebih lengkap dibanding disini.” (Wawancara 
dilakukan pada hari Rabu, 27 Oktober 2020) 
Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dan penyajian data 
oleh Pendamping Desa Kabupaten dapat disimpulkan bahwa desa-
desa tersebut masih memiliki kendala akses Pendidikan non-formal 
seperti Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kegiatan Pusat 
Kegiatan Belajar Masyarakat/ Paket ABC (PKBM), dan Akses ke Pusat 
Keterampilan/ Kursus (PKK). 
3) Akses Pengetahuan 
Akses Pengetahuan bagi desa berupa Taman Baca Masyarakat 
(TBM) atau Perpustakaan Desa. Terdapatnya Akses Pengetahuan di 
desa menunjukkan semakin baik keadaan pendidikan wilayah tersebut, 
sehingga unsur ini mempengaruhi aspek ketahanan sosial. Hasil dari 
scoring yang dilakukan oleh beberapa Pendamping Desa dengan 
didampingi oleh Pak Suhadi selaku Koordinator Pendamping Desa 









Tabel 5.16 Scoring Akses Pengetahuan di Desa Tertinggal 
Kabupaten Lampung Selatan 
Nama Kecamatan Nama Desa Tahun Scoring  TBM 
Penengahan Sukajaya 2020 1 
Merbau Mataram Baru Ranji 2020 1 
Merbau Mataram Karang Raja 2020 5 
Merbau Mataram Mekar Jaya 2020 5 
Merbau Mataram Karang Jaya 2020 1 
Tanjung Sari Bangun Sari 2020 5 
Tanjung Sari Purwodadi Dalam 2020 5 
Tanjung Sari Sidomukti 2020 5 
Sumber: Pendamping Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2020 
Dari tabel tersebut, dapat terlihat bahwa hanya 5 desa yang 
memiliki akses pengetahuan berupa rumah baca masyarakat atau 
perpustakaan seperti Desa Karang Raja, Desa Mekar Jaya, Desa 
Bangun Sari, Desa Purwodadi Dalam, dan Desa Sidomukti. 
Sedangkan Desa yang tidak memiliki akses pengetahuan ini seperti 
Desa Sukajaya, Desa Baru Ranji, dan Desa Karang Jaya. Hal tersebut 
disampaikan oleh Meki selaku Sekretaris Desa Sukajaya, Kabupaten 
Lampung selatan sebagai berikut: 
“Sebenarnya buku-buku sudah ada, namun perpustakaan secara 
fisiknya masih belum ada. Rencananya kami akan membangun di 
dalam kantor desa ini tepatnya di pojok” (Wawancara dilakukan 






Gambar 5.12 Kantor Desa dan Rencana Perpustakaan Desa 
Sukajaya 
Sumber: diolah peneliti, 2021 
Dari gambar tersebut terlihat bahwa, perpustakaan desa 
direncanakan akan diabangun di pojok kiri bangunan tersebut. Selain 
sebagaian ruang akan dijadikan perpustakaan desa, bangunan ini 
juga berfungsi sebagai kantor pemerintahan Desa Sukajaya. 
Bangunan ini dialih fungsikan bekas rumah makan yang dimiliki oleh 
Kepala Desa Sukajaya. Berdasarkan pernyataan dari informan, 
dokumentasi, dan penyajian data oleh Pendamping Desa Kabupaten 
dapat disimpulkan masih terdapat desa yang tidak memiliki 
perpustakaan atau ruang baca masyarakat desa seperti Desa 
Sukajaya, Desa Baru Ranji, dan Desa Karang Jaya. 
c. Kualitas Pemukiman 
Menurut Permendes Nomer 2 tahun 2016 tentang IDM, Dimensi 
Kualitas Pemukiman terdiri dari beberapa unsur seperti Akses ke Air 
Bersih dan Air Minum Layak, Akses ke Sanitasi, Akses ke Listrik, dan 





1) Akses Air Bersih dan Layak Minum 
Akses Air Bersih dan Layak Minum merupakan kebutuhan 
masyarakat yang harus terpenuhi. Terdapatnya nilai Akses Air Bersih 
dan Layak Minum di desa menunjukkan semakin baik keadaan kualitas 
pemukiman wilayah tersebut, sehingga unsur ini mempengaruhi aspek 
ketahanan sosial. Dari unsur ini, perlu dilakukan identifikasi (scoring) 
untuk memperoleh skor terdapatnya Akses Air Bersih dan Layak Minum 
yang terdapat di semua desa yang berstatus tertinggal di Lampung 
Selatan. Didalam Permendes nomer 2 tahun 2016, unsur Akses Air 
Bersih dan Layak Minum terdiri dari 2 penilaian yakni Mayoritas 
Penduduk Desa Memiliki Sumber Air Minum Layak (AML) dan Akses 
Penduduk untuk Mandi, dan Cuci (MC). Hasil dari scoring yang 
dilakukan oleh beberapa Pendamping Desa dengan didampingi oleh 
Pak Suhadi selaku Koordinator Pendamping Desa Kabupaten diperoleh 
sebagai berikut:  
Tabel 5.17 Scoring Akses Air Bersih dan Layak Minum di Desa 
Tertinggal Kabupaten Lampung Selatan 
Nama Kecamatan Nama Desa Tahun 
Scoring 
AML MC 
Penengahan Sukajaya 2020 4 4 
Merbau Mataram Baru Ranji 2020 4 4 
Merbau Mataram Karang Raja 2020 5 5 
Merbau Mataram Mekar Jaya 2020 5 5 
Merbau Mataram Karang Jaya 2020 4 4 
Tanjung Sari Bangun Sari 2020 4 4 
Tanjung Sari Purwodadi Dalam 2020 4 4 
Tanjung Sari Sidomukti 2020 5 5 




Dari tabel tersebut, keadaan Desa Memiliki Sumber Air Minum 
Layak (AML) dan Akses Penduduk untuk Mandi, dan Cuci (MC) sudah 
baik. Hal tersebut di ungkapkan oleh Meki selaku Sekretaris Desa 
Sukajaya, Kabupaten Lampung selatan sebagai berikut: 
“Karena Desa Sukajaya berada di wilayah kaki Gunung Rajabasa, 
keadaanya masyoritas penduduk desa memiliki sumber air yang 
layak untuk di minum dan akses masyarakat untuk air mandi dan 
cuci juga ada. Alhamdulilah nggak kekurangan, bahkan berlebih” 
(Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 27 Oktober 2020) 
Berdasarkan pernyataan dari informan, dan penyajian data oleh 
Pendamping Desa Kabupaten dapat disimpulkan bahwa semua desa 
sudah memiliki keadaan Sumber Air Minum Layak (AML) dan Akses 
Penduduk untuk Mandi, dan Cuci (MC) sudah baik, namun dapat 
ditingkatkan kembali kualitas air di beberapa desa. 
2) Akses Sanitasi 
Akses Sanitasi merupakan fasilitas yang perlu disediakan disetiap 
wilayah. Terdapatnya Akses Sanitasi di desa menunjukkan semakin 
baik keadaan kualitas pemukiman wilayah tersebut, sehingga unsur ini 
mempengaruhi aspek ketahanan sosial. Dari unsur ini, perlu dilakukan 
identifikasi (scoring) untuk memperoleh skor terdapatnya Akses 
Sanitasi yang terdapat di semua desa yang berstatus tertinggal di 
Lampung Selatan. Didalam Permendes nomer 2 tahun 2016, unsur 
Akses Sanitasi terdiri dari 2 penilaian yakni Masyoritas penduduk 
memiliki kakus (K) dan memiliki Pengelolan Sampah Warga (PSW). 




dengan didampingi oleh Pak Suhadi selaku Koordinator Pendamping 
Desa Kabupaten diperoleh sebagai berikut:  
Tabel 5.18 Scoring Akses Sanitasi di Desa Tertinggal Kabupaten 
Lampung Selatan 
Nama Kecamatan Nama Desa Tahun 
Scoring 
K PSW 
Penengahan Sukajaya 2020 5 1 
Merbau Mataram Baru Ranji 2020 5 4 
Merbau Mataram Karang Raja 2020 5 4 
Merbau Mataram Mekar Jaya 2020 5 4 
Merbau Mataram Karang Jaya 2020 5 4 
Tanjung Sari Bangun Sari 2020 5 4 
Tanjung Sari Purwodadi Dalam 2020 5 4 
Tanjung Sari Sidomukti 2020 5 4 
Sumber: Pendamping Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2020 
Dari tabel tersebut terlihat bahwa semua masyarakat desa sudah 
memiliki fasilitas jamban/ kakus. Sedangkan pada unsur Pengelolan 
Sampah Warga (PSW), hanya 7 desa saja seperti Desa Baru Ranji, 
Desa Karang Raja, Desa Mekar Jaya, Desa Karang Jaya, Desa 
Bangun Sari, Desa Purwodadi Dalam, dan Desa Sidomukti, yang mana 
mayoritas masyarakat desa mengelola cenderung dibakar dan 
ditimbun, serta dikumpulkan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 
Sedangkan masih terdapat masyarakat di Desa Sukajaya yang 
membuang sampah sembarang, karena tidak memiliki tempat 
pembuangan sampah, selain itu petugas kebersihan masih ikut pada 
desa pasuruan. Hal tersebut diungkapkan oleh Meki selaku Sekretaris 




“Saat ini Desa Sukajaya masih membangun tempat pembuangan 
sampah sendiri, selama ini kami masih ikut (kerjasama) oleh Desa 
Penengahan. Jadi setiap hari mobil sampah dari Desa Penengahan 
selalui lewat Desa Sukajaya untuk mengambil sampah rumah 
tangga dari masyarakat.” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 
27 Oktober 2020) 
Berdasarkan pernyataan dari informan, dan penyajian data oleh 
Pendamping Desa Kabupaten dapat disimpulkan bahwa semua desa 
sudah memiliki fasilitas Jamban/Kakus dan Pengelolaan Sampah 
Warga, kecuali Desa Sukajaya yang memiliki jamban/kakus namun 
tidak memiliki TPA. 
3) Akses Listrik 
Akses Listrik merupakan fasilitas yang perlu disediakan disetiap 
wilayah. Terdapatnya Akses Sanitasi di desa menunjukkan semakin 
baik keadaan kualitas pemukiman wilayah tersebut, sehingga unsur 
ini mempengaruhi aspek ketahanan sosial. Dari unsur ini, perlu 
dilakukan identifikasi (scoring) untuk memperoleh skor terdapatnya 
Akses Listrik yang terdapat di semua desa yang berstatus tertinggal di 
Lampung Selatan. Didalam Permendes nomer 2 tahun 2016, unsur 
Akses Listrik dinilai dari jumlah keluarga yang telah teraliri listrik. Hasil 
dari scoring yang dilakukan oleh beberapa Pendamping Desa dengan 
didampingi oleh Pak Suhadi selaku Koordinator Pendamping Desa 







Tabel 5.19 Scoring Akses Listrik di Desa Tertinggal Kabupaten 
Lampung Selatan 
Nama Kecamatan Nama Desa Tahun Scoring 
Penengahan Sukajaya 2020 5 
Merbau Mataram Baru Ranji 2020 5 
Merbau Mataram Karang Raja 2020 5 
Merbau Mataram Mekar Jaya 2020 5 
Merbau Mataram Karang Jaya 2020 5 
Tanjung Sari Bangun Sari 2020 5 
Tanjung Sari Purwodadi Dalam 2020 5 
Tanjung Sari Sidomukti 2020 5 
Sumber: Pendamping Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2020 
Dari tabel tersebut terlihat bahwa semua masyarakat desa sudah 
teraliri listrik. Namun setelah mengumpulkan informasi dari informan 
Desa Sukajaya, ternyata masih terdapat beberapa masyarakat yang 
belum teraliri listrik khususnya pada dusun baru. Hal tersebut 
diungkapkan oleh Meki selaku Sekretaris Desa Sukajaya, Kabupaten 
Lampung selatan sebagai berikut: 
“Masyarakat disini sudah masyoritas teraliri listrik, namun masih 
ada beberapa rumah yang tidak teraliri listrik di dusun baru, jadi 
masyarakat masih menggunakan lampu emergensi atau lilin. 
Memang wilayah tersebut relative baru jadi kami sudah usahkan 
namun belum ada jawan hingga saat ini” (Wawancara dilakukan 
pada hari Rabu, 27 Oktober 2020) 
Berdasarkan pernyataan dari informan, dan penyajian data oleh 
Pendamping Desa Kabupaten terdapat data yang tidak sama 
sehingga dapat disimpulkan bahwa masih terdapat masyarakat yang 






4) Akses Informasi dan Komunikasi 
Saat ini, akses Informasi dan Komunikasi merupakan fasilitas 
yang perlu disediakan disetiap wilayah. Terdapatnya Akses Informasi 
dan Komunikasi di desa menunjukkan semakin baik keadaan kualitas 
pemukiman wilayah tersebut, sehingga unsur ini mempengaruhi 
aspek ketahanan sosial. Dari unsur ini, perlu dilakukan identifikasi 
(scoring) untuk memperoleh skor terdapatnya Akses Informasi dan 
Komunikasi yang terdapat di semua desa yang berstatus tertinggal di 
Lampung Selatan. Didalam Permendes nomer 2 tahun 2016, unsur 
Akses Informasi dan Komunikasi terdiri dari 3 penilaian yakni terdapat 
Akses Internet di Kantor Desa (IKD), Warga memiliki Telpon Seluler 
dan Signal yang Kuat (TSSK), dan Akses Internet Warga Desa (IWD). 
Hasil dari scoring yang dilakukan oleh beberapa Pendamping Desa 
dengan didampingi oleh Pak Suhadi selaku Koordinator Pendamping 
Desa Kabupaten diperoleh sebagai berikut:  
Tabel 5.20 Scoring Akses Informasi dan Komunikasi di Desa 
Tertinggal Kabupaten Lampung Selatan 
Nama 
Kecamatan 
Nama Desa Tahun 
Scoring 
IKD TSSK IWD 
Penengahan Sukajaya 2020 1 3 1 
Merbau Mataram Baru Ranji 2020 1 3 1 
Merbau Mataram Karang Raja 2020 1 5 5 
Merbau Mataram Mekar Jaya 2020 1 3 1 
Merbau Mataram Karang Jaya 2020 1 3 1 
Tanjung Sari Bangun Sari 2020 1 5 1 
Tanjung Sari Purwodadi Dalam 2020 1 3 5 
Tanjung Sari Sidomukti 2020 1 3 5 




Dari tabel tersebut terlihat bahwa semua kantor desa tidak memiliki 
akses internet. Selain itu masih terdapat beberapa desa yang dimana 
masyarakt desa tidak memiliki telpon seluler dan signal yang kuat dan 
pada unsur internet bagi masyarakat desa hanya 3 desa saja seperti 
Desa Karang Raja, Desa Purwodadi Dalam, dan Desa Sidomukti. 
Salah satu desa yang memiliki nilai buruk ketiga unsur tersebut adalah 
Desa Sukajaya. Hal tersebut diungkapkan oleh Meki selaku Sekretaris 
Desa Sukajaya, Kabupaten Lampung selatan sebagai berikut: 
“Saat ini di Kantor Desa Sukajaya tidak punya akses internet gratis, 
dan kami belum menyediakan internet bagi masyarakat desa. 
Kendala kami bukan hanya perhatian dari pemerintah daerah/pusat 
saja namun memang signal yang ada di desa ini tidak stabil hanya 
telkomsel saja itupun masih kadang bermasalah di lokasi tertentu” 
(Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 27 Oktober 2020) 
Berdasarkan pernyataan dari informan, dan penyajian data oleh 
Pendamping Desa Kabupaten dapat disimpulkan bahwa hampir 
semua desa memiliki masalah pada akses internet di kantor desa, 
signal dan kepemilikan telpon seluler tidak merata, serta internet bagi 
warga, kecuali di Desa Karang Raja, Desa Purwodadi Dalam, dan 
Desa Sidomukti yang sudah memberikan akses internet bagi 
masyarakat desa. Selain itu, hanya Desa Bangun Sari dan Karang 









Menurut Permendes Nomer 2 tahun 2016 tentang IDM, Dimensi 
Kesehatan terdiri dari beberapa unsur seperti Akses Pelayanan 
Kesehatan, Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan, dan Jaminan 
Kesehatan. Beberapa unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut: 
1) Akses Pelayanan Kesehatan 
Akses Pelayanan Kesehatan merupakan fasilitas yang perlu 
disediakan disetiap wilayah. Terdapatnya Akses Pelayanan 
Kesehatan di desa menunjukkan semakin baik keadaan kualitas 
kesehatan masyarakat di wilayah tersebut, sehingga unsur ini 
mempengaruhi aspek ketahanan sosial. Dari unsur ini, perlu dilakukan 
identifikasi (scoring) untuk memperoleh skor terdapatnya Akses 
Pelayanan Kesehatan yang terdapat di semua desa yang berstatus 
tertinggal di Lampung Selatan. Didalam Permendes nomer 2 tahun 
2016, unsur Akses Pelayanan Kesehatan dinilai dari 2 unsur yakni 
Waktu Tempuh ke Prasarana Kesehatan kurang dari 30 menit 
(WTPK), dan Tersedianya Tenaga Kesehatan seperti Bidan, Dokter, 
dan Nakes (TK). Hasil dari scoring yang dilakukan oleh beberapa 
Pendamping Desa dengan didampingi oleh Pak Suhadi selaku 








Tabel 5.21 Scoring Akses Pelayanan Kesehatan di Desa Tertinggal 
Kabupaten Lampung Selatan 
Nama Kecamatan Nama Desa Tahun 
Scoring 
WTPK TK 
Penengahan Sukajaya 2020 5 0 
Merbau Mataram Baru Ranji 2020 5 0 
Merbau Mataram Karang Raja 2020 5 0 
Merbau Mataram Mekar Jaya 2020 5 0 
Merbau Mataram Karang Jaya 2020 5 0 
Tanjung Sari Bangun Sari 2020 5 0 
Tanjung Sari Purwodadi Dalam 2020 5 0 
Tanjung Sari Sidomukti 2020 5 0 
Sumber: Pendamping Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2020 
Dari tabel tersebut terlihat bahwa semua masyarakat desa sudah 
memiliki jarak tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 30 menit. 
Namun pada unsur Ketersediaan Tenaga Kesehatan seperti Bidan, 
Dokter, dan Nakes, semua desa tidak memilikinya salah satunya Desa 
Sukaraja. Hal tersebut diungkapkan oleh Meki selaku Sekretaris Desa 
Sukajaya, Kabupaten Lampung selatan sebagai berikut: 
“Masyarakat disini kalau sakit langsung diantar ke Rumah Sakit 
Kalianda, karena jaraknya tidak sampai 15 menit. Karena kondisi 
lain di Desa Sukajaya tidak punya bidan dan dokter” (Wawancara 
dilakukan pada hari Rabu, 27 Oktober 2020) 
Berdasarkan pernyataan dari informan, dan penyajian data oleh 
Pendamping Desa Kabupaten. Semua desa tertinggal memiliki waktu 
jarak ke sarana kesehatan sudah sesuai yakni kurang dari 30 menit. 
Namun hal tersebut tidak sejalan dengan keadaan ketersediaan 






2) Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan 
Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan merupakan kegiatan 
yang perlu disediakan disetiap wilayah. Terdapatnya Keberdayaan 
Masyarakat untuk Kesehatan di desa menunjukkan semakin baik 
keadaan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah tersebut, sehingga 
unsur ini mempengaruhi aspek ketahanan sosial. Dari unsur ini, perlu 
dilakukan identifikasi (scoring) untuk memperoleh skor terdapatnya 
Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan yang terdapat di semua 
desa yang berstatus tertinggal di Lampung Selatan. Didalam 
Permendes nomer 2 tahun 2016, unsur Keberdayaan Masyarakat untuk 
Kesehatan dinilai dari 2 unsur yakni Akses ke Puskesdes, Polindes, dan 
Posyandu (AP), dan Tingkat Aktifitas Posyandu (TAP). Hasil dari 
scoring yang dilakukan oleh beberapa Pendamping Desa dengan 
didampingi oleh Pak Suhadi selaku Koordinator Pendamping Desa 
Kabupaten diperoleh sebagai berikut:  
Tabel 5.22 Scoring Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan di 
Desa Tertinggal Kabupaten Lampung Selatan 
Nama Kecamatan Nama Desa Tahun 
Scoring 
AP TAP 
Penengahan Sukajaya 2020 5 5 
Merbau Mataram Baru Ranji 2020 5 5 
Merbau Mataram Karang Raja 2020 5 5 
Merbau Mataram Mekar Jaya 2020 4 5 
Merbau Mataram Karang Jaya 2020 1 5 
Tanjung Sari Bangun Sari 2020 3 5 
Tanjung Sari Purwodadi Dalam 2020 5 4 
Tanjung Sari Sidomukti 2020 1 5 




Dari tabel tersebut terlihat bahwa dibeberapa desa sudah memiliki 
tingkat aktifitas posyandu. Namun pada unsur Akses ke Puskesdes, 
Polindes, atau Posyandu, beberapa desa memiliki keterbatasan untuk 
mengaksesnya seperti di Desa Karang Jaya, Desa Sidomukti, dan di 
Desa Bangun Sari.  
 
Gambar 5.13 Puskesmas Desa (Puskesdes) di Desa Sidomukti 
Sumber: diolah peneliti, 2021 
Minimnya akses terhadap puskesdes, polindes, atau posyandu 
bukan hanya dirasakan oleh ketiga desa tersebut. Dari hasil 
wawancara dengan Sekretaris Desa Sukajaya hasil scoring yang 
didapat dari Pendamping Desa Kabupaten justru belum tepat. Hal 
tersebut diungkapkan oleh Meki selaku Sekretaris Desa Sukajaya, 
Kabupaten Lampung selatan sebagai berikut: 
“Kondisi di Desa Sukajaya tidak punya bidan dan dokter, selain itu 
tempat kesehatan belum ada. Untuk masyarakat seperti hari ini 
jadwalnya posyandu ditempatkan di kantor desa lama. Sedangkan 
fasilitas puskesmasnya saat ini tidak bisa digunakan” (Wawancara 
dilakukan pada hari Rabu, 27 Oktober 2020) 
Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Desa Sukajaya 
masih belum memiliki akses ke Puskesmas Desa, karena saat ini 




Untuk kegiatan posyandu saat ini diarahkan di Kantor Desa Sukajaya 
yang lama. 
 
Gambar 5.14 Puskesmas Desa (Puskesdes) di Desa Sukajaya 
Sumber: diolah peneliti, 2021 
Berdasarkan pernyataan dari informan, dokumentasi, dan 
penyajian data oleh Pendamping Desa Kabupaten. Beberapa desa 
tertinggal masih memiliki kendala untuk mengakses ke Puskesmas 
Desa, Polindes, atau posyandu seperti Desa Karang Jaya, Desa 
Sidomukti, Desa Bangun Sari, dan Desa Sukajaya. 
3) Jaminan Kesehatan 
Jaminan Kesehatan merupakan fasilitas yang perlu diberikan setiap 
masyarakat desa di setiap wilayah. Terdapatnya Jaminan Kesehatan di 
desa menunjukkan semakin baik keadaan kualitas kesehatan 
masyarakat di wilayah tersebut, sehingga unsur ini mempengaruhi 
aspek ketahanan sosial. Dari unsur ini, perlu dilakukan identifikasi 
(scoring) untuk memperoleh skor terdapatnya Jaminan Kesehatan yang 
terdapat di semua desa yang berstatus tertinggal di Lampung Selatan. 
Didalam Permendes nomer 2 tahun 2016, unsur Jaminan Kesehatan 




Sosial (BPJS). Hasil dari scoring yang dilakukan oleh beberapa 
Pendamping Desa dengan didampingi oleh Pak Suhadi selaku 
Koordinator Pendamping Desa Kabupaten diperoleh sebagai berikut:  
Tabel 5.23 Scoring Jaminan Kesehatan di Desa Tertinggal 
Kabupaten Lampung Selatan 
Nama Kecamatan Nama Desa Tahun Scoring 
Penengahan Sukajaya 2020 3 
Merbau Mataram Baru Ranji 2020 2 
Merbau Mataram Karang Raja 2020 2 
Merbau Mataram Mekar Jaya 2020 2 
Merbau Mataram Karang Jaya 2020 3 
Tanjung Sari Bangun Sari 2020 2 
Tanjung Sari Purwodadi Dalam 2020 3 
Tanjung Sari Sidomukti 2020 2 
Sumber: Pendamping Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2020 
Dari tabel tersebut terlihat bahwa di semua desa tertinggal masih 
memiliki tingkat partisipasi kepesertaan BPJS yang rendah dan 
sedang, salah satunya Desa Sukajaya. Hal tersebut diungkapkan oleh 
Meki selaku Sekretaris Desa Sukajaya, Kabupaten Lampung selatan 
sebagai berikut: 
“Nilai tersebut benar, artinya masyarakat Desa Sukajaya 
setengahnya belum mendaftar sebagai kepesertaan BPJS” 
(Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 27 Oktober 2020) 
Berdasarkan pernyataan dari informan, dan penyajian data oleh 
Pendamping Desa Kabupaten. Semua desa tertinggal memiliki tingkat 
partisipasi rendah terhadap Kepesertaan BPJS.  
Selain kondisi IDM tahun 2020 tersebut. Kondisi Desa Sukajaya, Desa 
Karang Jaya, Desa Baru Ranji, Desa Karang Raya, Desa Mekar Jaya, Desa 




dari perkembangannya dari tahun 2018. Hasil dari scoring yang dilakukan 
oleh beberapa Pendamping Desa dengan didampingi oleh Pak Suhadi 
selaku Koordinator Pendamping Desa Kabupaten diperoleh nilai Indeks 
Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks 
Ketahuan Lingkungan (IKL) sebagai pilar pembentuk Indeks Desa 
Membangun (IDM), sebagai berikut:  
Tabel 5.24 Scoring Indeks Desa Membangun Tahun 2018 
Kecamatan Desa IKS IKE IKL IDM Status 
Penengahan Sukajaya 0,64571 0,60000 0,53333 0,59302 Tertinggal 
Merbau 
Mataram 





0,64571 0,48333 0,60000 0,57635 Tertinggal 
Merbau 
Mataram 













0,65143 0,45000 0,53333 0,54492 Tertinggal 
Tanjung Sari Sidomukti 0,62857 0,31667 0,66667 0,5373 Tertinggal 














Tabel 5.25 Scoring Indeks Desa Membangun Tahun 2019 
Kecamatan Desa IKS IKE IKL IDM Status 



























0,7886 0,4333 0,3333 0,5184 Tertinggal 
Tanjung Sari Sidomukti 0,7886 0,2833 0,6667 0,5795 Tertinggal 
Sumber: Pendamping Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2020 
Tabel 5.26 Scoring Indeks Desa Membangun Tahun 2020 
Kecamatan Desa IKS IKE IKL IDM Status 



























0,7086 0,4667 0,3333 0,5029 Tertinggal 
Tanjung Sari Sidomukti 0,8286 0,2833 0,6000 0,5706 Tertinggal 
Sumber: Pendamping Desa Kabupaten Lampung Selatan, 2020 
Dari tabel 5.23, 5.24, dan 5.25 dapat terlihat bahwa terdapat beberapa 
desa yang memiliki status desa yang relative menurun seperti Desa Bangun 




2018, namun turun menjadi 0,5735 dengan status tertinggal pada tahun 
2019. Rendahnya nilai tersebut akibat menurunya nilai ketahanan ekonomi 
dan lingkungan. Penurunan nilai tersebut juga dialami oleh Desa Sukajaya 
dan Desa Karang Raja. Desa Sukajaya memiliki nilai IDM sebanyak 0,6197 
pada tahun 2019, namun menurun menjadi 0,5925 pada tahun 2020. 
Penurunan nilai tersebut pada ketahanan sosial dan ketahanan lingkungan. 
Sedangkan di Desa Karang Raja memiliki nilai 0,6251 dengan status 
berkembang pada tahun 2019, namun turun menjadi 0,5671 status 
tertinggal. Sama dengan Desa Sukajaya, penurunan tersebut pada 
ketahanan sosial dan ketahanan lingkungan. 
5.1.2 Interaksi Antar Unsur Pembangunan Desa 
Sistem Pembangunan Desa di Indonesia terdiri dari beberapa 
dimensi pembentuknya, antara lain Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi, 
dan Ketahanan Lingkungan. Sistem Pembangunan Desa tersebut mengacu 
pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). 
Masing-masing dimensi terdiri dari unsur-unsur atau elemen-elemen yang 
lebih spesifik dan sangat dipengaruhi oleh pengembangan waktu, sehingga 
sistem Pembangunan Desa bersifat dinamis. Sistem Pembangunan Desa 
juga lintas sektoral karena meliputi berbagai institusi yang terkait secara 
teknis, seperti pendidikan, kesehatan, modal sosial dan sebagainya yang 




5.1.2.1 Interaksi Dimensi Ketahanan Lingkungan dengan Ketahanan 
Ekonomi dan Sosial 
Dimensi ketahanan lingkungan dipengaruhi oleh dua unsur utama yakni 
Kualitas Lingkungan dan Potensi Rawan Bencana dan Tanggap Bencana. 
Hubungan dari kedua unsur tersebut akan menentukan kondisi ketahanan 
lingkungan di desa baik atau buruk. Ketahanan Lingkungan yang baik 
apabila nilai dari kualitas lingkungan meningkat pada tahun berjalan lebih 
besar dan minimnya tingkat potensi rawan bencana dengan meningkatkan 
tanggap bencana, sedangkan ketahanan lingkungan dapat dikatakan buruk 
apabila kualitas lingkungan menurun pada tahun berjalan lebih besar dan 
meningkatnya potensi rawan bencana dikarenakan menurunnya aktifitas 
tanggap bencana. Hal tersebut diungkapkan oleh oleh Pak Suhadi selaku 
Koordinator Pendamping Desa Kabupaten diperoleh sebagai berikut: 
“Ketahanan lingkungan dipengaruhi dua faktor ya, pertama, kualitas 
lingkungan. Kedua potensi rawan bencana dan bagaimana tanggap 
bencananya. Kedua faktor ini akan mencerminkan pula nilai ketahanan 
lingkungan. Kalau kualitas lingkungan desa tersebut bagus, dan potensi 
rawan bencananya kecil serta di desa tersebut ada upaya tanggap 
bencananya kaya jalur evakuasi dan sebagainya maka nilai kualitas 
desa tersebut pasti bagus” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 27 
Oktober 2020) 
Setiap unsur utama pada ketahanan lingkungan memiliki unsur nilai 
turunannya. Pertama Kualitas Lingkungan, memiliki unsur nilai turunan 
yakni ada atau tidaknya pencemaran dari limbah di desa tersebut seperti 
pencemaran air, udara, dan tanah. Pada unsur nilai turunan ini, dipengaruhi 
satu unsur dari ketahanan ekonomi yakni unsur Pasar Desa. Jadi tingginya 




dari limbah pasar dapat tertangani dengan baik pula. Hal tersebut 
diungkapkan oleh oleh Pak Suhadi selaku Koordinator Pendamping Desa 
Kabupaten diperoleh sebagai berikut: 
“Pencemaran lingkungan ini berasal dari limbah yang tidak dikelola 
dengan baik biasanya berasal dari beberapa sumber seperti rumah 
tangga, pasar dan sebagainya. Nah, unsur terbesar di ekonomi sih 
pasar. Kalo pengelolaan limbah dari keberadaan pasar bagus ya, ya 
bagus juga kualitas lingkungan disekitar desa itu. ” (Wawancara 
dilakukan pada hari Rabu, 27 Oktober 2020) 
Kedua Potensi Rawan Bencana dan Tanggap Bencana, memiliki dua 
unsur nilai turunan yakni Jumlah tindakan tanggap bencana dan Jumlah 
Bencana Alam, sehingga Potensi Rawan Bencana dan Tanggap Bencana 
memiliki pengaruh pada nilai dari tindakan tanggap bencana dan bencana 
alam. Jadi semakin tinggi tindakan atau upaya terhadap potensi bencana 
alam seperti pengadaan dan pembuatan jalur evakuasi, peringatan dini, dan 
ketersediaan peralatan penanganan bencana, serta kejadian bencana alam 
seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan sebagainya yang rendah, 
maka unsur Tanggap Bencana dapat dikatakan terkelola dengan baik. Hal 
tersebut diungkapkan oleh oleh Pak Suhadi selaku Koordinator 
Pendamping Desa Kabupaten diperoleh sebagai berikut: 
“Unsur Tanggap bencana disini dipengaruhi dua hal yang pertama 
tindakan tanggap bencana dari desa misalnya desa tersebut dipinggir 
pantai sehingga pemerintah desa membangun jalan evakuasi bencana. 
Kedua kejadian dari bencana, contohnya tsunami kemarin yang 
melanda lampung selatan, nah banyak desa yang terkena imbasnya. 
Bencana ini sangat mempengaruhi banyak hal lah contohnya beberapa 
fasilitas di Desa Bakauhuni yang rusak akibat tsunami kemarin” 
(Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 27 Oktober 2020) 
Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat diketahui bahwa 




Potensi Rawan Bencana dan Tanggap Bencana. Sedangkan pada unsur 
nilai turunan seperti permasalahan pencemaran lingkungan, yang dimana 
dipengaruhi dari unsur Tempat Pembuangan Sampah (TPA). Sedangkan 
TPA dipengaruhi dari beberapa unsur seperti pengelolan sampah warga, 
pasar desa, keragaman produksi, usaha kedai makanan, dan warung & 
minimarket. Apabila semakin beragam produksi, terdapat pasar, banyak 
usaha kedai makanan, dan warung minimarket, maka diperlukan TPA yang 
mampu menampung sampah tersebut. Selain itu pada unsur nilai turunan 
tanggap bencana dipengaruhi dari tindakan tanggap bencana dan 
banyaknya kejadian bencana alam yang terjadi di desa tersebut. 
5.1.2.2 Interaksi Dimensi Ketahanan Ekonomi dengan Ketahanan Sosial 
dan Lingkungan 
Dimensi Ketahanan Ekonomi dipengaruhi enam unsur utama yakni 
Keragaman Produksi, Lembaga Ekonomi, Perdagangan, Akses Kredit, 
Keterbukaan Wilayah, dan Akses Distribusi. Hubungan ke delapan unsur 
utama tersebut akan menentukan kondisi ketahanan ekonomi di desa baik 
atau buruk. Ketahanan Ekonomi dapat dikatakan baik apabila nilai memiliki 
keragaman produksi masyarakat desa yang banyak, Lembaga Ekonomi 
seperti BUMDes yang baik, Aktifitas Perdagangan meningkat, Terdapatnya 
Akses Kredit dan Akses Distribusi, dan Keterbukaan wilayah yang luas. 
Sedangkan apabila keragaman produksi rendah, Lembaga Ekonomi 
BUMDes lemah, Aktifitas Perdagangan menurun, tidak terdapatnya akses 




Ekonomi dapat dikatakan buruk. Hal tersebut diungkapkan oleh oleh Pak 
Suhadi selaku Koordinator Pendamping Desa Kabupaten diperoleh sebagai 
berikut: 
“Ketahanan ekonomi dipengaruhi banyak hal, kaya distribusi kredit 
lembaga ekonomi perdagangan dan sebagainya. Nah beberapa hal 
tersebut sangat mempengaruhi ketahanan ekonomi di desa.” 
(Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 27 Oktober 2020) 
Setiap unsur utama pada ketahanan ekonomi memiliki unsur nilai 
turunannya seperti, Pertama Keragaman dari Produksi Masyarakat Desa. 
Pada unsur pertama ini memiliki unsur nilai turunan yakni terdapat lebih dari 
satu jenis kegiatan ekonomi masyarakat desa. Pada unsur nilai turunan ini 
dipengaruhi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi. 
Keragaman produksi berkaitan erat dengan keberadaan BUMDes di Desa. 
Menurut Pak Rohadian, sebagai Kepala DPMD Kabupaten Lampung 
Selatan sebagai berikut: 
“BUMDes itu sebagai lembaga ekonomi sekarusnya men-support 
keberadaan Industri mikro, bahkan turun tangan membangun industri 
mikro, jadi nanti setelah ada produk bisa di akomodir dengan BUMDes” 
(Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 27 Oktober 2020) 
Dari pendapat tersebut, dapat jelaskan bahwa BUMDes dapat mengacu 
pertumbuhan industri mikro di Desa, sehingga dapat menghasilkan 
keragaman produk yang dapat diproduksi oleh masyarakat desa. Pendapat 
tersebut pula terdapat hubungan pada unsur kedua yakni Lembaga 
Ekonomi. Dimana Lembaga Ekonomi memiliki pengaruh dari unsur nilai 





Ketiga Perdagangan memiliki unsur nilai turunan berupa akses 
penduduk ke pusat perdagangan, dimana unsur turunan tersebut 
dipengaruhi dari terdapatnya Warung dan Minimarket, dan Pasar Desa. 
Apabila terjadi peningkatan nilai perdagangan di desa maka terdapat 
keberadaan dan kualitas pengelolaan pasar yang baik, serta terdapatnya 
warung dan minimarket yang banyak. Pada unsur turunan Pasar Desa juga 
mempengaruhi pencemaran lingkungan seperi yang telah disampaikan 
pada Sub Interaksi Unsur Lingkungan dan Ekonomi. Menurut Pak Suhadi 
selaku Koordinator Pendamping Desa Kabupaten diperoleh sebagai 
berikut:  
“Banyak desa belum memiliki pasar desa dan terbatasnya warung atau 
minimarket di wilayahnya, Padahal hal tersebut mempengaruhi nilai dari 
Perdagangan di Desa itu. Selain hal tersebut, kondisi jalan juga harus 
bagus ya jadi akses ke pusat perdagangan juga semakin mudah” 
(Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 27 Oktober 2020) 
Dari pendapat tersebut, bukan hanya kedua unsur tersebut saja, 
terdapat unsur nilai turunan kualitas jalan yang mempengaruhi akses 
penduduk atau masyarakat desa ke pusat perdagangan seperti pasar desa. 
Keempat Akses Kredit, memiliki unsur turunan yakni lembaga perbankan 
dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Akses Penduduk ke Kredit. Kelima 
Keterbukaan Wilayah, pada unsur ini memiliki empat unsur nilai turunan 
seperti Kualitas Jalan, Jalan dapat dilalui kendaraan roda dua lebih, 
Angkutan Umum dan Akses Internet. Apabila suatu desa memiliki 
keterbukaan wilayah yang baik, maka terdapat jalan yang berkualitas, 
angkutan umum, jalur dapat dikendari motor dan mobil, serta memiliki akses 




keterbukaan wilayah yang baik, maka desa tersebut tidak memiliki angkutan 
umum, rendahnya kualitas jalan sehingga tidak memungkinkan mobil 
berjalan, dan tidak memiliki koneksi internet. Menurut Pak Suhadi selaku 
Koordinator Pendamping Desa Kabupaten diperoleh sebagai berikut:  
“Desa dikatakan terbuka itu dilihat dari apakah ada angkutan 
umumkaya angkot yang lewat termasuk trayeknya, terus apakah jalan 
tersebut bagus sehingga bisa dilewati mobil. Nah selain itu, internet 
juga sangat mempengaruhi disini walaupun masuknya sektor sosial tapi 
berpengaruh di indikator ini” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 27 
Oktober 2020) 
Keenam Akses Distribusi, unsur ini diartikan sebagai kegiatan 
pemasaran untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian barang 
dan jasa dari produsen kepada konsumen sesuai dengan yang diperlukan 
(jenis, jumlah, tempat, harga, dan saat yang diperlukan). Sementara itu 
logistic merupakan rangkaian kegiatan pengambilan serta penempatan 
barang dari tempat dan waktu yang telah direncanakan. Unsur nilai turunan 
dari distribusi yakni terdapat kantor pos dan jasa logistic. Jadi apabila desa 
tersebut memili kantor pos dan jasa logistic, maka dapat dikatakan bahwa 
akses distribusi tersebut baik. Hal tersebut diungkapkan oleh Meki, selaku 
Sekretaris Desa Sukajaya Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut: 
“Kalau di Desa Sukajaya Penengahan sudah ada kantor pos JNE, 
walaupun perbatasan dengan desa tetangga. Kalau terkait distribusi 
logistic di desa ini sudah cukup baik. Kantor JNE ini mempermudah 
distribusi barang-barang dari luar desa maupun sebaliknya” 
(Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 11 Februari 2021). 
Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan di atas, dapat 
diketahui bahwa Ketahanan Ekonomi dipengaruhi dari Keragaman 




dan Keterbukaan Wilayah. Secara spesifik pada unsur nilai turunan pada 
Keragaman Produksi dipengaruhi oleh BUMDes dan Koperasi. Lembaga 
Ekonomi dipengaruhi oleh Usaha Kedai Makanan, BUMDes dan Koperasi. 
Perdagangan dipengaruhi oleh Kualitas Jalan, Warung dan Minimarket, dan 
Pasar Desa. Akses Kredit dipengaruhi dari Akses Penduduk ke Kredit dan 
Lembaga Perbankan dan BPR. Akses Distribusi dipengaruhi dari ada 
tidaknya kantor pos dan jasa logistic. Sedangkan pada Keterbukaan 
Wilayah dipengaruhi dari kualitas jalan, jalan yang dapat dilalui kendaraan 
roda dua dan lebih, angkutan umum, dan akses informasi.  
5.1.2.3 Interaksi Dimensi Ketahanan Sosial dengan Ketahanan 
Lingkungan dan Ekonomi 
Dimensi Ketahanan Sosial dipengaruhi empat unsur utama yakni Modal 
Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Kualitas Pemukiman. Hubungan ke 
empat unsur utama tersebut akan menentukan kondisi ketahanan sosial di 
desa baik atau buruk.  Ketahanan Sosial dapat dikatakan baik apabila nilai 
dari Modal Sosial, Kualitas Kesehatan, Kualitas Pendidikan, dan Kualitas 
Pemukiman yang baik. Namun apabila Modal Sosial, Kulitas Kesehatan, 
Kualitas Pendidikan, dan Kualitas Pemukiman buruk, maka Ketahanan 
Sosial dapat dikatakan buruk. Hal tersebut diungkapkan oleh oleh Pak 
Suhadi selaku Koordinator Pendamping Desa Kabupaten diperoleh sebagai 
berikut: 
“Kalau dimensi ketahanan sosial ini dipengaruhi beberapa hal ya, kalau 
tidak salah pendidikan, kesehatan, pemukiman dan sebagainya. Antar 
unsur disini mempengaruhi kualitas dari ketahanan sosial. Jadi nilai 




PR semua Perangkat Daerah dan Perangkat Desa ya” (Wawancara 
dilakukan pada hari Rabu, 27 Oktober 2020) 
Setiap unsur utama pada ketahanan sosial memiliki unsur nilai 
turunannya seperti, Pertama Modal Sosial, pada unsur pertama ini memiliki 
tiga unsur nilai turunan yakni Kesejahteraan Sosial, Solidaritas Sosial, Rasa 
Aman dan Toleransi. Kesejahteraan Sosial terdiri dari dua indikator yakni 
Akses Sekolah Luar Biasa dan Terdapat Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS). Solidaritas Sosial terdiri dari tiga indikator 
yakni keterbukaan ruang publik, kegiatan olahraga, dan gotong-royong. 
Rasa Aman terdiri dari tiga indikator yakni partisipasi dalam kemanan yang 
dipengaruhi pula oleh gotong royong, sarana pos kamling, dan konflik antar 
kelompok/ individu. Sedangkan pada toleransi terdiri dari dua indikator 
yakni keberagaman agama dan keberagaman suku dan bahasa. Menurut 
Pak Rohadian, sebagai Kepala DPMD Kabupaten Lampung Selatan 
sebagai berikut: 
“Modal Sosial merupakan hal penting yang perlu ditemukan dan 
dibangun dari masyarakat di desa itu sendiri contohnya gotong royong. 
Kalau di IDM, Modal Sosial itu terdiri kesejahteraan sosial kaya 
penyandang kesejahteraan dll, solidaritas sosial ada hubungannya 
dengan rasa aman dan toleransi juga disini.” (Wawancara dilakukan 
pada hari Rabu, 27 Oktober 2020) 
Kedua Kesehatan, memiliki 3 unsur nilai turunan seperti Jaminan 
Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, dan Keberdayaan Masyarakat dalam 
Kesehatan. Jaminan Kesehatan berkaitan erat dengan banyaknya 
masyarakat yang menjadi kepesertaan BPJS. Sedangkan Pelayanan 
Kesehatan terdiri dari indikator seperti Jarak Sarana Kesehatan, dan 




Indikator Jarak Sarana Kesehatan berhubungan dekat dengan kualitas 
jalan dan angkutan umum dari ketahanan ekonomi. Hal tersebut 
diungkapkan oleh oleh Pak Suhadi selaku Koordinator Pendamping Desa 
Kabupaten diperoleh sebagai berikut: 
“Jalan dan Kendaraan (Angkutan Umum) berpengaruh dengan 
kemudahan akses masyarakat terhadap fasilitas yang dibutuhkan 
contohnya sarana puskesmas rumah sakit sama tempat penting 
lainnya” (Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 27 Oktober 2020) 
Selain itu, Keberdayaan Masyarakat pada kesehatan dinilai dari akses 
ke perpustakaan dan aktivitas posyandu. Ketiga, Pendidikan memiliki tiga 
unsur nilai turunan yang terdiri dari Pendidikan Formal, Pendidikan Non-
formal, dan Akses ke Pengetahuan. Pendidikan Formal terdiri dari 4 
indikator seperti Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 
Menengah Atas, dan Sekolah Luar Biasa. Hal tersebut diungkapkan oleh 
oleh Pak Suhadi selaku Koordinator Pendamping Desa Kabupaten 
diperoleh sebagai berikut: 
“Di setiap wilayah sekarang punya sarana pendidikan ya dari tingkat 
PAUD, Taman Kanak-kanak (TK), SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK. 
Karena ini fasilitas pendidikan formal yang perlu dijamin oleh 
pemerintah khususnya Dinas Pendidikan. Dan kami juga selalu 
koordinasi melalui masing-masing pemerintah desa ke Dinas 
Pendidikan. Owya, itu juga sama pendidikan tidak formal udah banyak 
di masing-masing wilayah kaya kursus dan sebagainya yang dinaungi 
swasta maupun pemerintah. Tadi yang saya sampaikan itu sangat 
menunjang Kualitas Pendidikan disini” (Wawancara dilakukan pada hari 
Rabu, 27 Oktober 2020) 
Selain Pendidikan Formal, terdapat Pendidikan Non-formal yang terdiri 
dari Akses PAUD, Kegiatan PKBM, dan Kursus. Selanjutnya Akses ke 
Pengetahuan yang merupakan taman baca masyarakat atau perpustakaan 




Akses Air Bersih dan Layak Minum, Akses Listrik, dan Akses Fasilitas 
Sanitasi. Jadi semakin tinggi Kualitas Pemukinan, maka terdapatnya Air 
Bersih dan Layak Minum, Akses Listrik, dan Akses Fasilitas Sanitasi untuk 
seluruh masyarakat yang terdapat di desa tersebut. Namun apabila Kualitas 
Pemukiman tersebut rendah, maka dapat terlihat tidak adanya atau 
terbatasnya Air Bersih dan Layak Minum, Akses Listrik, dan Akses Sanitasi 
untuk masyarakat. Pada unsur Akses Air Bersih terdiri dari 2 indikator yakni 
warga yang memiliki sumber air minum, dan akses warga memiliki air mandi 
dan cuci. Sedangkan pada Akses Fasilitas Sanitasi terdiri dari 2 indikator 
yakni terdapatnya toilet dan terdapatnya tempat pembuangan sampah atau 
TPA. Kedua indikator ini, berkaitan dengan unsur pencemaran lingkungan 
dari ketahanan lingkungan, karena apabila suatu wilayah tersebut tidak 
memiliki TPA dan toilet, maka akan tercemarnya air di wilayah tersebut.  
Jadi semakin tinggi tindakan atau upaya terhadap potensi bencana 
alam seperti pengadaan dan pembuatan jalur evakuasi, peringatan dini, dan 
ketersediaan peralatan penanganan bencana, serta kejadian bencana alam 
seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan sebagainya yang rendah, 
maka unsur Tanggap Bencana dapat dikatakan terkelola dengan baik. Hal 
tersebut diungkapkan oleh oleh Pak Suhadi selaku Koordinator 
Pendamping Desa Kabupaten diperoleh sebagai berikut: 
“Unsur Tanggap bencana disini dipengaruhi dua hal yang pertama 
tindakan tanggap bencana dari desa misalnya desa tersebut dipinggir 
pantai sehingga pemerintah desa membangun jalan evakuasi bencana. 
Kedua kejadian dari bencana, contohnya tsunami kemarin yang 
melanda lampung selatan, nah banyak desa yang terkena imbasnya. 




fasilitas di Desa Bakauhuni yang rusak akibat tsunami kemarin” 
(Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 27 Oktober 2020) 
Berdasarkan pernyataan dari informan di atas, dapat diketahui bahwa 
Ketahanan Lingkungan dipengaruhi dari Pencemaran Lingkungan, dan 
Potensi Rawan Bencana dan Tanggap Bencana. Sedangkan pada unsur 
nilai turunan seperti permasalahan pencemaran lingkungan, yang dimana 
dipengaruhi dari beberapa unsur salah satunya Pasar Desa. Selain itu pada 
unsur nilai turunan tanggap bencana dipengaruhi dari tindakan tanggap 
bencana dan banyaknya kejadian bencana alam yang terjadi di desa 
tersebut. Hal tersebut dijelaskan pula oleh Meki selaku Sekretaris Desa 
Sukajaya Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut: 
“Bukan rahasia umum lagi kalau Desa Sukajaya sungainya sudah 
tercemar, ini kamu bisa liat mas di sungai deket sini. Penyebabnya 
diakibatkan tumpukan sampah dari masyarakat yang membuang 
sampah sembarang. Jadi TPA sangat mempengaruhi selain kebiasaan 
masyarakat yang buang sampah” (Wawancara dilakukan pada hari 
Kamis, 11 Februari 2021). 
Berdasarkan pernyataan dari beberapa informan di atas, dapat 
diketahui bahwa Ketahanan Sosial dipengaruhi dari Modal Sosial, 
Kesehatan, Kualitas Pemukiman, dan Pendidikan. Selain dipengaruhi oleh 
unsur nilai turunan, Ketahanan sosial dipengaruhi dan mempengaruhi 
ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan seperti pada indikator toilet 





5.1.3 Simulasi dan Skenario Model Pembangunan Desa 
Berdasarkan pengaruh antar unsur pada Ketahanan Sosial, 
Lingkungan, dan Ekonomi, sehingga membentuk Causal Loop Diagram 
(CLD) pada sub Interaksi Antar Unsur Pembangunan Desa (Gambar 5.19). 
CLD digunakan sebagai acuan pembentukan Stock Flow Diagram (SFD). 
Stock (level) merupakan istilah structural untuk akumulasi dan karakteristik 
keadaan dan pembangkit informasi, dengan aksi dan keputusan yang 
didasarkan padanya. Flow (rate), merupakan aktifitas atau aliran yang 
berkontribusi terhadap perubahan persatuan waktu suatu unsur level 
(Oladokun & Clinton, 2018). SFD pengukuran Pembangunan Desa 
Tertinggal di Kabupaten Lampung Selatan dapat dilihat pada gambar 5.15. 
Gambar 5.15 menunjukan bahwa unsur Ekonomi Masyarakat Desa, 
Sosial Masyarakat, dan Kualitas Lingkungan berperan sebagai level. Hal ini 
disebabkan karena ketiga unsur tersebut dapat terakumulasi yang bisa 
bertambah dan/atau berkurang. Masing-masing level dipengaruhi unsur 
sebagai rate. Ekonomi Masyarakat Desa dipengaruhi langsung seperti 
Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Kualitas Pemukiman. Sebagai 
contoh, Rate Modal Sosial dipengaruhi oleh rate Kesejahteraan Sosial, 
sedangkan Kesejahteraan Sosial dipengaruhi oleh auxiliary seperti Akses 
Sekolah Luar Biasa (SLB), dan Penyandang Kesejahteraan Sosial seperti 
Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersial dan Pengemis.  
Pada level Kualitas Lingkungan dipengaruhi dari Tanggap Bencana 




dipengaruhi dari Jumlah Bencana Alam dan Jumlah Tindakan Tanggap 
Bencana. Sedangkan pada rate Pencemaran Lingkungan dipengaruhi dari 
Angkutan Umum, Toilet, dan Tempat Pembuangan Sampah. Selain itu 
pada Ekonomi Masyarakat Desa dipengaruhi dari Keragaman Produksi, 
Lembaga Ekonomi, Perdagangan, Akses Kredit dan Distribusi, dan 
Keterbukaan Wilayah sebagai rate. Masing-masing rate dipengaruhi oleh 
auxiliary, seperti Keterbukaan Wilayah sebagai rate dipengaruhi Angkutan 
Umum, Kualitas Jalan, Akses Internet, dan Jalan dapat dilalui kendaraan 
roda empat. Pada Keragaman Produksi hanya dipengaruhi oleh Badan 
Usaha Milik Desa dan Koperasi. Sedangkan pada Lembaga Ekonomi 
dipengaruhi oleh dua rate yakni Usaha Kedai Makanan dan Badan Usaha 
Milik Desa. Disisi lain, Perdagangan (level) dipengaruhi oleh akses 
penduduk ke pusat perdagangan (level), pada unsur ini dipengaruhi dari 





Gambar 5.15 Stock Flow Diagram dari Model Pembangunan Desa 

























































































































Dari gambar 5.15 dapat diditentukan formulasi hitung (formulasi 
model matematis) antar unsur yang diadopsi dari Standar Oprasional 
Prosedural (SOP) Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020 oleh 
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
(2020b). Persamaan matematis diperoleh dari hasil wawancara dan hasil 
scoring yang dilakukan setiap pendamping desa kecamatan dan 
kabupaten. Berdasarkan data historis dari Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa, dan Pendamping Desa Kabupaten, diambil data 3 
tahun terakhir mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada 
sub unsur-unsur yang mempengaruhi Pembangunan Desa (hal. 135).  
Formulasi Model Matematis, sebagai berikut: 
a. Ketahanan Lingkungan  
Pada Ketahanan Lingkungan, terdapat kualitas lingkungan sebagai 
entitas utama yang dipengaruhi oleh unsur pencemaran lingkungan dan 
tanggap bencana. Kualitas lingkungan merupakan poin, yang dipengaruhi 
dua unsur yakni, pertama, besar kecilnya pencemaran lingkungan berupa 
limbah pada air, udara, dan tanah. Kedua, tinggi rendahnya upaya dalam 
tanggap bencana yang dilakukan pemerintah desa maupun pemerintah 
daerah. Dimensi Ketahanan Lingkungan dan unsur turunannya seperti 
pencemaran lingkungan dan tanggap bencana yang dirumuskan dalam 
persamaan matematis sebagai berikut: 
𝐾𝐿 = (′𝑃𝑒𝑛𝑐𝑒𝑚𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛′ + ′𝑇𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑝 𝐵𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎′)/15 




𝑃𝐿 = (′𝑇𝑜𝑖𝑙𝑒𝑡′+′𝑇𝑃𝐴′+′𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑒𝑚𝑎𝑟𝑎𝑛′ (3,5 ≪ 𝑝𝑜𝑖𝑛 ≫)+′𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝐷𝑒𝑠𝑎′) 
dimana,  
𝐾𝐿 ∶ 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 (𝑝𝑜𝑖𝑛) 
𝑇𝐵 ∶ 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑝 𝐵𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 (𝑝𝑜𝑖𝑛) 
𝑃𝐿 ∶ 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑒𝑚𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐿𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 (𝑝𝑜𝑖𝑛) 
b. Ketahanan Ekonomi 
Pada Ketahanan Ekonomi, terdapat Ekonomi Masyarakat Desa 
sebagai entitas utama yang dipengaruhi oleh unsur Akses Distribusi, Akses 
Kredit, Keragaman Produksi, Keterbukaan Wilayah, Lembaga Ekonomi dan 
Perdagangan. Ekonomi Masyarakat Desa merupakan poin, yang 
dipengaruhi enam unsur yakni, pertama, Akses Distribusi/ Logistik dinilai 
dari terdapatnya Kantor Pos dan Jasa Logistik. Kedua, Akses Kredit terdiri 
dari dua unsur yakni tersedianya BPR dan akses kredit. Ketiga, Keragaman 
Produksi dari masyarakat yang dipengaruhi dari BUMDes/Koperasi. 
Keempat, Keterbukaan Wilayah ditentukan dari empat yakni terdapat 
angkutan umum, kualitas jalan, jalan dapat dilalui oleh kendaraan roda 
empat, dan akses internet. Kelima, Lembaga Ekonomi dipengaruhi dari dua 
hal yakni BUMDes, Koperasi, dan Usaha Kedai Makanan. Keenam, 
Perdagangan dipengaruhi dari akses penduduk ke pusat perdagangan 
yang terdiri dari Pasar Desa, Warung dan Minimarket, dan Kualitas Jalan. 
Dimensi Ketahanan Ekonomi dan unsur turunannya dapat dirumuskan 




𝐸𝑀𝐷 = (′𝐴𝑘𝑠𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖′ + ′ 𝐴𝑘𝑠𝑒𝑠 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡^′ + ′ 𝐾𝑒𝑟𝑎𝑔𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖′ 
+ ^′ 𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑏𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑊𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ′ + ′ 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖′′
+ ′𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛′)/65 
𝐾𝑃 = (′𝐵𝑈𝑀𝐷𝑒𝑠 & 𝐾𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖′+′𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘′(2,5 ≪ 𝑝𝑜𝑖𝑛 ≫))/2 
𝐿𝐸 = (′𝐵𝑈𝑀𝐷𝑒𝑠 & 𝐾𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖′+′𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎 𝐾𝑒𝑑𝑎𝑖 𝑀𝑎𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛′) 
𝑃 = (′𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛′ + 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑘𝑒 𝑝𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 (1,375 ≪ 𝑝𝑜𝑖𝑛
≫)/2)  + ′ 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝐷𝑒𝑠𝑎′ + ′ 𝑊𝑎𝑟𝑢𝑛𝑔& 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡′) 
𝐴𝐾 = (′𝐴𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑘𝑒 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡′+′𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑏𝑎𝑛𝑘𝑎𝑛 & 𝐵𝑃𝑅′) 
𝐾𝑊 = (′𝐴𝑘𝑠𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡′+′𝐴𝑛𝑔𝑘𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑈𝑚𝑢𝑚′+′𝑘𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛′
+ ′ 𝐽𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑙𝑢𝑖 𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑟𝑜𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑎 & 𝑙𝑒𝑏𝑖ℎ′) 
𝐴𝐷 = (′𝐾𝑎𝑛𝑡𝑜𝑟 𝑃𝑜𝑠 & 𝐽𝑎𝑠𝑎 𝐿𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘′) 
dimana, 
𝐸𝑀𝐷 ∶ 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝐷𝑒𝑠𝑎 (𝑝𝑜𝑖𝑛) 
𝐾𝑃    ∶ 𝐾𝑒𝑟𝑎𝑔𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 (𝑝𝑜𝑖𝑛) 
𝐿𝐸     ∶ 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑔𝑎 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 (𝑝𝑜𝑖𝑛) 
𝑃        ∶ 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 (𝑝𝑜𝑖𝑛) 
𝐴𝐾     ∶ 𝐴𝑘𝑠𝑒𝑠 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 (𝑝𝑜𝑖𝑛) 
𝐾𝑊    ∶ 𝐾𝑒𝑡𝑒𝑟𝑏𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑊𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ (𝑝𝑜𝑖𝑛) 
𝐴𝐷      ∶ 𝐴𝑘𝑠𝑒𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 (𝑝𝑜𝑖𝑛) 
c. Ketahanan Sosial 
Pada Ketahanan Sosial, terdapat sosial masyarakat sebagai entitas 
utama yang dipengaruhi oleh unsur Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, 




dipengaruhi empat unsur yakni, pertama, Pendidikan terdiri dari beberapa 
indikator seperti Pendidikan Formal (SLB, SD/MI, SMP/MTS, hingga 
SMA/MA/SMK), Pendidikan Non Formal (PAUD, PKBM, Kursus), dan 
Fasilitas Pengetahuan seperti Perpustakaan atau Rumah Baca 
Masyarakat. Kedua, Modal Sosial terdiri dari beberapa indikator yakni 
Kesejahteraan Sosial (Akses SLB dan Penyandang Kesejahteraan Sosial), 
Solidaritas Sosial (Keterbukaan Ruang Publik, Kegiatan dan Kelompok 
Olahraga, Gotongroyong), Rasa Aman (Partisipasi warga dalam 
keamanan, sarana pos kamling, dan konflik antar kelompok), dan Toleransi 
(Keberagaman Agama, Suku, dan Bahasa).  
Ketiga, Kesehatan terdiri dari tiga unsur seperti Keberdayaan 
Masyarakat (Akses ke Puskesmas Desa dan Aktifitas Posyandu), 
Pelayanan Kesehatan (Ketersediaan tenaga kesehatan jarak sarana 
kesehatan yang dipengaruhi kualitas jalan dan angkutan umum), dan 
Jaminan Kesehatan seperti kepesertaan BPJS. Keempat, Kualitas 
Pemukiman terdiri dari Akses Air Bersih (Warga memiliki sumber air dan 
Akses warga memiliki air mandi & cuci), Akses Fasilitas Sanitasi (Terdapat 
Toilet dan TPA), dan Akses Listrik. Dimensi Ketahanan Sosial dan unsur 
turunannya tersebut dapat dirumuskan dalam persamaan matematis 
sebagai berikut: 





𝑀𝑆 = (′𝐾𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎ℎ𝑡𝑒𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑆𝑜𝑠𝑖𝑎𝑙′ + ′ 𝑅𝑎𝑠𝑎 𝐴𝑚𝑎𝑛′ + ′ 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑜𝑠𝑖𝑎𝑙′ 
+ ′ 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖′) 
 𝐾 = (′𝐾𝑒𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡′ + ′ 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡′ 
+ ′ 𝐽𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛′ 
𝐾𝑃 = (′𝐴𝑘𝑠𝑒𝑠 𝐴𝑖𝑟 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ′+
′
𝐴𝑘𝑠𝑒𝑠 𝐿𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑘′+′𝐴𝑘𝑠𝑒𝑠 𝐹𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖′) 
dimana, 
𝑆𝑀 ∶ 𝑆𝑜𝑠𝑖𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 (𝑝𝑜𝑖𝑛) 
𝑀𝑆 ∶ 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑜𝑠𝑖𝑎𝑙 (𝑝𝑜𝑖𝑛) 
𝐾  ∶ 𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 (𝑝𝑜𝑖𝑛) 
𝐾𝑃 ∶ 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑒𝑚𝑢𝑘𝑖𝑚𝑎𝑛 (𝑝𝑜𝑖𝑛) 
Pada tahap selanjutnya, perlu dilakukannya uji validasi dari model. 
Validasi model pembangunan desa dilakukan dengan membandingkan 
keluaran model (hasil simulasi) dengan data actual yang diperoleh dari 
sistem nyata (quantitative behavior pattern comparison). Validasi model 
dilakukan terhadap data actual yaitu data pembangunan desa pada tahun 
2018-2020. Perhitungan uji nilai tengah persentase absolut (mean absolute 
percentage error) yang dilakukan terhadap data pembangunan desa 
diperoleh nilai sebesar 0,65859%. Terdapat penyimpangan sebesar 
0,65859% antara hasil simulasi dengan data actual. Berdasarkan kriteria 
ketepatan nilai MAPE dimana apabila MAPE > 10% tidak tepat, 5% < MAPE 
> 10% tepat, dan MAPE < 5% sangat tepat. Berdasarkan ketepatan nilai 




disimpulkan bahwa model sangat tepat dan dapat diterima. Secara detail 






5.2 Analisis Data 
Untuk menindaklanjuti penyajian data lapang sebelumnya. Dalam 
mendukung peningkatan status desa (naik kelas) dari Desa Tertinggal 
menjadi Desa Mandiri di Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan 
tujuan Pemerintah tanpa desa tertinggal pada tahun 2024. Peneliti 
melakukan analisis data sesuai fokus pada penyajian data sebelumnya, 
antara lain: a) Unsur-unsur yang mempengaruhi pembangunan desa; b) 
Interaksi antar unsur pembangunan desa; dan c) Simulasi dan skenario 
model pembangunan desa. Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut 
peneliti akan menganalisis hasil yang telah ditemukan di lapangan 
berdasarkan penyajian data kedalam setiap fokus, sebagai berikut: 
5.2.1 Unsur-unsur yang mempengaruhi Pembangunan Desa 
5.2.1.1 Aspek Lingkungan 
Identifikasi aspek lingkungan merupakan langkah penting dalam 
mengenal dampak terhadap planet ini. Hal ini terbukti membantu dalam 
menetapkan dan merumuskan tujuan, target, simulasi dan skenario yang 
mungkin diarahkan untuk memecahkan masalah lingkungan. Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Lingkungan adalah keadaan sekitar 
yang mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup. 
Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi 
perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak 
langsung. Menurut Supardi (2009) Lingkungan hidup dapat didefinisikan 




kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup; 3) keseluruhan keadaan 
yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup.  
Menurut (Mardikantoro, 2014) aspek lingkungan merupakan 
kewajiban manusia terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan dari 
kegiatan sehari-hari, menghilangkan emisi dan limbah, mencapai 
efisiensi maksimum dan produktivitas tergantung pada sumber daya 
yang tersedia, dan penurunan praktik yang dapat berdampak negatif 
terhadap Negara dan ketersediaan sumberdaya generasi berikutnya. 
Mengutip dari Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan 
Hidup, Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benca, 
daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya 
yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan 
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, sehingga dapat 
dikatakan bahwa lingkungan merupakan keadaan sekitar yang 
mempengaruhi perkembangan dan tingkah laku makhluk hidup.  
Dalam pembangunan desa, aspek lingkungan merupakan hal 
yang penting. Hal tersebut sesuai dengan Permendes No. 2 Tahun 2016 
tentang Indeks Desa Membangun, dimana aspek Ketahanan Lingkungan 
merupakan salah satu aspek yang harus dipenuhi oleh seluruh desa di 
Indonesia. Pada peraturan tersebut, aspek lingkungan terdiri dari kualitas 
lingkungan, pencemaran air, tanah, dan udara, bencana alam, 
upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam. Selain itu, terdapat 




penting dalam aspek lingkungan. Menurut Sukrorini, Budiastuti, 
Ramelan, & Kafiar (2014) Sampah penyebab utama pencemaran 
lingkungan. Pengelolaan sampah warga dan industry mengakibatkan 
pertambahan jumlah sampah, sehingga TPA perlu dikaji. Untuk 
memperdalam unsur-unsur diatas, dijelaskan sebagai berikut: 
a. Kualitas Lingkungan  
Kualitas Lingkungan merupakan istilah umum yang dapat merujuk 
pada berbagai karakteristik seperti kemurnian atau polusi udara dan air, 
kebisingan, akses ke ruang terbuka, dan efek visual dari bangunan, dan 
potensi efek yang mungkin ditimbulkan oleh karakteristik tersebut 
terhadap kesehatan fisik dan mental (disebabkan oleh aktivitas 
manusia). Secara sederhana kualitas lingkungan diartikan sebagai 
keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal 
bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah (Bappeda DIY, 
2018), oleh karena itu kualitas lingkungan menjadi ukutan penting.  
Kualitas lingkungan yang mempengaruhi desa dilihat dari tingkat 
pencemaran dari air, udara, tanah, dan limbah sungai di Desa. Dari hasil 
penyajian data, dapat terdapat bahwa skor nilai rata-rata dari desa-desa 
tertinggal tersebut adalah 3,5. Dari beberapa desa tertinggal tersebut 
terdapat 2 desa yang tidak memiliki pencemaran air, udara, tanah, dan 
limbah yakni Desa Mekar Jaya dan Desa Karang Jaya. Namun pada 
desa-desa lainnya masih mengalami masalah pencemaran lingkungan 




Bangun Sari, Desa Sidomukti, dan Desa Purwodadi. Pada Desa 
Purwodadi Dalam memiliki masalah pencemaran air, udara, tanah, dan 
limbah sehingga Desa Purwodadi Dalam memiliki score 0 (yang berarti 
memiliki masalah). 
b. Rawan Bencana 
Kawasan rawan bencana merupakan suatu wilayah yang memiliki 
kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, 
geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk 
jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, 
meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan 
untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Bahaya, kerentanan, 
kapasitas dan ketahanan merupakan kejadian risiko bencana. Sebagai 
contoh ketika terjadinya curah hujan, apabila jumlahnya terlalu sedikit 
akan menjadi musim kemarau, dan dapat sebaliknya atau apabila curah 
hujan intens maka terjadi banjir, hal tersebut menjadi bahaya (Mamuji & 
Etkin, 2019) 
Rawan bencana menjadi indikator yang mempengaruhi ketahanan 
lingkungan. Dari penyajian data sebelumhya dapat dijelaskan bahwa 
terdapat beberapa desa yang rawan bencana, namun terdapat empat 
desa yang tidak memiliki ancaman dari bencana meliputi Desa Mekar 
Jaya, Desa Karang Jaya, Desa Purwodadi Dalam, dan Desa Sidomukti. 
Sedangkan desa-desa yang memiliki tingkat rawan bencana seperti 




Sari, dimana desa-desa tersebut tersebar di tiga kecamatan seperti 
Kecamatan Penengahan, Kecamatan Merbabu Mataram, dan 
Kecamatan Tanjung Sari. Dari beberapa desa yang memiliki rawan 
bencana terletak didekat pantai dan pegunungan, sehingga membuat 
desa-desa tersebut terancam dari bencana seperti tsunami dan longsor. 
Hal tersebut diungkapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan menyatakan hampir 
seluruh wilayah di Lamsel rawan longsor, gempa, banjir, dan tsunami 
(Lampost.co, 2020).   
c. Tanggap Bencana 
Mengutip dari Undang-undang nomer 24 tahun 2007, Tanggap 
Bencana atau Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan 
yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk 
menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan 
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan 
kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, 
serta pemulihan prasarana dan sarana. Selain itu, Tanggap Bencana 
berkaitan dengan upaya/ tindakan terhadap potensi bencana berupa 
penyediaan fasilitas mitigasi / tanggap bencana (peringatan dini 
bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, 
jalur evakuasi) (Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 




Tanggap bencana mempengaruhi unsur pada aspek ketahanan 
lingkungan. Dari hasil penyajian data sebelumnya terdapat 6 desa 
belum melakukan tanggap bencana dan 2 desa yang sudah melakukan 
tanggap bencana dengan tindakan yang sudah baik, sehingga dari 8 
desa tersebut terdapat nilai rata-rata yakni 0,75. Desa-desa yang belum 
melakukan tindakan tanggap bencana terdiri dari Desa Baru Ranji, 
Desa Mekar Jaya, Desa Karang Jaya, Desa Bangun Sari, Desa 
Purwodadi Dalam, dan Desa Sidomukti. Sementara 2 desa yang sudah 
melakukan upaya tanggap bencana terdiri dari Desa Sukajaya, dan 
Desa Karang Raja. Sehingga terlihat masih kurangnya tindakan/upaya 
yang dilakukan desa-desa dengan status tertinggal dalam tanggap 
bencana. 
5.2.1.2 Aspek Ekonomi 
Identifikasi aspek Ekonomi merupakan langkah penting dalam 
mengenal dampak terhadap planet ini. Hal ini terbukti membantu dalam 
menetapkan dan merumuskan tujuan, target, simulasi dan skenario yang 
mungkin diarahkan untuk memecahkan masalah Ekonomi. Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ekonomi merupakan ilmu mengenai 
asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta 
kekayaan seperti keuangan, perindustrian, dan perdagangan. 
Ketahanan Ekonomi merupakan kemampuan komunitas untuk 
meramalkan, beradaptasi, dan memanfaatkan kondisi yang berubah 




beberapa indikator pendukung dalam mencapai ketahanan ekonomi 
desa, yang akan dijelaskan pada unsur-unsur sesuai dengan Permendes 
nomer 2 tahun 2016.  
a. Lembaga Ekonomi 
Lembaga ekonomi merupakan lembaga sosial yang mengatur 
masalah ekonomi berupa kebutuhan atau kesejahteraan materiil. Lebih 
spesifik lembaga ekonomi mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan 
konsumsi, baik berupa barang maupun jasa yang diperlukan oleh 
masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Lembaga 
ekonomi mempengaruhi unsur pada aspek ketahanan ekonomi. Dari 
penyajian data sebelumnya, 8 Desa tersebut memiliki nilai rata-rata 2,5. 
Hal tersebut menjelaskan bahwa masih kurangnya lembaga ekonomi 
yang terdapat dan terlibat dalam pembangunan ekonomi di desa-desa 
tersebut. Lembaga ekonomi di desa terdiri dari jumlah aktif dari Koperasi, 
BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan Usaha Kedai Makanan. Dari 8 
desa tersebut, Desa Baru Ranji dan Desa Sidomukti merupakan desa 
yang memiliki skor nilai yang terbawah yakni 1. Tidak aktifnya BUMDes 
dan Koperasi desa merupakan masalah yang menjadi kendala. 
b. Keragaman Produksi 
Produk terdiri dari barang atau jasa yang bisa ditawarkan di pasar 
untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian, atau konsumsi 
yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Keragaman produk 




suatu produk. Keragaman produk biasanya diukur secara subjektif oleh 
masing-masing individu yang menunjukkan adanya perbedaan kualitas 
suatu produk (jasa). Dengan demikian, perkembangan kualitas suatu 
produk menuntut karakter fleksibilitas agar dapat menyesuaikan diri 
dengan pasar. Didalam mempertahanan ekonomi desa, keragaman 
produksi merupakan salah satu indikator pendukung apakah suatu desa 
tersebut dapat dikatakan baik. Semakin banyak keragaman produk yang 
diproduksi oleh masyarakat desa tersebut, maka semakin baik 
ekonominya. Keragaman produksi mempengaruhi unsur pada aspek 
ketahanan ekonomi. Dari penyajian data sebelumnya, Desa-desa 
tersebut memiliki nilai rata-rata 2,5. Hal tersebut menjelaskan bahwa 
masih kurangnya keragaman produk yang diproduksi oleh masyarakat di 
desa-desa tersebut. 
c. Perdagangan 
Perdagangan merupakan proses tukar menukar barang dan jasa dari 
suatu wilayah dengan wilayah lainya. Unsur Perdagangan 
mempengaruhi didalam ketahanan ekonomi kawasan desa dengan 
memiliki beberapa indikator pendukung seperti akses penduduk ke 
pusat perdagangan, terdapat warung atau toko, dan terdapat pasar 
desa. Dengan demikian, terdapatmya akses yang dekat dengan pusat 
perdagangan, terdapat pasar desa dan warung/toko di desa tersebut 
dapat dikatakan baik. Perdagangan mempengaruhi aspek ketahanan 




nilai rata-rata 1,375 pada Akses ke Pusat Perdagangan, nilai rata-rata 
ketersediaan Pasar Desa 1, sedangkan nilai rata-rata ketersediaan 
warung atau toko adalah 4,5. Hal tersebut menjelaskan bahwa masih 
kurangnya akses ke pusat perdagangan dan keberadaan pasar desa 
oleh masyarakat di desa-desa tersebut. Sedangkan ketersediaan 
Warung/ Toko setiap desa sudah mencukupi hanya saja pada Desa 
Sidomukti yang memiliki jumlah Toko/ Warung terbatas. 
d. Akses Kredit 
Akses kredit merupakan kemampuan seseorang untuk mendapatkan 
kredit dari pihak bank dalam jumlah tertentu, jangka waktu tertentu dan 
dengan tingkat suku bunga tertentu. Akses Kredit mempengaruhi unsur 
pada aspek ketahanan ekonomi, sehingga perlu dilakukan identifikasi 
(scoring) untuk memperoleh skor akses kredit yang terdapat di semua 
desa yang berstatus tertinggal di Lampung Selatan. Didalam Permendes 
nomer 2 tahun 2016, akses kredit terdiri dari ketersediaan Lembaga 
Perbankan dan BPR (LP), dan Akses Penduduk ke Kredit (AK). Dari 
penyajian data sebelumnya terlihat bahwa akses kredit pada desa-desa 
tertinggal buruk, hal tersebut didukung tidak tersedianya lembaga 
perbankan dan BPR dan Akses Kredit yang terbatas. 
e. Keterbukaa Wilayah 
Keterbukaan wilayah merupakan keadaan informasi dan 




besar keterbukaan wilayah menunjukkan semakin terbukanya 
perekonomian suatu wilayah tersebut, sehingga unsur ini mempengaruhi 
aspek ketahanan ekonomi. Didalam Permendes nomer 2 tahun 2016, 
Keterbukaan Wilayah terdiri dari Terdapatnya Moda Transportasi Umum, 
Terdapat Jalan Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 (empat), dan kualitas 
Jalan Desa. Dari penyajian data sebelumnya, terdapat beberapa desa 
yang memiliki permasalahan tidak terdapatnya Moda Transportasi 
Umum, tidak terdapat Jalan Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 (empat), 
dan kurang memiliki kualitas Jalan Desa yang baik. Pertama Mode 
Transportasi Umum, unsur ini dihitung berdasarkan terdapatnya 
angkutan umum, trayek regular, dan jam operasi angkutan umum sesuai 
dengan permendes No. 2 tahun 2016. Dari 8 desa tertinggal hanya 1 
desa yang memiliki Moda Transportasi Umum yakni Desa Mekar Jaya. 
Sedangkan desa lainnya tidak memiliki Moda Transportasi Umum seperti 
angkot.  
Kedua, unsur Jalan Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4. Unsur ini 
dihitung berdasarkan jalan yang dapat dilalui sepanjang tahun kecuali 
musim hujan, kecuali saat tertentu sesuai dengan permendes No. 2 
tahun 2016. Dari data pada tabel 8.1 dapat terlihat bahwa desa yang 
memiliki jalan yang dapat dilalui Kedaraan Roda 4 seperti Mobil terdapat 
di Desa Sukajaya, Desa Karang Raja, Desa Karang Jaya, Desa Bangun 
Sari, Desa Purwodadi Dalam, dan Desa Sidomukti, sedangkan desa 




Mekar Jaya. Pada unsur ini masih berkaitan dengan unsur selanjutnya, 
yakni kualitas jalan desa. Karena kualitas jalan dapat mempengaruhi 
para pengguna kendaraan roda dua dan roda empat untuk dapat 
menggunakan jalan tersebut. Ketiga, unsur Kualitas Jalan Desa. Pada 
unsur ini dapat dihitung berdasarkan keadaan jalan desa berupa aspal, 
krikil, atau tanah sesuai dengan permendes No. 2 tahun 2016. Dari 8 
desa tertinggal terdapat 2 desa yang memiliki kualitas jalan dominan 
yang rendah atau masih berupa tanah, seperti pada Desa Karang Raja 
dan Desa Purwodadi Dalam.  
f. Akses Distribusi/Logistik 
Distribusi diartikan sebagai kegiatan pemasaran untuk 
memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari 
produsen kepada konsumen sesuai dengan yang diperlukan (jenis, 
jumlah, tempat, harga, dan saat yang diperlukan). Sementara itu logistic 
merupakan rangkaian kegiatan pengambilan serta penempatan barang 
dari tempat dan waktu yang telah direncanakan. Pada unsur ini terkait 
fasilitas distribusi dan logistic. Terdapatnya arus logistic/distribusi barang 
menunjukkan semakin terbukanya perekonomian suatu wilayah tersebut, 
sehingga unsur ini mempengaruhi aspek ketahanan ekonomi. Dari 
penyajian data sebelumnya, terdapat beberapa desa yang memiliki 
permasalahan tidak terdapatnya akses fasilitas distribusi/logistic seperti 
Desa Baru Ranji, Desa Karang Raja, Desa Mekar Jaya, Desa Karang 




Sedangkan hanya Desa Sukajaya terdapat kantor pos dan jasa logistik, 
walaupun lokasi dari kantor tersebut berada diperbatasan dengan Desa 
Pasuruan. 
5.2.1.3 Aspek Sosial 
Identifikasi aspek sosial merupakan langkah penting dalam 
mengenal dampak terhadap planet ini. Hal ini terbukti membantu dalam 
menetapkan dan merumuskan tujuan, target, simulasi dan skenario yang 
mungkin diarahkan untuk memecahkan masalah sosial. Menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, Sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. 
Dalam pengertian luas, ketahanan sosial merupakan bagian integral dari 
ketahanan nasional. Ketahanan sosial seperti halnya ketahanan 
ekonomi, politik, budaya, dan hukum merupakan unsur pembentuk 
ketahanan nasional. Sedangkan dalam pengertian sempit ketahanan 
sosial dipandang sebagai kemampuan komunitas dalam mengatasi 
resiko akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik (Padmiati, 2013). 
Ketahanan sosial mengenai entitas sosial dan kemampuannya untuk 
mentolerir, menyerap, mengatasi dan menyesuaikan diri dengan 
berbagai jenis ancaman lingkungan sosial.  Didalam aspek sosial 
terdapat beberapa indikator pendukung dalam mencapai ketahanan 
sosial desa. 
a. Modal Sosial 
Menurut Permendes Nomer 2 tahun 2016 tentang IDM, Modal Sosial 




Aman Penduduk, dan Kesejahteraan Sosial. Pertama, Solidaritas Sosial 
merupakan nilai yang dekat bagi masyarakat Indonesia. Karena 
solidaritas sosial merupakan perasaan emosional dan moral yang 
terbentuk pada hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan 
rasa saling percaya, kesamaan tujuan dan cita-cita, serta adanya 
kesetiakawanan dan rasa sepenanggungan. Nilai solidaritas sosial yang 
dikenal bagi masyarakat Indonesia adalah aktifitas gotong royong. Selain 
aktifitas tersebut menjadi unsur permendes No. 2 tahun 2016, terdapat 
pula keberadaan ruang publik, fasilitas olahraga, dan kelompok kegiatan 
olahraga. Masyarakat yang memiliki solidaritas sosial menunjukkan 
semakin tinggi modal sosial suatu wilayah tersebut, sehingga unsur ini 
mempengaruhi aspek ketahanan sosial. Dari penyajian data 
sebelumnya, terdapat beberapa desa yang masih memiliki 
permasalahan pada solidaritas sosial khususnya pada masalah Ruang 
Publik, Fasilitas Olahraga, dan Kelompok Olahraga. Pertama pada unsur 
Gotong royong, terdapat Desa Karang Jaya yang tidak memiliki kegiatan 
gotong royong di desa. Sedangkan di desa lainnya sudah berjalan 
aktifitas gotong royong seperti Desa Sukajaya, Desa Baru Ranji, Desa 
Karang Raya, Desa Mekar Jaya, Desa Bangun Sari, Desa Purwodadi 
Dalam, dan Desa Sidomukti. Kedua unsur Ruang Publik, dari data 
tersebut desa yang memiliki ruang publik yang dapat diakses oleh 
masyarakat secara gratis hanya terdapat di Desa Bangun Sari. 




Desa Mekar Jaya, Desa Karang Raja, Desa Purwodadi Dalam, dan Desa 
Purwosari memiliki ruang publik terbatas 
Kedua, Toleransi merupakan sikap yang dimiliki manusia untuk 
saling menghargai serta menghormati sebuah perbedaan. Unsur ini 
menghadirkan perdamaian dalam keberagamaan, sehingga unsur ini 
merupakan unsur pendukung dalam terciptanya modal sosial di setiap 
desa. Terdapatnya nilai toleransi di desa menunjukkan semakin baik 
keadaan suatu wilayah tersebut, sehingga unsur ini mempengaruhi 
aspek ketahanan sosial. Berdasarkan penyajian data sebelumnya dapat 
disimpulkan bahwa semua desa-desa tersebut sudah memiliki 
keragaman suku dan keragaman bahasa yang digunakan sehari hari. 
Namun masih terdapatnya beberapa desa yang hanya memiliki agama 
yang tunggal (tidak beragam). 
Ketiga, Rasa Aman Penduduk menjadi salah satu unsur didalam 
Modal Sosial. Rasa Aman sendiri merupakan kebutuhan mendasar yang 
mendorong individu memperoleh ketentraman, kepastian dan 
keteraturan. Terdapatnya nilai Rasa Aman Penduduk di desa 
menunjukkan semakin baik keadaan suatu wilayah tersebut, sehingga 
unsur ini mempengaruhi aspek ketahanan sosial. Didalam Permendes 
nomer 2 tahun 2016, unsur rasa aman penduduk terdiri dari 3 penilaian 
yakni Poskamling, Partisipasi Siskamling, dan Tingkat Kriminalitas. 
Berdasarkan penyajian data sebelumnya terdapat 5 desa yang memiliki 




seperti terdapat fasilitas poskamling desa, terdapat partisipasi 
masyarakat dalam kegiatan siskamling, dan tidak terjadinya konflik antar 
individu/kelompok masyarakat. Desa-desa tersebut adalah Desa 
Sidomukti, Desa Purwodadi Dalam, Desa Bangun Sari, Desa Karang 
Jaya, dan Desa Baru Ranji. Sedangkan desa lainnya tidak memiliki nilai 
yang cukup seperti Desa Sukajaya memiliki nilai yang buruk pada 
partisipasi kegiatan siskamling dan masih terdapatnya konflik antar 
individu/kelompok masyarakat desa. 
Keempat, Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya 
kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. 
Kesejahteraan Sosial merupakan salah satu unsur pembentuk Modal 
Sosial. Terdapatnya nilai Kesejahteraan Sosial di desa menunjukkan 
semakin baik keadaan suatu wilayah tersebut, sehingga unsur ini 
mempengaruhi aspek ketahanan sosial. Didalam Permendes nomer 2 
tahun 2016, unsur kesejahteraan sosial terdiri dari 2 penilaian yakni 
Sekolah Luar Biasa, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 
Berdasarkan penyajian data sebelumnya, semua desa tertinggal di 
Kabupaten Lampung Selatan sudah memiliki akses terhadap Sekolah 
Luar Biasa. Namun pada unsur PMKS masih terdapatnya desa yang 
memiliki kecuali Desa Sukajaya dan Desa Bangun Sari. 
b. Pendidikan 
Menurut Permendes Nomer 2 tahun 2016 tentang IDM, Dimensi 




dan Menengah, Akses Pendidikan Non Formal, dan Akses ke 
Pengetahuan. Beberapa unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut. 
Pertama, Pendidikan Formal merupakan pendidikan di sekolah yang 
diperoleh secara teratur, sistematis, dan bertingkat, serta mengikuti 
syarat-syarat yang jelas. Pendidikan formal disini terdiri dari Pendidikan 
Sekolah Dasar SD/MI yang berjarak kurang dari 3 km, Pendidikan 
Sekolah Menengah Pertama SMP/MTS yang berjarak kurang dari 6 km, 
dan Pendidikan Sekolah Menengah Atas SMA/SMK/MA yang berjarak 
kurang dari 6 km.  
Terdapatnya nilai Akses Sekolah Formal di desa menunjukkan 
semakin baik keadaan pendidikan wilayah tersebut, sehingga unsur ini 
mempengaruhi aspek ketahanan sosial. Berdasarkan penyajian data 
sebelumnya, selain Sekolah Dasar, pada unsur Sekolah Menengah 
Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Masih terdapat beberapa desa 
yang memiliki jarak yang jauh untuk mengkses sekolah tersebut seperti 
Desa Purwodadi yang memiliki akses SMP dan SMA yang jauh. Selain 
itu, terdapat pula Desa Baru Ranji dan Desa Karang Raja yang memiliki 
jarak tempuh SMA dengan jarak jauh. Berdasarkan pernyataan dari 
dokumentasi, dan penyajian data oleh Pendamping Desa Kabupaten 
dapat disimpulkan bahwa masih terdapatnya beberapa desa yang 
memiliki akses SMP dan SMA cukup jauh.  
Kedua, selain Pendidikan formal, terdapat unsur pendidikan non-




Akses Pendidikan Non-Formal di desa menunjukkan semakin baik 
keadaan pendidikan wilayah tersebut, sehingga unsur ini mempengaruhi 
aspek ketahanan sosial. Didalam Permendes nomer 2 tahun 2016, unsur 
Pendidikan non-formal disini terdiri dari beberapa unsur yakni Kegiatan 
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar 
Masyarakat/ Paket ABC (PKBM), dan Akses ke Pusat Keterampilan/ 
Kursus. Berdasarkan penyajian data sebelumnya, dapat disimpulkan 
bahwa desa-desa tersebut masih memiliki kendala akses Pendidikan 
non-formal seperti Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 
Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/ Paket ABC (PKBM), dan 
Akses ke Pusat Keterampilan/ Kursus. 
Ketiga, Akses Pengetahuan bagi desa berupa Taman Baca 
Masyarakat (TBM) atau Perpustakaan Desa. Terdapatnya Akses 
Pengetahuan di desa menunjukkan semakin baik keadaan pendidikan 
wilayah tersebut, sehingga unsur ini mempengaruhi aspek ketahanan 
sosial. Dari penyajian data sebelumnya, dapat terlihat bahwa hanya 5 
desa yang memiliki akses pengetahuan berupa rumah baca masyarakat 
atau perpustakaan seperti Desa Karang Raja, Desa Mekar Jaya, Desa 
Bangun Sari, Desa Purwodadi Dalam, dan Desa Sidomukti. Sedangkan 
Desa yang tidak memiliki akses pengetahuan ini seperti Desa Sukajaya, 






c. Kualitas Pemukiman 
Menurut Permendes Nomer 2 tahun 2016 tentang IDM, Dimensi 
Kualitas Pemukiman terdiri dari beberapa unsur seperti Akses ke Air 
Bersih dan Air Minum Layak, Akses ke Sanitasi, Akses ke Listrik, dan 
Akses Informasi dan Komunikasi. Beberapa unsur tersebut dijelaskan 
sebagai berikut. Pertama, Akses Air Bersih dan Layak Minum 
merupakan kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi. Terdapatnya 
nilai Akses Air Bersih dan Layak Minum di desa menunjukkan semakin 
baik keadaan kualitas pemukiman wilayah tersebut, sehingga unsur ini 
mempengaruhi aspek ketahanan sosial. Didalam Permendes nomer 2 
tahun 2016, unsur Akses Air Bersih dan Layak Minum terdiri dari 2 
penilaian yakni Mayoritas Penduduk Desa Memiliki Sumber Air Minum 
Layak, dan Akses Penduduk untuk Mandi dan Cuci. Berdasarkan 
penyajian data sebelumnya dapat disimpulkan bahwa semua desa 
sudah memiliki keadaan Sumber Air Minum Layak dan Akses 
Penduduk untuk Mandi dan Cuci sudah baik, namun dapat ditingkatkan 
kembali kualitas air di beberapa desa.  
Kedua, Akses Sanitasi merupakan fasilitas yang perlu disediakan 
disetiap wilayah. Terdapatnya Akses Sanitasi di desa menunjukkan 
semakin baik keadaan kualitas pemukiman wilayah tersebut, sehingga 
unsur ini mempengaruhi aspek ketahanan sosial. Didalam Permendes 
nomer 2 tahun 2016, unsur Akses Sanitasi terdiri dari 2 penilaian yakni 




Sampah Warga. Berdasarkan penyajian data sebelumnya, dapat 
disimpulkan bahwa saat ini masyarakat cenderung mengelola sampah 
dengan cara dibakar atau ditimbun, dan ada beberapa dibuang di 
Tempat Pembuangan Sampah (TPA), kecuali Desa Sukajaya terdapat 
masyarakat yang membuang sampah sembarang dan tidak memiliki 
TPA. 
Ketiga, Akses Listrik merupakan fasilitas yang perlu disediakan 
disetiap wilayah. Terdapatnya Akses Sanitasi di desa menunjukkan 
semakin baik keadaan kualitas pemukiman wilayah tersebut, sehingga 
unsur ini mempengaruhi aspek ketahanan sosial. Didalam Permendes 
nomer 2 tahun 2016, unsur Akses Listrik dinilai dari jumlah keluarga 
yang telah teraliri listrik. Berdasarkan penyajian data sebelumnya dapat 
disimpulkan bahwa seluruh desa sudah teraliri listrik, kecuali di Desa 
Sukajaya yang masih terdapat masyarakat yang belum teraliri listrik. 
Keempat, Saat ini, akses Informasi dan Komunikasi merupakan fasilitas 
yang perlu disediakan disetiap wilayah. Terdapatnya Akses Informasi 
dan Komunikasi di desa menunjukkan semakin baik keadaan kualitas 
pemukiman wilayah tersebut, sehingga unsur ini mempengaruhi aspek 
ketahanan sosial. Didalam Permendes nomer 2 tahun 2016, unsur 
Akses Informasi dan Komunikasi terdiri dari 3 penilaian yakni terdapat 
Akses Internet di Kantor Desa, Warga memiliki Telpon Seluler dan 
Signal yang Kuat, dan Akses Internet Warga Desa. Berdasarkan 




desa memiliki masalah pada akses internet di kantor desa, signal dan 
kepemilikan telpon seluler tidak merata, serta internet bagi warga, 
kecuali di Desa Karang Raja, Desa Purwodadi Dalam, dan Desa 
Sidomukti yang sudah memberikan akses internet bagi masyarakat 
desa. Selain itu, hanya Desa Bangun Sari dan Karang Jaya yang 
dimana warganya memiliki telpon seluler dan signal yang kuat. 
d. Kesehatan 
Menurut Permendes Nomer 2 tahun 2016 tentang IDM, Dimensi 
Kesehatan terdiri dari beberapa unsur seperti Akses Pelayanan 
Kesehatan, Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan, dan Jaminan 
Kesehatan. Beberapa unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut. 
Pertama, Akses Pelayanan Kesehatan merupakan fasilitas yang perlu 
disediakan disetiap wilayah. Terdapatnya Akses Pelayanan Kesehatan 
di desa menunjukkan semakin baik keadaan kualitas kesehatan 
masyarakat di wilayah tersebut, sehingga unsur ini mempengaruhi 
aspek ketahanan sosial. Didalam Permendes nomer 2 tahun 2016, 
unsur Akses Pelayanan Kesehatan dinilai dari 2 unsur yakni Waktu 
tempuh ke Prasarana Kesehatan kurang dari 30 menit, dan 
Tersedianya Tenaga Kesehatan seperti Bidan, Dokter, dan Nakes. 
Berdasarkan penyajian data sebelumnya. Semua desa tertinggal 
memiliki waktu jarak ke sarana kesehatan sudah sesuai yakni kurang 




ketersediaan tenaga kesehatan yang mana semua desa tidak memiliki 
tenaga kesehatan. 
Kedua, Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan merupakan 
kegiatan yang perlu disediakan disetiap wilayah. Terdapatnya 
Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan di desa menunjukkan 
semakin baik keadaan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah 
tersebut, sehingga unsur ini mempengaruhi aspek ketahanan sosial. 
Didalam Permendes nomer 2 tahun 2016, unsur Keberdayaan 
Masyarakat untuk Kesehatan dinilai dari 2 unsur yakni Akses ke 
Puskesdes, Polindes, dan Posyandu, dan Tingkat Aktifitas Posyandu. 
Berdasarkan dari penyajian data sebelumnya, beberapa desa tertinggal 
masih memiliki kendala untuk mengakses ke Puskesmas Desa, 
Polindes, atau posyandu seperti Desa Karang Jaya, Desa Sidomukti, 
Desa Bangun Sari, dan Desa Sukajaya. Ketiga, Jaminan Kesehatan 
merupakan fasilitas yang perlu diberikan setiap masyarakat desa di 
setiap wilayah. Terdapatnya Jaminan Kesehatan di desa menunjukkan 
semakin baik keadaan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah 
tersebut, sehingga unsur ini mempengaruhi aspek ketahanan sosial. 
Didalam Permendes nomer 2 tahun 2016, unsur Jaminan Kesehatan 
dinilai dari tingkat kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan 
Sosial (BPJS). Berdasarkan dari penyajian data sebelumnya. Semua 





5.2.2 Interaksi Antar Unsur Pembangunan Desa 
Penelitian menggunakan metode system dynamics membutuhkan 
berbagai dimensi dan indikator yang saling berinteraksi. Dimensi dan 
Indikator inilah yang dikenal sebagai unsur. Sebagian unsur dapat diamati 
dan diukur secara langsung (Liana, 2009). Unsur yang digunakan dalam 
sebuah penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang dapat berbentuk 
apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 
informasi tentang hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulannya. Secara 
teoritis unsur dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek, 
yang mempunyai “variasi” antara satu dengan yang lain atau satu obyek 
dengan obyek lain (Hatch & Farhady, 1981). Unsur juga dapat merupakan 
atribut dari obyek atau kegiatan tertentu. Sebelum membangun model 
Stock and Flow Diagram (SFD) pada dynamics system, perlu dimulai 
membuat Causal Loop Diagram (CLD) yang bertujuan untuk kesesuaian 
model dengan kondisi nyata (R. A. Rosalina, 2018). CLD dibuat 
berdasarkan hasil temuan lapang dan literature tentang Pembangunan 
Desa di Kabupaten Lampung Selatan.  
Sistem Pembangunan Desa tersebut mengacu pada Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 
2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Masing-masing 
dimensi terdiri dari unsur-unsur atau elemen-elemen yang lebih spesifik dan 
sangat dipengaruhi oleh pengembangan waktu, sehingga sistem 




lintas sektoral karena meliputi berbagai institusi yang terkait secara teknis, 
seperti pendidikan, kesehatan, modal sosial dan sebagainya yang berkaitan 
dengan Ketahanan Sosial. Pada penelitian ini, peneliti menganalisa 
berdasarkan hubungan satu dimensi dengan dimensi lainnya, sehingga 
dapat ditemukan sebagai berikut: 
5.2.2.1 Interaksi Dimensi Ketahanan Lingkungan dengan Ketahanan 
Ekonomi dan Sosial 
Interaksi unsur-unsur pada dimensi ketahanan lingkungan memiliki 
pengaruh dengan unsur-unsur yang dimiliki oleh dimensi ketahanan 
ekonomi dan ketehanan sosial. Dari hasil penyajian data sebelumnya, 
ditemukan bahwa Dimensi Ketahanan Lingkungan terdiri dari beberapa 





Gambar 5.16 Interaksi Subsistem Ketahanan Lingkungan terhadap Ketahanan Ekonomi dan Sosial. 



























































































































































































































































Pada model interaksi subsistem ketahanan lingkungan terhadap 
subsistem sosial dan ekonomi (gambar 5.16), dijelaskan cause and effect 
dari unsur-unsur yang terkait dalam susbsistem ketahanan lingkungan, 
sebagai berikut:  
Tabel 5.27 Cause and Effect Subsistem Ketahanan Lingkungan 
No Unsur Cause and effect 
1 Pasar Desa Positive Influential untuk Tempat 
Pembuangan Sampah  
2 Sektor Pedagang (Warung) Positive Influential untuk Tempat 
Pembuangan Sampah 
3 Tempat Pembuangan 
Sampah 
Positive Influential untuk Pencemaran air, 
tanah, udara 
4 Pencemaran air, tanah, 
udara 
Negative Influential untuk Kualitas 
Lingkungan  
5 Kualitas Lingkungan Positive Influential untuk Bencana Alam 
6 Upaya/tindakan terhadap 
bencana alam 
Positive Influential untuk kualitas lingkungan 
7 Transportasi umum Positive Influential untuk Pencemaran air, 
tanah, udara 
8 Warga memiliki jamban Positive Influential untuk Pencemaran air, 
tanah, udara 
9 Pengelolaan Sampah 
Warga 
Positive Influential untuk Tempat 
Pembuangan Akhir 
10 Pencemaran air, tanah, 
udara 
Negative Influential untuk Akses air bersih 
dan air minum 
11 Upaya/tindakan terhadap 
bencana alam 
Positive Influential untuk Bencana alam 
12 Bencana Alam Negative Influential untuk Pencemaran air, 
tanah, udara 
13 Pencemara air, tanah, 
udara 
Negative Influential untuk Bencana Alam  
 Sumber: diolah peneliti, 2021 
 
Berdasarkan gambar dan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa 
Ketahanan Lingkungan dipengaruhi dari Pencemaran Lingkungan, dan 
Potensi Rawan Bencana dan Tanggap Bencana. Sedangkan pada unsur 
nilai turunan seperti permasalahan pencemaran lingkungan, yang dimana 




TPA dipengaruhi dari beberapa unsur seperti pengelolan sampah warga, 
pasar desa, keragaman produksi, usaha kedai makanan, dan warung & 
minimarket. Apabila semakin beragam produksi, terdapat pasar, banyak 
usaha kedai makanan, dan warung minimarket, maka diperlukan TPA yang 
mampu menampung sampah tersebut. Menurut Kristiyanto (2007) Dalam 
penyediaan tempat sampah (TPA) yang jadi faktor penting diutamakan 
adalah kapasitas atau daya tampung dari TPA, semakin tinggi volume 
sampah yang diproduksi dari industri dan rumah tangga hendaknya tempat 
sampah kapasitasnya juga semakin besar. Selain itu, pada unsur nilai 
turunan tanggap bencana dipengaruhi dari tindakan tanggap bencana dan 
banyaknya kejadian bencana alam yang terjadi di desa tersebut. Karena 
Menurut Guzman & Malik (2019) Keadaan bencana sangat bergantung dari 
tindakan manusia dalam menghadapi dan menanggulanginya, sehingga 
diperlukan tindaka tanggap bencana dalam merespon bencana alam. 
Bencana sangat merugikan masyarakat, sehingga diperlukan dalam 
mengelola bencana tersebut dengan baik dan masih banyak usaha-usaha 
yang dapat di lakukan agar dampak dari bencana tersebut dapat dibuat 
seminimal mungkin yaitu dengan cara menerapkan upaya tanggap 
bencana dengan baik (Fanggidae, 2005; Husna, 2012). 
5.2.2.2 Interaksi Dimensi Ketahanan Ekonomi dengan Ketahanan Sosial 
dan Lingkungan 
Interaksi unsur-unsur pada dimensi ketahanan ekonomi memiliki 




lingkungan dan ketehanan sosial. Dari hasil penyajian data sebelumnya, 
ditemukan bahwa Dimensi Ketahanan Ekonomi terdiri dari beberapa unsur 





Gambar 5.17 Interaksi Dimensi Ketahanan Ekonomi dengan Ketahanan Sosial dan Lingkungan. 



























































































































































































































































Tabel 5.28 Cause and Effect Subsistem Ketahanan Ekonomi 
No Unsur Cause and effect 
1 Transportasi umum Positive Influential untuk jarak kesarana 
kesehatan 
2 Jalan Desa Positive Influential untuk jarak kesarana 
kesehatan 
3 Transportasi umum Positive Influential untuk jarak Pencemaran 
air, tanah, udara 
4 Kantor Pos dan Jasa 
Logistik 
Positive Influential untuk Akses 
perdagangan 
5 Kantor Pos dan Jasa 
Logistik 
Positive Influential untuk Akses distribusi 
logistik 
6 Akses Distribusi Logistik Positive Influential untuk Ekonomi 
Masyarakat Desa 
7 Keterbukaan Wilayah Positive Influential untuk Ekonomi 
Masyarakat Desa 
8 Jalan Desa Positive Influential untuk keterbukaan 
wilayah 
9 Transportasi Umum Positive Influential untuk keterbukaan 
wilayah 
10 Keterbukaan Wilayah Positive Influential untuk Ekonomi 
Masyarakat Desa 
11 Pelayanan Kredit  Positive Influential untuk Lembaga Bank dan 
BPS 
12 Lembaga Bank dan BPS Positive Influential untuk Akses ke Lembaga 
Kredit 
13 Akses ke Lembaga Kredit Positive Influential untuk UMKM 
14 UMKM  Positive Influential untuk Keragaman 
Produksi 
15 UMKM Positive Influential untuk Pasar Desa 
16 UMKM Positive Influential untuk BUMDes 
17 BUMDes Positive Influential untuk Lembaga Ekonomi 
18 Lembaga Ekonomi Positive Influential untuk Ekonomi 
Masyarakat Desa 
19 Sektor Perdagangan 
(Warung) 
Positive Influential untuk BUMDes 
20 Sektor Perdagangan 
(Warung) 
Positive Influential untuk Akses 
Perdagangan 
21 Pasar Desa Positive Influential untuk Akses 
Perdagangan 
22 Perdagangan  Positive Influential untuk Ekonomi 
Masyarakat Desa 
 Sumber: diolah peneliti, 2021 
 
Pada model interaksi subsistem ketahanan ekonomi terhadap 




dari unsur-unsur yang terkait dalam susbsistem ketahanan ekonomi pada 
tabel 5.28. Berdasarkan gambar 5.17 dan tabel 5.28, dapat diketahui bahwa 
Ketahanan Ekonomi dipengaruhi dari Keragaman Produksi, Lembaga 
Ekonomi, Perdagangan, Akses Kredit dan Distribusi, dan Keterbukaan 
Wilayah. Secara spesifik pada unsur nilai turunan pada Keragaman 
Produksi dipengaruhi oleh BUMDes dan Koperasi. Karena menurut 
Febryani et al. (2018) Pemerintah melalui BUMDes berfungsi dalam 
meningkatkan produktifitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, 
membangun dan mendukung rantai produksi dan pemasaran. Selain itu 
BUMDes sebagai wadah pengembangan ekonomi kreatif yang 
memproduksi jasa dan produk asli desa (Rahmayanti, Kusumawardhani, & 
Wardani, 2019; Ramadana, Ribawanto, & Suwondo, 2018). Selain 
mempengaruhi keragaman produksi, BUMDes merupakan salah satu 
lembaga yang mendukung ekonomi masyarakat desa (Asnawi & Amrillah, 
2020; Herman & Andrianto, 2019). Lembaga Ekonomi dipengaruhi oleh 
Usaha Kedai Makanan, BUMDes dan Koperasi. Perdagangan dipengaruhi 
oleh Kualitas Jalan, Warung dan Minimarket, dan Pasar Desa. Akses Kredit 
dipengaruhi dari Akses Penduduk ke Kredit dan Lembaga Perbankan dan 
BPR. Akses Distribusi dipengaruhi dari ada tidaknya kantor pos dan jasa 
logistic. Sedangkan pada Keterbukaan Wilayah dipengaruhi dari kualitas 
jalan, jalan yang dapat dilalui kendaraan roda dua dan lebih, angkutan 
umum, dan akses informasi. Menurut Kusuma (2019) Pertumbuhan 




Semakin tingginya pembangunan infrastruktur seperti telekomunikasi, 
jalan, dan akses, maka semakin berkembang ekonomi wilayahnya 
(Kustanto, 2020). 
5.2.2.3 Interaksi Dimensi Ketahanan Sosial dengan Ketahanan 
Lingkungan dan Ekonomi 
Interaksi unsur-unsur pada dimensi ketahanan sosial memiliki 
pengaruh dengan unsur-unsur yang dimiliki oleh dimensi ketahanan 
lingkungan dan ketehanan ekonomi. Dari hasil penyajian data sebelumnya, 
ditemukan bahwa Dimensi Ketahanan Sosial terdiri dari beberapa unsur 





Gambar 5.18 Interaksi Dimensi Ketahanan Sosial dengan Ketahanan Lingkungan dan Ekonomi. 



































































































































































































































































Tabel 5.29 Cause and Effect Subsistem Ketahanan Ekonomi 
No Unsur Cause and effect 
1 Pelayanan Kesehatan Positive Influential untuk Ketersediaan 
Tenaga Kesehatan 
2 Pelayanan Kesehatan Positive Influential untuk Kesehatan 
3 Jarak Kesarana Positive Influential untuk Pelayanan 
Kesehatan 
4 Ketersediaan Tenaga 
Kesehatan 
Positive Influential untuk Pelayanan 
Kesehatan 
5 Akses ke Poskesdes Positive Influential untuk Kesehatan 
6 Akses ke Poskesdes Positive Influential untuk Pelayanan 
Kesehatan 
7 Partisipasi Warga 
Siskamling 
Positive Influential untuk Rasa Aman 
Warga 
8 Penyelesaian Konflik Positive Influential untuk Rasa Aman 
Warga 
9 Rasa Aman Warga Positive Influential untuk Modal Sosial 
10 Tersedianya Sarana 
Poskamling 
Positive Influential untuk Rasa Aman 
Warga 
11 Akses ke Panti Sosial Positive Influential untuk Kesejahteraan 
Sosial 
12 Kesejahteraan Sosial Positive Influential untuk Modal Sosial 
13 Kesejahteraan Sosial Positive Influential untuk Akses ke Panti 
Sosial 
14 Akses ke Sekolah Luar 
Biasa 
Positive Influential untuk Kesejahteraan 
Sosial 
15 Modal Sosial Positive Influential untuk Solidaritas Sosial 
16 Solidaritas Sosial Positive Influential untuk Toleransi 
17 Toleransi Positive Influential untuk Modal Sosial 
18 Modal Sosial  Positive Influential untuk Kualitas 
Pemukiman 
19 Jaminan Kesehatan  Positive Influential untuk Kesehatan 
20 Kepesertaan BPJS Positive Influential untuk Jaminan 
Kesehatan 
21 Kepesertaan BPJS Positive Influential untuk Keberdayaan 
Masyarakat untuk Kesehatan 
22 Keberdayaan Masyarakat 
untuk Kesehatan 
Positive Influential untuk Kesehatan 
23 Kesehatan  Positive Influential untuk Kualitas 
Kesehatan 
24 Akses Fasilitas Informasi 
dan Komunikasi 
Positive Influential untuk Kualitas 
Pemukiman  
25 Akses Internet di Kantor 
Desa 
Positive Influential untuk Akses Fasilitas 
Informasi dan Komunikasi 
26 Warga memiliki Telpon 
Seluler dan Signal 
Positive Influential untuk Akses Fasilitas 
Informasi dan Komunikasi 
27 Akses Fasilitas Informasi 
dan Komunikasi 
Positive Influential untuk Warga memiliki 




No Unsur Cause and effect 
28 Akses ke Fasilitas Listik Positive Influential untuk Keluarga Teraliri 
Listrik 
29 Keluarga Teraliri Listrik Positive Influential untuk Kualitas 
Pemukiman 
30 Akses ke Fasilitas Listrik Positive Influential untuk Warga memiliki 
Telpon Seluler dan Signal  
31 Akses Air Bersih dan 
Layak Minum  
Positive Influential untuk Kualitas 
Pemukiman 
32 Akses Warga memiliki 
Kamar Mandi dan Mencuci 
Positive Influential untuk Akses Air Bersih 
dan Layak Minum 
33 Pencemaran Air, Udara, 
dan Tanah  
Negative Influential untuk Akses Air Bersih 
dan Layak Minum 
34 Warga Memiliki Sumber Air 
Layak Minum 
Positive Influential untuk Akses Air Bersih 
dan Layak Minum 
35 Akses ke Fasilitas Sanitasi Positive Influential untuk Kualitas 
Pemukiman 
36 Pengelolaan Sampah 
Warga 
Positive Influential untuk TPA 
37 Pengelolaan Sampah 
Warga 
Positive Influential untuk Akses ke Fasilitas 
Sanitasi 
38 Warga memiliki Jamban Positive Influential untuk Pencemaran Air, 
Udara, dan Tanah 
39 Akses ke Sekolah Luar 
Biasa 
Positive Influential untuk Akses Pendidikan 
Dasar-Menengah Atas 
40 Akses Pendidikan Dasar-
Menengah Atas 
Positive Influential untuk Pendidikan 
41 Akses Pendidikan SD/MI Positive Influential untuk Akses Pendidikan 
Dasar-Menengah Atas 
42 Akses Pendidikan 
SMP/MTS 
Positive Influential untuk Akses Pendidikan 
Dasar-Menengah Atas 
43 Akses Pendidikan 
SMA/SMK/MAN 
Positive Influential untuk Akses Pendidikan 
Dasar-Menengah Atas 
44 Akses Pengetahuan 
Masyarakat  
Positive Influential untuk Pendidikan 
45 Perpustakaan Desa Positive Influential untuk Akses 
Pengetahuan Masyarakat 
46 Kegiatan Paud Positive Influential untuk Akses Pendidikan 
Non-Formal 
47 Kegiatan PKBM (Paket C) Positive Influential untuk Akses Pendidikan 
Non-Formal 
48 Kegiatan Kursus Positive Influential untuk Akses Pendidikan 
Non-Formal 






Pada model interaksi subsistem ketahanan sosial terhadap 
subsistem ekonomi dan lingkungan (gambar 5.18), dijelaskan cause and 
effect dari unsur-unsur yang terkait dalam susbsistem ketahanan ekonomi 
pada tabel 5.29. Setiap unsur utama pada ketahanan sosial memiliki unsur 
nilai turunannya seperti, Pertama Modal Sosial, pada unsur pertama ini 
memiliki tiga unsur nilai turunan yakni Kesejahteraan Sosial, Solidaritas 
Sosial, Rasa Aman dan Toleransi. Kesejahteraan Sosial terdiri dari dua 
indikator yakni Akses Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Terdapat Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Menurut Venty, Wibhawa, & 
Taftazani (2016) Sekolah Luar Biasa yang menyelenggarakan pelayanan 
sosial, sebagai salah satu usaha kesejahteraan sosial. PMKS merupakan 
seseorang yang tergolong memiliki masalah kesejahteraan sosial 
((Nurhaeni, 2020). Apabila tidak terdapatnya akses SLB dan terdapatnya 
PMKS yang banyak maka kesejahteraan sosial di desa tersebut rendah. 
Sebaliknya jika terdapat SLB dan minimnya PMKS (atau PMKS tertangani) 
maka kesejahteraan sosial desa tersebut tinggi. Sedangkan Solidaritas 
Sosial terdiri dari tiga indikator yakni keterbukaan ruang publik, kegiatan 
olahraga, dan gotong-royong. Rasa Aman terdiri dari tiga indikator yakni 
partisipasi dalam kemanan yang dipengaruhi pula oleh gotong royong, 
sarana pos kamling, dan konflik antar kelompok/ individu. Masyarakat yang 
relative mengamalkan nilai gotong-royong, maka masyarakat di desa 




2020; Sayoko, 2015). Pada toleransi terdiri dari dua indikator yakni 
keberagaman agama dan keberagaman suku dan bahasa. 
Kedua Kesehatan, memiliki 3 unsur nilai turunan seperti Jaminan 
Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, dan Keberdayaan Masyarakat dalam 
Kesehatan. Jaminan Kesehatan berkaitan erat dengan banyaknya 
masyarakat yang menjadi kepesertaan BPJS. Sedangkan Pelayanan 
Kesehatan terdiri dari indikator seperti Jarak Sarana Kesehatan, dan 
Ketersediaan Tenaga Kesehatan seperti dokter, perawat, dan nakes. Pada 
Indikator Jarak Sarana Kesehatan berhubungan dekat dengan kualitas 
jalan dan angkutan umum dari ketahanan ekonomi. Selain itu, Keberdayaan 
Masyarakat pada kesehatan dinilai dari akses ke perpustakaan dan 
aktivitas posyandu. Ketiga, Pendidikan memiliki tiga unsur nilai turunan 
yang terdiri dari Pendidikan Formal, Pendidikan Non-formal, dan Akses ke 
Pengetahuan. Pendidikan Formal terdiri dari 4 indikator seperti Sekolah 
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah 
Luar Biasa. 
Selain Pendidikan Formal, terdapat Pendidikan Non-formal yang terdiri 
dari Akses PAUD, Kegiatan PKBM, dan Kursus. Selanjutnya Akses ke 
Pengetahuan yang merupakan taman baca masyarakat atau perpustakaan 
desa. Keempat Kualitas Pemukiman, memiliki tiga unsur nilai turunan yakni 
Akses Air Bersih dan Layak Minum, Akses Listrik, dan Akses Fasilitas 
Sanitasi. Jadi semakin tinggi Kualitas Pemukinan, maka terdapatnya Air 




seluruh masyarakat yang terdapat di desa tersebut. Namun apabila Kualitas 
Pemukiman tersebut rendah, maka dapat terlihat tidak adanya atau 
terbatasnya Air Bersih dan Layak Minum, Akses Listrik, dan Akses Sanitasi 
untuk masyarakat. Pada unsur Akses Air Bersih terdiri dari 2 indikator yakni 
warga yang memiliki sumber air minum, dan akses warga memiliki air mandi 
dan cuci, sedangkan pada Akses Fasilitas Sanitasi terdiri dari 2 indikator 
yakni terdapatnya toilet dan terdapatnya tempat pembuangan sampah atau 
TPA. Kedua indikator ini, berkaitan dengan unsur pencemaran lingkungan 
dari ketahanan lingkungan, karena apabila suatu wilayah tersebut tidak 
memiliki TPA dan toilet, maka akan tercemarnya air di wilayah tersebut. Jadi 
semakin tinggi tindakan atau upaya terhadap potensi bencana alam seperti 
pengadaan dan pembuatan jalur evakuasi, peringatan dini, dan 
ketersediaan peralatan penanganan bencana, serta kejadian bencana alam 
seperti banjir, longsor, kebakaran hutan dan sebagainya yang rendah, 
maka unsur Tanggap Bencana dapat dikatakan terkelola dengan baik. 
Model perencanaan pembangunan desa melibatkan aspek lingkungan, 
ekonomi, dan sosial yang saling mempengaruhi sesuai gambar 5.19. Hal 
tersebut tidak hanya sesuai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Desa 
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Pembangunan Desa (IDM) namun 
disesuaikan dengan temuan dilapangan. Peraturan ini menjadi acuan (pola) 
pembangunan desa di Indonesia (Muhtarom, Kusuma, & Purwanti, 2018; 
Setyobakti, 2017). Aspek pembangunan sosial adalah peningkatan kualitas 




lebih dalam lagi pola relasi sosial (terutama yang menyangkut relasi kuasa), 
baik antar individu maupun kelompok (Wirutomo, 2013). Aspek ketahanan 
sosial terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu pendidikan, kesehatan, modal 
sosial, dan perumahan. Masing-masing dimensi tersebut memiliki indikator 
di dalamnya seperti solidaritas sosial, toleransi, rasa aman, dan 
kesejahteraan dalam modal sosial. Sedangkan pada dimensi permukiman 
terdapat beberapa indikator seperti akses air bersih dan layak minum, 
akses fasilitas sanitasi, akses fasilitas listrik, dan akses fasilitas informasi 
dan komunikasi.  
Dalam dimensi kesehatan memiliki indikator yaitu pelayanan 
kesehatan, pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, dan 
jaminan kesehatan. Selain itu, dimensi pendidikan terdiri dari indikator 
seperti akses pendidikan formal, akses pendidikan nonformal, dan akses 
perpustakaan desa. Aspek pembangunan ekonomi merupakan proses 
yang menyebabkan peningkatan pendapatan riil perkapita penduduk suatu 
daerah dalam jangka panjang yang disertai dengan perbaikan sistem 
kelembagaan. Pembangunan ekonomi bersifat multidimensi, meliputi 
berbagai aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya aspek ekonomi 
(Torado & Stephen, 2003). Dalam aspek ekonomi memiliki beberapa 
dimensi seperti keanekaragaman produksi, perdagangan, akses distribusi, 
akses kredit, kelembagaan ekonomi, dan keterbukaan wilayah. Pada aspek 
keterbukaan wilayah terdapat angkutan umum, kualitas jalan, jalan roda 




kelembagaan ekonomi terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan 
lembaga koperasi, serta terdapat warung makan dan hotel. Pada aspek 
distribusi, terdapat kantor pos dan layanan logistik di desa. Pada aspek 
perdagangan terdiri dari indikator akses penduduk ke pusat perdagangan, 
pasar desa, serta pertokoan dan minimarket. Selain itu, aspek perkreditan 
terdiri dari beberapa indikator, seperti ketersediaan bank dan akses 





Gambar 5.19 Interaksi Antar Dimensi Ketahanan Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial. 



























































































































































































































































Dalam pembangunan berkelanjutan, aspek lingkungan merupakan 
aspek penting. Menurut Rosana (2018), pembangunan lingkungan adalah 
konsep pembangunan yang memadukan aspek ekonomi, sosial, budaya, 
dan lingkungan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini mengacu pada 
pertumbuhan dengan memperhatikan keterbatasan sumber daya alam dan 
kemampuan kelembagaan masyarakat dalam melaksanakan 
pembangunan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang menjadi dasar 
penyusunan program pembangunan (Oxtavianus, Fauzi, Hariyoga, & 
Sutomo, 2014). Dalam aspek pembangunan lingkungan hidup terdiri dari 2 
dimensi yaitu pencemaran lingkungan (tanah, air, udara, dan limbah), dan 
Tanggap Bencana. Dimensi Tanggap Bencana terdiri dari dua indikator, 
yaitu jumlah bencana alam dan jumlah tindakan tanggap bencana. 
5.2.3 Simulasi dan Skenario kebijakan Pembangunan Desa 
Setelah formulasi model didapatkan, selanjutnya dilakukan simulasi 
model denga bantuan software Powersim Studio 10. Simulasi diawali 
dengan melakukan model setting. Model setting merupakan pengaturan 
simulasi sesuai dengan apa yang diteliti. Interval waktu yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 3 periode. Menurut Firmansyah (2019) minimum 
periode dalam interval waktu yakni 2 periode, namun semakin banyak 
interval waktu maka semakin baik. Penentuan waktu ini dilakukan dengan 
pertimbangan bahwa dalam kurun waktu 3 periode sudah cukup 





Tabel 5.30 Formulasi Matematis Model Pengukuran Kinerja 
No Unsur Type Equation Unit 
1 Sosial Masyarakat level 0.7215 poin 
2 Angka Pertumbuhan Sosial aux 3.164  %/year 
3 Ketahanan Sosial rate 0.0342 poin/year 
4 Kesehatan rate 14.5 poin 
5 Jaminan Kesehatan aux 2.375 poin 
6 Pelayanan Kesehatan rate 3.625 poin 
7 Ketersediaan Dokter aux 0.375 poin 
8 Jarak Sarana rate 3.25 poin 
9 Keberadayaan Masyarakat rate 8.5 poin 
10 Aktifitas Posiandu aux 4.875 poin 
11 Aksees ke Puskesdes aux 3.635 poin 
12 Modal Sosial rate 44.9375 poin 
13 Toleransi rate 13 poin 
14 Keberagaman Agama aux 3 poin 
15 Keberagaman Bahasa rate 10 poin 
16 Keberagaman Suku aux 5 poin 
17 Rasa Aman rate 12.6875 poin 
18 Sarana Pos Kamling aux 4.5 poin 
19 Konflik antar Kelompok aux 4 poin 




21 Solidaritas Sosial rate 9.5 poin 
22 Kegiatan Olahraga rate 3.5 poin 
23 Kelompok Olahraga aux 2 poin 
24 Gotong-royong aux 4.375 poin 
25 Kesejahteraan Sosial rate 9.75 poin 
26 Penyandang Kesejahteraan Sosial aux 4.75 poin 
27 Akses Sekolah Luarbiasa aux 5 poin 
28 Keterbukaan Ruang Publik aux 1.625 poin 
29 Pendidikan  rate 27.25 poin 
30 Akses Pendidikan Formal aux 17.75 poin 
31 Akses SMA aux 3.25 poin 
32 Akses SMP aux 4.5 poin 
33 Akses SD aux 5 poin 
34 Akses Pendidikan Non-formal rate 6 poin 
35 Akses Kursus aux 1.5 poin 
36 Akses PAUD aux 2.5 poin 
37 Perpustakaan Desa aux 3.5 poin 
38 Akses PKBM aux 2 poin 
39 Kualitas Pemukiman rate 33.09375 poin 




No Unsur Type Equation Unit 




42 Akses Memiliki Sumber Air aux 4.375 poin 
43 Akses Listrik aux 5 poin 
44 Akses Fasilitas Sanitasi rate 8.625 poin 
45 Pengelolaan Sampah Warga aux 3.625 poin 
46 Terdapat Toilet aux 5 poin 
47 Akses Fasilitas Infor & Komunikasi rate 7.5 poin 
48 Akses Internet Kantor Desa aux 1.5 poin 
49 Warga Memiliki Telpon & Signal rate 6 poin 
50 Akses Internet aux 2.5 poin 
51 Kualitas Lingkungan  level 0.32352 poin 
52 Ketahanan Lingkungan rate -0.01320 poin/year 
53 Angka Pertumbuhan Lingkungan aux -4.083 %/year 
54 Tanggap Bencana rate 5.125 poin 




56 Jumlah Bencana Alam aux 0.75 poin 
57 Pencemaran Lingkungan rate 3.218 poin 
58 Tempat Pembuangan Akhir (TPA) rate 3.125 poin 
59 Ekonomi Masyarakat Desa level 0.26391 poin 
60 Ketahanan Ekonomi rate -0.0096 poin/year 
61 Angka Pertumbuhan Ekonomi aux -3.649 %/year 
62 Keragaman Produksi rate 2.5 poin 
63 BUMDes & Koperasi aux 2.5 poin 
64 Lembaga Ekonomi rate 5 poin 
65 Usaha Kedai Makanan aux 2.5 poin 
66 Perdagangan rate 7.937 poin 




68 Pasar Desa aux 1 poin 
69 Warung & Minimarket aux 4.5 poin 
70 Akses Kredit rate 1 poin 
71 Akses Penduduk ke Kredit aux 1 poin 
72 Lembaga Perbankan & BPR aux 0 poin 
73 Keterbukaan Wilayah rate 11 poin 
74 Angkutan Umum aux 1.25 poin 




76 Kualitas Jalan aux 3.5 poin 
77 Akses Distribusi rate 0.375 poin 
78 Kantor Pos & Jasa Logistik aux 0.375 poin 




Setelah dilakukan model setting, dilakukan input equation sesuai 
dengan formulasi yang ditatapkan dalam Powersim Studio 10, hal tersebut 
dijelaskan pada tabel 5.30. Unsur Ekonomi Masyarakat Desa, Sosial 
Masyarakat, dan Kualitas Lingkungan berperan sebagai level. Hal ini 
disebabkan karena ketiga unsur tersebut dapat terakumulasi yang bisa 
bertambah dan/atau berkurang. Masing-masing level dipengaruhi unsur 
sebagai rate. Ekonomi Masyarakat Desa dipengaruhi langsung seperti 
Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Kualitas Pemukiman. Sebagai 
contoh, Rate Modal Sosial dipengaruhi oleh rate Kesejahteraan Sosial, 
sedangkan Kesejahteraan Sosial dipengaruhi oleh auxiliary seperti Akses 
Sekolah Luar Biasa (SLB), dan Penyandang Kesejahteraan Sosial seperti 
Anak Jalanan, Pekerja Seks Komersial dan Pengemis.  
Pemodelan dynamics system pembangunan desa, rancangan 
model, simulasi, dan analisis dilakukan dengan mengacu pada tujuan dan 
skenario pada setiap model. Beberapa skenario kebijakan yang akan 
digunakan dalam pembangunan desa sesuai dengan target dari 
Pemerintah Republik Indonesia memiliki target pada tahun 2024, yakni 
terwujudnya 10.000 Desa Berkembang dan 5.000 Desa Mandiri, serta 
mengurangi desa tertinggal menjadi 3.232 pada tahun 2024 (Pemerintah 
Indonesia, 2020). Delapan desa diantaranya terdapat di Kabupaten 
Lampung Selatan yakni  Desa Sukajaya, Desa Baru Ranji, Desa Karang 
Jaya, Desa Mekar Jaya, Desa Karang Jaya, Desa Bangun Sari, Desa 




persebaran desa yang masih tergolong sangat tertinggal dan tertinggal, 
seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung (Pemerintah 
Kabupaten Lampung Selatan, 2016).  
5.2.3.1 Skenario Model Tanpa Perubahan Kebijakan 
Skenario ini diasumsikan sebagai hasil simulasi tanpa adanya 
perubahan program dan kegiatan lingkungan, sosial, dan ekonomi pada 
pembangunan desa di desa-desa tertinggal di Kabupaten Lampung 
Selatan. Situasi ini meggambarkan ketidakaktifan pemerintah dalam 
melakukan pembangunan desa di Kabupaten Lampung Selatan. Dengan 
model ini dapat dianalisis situasi dan perilaku sistem program kegiatan pada 
bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial di Kabupaten Lampung Selatan 
dengan intervensi sama (tidak ada perubah) dari pemerintah.  
 
Gambar 5.20 Hasil Simulasi Pembangunan Desa Tanpa Perubahan 
Kebijakan 














Hasil Simulasi pembangunan desa dengan menggunakan software 
powersim 10 pada gambar 5.20, menunjukan bahwa nilai kualitas 
lingkungan (Ketahanan Lingkungan) dan Ekonomi Masyarakat Desa 
(Ketahanan Ekonomi) cenderung menurun angka pertumbuhannya setiap 
tahun, hal tersebut jika tidak ditindaklanjuti melalui program dan kegiatan 
yang tepat sasaran akan menurun menjadi desa-desa dengan status 
Sangat Tertinggal. Namun hal tersebut tidak berlaku dengan Sosial 
Masyarakat (Ketahanan Sosial), pada unsur ini cenderung naik setiap 
tahunnya, apabila pemerintah mempertahankan angka pertumbuhan sosial 
yang sama saat ini, akan tetap bertumbuh dengan baik. Dari simulasi 
tersebut, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat 
perlu memberikan dorongan kepada desa-desa yang memerlukan 
pembangunan desa pada bidang Ekonomi dan Lingkungan. 
Tabel 5.31 Simulasi Pembangunan Desa 
 
Sumber: diolah peneliti, 2021 
Berdasarkan tabel tersebut terdapat simulasi dari tiga unsur yakni 
Kualitas Lingkungan, Ekonomi Masyarakat, dan Sosial Masyarakat. 
Pertama, kualitas lingkungan menggambarkan aspek ketahanan 
lingkungan. Untuk dapat melihat pertumbuhan kualitas lingkungan, dapat 
terlihat dari unsur tanggap bencana dan pencemaran lingkungan. 
Simulasi Pembangunan Desa



















































Peningkatan perluasan daya tampung dari TPA yang berasal dari Pasar 
Desa, Keragaman Produksi, Usaha Kedai Makanan, dan sebagainya, 
dibutuhkan agar masyarakat dan  pelaku usaha agar tidak memperoses 
sampah dengan salah seperti di bakar, dibuang kesembarang tempat, dan 
ditimbun. Selain itu, bencana alam yang beberapa tahun ini bertambah 
seperti terjadinya tsunami, gempa, dan banjir tidak diimbangi dengan 
jumlah tindakan tanggap bencana yang dilakukan dibeberapa desa-desa 
tertinggal. 
Kedua, Ekonomi Masyarakat Desa menggambarkan aspek 
ketahanan ekonomi. Untuk dapat melihat pertumbuhan ekonomi 
masyarakat desa, dapat terlihat dari unsur keragaman produksi, lembaga 
ekonomi, perdagangan, akses kredit, keterbukaan wilayah, dan akses 
distribusi. Peningkatan kualitas jalan desa yang dapat dilalui oleh 
kendaraan empat, terdapat angkutan umum, dan akses internet, 
dibutuhkan agar wilayah tersebut dapat diakses dan memudahkan 
masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi seperti seperti bertani, 
berkebun, berdagang, berjualan, dan sebagainya. Berdasarkan penyajian 
data, desa-desa dengan status tertinggal membutuhkan peningkatan unsur 
angkutan umum, pasar desa, keragaman produksi, usaha kedai makanan, 
lembaga perbankan dan kredit, dan kantor pos atau jasa logistik.  
Ketiga, Sosial Masyarakat menggambarkan aspek ketahanan sosial. 
Untuk melihat pertumbuhan sosial masyarakat, dapat terlihat dari beberapa 




pemukiman. Peningkatan akses air bersih, listrik, dan fasilitas sanitasi, 
dibutuhkan agar kualitas pemukiman lebih ideal. Berdasarkan penyajian 
data, desa-desa dengan status tertinggal sudah memiliki nilai yang baik 
pada aspek ketahanan sosial. Apabila pemerintah mempertahankan nilai 
pertumbuhan semua unsur pada aspek sosial, maka akan setiap desa-desa 
tertinggal memiliki peluang untuk naik kelas pada tahun 2024 menjadi 
mandiri, namun hal tersebut perlu diimbangi dengan aspek lingkungan dan 
ekonomi agar berkelanjutan. 
5.2.3.2 Pemilihan Alternatif Strategi Peningkatan Desa Mandiri Pada 
Tahun 2024 
Pemilihan alternative strategi pada penelitian ini dilakukan dengan uji 
skenario dari masing-masing unsur yang berpengaruh terhadap 
pengukuran pembangunan desa. Uji skenario dilakukan dengan 
menambah nilai pada unsur tertentu dan variael lainnya tetap, sehingga 
diperoleh tingkat kenaikan dari kondisi sebelumnya (David & Djamaris, 
2018; Prasetyo & Wahyuati, 2016). Dalam pembangunan desa diperlukan 
model skenario untuk mengurangi desa tertinggal. Berdasarkan model 
skenario pembangunan desa, simulasi model skenario dilakukan terhadap 
unsur-unsur yang mempengaruhi ketahanan Sosial, lingkungan, dan 
ekonomi. Dalam penelitian ini arahan kebijakan untuk mencapai desa 
mandiri pada tahun 2024 dilakukan dengan mengubah indikator-indikator 
nilai di dalam aspek sosial, lingkungan dan ekonomi berdasarkan 




Murithi (2008), pemilihan alternative dilakukan untuk mengetahui unsur 
yang paling berpengaruh signifikan. Pemilihan alternative strategi pada 
model pembangunan desa didasarkan pada analisa terhadap arahan 
kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Unsur yang memiliki 
potensi untuk dapat dimodifikasi nilainya yaitu aspek lingkungan, ekonomi, 
dan sosial. Arahan kebijakan dalam model ini terbagi dalam satu skenario 
yaitu: Pertama, tetap mempertahankan nilai pertumbuhan pada aspek 
sosial, atau pada aspek ini tidak memiliki perubahan yang signifikan dalam 
kurun waktu dekat sehingga tidak dilakukan uji skenario. Kedua, menaikan 
nilai pada aspek ekonomi 17 persen. Ketiga, pada aspek lingkungan 
dinaikan menjadi 14 persen. Dari hasil skenario tersebut menghasilkan rata-
rata pembangunan desa di Desa Sukajaya, Desa Baru Ranji, Desa Karang 
Raja, Desa Mekar Jaya, Desa Karang Raja, Desa Bangun Sari, Desa 
Purwodadi Dalam, dan Desa Sidomukti. 
Alternatif 1 dilakukan dengan menaikan pada nilai ekonomi sebesar 
17 persen dari nilai awal. Peningkatan nilai ekonomi masyarakat desa dapat 
ditingkatkan apabila: 1) Mewujudkan pembangunan pasar desa karena saat 
ini desa-desa tersebut tidak memilikinya. Hal tersebut berupaya dalam 
memasarkan hasil produksi yang berada di desa; 2) Mendorong keragaman 
produksi dari UMKM dan Usaha Kedai Makanan, karena terdapat beberapa 
desa yang tidak memilikinya. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui 
pemberian akses modal, pendampingan usaha, dan sebagainya (Lina & 




menumbuhkan keragaman produksi, sehingga diperlukan peningkatan 
kualitas dari BUMDes; 4) Meningkatkan akses kredit dari perbankan kepada 
masyarakat desa khususnya kepada UMKM, hal tersebut dapat 
memberikan peluang besar dalam menggarap segmen produktifitas UMKM 
(Lina & Indriyaningrum, 2008; Ulya, 2020); 5) Pembangunan infrastruktur 
teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung ketersediaan 
internet; 6) Menyediakan Angkutan Umum dan Trayek tetap, hal tersebut 
diperlukan dalam menunjang mobilitas masyarakat desa (Seda, Allamanda, 
Chandra, & Melina, 2019) dan dapat mempengaruhi perekonomian 
masyarakat secara spasial (Rozaq, 2019); 7) menyediakan akses kantor 
pos dan jasa logistik; 8) Membangun jalan aspal/beton agar dapat dilewati 
kendaraan bermotor roda empat.  
Unsur leverage pada Subsistem Ekonomi terdiri dari Unit Mikro Kecil 
Menengah (UMKM), transportasi umum, dan jalan desa. Pertama unsur 
UMKM mempengaruhi pada peningkatan sumber pendapatan untuk 
BUMDes. Dari hasil pinjaman modal dari BUMDes yang sudah 
dikembangkan oleh setiap UMKM dikembalikan kepada BUMDes dalam 
bentuk hutang dan pembagian income sesuai dengan kesepakatan awal 
antara BUMDes dengan UMKM terkait (Fitriani, 2020). UMKM 
mempengaruhi pada peningkatan unsur keragaman produksi, semakin 
beragamnya UMKM maka semakin banyak keragaman produksi pada desa 
tersebut (Lathifah, 2019). Kedua, unit Transportasi Umum mempengaruhi 




transportasi umum disediakan disetiap desa tertinggal agar memudahkan 
masyarakat masuk dan keluar wilayah (Sutandi, 2015; Tazaruwah, 2019). 
Unit Transportasi Umum mempengaruhi pada pengurangan pencemaran 
udara. Kualitas udara dipengaruhi perubahan/ peralihan moda transportasi 
pribadi masyarakat, semakin tinggi masyarakat menggunakan transportasi 
pribadi maka semakin banyak pencemaran udara, sehingga diperlukan 
transportasi umum (Kusminingrum, 2010). Unit transportasi umum 
mempengaruhi jarak kesarana, terdapatnya transportasi umum untuk 
masyarakat desa akan memudahkan (mendekatkan) masyarakat dalam 
menuju kesarana kesehatan. Ketiga, unit Jalan Desa mempengaruhi Kantor 
pos dan jasa logistic, jarak kesarana kesehatan, dan keterbukaan wilayah. 
Unit jalan desa mempengaruhi ketersediaan unit kantor pos dan jasa 
logistik, semakin baik dan tersedianya jalan desa maka akan 
mempermudah kantor pos dan jasa logistic dalam melakukan pelayanan 
kepada masyarkat. Unit jalan desa mempengaruhi keterbukaan wilayah, 
karena salah satu faktor mempermudah interaksi antara masyarakat desa 
tersebut dengan masyarakat desa atau kota adalah terdapatnya fasilitas 
jalan desa (Arshinta, Budiyono, & Suwarni, 2015; Hariayanto, 2012). 
Menurut Utomo (2010) faktor jalan merupakan pendukung dalam 
meningkatkan interaksi antar masyarakat ke area fungsi pusat kegiatan 
diluar desa dalam mempercepat peningkatan dari desa tertinggal. 
Pada alternative ini, dengan menaikan nilai pertumbuhan pada 




dilihat peningkatan setiap tahunnya, yang dimana rata-rata desa mencapai 
nilai 0,74 pada tahun 2024, sesuai dengan gambar dibawah ini: 
 
Gambar 5.21 Hasil Penambahan Nilai Pada Aspek Ekonomi 
Sumber: diolah peneliti, 2021 
Dari hasil penambahan nilai tersebut dapat terlihat perbedaan antara 
simulasi tanpa dan dengan adanya alternative. Sebelum adanya alternative 
dapat terlihat bahwa terjadi tren penurunan pertumbuhan pada aspek 
ekonomi yang sudah terjadi pada tahun 2018, apabila tidak dilakukan 
alternative tren pada aspek ekonomi akan terus menurun. Sehingga perlu 
adanya alternative dalam upaya meningkatkan nilai ekonomi masyarakat 
desa. 
 
Gambar 5.22 Model Awal – Alternatif 1 Peningkatan Aspek Ekonomi 






























































































































 Alternatif 2 dilakukan dengan menaikan pada nilai kualitas 
lingkungan sebesar 14 persen dari nilai awal. Peningkatan nilai kualitas 
lingkungan di desa dapat ditingkatkan apabila: 1) terdapatnya Tempat 
Pembuangan Akhir (TPA) yang dapat menampung timbulan sampah yang 
berasal dari kegiatan masyarakat dan industri seperti UMKM, Kedai 
Makanan, Warung & Minimarket, serta Pasar Desa. Apabila semakin 
beragam produksi, terdapat pasar, banyak usaha kedai makanan, dan 
warung minimarket, maka diperlukan TPA yang mampu menampung 
sampah tersebut. Menurut Kristiyanto (2007) Dalam penyediaan tempat 
sampah (TPA) yang jadi faktor penting diutamakan adalah kapasitas atau 
daya tampung dari TPA, semakin tinggi volume sampah yang diproduksi 
dari industri dan rumah tangga hendaknya tempat sampah kapasitasnya 
juga semakin besar; 2) Meminimalisir resiko terjadinya bencana, pada 
unsur tanggap bencana dipengaruhi dari tindakan tanggap bencana dan 
banyaknya kejadian bencana alam yang terjadi di desa tersebut. Karena 
Menurut Guzman & Malik (2019) Keadaan bencana sangat bergantung dari 
tindakan manusia dalam menghadapi dan menanggulanginya, sehingga 
diperlukan tindaka tanggap bencana dalam merespon bencana alam. 
Bencana sangat merugikan masyarakat, sehingga diperlukan dalam 
mengelola bencana tersebut dengan baik dan masih banyak usaha-usaha 
yang dapat di lakukan agar dampak dari bencana tersebut dapat dibuat 
seminimal mungkin yaitu dengan cara menerapkan upaya tanggap 




Program yang dapat dilakukan dalam meminimalisir resiko terjadinya 
bencana seperti menyediakan fasilitas mitigasi / tanggap bencana 
(peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan 
keselamatan, jalur evakuasi) di desa. Tahap pencegahan dan mitigasi 
bencana dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi resiko 
bencana. Rangkaian upaya yang dilakukan dapat berupa perbaikan dan 
modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta peningkatan 
kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tahap pencegahan dan 
mitigasi bencana dapat dilakukan secara struktural maupun kultural (non 
struktural). Secara struktural upaya yang dilakukan untuk mengurangi 
kerentanan (vulnerability) terhadap bencana adalah rekayasa teknis 
bangunan tahan bencana. Sedangkan secara kultural upaya untuk 
mengurangi kerentanan (vulnerability) terhadap bencana adalah dengan 
cara mengubah paradigma, meningkatkan pengetahuan dan sikap 
sehingga terbangun masyarakat yang tangguh. Mitigasi kultural termasuk 
di dalamnya adalah membuat masyarakat peduli terhadap lingkungannya 
untuk meminimalkan terjadinya bencana. Sehingga pemerintah desa dapat 
melakukan beberapa kegiatan seperti: 1) membuat peta atau denah wilayah 
yang sangat rawan terhadap bencana; 2) pembuatan alarm bencana; 3) 
membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu; 4) memberi 
penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang 




Unsur leverage pada Subsistem Lingkungan yakni upaya/tindakan 
terhadap potensial bencana alam. Pada unsur ini mempengaruhi 
pengurangan kejadian bencana dan meningkatkan kualitas lingkungan. 
Pertama, unsur upaya/tindakan terhadap potensial bencana alam dapat 
mempengaruhi pengurangan resiko bencana alam, hal tersebut sesuai 
menurut Wicaksono & Pangestuti (2019) Jika tidak ada upaya pencegahan 
atau pengurangan tentunya akan menimbulkan bencana. Karena harus 
terdapat upaya melakukan antisipasi dan langkah-langkah untuk 
menghadapi kemungkinan terjadi bencana setiap saat. Kedua, unsur 
upaya/tindakan terhadap potensial bencana alam dapat mempengaruhi 
peningkatan kualitas lingkungan, hal tersebut dapat dilakukan dengan 
menanam pohon pada dataran miring untuk menanggulangi resiko 
terjadinya longsor sekaligus untuk meningkatkan kualitas lingkungan.  
Pada alternative ini, dengan menaikan nilai pertumbuhan kualitas 
lingkungan sesuai dengan program alternative diatas dapat dilihat 
peningkatan setiap tahunnya, yang dimana rata-rata desa mencapai nilai 
0,74 pada tahun 2024, sesuai dengan gambar dibawah ini: 
Gambar 5.23 Hasil Penambahan Nilai Pada Aspek Lingkungan 
Sumber: diolah peneliti, 2021 
Simulasi Pembangunan Desa


















































Dari hasil penambahan nilai tersebut dapat terlihat perbedaan antara 
simulasi tanpa dan dengan adanya alternative. Sebelum adanya alternative 
dapat terlihat bahwa terjadi tren penurunan kualitas lingkungan yang sudah 
terjadi pada tahun 2018, apabila tidak dilakukan alternative tren pada aspek 
lingkungan akan terus menurun. Sehingga perlu adanya alternative dalam 
upaya meningkatkan nilai kualitas lingkungan. 
 
Gambar 5.24 Model Awal – Alternatif 2 Peningkatan Aspek Lingkungan 
Sumber: diolah peneliti, 2021 
Alternatif 3 dilakukan dengan memodifikasi dua unsur yaitu kualitas 
lingkungan sebesar 14 persen, ekonomi masyarakat desa sebesar 17 
persen, dan tetap mempertahankan nilai pertumbuhan pada aspek sosial 
yakni 3,16 persen, atau pada aspek ini tidak memiliki perubahan yang 
signifikan dalam kurun waktu dekat sehingga tidak dilakukan uji skenario 































Tabel 5.32 Penambahan Nilai Pembangunan Desa 
 
Sumber: diolah peneliti, 2021 
Pada alternative 3 ini merupakan gabungan dari upaya alternative 
yang dijelaskan pada alternative 1 dan alternative 2 yakni: 1) membangun 
pasar desa; 2) meningkatkan keragaman produksi; 3) meningkatkan 
kualitas BUMDes; 4) Meningkatkan akses kredit dari perbankan; 5) 
Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk 
mendukung ketersediaan internet; 6) Menyediakan Angkutan Umum dan 
Trayek tetap; 7) menyediakan akses kantor pos dan jasa logistik; 8) 
Membangun jalan aspal/beton agar dapat dilewati kendaraan bermotor 
roda empat; 9) menyesuaikan daya tampung pada Tempat Pembuangan 
Akhir (TPA); 10) membuat peta atau denah wilayah rawan bencana; 11) 
pembuatan alarm bencana; 12) membuat bangunan tahan terhadap 
bencana tertentu; 13) memberi penyuluhan serta pendidikan yang 
mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana.  
Unsur leverage pada Subsistem Sosial terdiri dari gotong-royong, 
dan akses ke sekolah luar biasa. Pertama unsur gotong-royong dapat 
mempengaruhi peningkatan tingkat solidaritas sosial. Semakin banyak 
masyarakat yang ikut berpartisipasi pada kegiatan gotong-royong desa, 
maka tingkat solidaritas sosial dari masyarakat tersebut cenderung tinggi 
(Sayoko, 2015). Selain itu, menurut Rolitia et al. (2020) Nilai gotong-royong 
Angka Pertumbuhan Lingkungan 14,00 %/year
Angka Pertumbuhan Sosial 3,16 %/year





dapat memperkuat solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat desa. 
Selain dalam meningkatkan solidaritas sosial, gotong royong dapat 
menciptakan kemanan dan ketertiban masyarakat desa. Hal tersebut 
dijelaskan pada penelitiannya dari Wawointana (2019), menurut 
Wawointana (2019) partisipasi publik dalam menjaga dan memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat adalah keterlibatan secara aktif dari 
seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) untuk berkontribusi 
secara sadar dan sukarela dalam menjaga dan memelihara keamanan dan 
ketertiban masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan 
sampai pada tahap evaluasi, serta keikutsertaan dalam pencapaian tujuan 
untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, 
unsur Sekolah Luar Biasa mempengaruhi Kesejahteraan Sosial dan Akses 
Pendidikan Formal di Desa tersebut. Keberadaan Sekolah Luar Biasa 
mempengaruhi Akses Pendidikan Formal, karena Sekolah luar Biasa 
merupakan bagian sebuah lembaga pendidikan formal yang melayani 
pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus (Pramartha, 2015). 
Sehingga apabila desa tersebut terdapat sekolah luar biasa maka akses 
pendidikan formal bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dapat 
terpenuhi. Semua warga negara berhak memperoleh pendidikan baik bagi 
anak normal maupun anak berkebutuhan khusus, sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan dipertegas dalam Permendiknas nomor 
70 Tahun 2009 dengan memberi peluang kepada anak berkebutuhan 




pula yang menyelenggarakan Pelayanan Sosial, sebagai salah satu usaha 
kesejahteraan sosial, untuk diberikan pada anak-anak berkebutuhan 
khusus dalam bentuk kegiatan pertolongan agar mereka mampu mengatasi 
permasalahannya (WD, Wibhawa, & Taftazani, 2016), sehingga 
terdapatnya fasilitas sekolah luar biasa bukan hanya sebatas pemenuhan 
segi pendidikan formal namun sebagai pelayanan sosial yang perlu 
disediakan oleh pemerintah setempat untuk anak-anak yang memiliki 
kebutuhan khusus.  
Dengan melakukan beberapa alternative tersebut mampu menaikan 
nilai pertumbuhan kualitas lingkungan sehingga dapat dilihat peningkatan 
setiap tahunnya, yang dimana rata-rata desa mencapai nilai 0,823 pada 
tahun 2024, sesuai dengan gambar dibawah ini. Pencapaian nilai indeks 
tersebut dapat meningkatkan status desa yang sebelumnya berstatus 
tertinggal menjadi mandiri, dengan kata lain membuat kondisi ekonomi 
masyarakat desa meningkat, meningkatkan kualitas lingkungan, dan 
menambah kualitas sosial masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari Tabel 
5.33 dan Gambar 5.25, sebagai berikut: 
Tabel 5.33 Simulasi Penambahan Nilai Pembangunan Desa 
 
Sumber: diolah peneliti, 2021 
Simulasi Pembangunan Desa















































Gambar 5.25 Model Awal – Alternatif 3 Peningkatan Pembangunan 
Desa 
Sumber: diolah peneliti, 2021 
Menurut Syarifudin dan Pratomo (2013), simulasi memiliki dua teknik 
yaitu teknik simulasi statsis dan dinamis. Simulasi statis dilakukan hanya 
dengan menggunakan persamaan secara parsial. Simulasi dinamis 
dilakukan dengan menggunakan semua persamaan yang ada secara 
simultan yang dilakukan dengan mangubah seluruh unsur dalam 
persamaan akan memberikan dampak perubahan yang cukup besar. Data 
hasil simulasi uji skenario penambahan nilai tiap unsur yang diperoleh akan 
dianalisis seberapa besar pengaruhnya terhadap tingkat pertumbuhan 
unsur dengan pencapaian nilai indeks yang dihasilkan atau dilakukannya 
uji sensitivitas. Uji sensitivitas dilakukan dengan membandingkan data hasil 
pada simulasi awal dengan data hasil skenario. Perbandingan persentase 














Tabel 5.34 Perbandingan Persentase Perubahan Nilai Model Awal dan 







Alternatif 1 17 (ekonomi) 0,74 Ekonomi Masyarakat 
Desa Meningkat 
Alternatif 2 14 (lingkungan) 0,86 Kualitas Lingkungan 
Meningkat 
Alternatif 3 17 (ekonomi)  
14 (lingkungan)  
3,16 (sosial) 
0,823 Terwujudnya Desa 
Mandiri 
Sumber: diolah peneliti, 2021 
Hasil simulasi alternative kebijakan menunjukan bahwa peningkatan 
persentase perubahan nilai pada alternatif 1 yakni 17% Ekonomi hanya 
dapat mempengaruhi pencapaian indeks 0,74 pada ketahanan ekonomi. 
Apabila pada alternatif 2 yakni 14% Lingkungan hanya dapat 
mempengaruhi pencapaian indeks 0,86 pada ketahanan lingkungan. 
Sedangkan pada alternatif 3 yakni 17% Ekonomi, 14% Lingkungan, dan 
3,16% Sosial dapat mempengaruhi pencapaian indeks sebesar 0,823 pada 
pembangunan desa. Hal tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi 
peningkatan nilai lingkungan, ekonomi, dan sosial maka akan 
meningkatkan pembangunan desa di Desa-Desa Tertinggal di Lampung 
Selatan meningkat yang semula Desa Tertinggal menjadi Desa berstatus 
Mandiri. Menurut SMERU Research Institute (2019) menunjukkan beratnya 
tantangan kebijakan pengendalian ketimpangan di desa karena sebagian 
besar indikator pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial justru 




kesejahteraan desa yang makin tinggi, ketersediaan sektor pekerjaan yang 
makin beragam seperti pertokoan dan umkm, perbaikan akses terhadap air 
minum layak, dan pembangunan saluran irigasi di desa terutama pada 
kelompok wilayah Indonesia bagian timur dan kelompok wilayah luar Pulau 
Jawa yang merupakan indikator-indikator yang secara signifikan 
berkorelasi dengan ketimpangan yang lebih tinggi. Temuan pada penelitian 
ini bahwa untuk mengurangi desa berstatus tertinggal dan meningkatkan 
desa mandiri memerlukan pemenuhan beberapa subsistem seperti 
Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial yang saling berkaitan, keseimbangan dan 
berkelanjutan (Pemerintah Indonesia, 2020). 
Selain unsur-unsur tersebut, dari hasil temuan yang dilakukan oleh 
peneliti terdapat pula unsur-unsur eksternal yang mempengaruhi 






Gambar 5.26 Unsur-unsur eksternal yang mempengaruhi 
Pembangunan Desa 
Sumber: diolah peneliti, 2021   
 Dari gambar diatas terdapat unsur-unsur yang mempengaruhi 
Pembangunan Desa, unsur tersebut terdiri dari: Anggaran Pendapatan 
Desa, Kinerja Aparatur Pemerintah Desa, dan Fasilitas Pendukung 
Pemerintah Desa diperlukan dalam mendukung pembangunan desa di 



























































Tabel 5.35 Cause and Effect Unsur-Unsur Eksternal Pembangunan Desa 
No Unsur Cause and effect 
1 Pembangunan Desa Positive Influential untuk Fasilitas 
Pendukung Pemerintah Desa  
2 Pembangunan Desa Positive Influential untuk Status Desa 
3 Status Desa Positive Influential untuk Dana Desa 
4 Status Desa Positive Influential untuk Penghasilan Asli 
Desa 
5 Status Desa Positive Influential untuk Dana Bagi Hasil 
Pajak/ Retribusi 
6 Penghasilan Asli Desa Positive Influential untuk Penghasilan 
Pemerintah Desa 
7 Penghasilan Asli Desa Positive Influential untuk Pembangunan 
Desa 
8 Dana Desa Positive Influential untuk Pembangunan 
Desa 
9 Dana Bagi Hasil Pajak/ 
Retribusi 
Positive Influential untuk Pembangunan 
Desa 
10 Anggaran Dana Desa Positive Influential untuk Pembangunan 
Desa 
11 Anggaran Dana Desa Positive Influential untuk Penghasilan 
Pemerintah Desa 
12 Penghasilan Pemerintah 
Desa 
Positive Influential untuk Kinerja Pemerintah 
Desa 
13 Fasilitas Pendukung 
Pemerintah Desa 
Positive Influential untuk Kinerja Pemerintah 
Desa 
14 Kinerja Pemerintah Desa Positive Influential untuk Pembangunan 
Desa 
15 Bimbingan Teknis/ 
Pelatihan Desa 
Positive Influential untuk Kinerja Pemerintah 
Desa 
16 Bimbingan Teknis/ 
Pelatihan Desa 
Positive Influential untuk Partisipasi 
Masyarkat 
17 Dana Desa Positive Influential untuk Partisipasi 
Masyarkat 
 Sumber: diolah peneliti, 2021 
 
Pertama, dalam Pasal 71 sampai dengan 75 pada Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur sumber-sumber pembiayaan 
di Desa, sumber-sumber pendapatan di Desa seperti Pendapatan Asli 
Desa, Alokasi dari APBN, Bagi Hasil dari Pajak dan Retribusi Kabupaten, 




Pihak Ketiga yang tidak mengikat serta Lain-lain Pendapatan Desa yang 
sah. Pendapatan Desa yang tersebut diatas ada beberapa rincian yang 
menjadi kewajiban dari Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan 
tentu akan berakibat diberikan sanksi oleh Pemerintah Pusat. Untuk lebih 
jelasnya, akan dipaparkan sumber Pendapatan Desa yang di transfer dari 
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa yang 
dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan selama ini. 
Sumber-sumber pendapatan di Desa sangat mempengaruhi pembangunan 
desa, karena setiap anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakam 
pembangunan desa dan pemerintahan desa. Semakin besar pendapatan 
desa maka diharapkan semakin tinggi pembangunan di desa. Selain itu, 
sumber penghasilan pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) 
diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa, dimana sebagai dana yang bersumber dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat.  
Kedua, kinerja aparatur pemerintah desa. Dari hasil wawancara 




aparatur pemerintah desa tidak memahami konsep dasar dari indeks desa 
membangun sebagai acuan pembangunan desa dan bagaimana cara 
mencapai desa mandiri. Hal tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Rosalina (2013) dan Setiawati & Farhani (2019) 
bahwasanya terdapat hubungan yang erat antara kinerja pemerintah desa 
dengan konsep dari pembangunan desa. Semakin tinggi pengetahuan 
pemerintah dalam pembangunan desa semakin baik kinerja pemerintah 
desa tersebut. Hal tersebut dialami oleh pemerintah desa di setiap desa 
tertinggal seperti Desa Sukajaya, Desa Baru Ranji, Desa Karang Raja, 
Desa Mekar Jaya, Desa Karang Jaya, Desa Bangun Sari, Desa Purwodadi 
Dalam, dan Desa Sidomukti. Menurut Pade (2015) Pentingnya kualitas 
aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan 
pembangunan, sehingga baik atau buruknya keadaan pembangunan dan 
pemerintahan desa dapat terlihat dari kinerja yang dimiliki aparatur 
pemerintah desa. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Widyatama, Novita, & Diarespati (2017) bahwa tingkat 
kompetensi dari aparatur pemerintah desa mempengaruhi pengelolaan 
Anggaran dan perencanaan pembangunan desa, artinya semakin 
kompeten aparatur maka semakin baik dalam menggelola anggaran dan 
menghasilkan pembangunan di desa. Perlunya memaksimalkan 
pelaksanaan tugas aparatur pemerintah desa melalui peningkatan kualitas 




optimal. Aparatur pemerintah desa merupakan faktor penentu dalam 
sukses atau gagalnya pembangunan di desa (Abdullah, 2016).  
Ketiga, fasilitas pendukung pemerintah desa yang dimiliki oleh 
aparatur pemerintah desa. Menurut Abdullah (2016) fasilitas kantor 
mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah desa dalam mendukung 
kegiatan pembangunan dan pemerintahan desa. Dari hasil temuan peneliti, 
kurangnya fasilitas penunjang di kantor desa yang dialami oleh pemerintah 
desa di setiap desa tertinggal seperti di Desa Sukajaya, Desa Baru Ranji, 
Desa Karang Raja, Desa Mekar Jaya, Desa Karang Jaya, Desa Bangun 
Sari, Desa Purwodadi Dalam, dan Desa Sidomukti. Bahkan Menurut hasil 
yang diperoleh saat penelitian diketahui bahwa Desa Sukajaya tidak 
memiliki kantor desa, sehingga saat ini aparatur pemerintah desa 
menggunakan gedung rumah makan yang tidak terpakai sebagai kantor 
desa sementara. Kedaan seperti ini membuat keterbatasan aparatur 
pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan, dan pemerintahan 
desa. Selain keterbatasan anggaran, pemerintah desa tidak mengetahui 
bagaimana cara pengelolaan anggaran sebagai kegunaan pembangunan 
kantor desa, padahal sebagimana yang dimaksud Permendes No. 6 Tahun 
2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan 
daerah tertinggal, dan transmigrasi nomer 11 tahun 2019 tentang prioritas 
penggunaan dana desa tahun 2020 pada bab 2 penetapan prioritas 




mewajibkan apabila Bupati/Walikota menjamin bahwa seluruh kegiatan 





KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti selama 
dilapangan dengan mengumpulkan data yang terhubung dengan fakta 
penelitian melalui wawancara, dokumentasi, maupun observasi serta 
sesuai data yang telah disajikan dan dibahas oleh peneliti tentang 
“Permodelan Skenario Kebijakan Pengentasan Desa Tertinggal melalui 
Pendekatan System Dynamics: Studi di Kabupaten Lampung Selatan”, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Unsur-unsur yang mempengaruhi pembangunan desa di Desa 
Sukajaya, Desa Baru Ranji, Desa Karang Raja, Desa Mekar Jaya, Desa 
Karang Jaya, Desa Bangun Sari, Desa Purwodadi Dalam, dan Desa 
Sidomukti Kabupaten Lampung selatan terdiri 75 unsur yang tersusun 
di dalam 3 aspek ketahanan yakni Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan 
Lingkungan. Unsur pada aspek ketahanan ekonomi terdiri dari kualitas 
jalan, angkutan umum, jalan dapat dilalui roda empat, akses kredit, 
lembaga perbankan & BPR, Warung & minimarket, pasar desa, akses 
pusat perdagangan, usaha kedai makanan, bumdes & koperasi, 
keragaman produksi, lembaga ekonomi, perdagangan, akses kredit, 
keterbukaan wilayah, akses distribusi, kantor pos & jasa logistic. Pada 
aspek lingkungan terdiri dari unsur yakni TPA, pencemaran lingkungan, 




sedangkan pada aspek sosial terdiri dari unsur gotong-royong, 
partisipasi warga dalam keamanan, solidaritas sosial, kegiatan 
olahraga, kelompok olahraga, keterbukaan ruang publik, rasa aman, 
poskamling, konflik antar kelompok, toleransi, keberagaman agama, 
keberagaman bahasa, keragaman suku, akses poskesdes, akses 
posyandu, keberadayaan masyarakat dalam kesehatan, jarak sarana 
kesehatan, ketersediaan dokter perawat, pelayanan kesehatan, dan 
sebagainya.  
2. Dynamics System Pembangunan Desa merupakan model hubungan 
yang saling bergantung (kausal) antar aspek ekonomi, social, dan 
lingkungan disetiap desa di Kabupaten Lampung Selatan. Model ini 
secara signifikan menunjukan perencanaan pembangunan desa secara 
berkelanjutan sehingga dapat mengurangi desa tertinggal dan 
meningkatkan desa mandiri.  
3. Alternative kebijakan yaitu meningkatkan kualitas lingkungan sebesar 
14 persen, ekonomi masyarakat desa sebesar 17 persen, dan tetap 
mempertahankan nilai pertumbuhan pada aspek sosial yakni 3,16 
persen, atau pada aspek ini tidak memiliki perubahan yang signifikan 
dalam kurun waktu dekat sehingga tidak dilakukan uji skenario. 
Alternatif kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah seperti: 1) 
membangun pasar desa; 2) meningkatkan keragaman produksi; 3) 
meningkatkan kualitas BUMDes; 4) meningkatkan akses kredit dari 




komunikasi untuk mendukung ketersediaan internet; 6) Menyediakan 
Angkutan Umum dan Trayek tetap; 7) menyediakan akses kantor pos 
dan jasa logistik; 8) Membangun jalan aspal/beton agar dapat dilewati 
kendaraan bermotor roda empat; 9) menyesuaikan daya tampung pada 
Tempat Pembuangan Akhir (TPA); 10) membuat peta atau denah 
wilayah rawan bencana; 11) pembuatan alarm bencana; 12) membuat 
bangunan tahan terhadap bencana tertentu; 13) memberi penyuluhan 
serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di 
wilayah rawan bencana. Selain 13 alternatif program tersebut, 
kebutuhan pemerintah desa dalam peningkatan kualitas aparatur 
pemerintah desa, fasilitas kantor pemerintah desa, dan sumber 
anggaran pendanaan dalam pembangunan desa dalam mendukung 
tercapainya pelaksanaan pembangunan yang optimal.  
6.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengajukan saran 
sebagai berikut: 
1. Pada unsur-unsur pembentuk Indeks Pembangunan Desa sesuai 
Permendes No. 2 tahun 2016 perlu diperbaiki sesuai penelitian ini 
dikarenakan terdapat beberapa kekurangan seperti: 
a. Terjadi perbedaan beberapa unsur-unsur antara Permendes No. 2 
Tahun 2016 dengan unsur-unsur yang dihitung oleh Pendamping 
Desa sehingga terdapat unsur yang tidak terhitung seperti unsur 




dan terdapat unsur yang dihitung lebih seperti unsur partisipasi 
warga dalam gotong royong, sehingga perlu adanya konsistensi 
antara unsur yang sudah ditetapkan pada regulasi dengan 
pemenuhan data lapang oleh Pendamping Desa.  
b. Perbaharui Formulasi hitung dalam Indeks Pembangunan Desa 
sesuai hasil penelitian.  
c. Penambahan beberapa unsur-unsur baru yang berpengaruh 
namun belum tercantum seperti Unit Mikro Kecil Menengah dan 
Tempat Pembuangan Akhir. 
d. Nomenklatur unsur-unsur pada regulasi ini perlu diperbaharui 
supaya lebih efektif dan tidak memiliki arti jamak seperti unsur 
terdapat PMKS sebagai unsur pembentuk kesejahteraan sosial, 
diganti menjadi PMKS Tertangani atau tidak ada PMKS.  
e. Pemerintah dapat menggunakan Model Pembangunan Desa 
dengan pendekatan System Dynamics yang telah dihasilkan dalam 
penelitian ini untuk menghitung Pembangunan Desa. 
2. Perlu adanya integrasi yang kuat dan jelas antara Pemerintah Daerah 
dan Pemerintah Desa mengenai Pembangunan Desa, setiap unsur-
unsur dalam pembangunan desa dapat dilakukan oleh stakeholder 
terkait sesuai kewenangannya.  
3. Pemerintah Desa dapat mengupayakan atau melakukan penggalian 
potensi desa dan pendampingan usaha baru, menyiapkan sumber daya 




perbankan dalam akses kredit seperti program BRI Link oleh PT Bank 
Republik Indonesia, bekerjasama dengan kantor pos dan jasa logistic 
seperti JNE dalam upaya penyediaan akses logistik dari dan ke luar 
desa, membangun jalan desa, membangun tempat pengelolaan akhir 
sampah, sehingga pemerintah desa dapat mengatasi permasalahan ini 
yang dirasakan oleh masyarakat di Desa Sukajaya, Desa Baru Ranji, 
Desa Karang Raja, Desa Mekar Jaya, Desa Karang Jaya, Desa Bangun 
Sari, Desa Purwodadi Dalam, dan Desa Sidomukti, Lampung Selatan. 
4. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomer 
7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Lampung Selatan sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan melalui perangkat daerah terkait dapat 
melakukan melakukan pembangunan di beberapa sisi seperti:  
a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai leading sektor 
pembangunan dan pemerintahan desa dapat mengontrol proses 
pembangunan desa sesuai dengan Kemendes Nomer 2 tahun 2016 
tentang Indeks Desa Membangun dapat berjalan baik setiap desa. 
Selain itu, Dinas ini dapat mendampingi aparatur pemerintah desa 
dalam pengelolaan BUMDes, pelatihan aparatur pemerintah desa, 
dan menyediakan fasilitas kantor pemerintah desa.  
b. Berdasarkan peraturan Permendes PDTT Nomer 18 Tahun 2019 
Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, Pendamping 




kerjasama desa, pengembangan BUMDes, dan pembangunan 
yang bersekala lokal desa, sehingga poin 1 sebelumnya dapat 
diperbantukan. 
c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat membangun Pasar 
Desa di Desa Sukajaya, Desa Baru Ranji, Desa Karang Raja, Desa 
Mekar Jaya, Desa Karang Jaya, Desa Bangun Sari, Desa 
Purwodadi Dalam, dan Desa Sidomukti, Lampung Selatan. 
d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat membantu 
mewujudkan keragaman produksi di setiap desa dengan 
mendampingi dan memunculkan usaha kecil baru di Desa. Selain 
itu, dinas ini dapat melakukan pendampingan pada setiap koperasi 
di setiap desa di Kabupaten Lampung Selatan. 
e. Dinas Komunikasi dan Informatika dapat membantu dengan 
menyediakan dan/atau menjadi penghubung dengan aktor terkait 
dalam membangun infrastruktur teknologi informasi dan 
komunikasi penyediaan internet bagi perangkat desa dan 
masyarakat desa. 
f. Dinas Perhubungan dapat membantu dengan menyediakan 
angkutan umum dan trayek tetap. 
g. Dinas Perumahan dan Pemukiman dapat menyediakan jalan 
aspal/beton yang dapat dilewati kendaraan bermotor roda empat. 
h. Dinas Lingkungan Hidup dapat memastikan di setiap desa memiliki 




Pembuangan Akhir induk yang sesuai dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomer 14 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Kebersihan dan Pelayanan Persampahan. 
i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat memastikan 
kegiatan tanggap bencana di setiap desa seperti membuat peta 
atau denah wilayah rawan bencana, pembuatan alarm bencana, 
membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu, dan 
memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap 
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Ekonomi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa 
Sosial Peningkatan Kesehatan 
Peningkatan Pendidikan 
Peningkatan Modal Sosial 
Peningkatan Kualitas Pemukiman 
Ekologi Peningkatan Kualitas Lingkungan 
















Masyarakat Bisnis Jumlah  
1 Keragaman Produksi 0 5 5 5 4 5 4 28 
2 UMKM 0 5 5 5 4 5 4 28 
3 Perdagangan 5 5 5 5 4 4 4 32 
4 akses penduduk ke pusat perdagangan 5 5 5 5 0 0 0 20 
5 terdapat pasar desa 5 0 5 5 0 0 0 15 
6 terdapat sektor perdagangan (warung 
minimarket) 
0 0 5 5 0 0 5 15 
7 Akses Distribusi logistik 0 0 0 3 0 5 5 13 
8 Kantor pos dan jasa logistik 0 0 5 0 0 0 5 10 
9 Pelayanan Kredit 0 5 0 5 0 4 4 18 
10 Lembaga perbankan dan BPS 0 5 5 0 0 0 5 15 
11 akses penduduk ke kredit 0 0 5 5 0 0 5 15 
12 Lembaga Ekonomi 5 5 5 5 5 5 4 34 
13 lembaga ekonomi rakyat (Koperasi) 5 0 4 5 4 3 1 22 
14 BUMDes 5 0 4 5 4 3 1 22 
15 Usaha Kedai makanan, Restoran, Hotel 
dan Penginapan 
0 0 5 0 0 0 5 10 
16 Keterbukaan wilayah 5 5 5 5 3 5 5 33 
17 terdapat mode transportasi umum 0 0 5 0 0 0 3 8 
18 terdapat jalan dapat dilalui bermotor 
roda empat 
0 5 5 0 0 0 3 13 
19 kualitas jalan desa 0 0 5 5 4 0 3 17 
20 Pelayanan Kesehatam 5 5 5 5 4 5 5 34 
21 jarak kesarana dekat 0 5 5 5 0 0 0 15 
22 ketersediaan tenaga kerja (Dokter, 
bidan, nakes dll) 




23 keberdayaan masyarakat untuk 
kesehatan 
0 5 5 5 0 5 0 20 
24 akses ke poskesdes 5 0 5 5 1 0 0 16 
25 aktifitas posyandu 0 5 5 5 3 0 0 18 
26 jaminan kesehatan  5 0 5 0 0 4 0 14 
27 kepesertaan BPJS 5 0 5 0 0 4 0 14 
28 Akses pendidikan dasar-menengah 0 5 5 5 3 5 4 27 
29 akses pendidikan sd/mi 0 0 5 0 0 4 4 13 
30 akses pendidikan smp/mts 0 0 5 0 0 4 4 13 
31 akses pendidikan sma/smk/ 0 5 0 0 0 4 4 13 
32 akses pendidikan non-formal 0 0 0 0 0 0 4 4 
33 kegiatan paud 0 0 5 5 1 4 4 19 
34 kegiatan PKBM (Paket ABC) 0 0 5 0 0 0 0 5 
35 kegiatan kursus 0 5 5 5 0 0 3 18 
36 akses pengetahuan masyarakat 0 0 5 5 3 3 0 16 
37 taman bacaan masyarakat/perpustakaan 
desa 
0 0 5 5 3 3 0 16 
38 solidaritas sosial 0 5 5 5 3 4 4 26 
39 kebiasaan gotong-royong 0 0 0 5 3 5 0 13 
40 keterbukaan ruang publik 0 5 5 5 3 3 2 23 
41 terdapatnya kelompok olahraga 0 0 5 5 3 5 0 18 
42 kegiatan olahraga 0 0 5 5 3 5 0 18 
43 toleransi 0 0 0 5 2 5 0 12 
44 keragaman suku/etnis 0 0 0 0 0 5 0 5 
45 bahasa sehari-hari warga desa 0 0 0 0 0 5 0 5 
46 agama mayoritas warga desa 0 0 0 0 0 5 0 5 
47 rasa aman warga 0 0 0 5 2 5 5 17 
48 tersedianya sarana poskamling 0 0 0 5 3 4 0 12 




50 kejadian perkalahian massal didesa 0 0 5 5 0 5 2 17 
51 kesejahteraan sosial 0 5 5 5 3 5 1 24 
52 akses ke sekolah luar biasa 0 5 5 0 0 0 0 10 
53 penyandang kesejahteraan sosial (anjal 
& pengemis) 
0 0 5 5 3 5 0 18 
54 akses air bersih dan layak minum 5 5 5 5 3 5 2 30 
55 mayoritas warga memiliki sumber air 
layak minum 
0 0 5 5 3 5 0 18 
56 akses warga memiliki air mandi dan 
mencuci 
5 5 5 5 3 5 0 28 
57 akses ke fasilitas sanitasi 0 5 5 5 3 5 2 25 
58 mayoritas warga memiliki jamban 0 5 5 5 3 5 0 23 
59 tempat pembuangan sampah 0 0 5 5 3 4 2 19 
60 akses ke fasilitas listrik 0 0 0 0 0 0 0 0 
61 keluarga yang teraliri listik 5 5 5 5 1 5 0 26 
62 akses fasilitas informasi dan 
komunikasi 
5 0 5 5 3 5 3 26 
63 warga memiliki telepon seluler dan 
sinyal kuat 
5 0 0 0 0 5 4 14 
64 akses internet di kantor desa 0 0 5 5 3 0 2 15 
65 terdapat akses internet untuk warga 5 0 0 0 0 5 5 15 
66 pencemaran air, tanah, udara,  0 0 5 5 3 5 2 20 
68 potensi rawan bencana 0 0 0 0 0 0 0 0 
69 bencana alam (banjir, tanah longsor, 
kebakaran hutan) 
5 5 5 5 3 5 3 31 
70 tanggap bencana 0 0 0 0 0 0 0 0 
71 upaya/tindakan terhadap potensi 
bencana alam 
5 5 5 5 3 5 1 29 












Lampiran 4.         UJI VALIDASI MAPE 
Desa 
Kondisi 2018   Kondisi 2019 Kondisi 2020 
IKS IKE IKL IDM Status IKS IKE IKL IDM Status IKS IKE IKL IDM Status 
SUKAJAYA 0,64571 0,6 0,53333 0,59302 TERTINGGAL 0,7257 0,4000 0,7333 0,6197 BERKEMBANG 0,5943 0,5167 0,6667 0,5925 TERTINGGAL 
BARU RANJI 0,6 0,43333 0,66667 0,56667 TERTINGGAL 0,6571 0,3833 0,6667 0,5690 TERTINGGAL 0,6457 0,3500 0,5333 0,5097 TERTINGGAL 
KARANG 
RAJA 
0,64571 0,48333 0,6 0,57635 TERTINGGAL 0,7314 0,3500 0,6667 0,5827 TERTINGGAL 0,7029 0,3833 0,6000 0,5621 TERTINGGAL 
MEKAR JAYA 0,75429 0,31667 0,66667 0,57921 TERTINGGAL 0,6971 0,4000 0,6667 0,5879 TERTINGGAL 0,6857 0,3833 0,6667 0,5786 TERTINGGAL 
KARANG 
JAYA 
0,65143 0,31667 0,66667 0,54492 TERTINGGAL 0,7086 0,3667 0,8000 0,6251 BERKEMBANG 0,6514 0,3833 0,6667 0,5671 TERTINGGAL 
BANGUN 
SARI 
0,67429 0,56667 0,66667 0,63587 BERKEMBANG 0,7371 0,3833 0,6000 0,5735 TERTINGGAL 0,7714 0,4667 0,5333 0,5905 TERTINGGAL 
PURWODADI 
DALAM 
0,65143 0,45 0,53333 0,54492 TERTINGGAL 0,7886 0,4333 0,3333 0,5184 TERTINGGAL 0,7086 0,4667 0,3333 0,5029 TERTINGGAL 
SIDOMUKTI 0,62857 0,31667 0,66667 0,5373 TERTINGGAL 0,7886 0,2833 0,6667 0,5795 TERTINGGAL 0,8286 0,2833 0,6000 0,5706 TERTINGGAL 
 0,65642875 0,4354175 0,6250013 0,5722825  0,7293 0,3750 0,6417 0,5820  0,6986 0,4042 0,5750 0,5593  
 
               
TAHUN 2018-
2020     Data Uji Validasi       
3.164    Simulasi 2018 0,56 0,38 0,78 0,57333       
-3.649     2019 0,54 0,37 0,8 0,57       
-4.083     2020 0,51 0,36 0,83 0,56666       
    Aktual 2018       0,5722825       
     2019       0,5820       
     2020       0,5593       
      
     Uji Validasi       
     Tahun A B Rata-rata        
     2018 0,572283 0,573333 0,183476       
     2019 0,582 0,57 2,061856        
     2020 0,5593 0,566667 1,317182        
      0,571194 0,57 1,187505 AME 
 
  






1. Bagaimana Perkembangan Desa di Kabupaten Lampung Selatan selama 10 
tahun terakhir? 
2. Siapa aktor-aktor yang terlibat didalam pembangunan desa? Apa peran 
mereka? 
3. Apasaja kebijakan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan khususnya Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengurangi desa tertinggal dan 
meningkatan desa mandiri?  
a. Apasaja upaya dalam ketahanan Sosial 
b. Apasaja upaya dalam Ketahanan Ekonomi 
c. Apasaja upaya dalam Ketahanan Ekologi 
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai leading sector urusan 
Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Bagaimana cara Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam koordinasi dengan Dinas Teknis 
lainnya dalam pembangunan desa? 
5. Bagaimana kondisi status desa pada tahun 2016 hingga tahun 2020?  
6. Apakah desa-desa di Kabupaten Lampung Selatan mengalami perubahan 
penurunan status? 
7. Apasaja variabel-variabel yang mempengaruhi peningkatan desa mandiri dan 
mengurangi desa tertinggal? Jelaskan variabel-variabel tersebut. 
a. Variabel-variabel sosial 
b. Variabel-variabel ekonomi 
c. Variabel-variabel lingkungan 
8. Sebutkan Desa yang masih berstatus sangat tertinggal dan tertinggal? 
9. Sebutkan Desa yang masih berstatus mandiri? 
10. Mengutip dari JP-News.id (2018) perkembangan desa tertinggal di Lampung 
Selatan dari tahun 2016 sampai 2017 meningkat 30%. Dari data tersebut, 
terjadi penurunan status tertinggal menjadi sangat tertinggal. Serta, penurunan 
dari desa berstatus berkembang menjadi desa tertinggal. Apakah yang menjadi 
faktor penurunan status tersebut? 
11. Apasajakah variabel-variabel yang saling berpengaruh pada dimensi 




12. Apasajakah variabel-variabel yang saling berpengaruh pada dimensi Sosial 
dan Ekonomi? 
13. Apasajakah variabel-variabel yang saling berpengaruh pada dimensi 
Lingkungan dan Sosial? 
14. Apakah pengungkit yang dibutuhkan untuk memperbaiki dimensi Lingkungan? 
15. Apakah pengungkit yang dibutuhkan untuk memperbaiki dimensi Sosial? 







Kuisioner Variabel Pembangunan Desa 
ID Desa  : 
Nama Desa : 
Tahun  : 




Jika waktu waktu tempuh 
(menit)  
• ≤ 30 maka skor 5  
• 31 – 60 maka skor 4  
• 61 – 90 maka skor 3  
• 91 – 120 maka skor 2  






Jika jumlah dokter dan bidan 
• ≥ 1 maka skor 5  






Jika hasil jumlah peserta 
BPJS: Jumlah penduduk 
• >0,75 maka skor 5  
• 0,6 – 0,75 maka skor 4  
• 0,26 – 0,5 maka skor 3  
• 0,1 – 0,25 maka skor 2  







Jika jarak tempuh menuju 
poskesdes (meter)  
• ≤ 500 maka skor 5  
• 501 – 1000 maka skor 4  
• 1001 – 2000 maka skor 3  
• 2001 – 3500 maka skor 2  





Jika hasil 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑜𝑠𝑦𝑎𝑛𝑑𝑢 
𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓 1 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑘𝑎𝑙𝑖 : 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑜𝑠𝑦𝑎𝑛𝑑𝑢  
• >0,75 maka skor 5  
• 0,6 – 0,75 maka skor 4  
• 0,26 – 0,5 maka skor 3  
• 0,1 – 0,25 maka skor 2  







Bila jarak tempuh menuju 
SD/MI (meter)  
• ≤ 3000 maka skor 5  
• 3000,01 – 6000 maka skor 4  
• 6000,01 – 8000 maka skor 3  
• 8000,01 – 10000 maka skor 
2  










Bila jarak tempuh menuju 
SMP/MTS (meter)  
• ≤ 6000 maka skor 5  
• 6000,01 – 8000 maka skor 4  
• 8000,01 – 10000 maka skor 
3  
• 10000,01 – 11999,99 maka 
skor 2  







Bila jarak tempuh menuju 
SMU/SMK (meter)  
• ≤ 6000 maka skor 5  
• 6.000,01 – 8000 maka skor 
4  
• 8.000,01 – 10000 maka skor 
3  
• 10.000,01 – 11999,99 maka 
skor 2  






Jika jumlah PAUD  
• ≥ 1 maka skor 5  







Jika jumlah PKBM/ Paket 
ABC  
• ≥ 1 maka skor 5  









Jika jumlah pusat 
keterampilan/ kursus  
• ≥ 1 maka skor 5  










Jika taman bacaan 
masyarakat/ perpustakaan 
Desa  
• tersedia maka skor 5  







Jika kebiasaan gotong royong  
• terdapat maka skor 5  







ruang publik  
 
Jika ruang publik  
• terdapat maka skor 5  







Jika jumlah kelompok 
kegiatan olahraga  
• > 7 maka skor 5  
• 6 – 7 maka skor 4  
• 4 – 5 maka skor 3  
• 2 – 3 maka skor 2  
• 1 maka skor 1  






Jika jumlah kegiatan olahraga  
• > 7 maka skor 5  
• 6 – 7 maka skor 4  
• 4 – 5 maka skor 3  
• 2 – 3 maka skor 2  
• 1 maka skor 1  






Jika jumlah jenis agama di 
Desa  
• >1 maka skor 5  






Jika jumlah bahasa yang 
digunakan sehari-hari  
• >1 maka skor 5  






Jika warga Desa terdiri dari 
suku  
• >1 maka skor 5  






Jika Pos Keamanan di Desa  
• Terdapat maka skor 5  





Jika sistem keamanan 
lingkungan warga  
• Terdapat maka skor 5  
• Tidak terdapat maka skor 1  
 
  
Konflik Jika konflik di Desa  
• Tidak terdapat maka skor 5  








Jika jumlah PMKS  
• 0 maka skor 5  
• 1 maka skor 4  
• 2 maka skor 3  
• > 2 maka skor 2  
 
  




• 0 maka skor 5  
• 1 – 3 maka skor 4  
• 4 – 5 maka skor 3  
• 6 maka skor 2  
• > 6 maka skor 1  
 
  
Akses Listrik  
 
Jika = Jumlah Keluarga 
Memakai Listrrik + Nonlistrik : 
Jumlah Keluarga Memakai 
Listrik  
• ≥ 0,9 maka skor 5  
• 0,8 – 0,89 maka skor 4  
• 0,6 – 0,79 maka skor 3  
• 0,5 – 0,59 maka skor 2  





Jika sinyal telepon seluler di 
Desa  
• Kuat maka skor 5  
• Lemah maka skor 3  
• Tidak ada maka skor 0  
 
  
Internet Jika fasilitas internet di kantor 
Desa  
• Terdapat maka skor 5  







Jika akses internet warga di 
Desa  
• Terdapat maka skor 5  







Jika warga Desa BAB di  
• Jamban sendiri maka skor 5  
• Jamban bersama maka skor 
4  
• Jamban umum maka skor 3  





Jika warga Desa membuang 
sampah di  
• Tempat sampah kemudian 
diangkut, maka skor 5  
• Dalam lubang atau dibakar, 





• Sungai/ saluran irigasi, 
danau, laut, got, selokan, 
maka skor 1  
• Lainnya maka skor 0  
 
air minum  
 
Jika sumber air minum  
• PAM, air ledeng tanpa 
meteran, maka skor 5  
• Sumur bor/ pompa, sumur, 
maka skor 4  
• Kemasan, mata air, maka 
skor 3  
• Sungai, air hujan, maka skor 
2  
• Lainnya maka skor 1  
 
  
Air Mandi & 
Cuci  
 
Jika sumber air mandi dan 
cuci  
• PAM, air ledeng tanpa 
meteran, maka skor 5  
• Sumur bor/ pompa, sumur, 
maka skor 4  
• mata air, maka skor 3  
• Sungai, air hujan, maka skor 
2  






Jika Jumlah Industri Mikro : 
Total KK 
• ≥ 0,004 maka skor 5  
• 0,001 – 0,003 maka skor 3  





Jika jarak ke kelompok 
pertokoan terdekat (km)  
• ≤ 7 maka skor 5  
• 8 – 12 maka skor 4  
• 13 – 17 maka skor 3  
• 18 – 25 makas kor 2  





Jika Total KK :  
Jumlah Pasar  
• ≥ 250 maka skor 5  
• < 250 maka skor 3  








Jika jumlah toko dan warung 
kelontong  
• >3 maka skor 5  
• 3 maka skor 4  
• 2 maka skor 3  
• 1 maka skor 2  









Jika jumlah kedai dan 
penginapan  
• > 1 maka skor 5  
• 1 maka skor 3  
• 0 maka skor 0  
 
  
Pos & Jasa 
Logistik  
 
Jika jumlah pos dan jasa 
logistik  
• > 1 maka skor 5  
• 1 maka skor 3  
 






Jika Jumlah koperasi aktif dan 
Bumdesa  
• > 1 maka skor 5  
• 1 maka skor 3  







Jika transportasi umum  
• Ada dengan trayek tetap 
maka skor 5  
• Ada tanpa trayek tetap maka 
skor 3  






Jika jalan di Desa dilalui oleh 
kendaraan bermotor roda 
empat atau lebih  
• Sepanjang tahun maka skor 
5  
• Sepanjang tahun kecuali 
saat tertentu maka skor 3  
• Tidak dapat dilalui 






Jika jenis permukaan jalan 
Desa  
• Aspal/beton maka skor 5  
• Diperkeras (kerikil, batu, All) 
maka skor 4  
• Tanak maka skor 3  






Pencemaran (air, udara, 
tanah, limbah di sungai) di 
Desa Jika  
• 0 maka skor 5  
• 0,25 maka skor 4  





• 0,75 maka skor 2  





Jenis bencana (longsor, 
banjir, kebakaran hutan)  






Fasilitas mitigasi / tanggap 
bencana (peringatan dini 
bencana alam, peringatan dini 
tsunami, perlengkapan 
keselamatan, jalur evakuasi)  
Jika jumlah fasilitas mitigasi / 
tanggap bencana  
• 3 maka skor 5  
• 2 maka skor 4  
• 1 maka skor 3  
• 0 maka skor 0  
 
  
Sumber: Kemendes nomer 2 tahun 2016  
Keterangan : Setiap indikator diberikan skor antara 0 sampai dengan 5. Skor yang 
semakin tinggi mencerminkan tingkat keberartian pada setiap indikator. 












Gambar 1. Foto dengan Aparatur Pemerintah Desa Sukajaya 
 
Gambar 2. Foto dengan Koordinator Pendamping Desa, Kepala dan Perangkat 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan 
 
Gambar 3. Foto dengan Kepala Desa Siringjaha 
 
